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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha
Esa, saya selaku Direktur Program profesi Kepamongp rajaan Institut
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDI.[) sangat bergembira dengan terbitnya
buku berjudul Keparnongprajaan Di Indonesia, perturnbuhan
dan Perkernbagannya. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
seluruh civitas akademika IPDN pada umumnya, dan khususnya program
Profesi Kepamongprajaan IPDN, maupun bagi praktisi pemerintahan
(pamongpraja) dan masyarakat yang ingin mengetahui pertumbuhan dan
perkembangan kepamongprajaan di Indonesia.

Bila melihat literatur yang membahas tentang kepamongprajaan tentu
saja masih jarang ditemukan, baik di perpustakaan maupun toko buku.
oleh karena itu, adanya usaha penulis menyusun buku ini diharapkan dapat
memperkaya pengetahuan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan
kepamongprajaan, termasuk bagi mereka yang memilih profesi sebagai
pamongpraja. Saya dalam hal ini patut memberikan apresiasi yang setinggi-
tingginya terhadap karya ini.

sepintas, buku ini tidak saja mengungkapkan aspek sejarah pertumbuhan
dan perkembangan kepamongp rajaan di Indonesia, juga refleksi dan
penghayatan tentang nilai-nilai kepamongprajaan yang diadaptasi dan
dikembangkan selama ini di lingkungan pendidikan kepamongprajaan,
seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Berlatar pada kultur dan rasa
ke-Indonesiaan itulah sehingga menurut saya sangat cocok sebagai bahan
pengetahuan, pengembangan nilai dan pembentukan karakter bagl pubtic
seruant yang khas Indonesia (pamongpraja).

Pada kesempatan ini, sayajuga mengharapkan agarkaryaini bukanlah
yang terakhir, namun menjadi karya yang akan terus berkembang guna
menumbuhkan nilai-nilai kepamongprajaan dan menjawab tantangan
di masa depan. Tentu saja saya meyakini para penulis sangat terbuka
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terhadap berbagai kritik dan masukan yang konstruktif dalam upaya

penyempurnaan lebih lanjut. Terlepas dari itu, usaha ini adalah langkah

besar dalam meletakkan dasar-dasar pemahaman tentang perkembangan

kepamongprajaan serta relevansinya dengan perkembangan ilmu

pemerintahan. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua

upayaini, Amin!

Jakarta, I Septernber 2016

Direktur Pro gram Profe si Kep amongp t ajaan IPDN

Dr. Margaretha Rurnbekwano S.Sos., M.Si'



As s alarnualikurn Warahrnatullahi Wab arakatuh

Buku dengan susunan sederhana ini tercipta atas peran berbagai
pihak, tak terkecuali zat Yang Maha Kuasa lewat kesempatan yang tak
terkira. Dalam kesadaran itu, penulis selayaknya memanjatkan syukur
dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah turut
menyempurnakan karya awal ini.

Semula, buku ini dipersiapkan untuk bah an ajar di Institut pemerintahan
Dalam Negeri (IPDN) dengan maksud memberikan pemahaman lewat
pengantar pengetahuan umum tentang kepamongp rajaanbagi mahasiswa
baru (praja). Di tengah upaya sederhana itu, penulis terpikirkan untuk
mengembangkan lebih jauh, khususnya sejarah awal kemunculan
pamongpraja, nilai-nilai dasar pamongpraja serta dinamika dan tantan.gan
yang dihadapi oleh pamongpraj ahanini dan kedepan.

Secara historis, kemunculan pamongpraja mewakili elit di level
suprastruktur dan bergerak menurut hierarkhi hingga ke level terendah.
Fungsinya tidak saja melayani elit penguasa dan masyarakat, juga berdiri
sebagai mediator di antara keduanya agar tercapai berbagai tujuan
dalam pemerintahan. Peran tersebut kian menguat ketika personifikasi
pamongpraja secara defacto diakui dan secara dejurememperoleh seperangkat
kewenangan yang cukup dalam pengelolaan urusan pemerintahan umum.
Akseptabilitas pamongpraja di tengah masyarakat secara de facto diakui
karena sejak awal tertanam nilai-nilai kultural sebagaimana rerruang
dalam Kitab wulangrelt. Hingga kemunculannya pada periode selanjutnya,
kedudukan dan peran pamongpraja mengalami pergeseran signifkan
menjadi pelayan masyarakat terdepan, sekalipun peran klasiknya selaku
penopang elit pemerintah tak dapat dilupakan begitu saja. pada titik itu,
peran pamongpraja lebih pada upaya menjaga keseimbangan, selaku sosok
pengintegrasi dan pelayan masyarakat. Dalam posisi demikian, pamongpraja
sering kali menerima konsekuensi sebagai sosok pelind ung @gunong), individu



yang pandai berbicara (ngomong) serta subjek yang paling pertama menerima

kritik (di-om ongin). Bagi pamongpraja dewasa ini, disadari bahwa tantangan

yang dihadapi semakin kompleks dan dengan demikian, membutuhkan

pengajaran, pelatihan dan pembentukan mental yang tidak saja mampu

menjawab tantangan tersebut juga tanpa melupakan nilai-nilai dasar

sebagai pondasi utama pamongpraja. Nilai-nilai dasar tersebut kiranya

dapat menjadi suatu modal utama sekaligus menciptakan kekhasan dalam

nrenj alankan tu gas-tugas kepe merintahan (go o d gou er n an c e)'

Akhirnya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih

yang sebesar-besarnya atas segala bantuan serta dukungan yang sangat

berharga kepada seluruh pihak yang telah membantu selesainya buku ini.

Tentu saja secara khusus kami perlu sampaikan terima kasih kepada Sdr'

Risman dan Deni selaku editor dan staf Ghalia Indonesia yang telah dengan

kritis melakukan koreksi dan masukan lewat berbagai diskusi. Kami juga

patut menyampaikan apresiasi atas dukungan moril Bapak Erwin Yatim dan

Mustar Labolo (Bupati dan Wabup Kab. Banggai), Bapak Anwar Hafidh

(Bupati Morowali), Bapak Ahm edZaV'rlskandar (Bupati Tangerang)' Bapak

Celcius Watae (Bupati Keerom), Indra Catri (Bupati Agam), Irwansyah

(\Nalikota Pangkal Pinang), dan Bapak Hasrul Edyar (lMabup Simeulue)

yang telah memberi banyak masukan dalam setiap perbincangan di kelas

Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Di sekitar penulisan

ini juga kami perlu berterima kasih kepada Rektor IPDN, Direktur

Profesi Kepamongprajaan serta guru yang Iayak dihormati dan menjadi

bintang sepanjang masa almarhum Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha (pencipta

I{ltbernologt). Dalam penyusunan redaksi kami tak lupa mengucapkan terima

kasih kepada Ibu Susilawati selaku dosen Bahasa Indonesia IPDN, Dr.

Ismail Nurdin selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, Dr' Bambang

(Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan), serta praktisi pemerintahan

seperti Sdr. Dr. Irwansyah dan Dr. Harry Mulya (Komisi ASN), Imam

(Kota Cilegon), Mulyadin Malik (Kementerian PDT), Haris Kariming

(Prov. Sulteng), Imelda Romauli (Humas Kemendagri), Nur }J.azanah

(Kabupaten Bandung), Ryutaro Siburian (Bangda), dan Fikri Ma'arif
(Kabupaten Bangga Laut) yang amat sering berdiskusi, bahkan berjuang

mempertahankan marwah almamater di seputar aktivitas pamongpraja

dari Sabang sampai Merauke.

--t



Atas berbagai kekurangan dalam buku ini, tentu saja penulis berdua
amat menyadarinya sehingga diperlukan suatu diskusi internal ke depan
guna penyempurnaan dari aspek epistemologi khususnya.

Wassalam.

Jakarta, 2 September 20 I 6

Muhadarn Labolo
Ahrnad Averus Toana
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A. Munculnyapamongpraja

Dalam kehendak memenuhi kebutuhan untuk mengatur kehidupan
masyarakat, kehadiran pemerintah menjadi sesuatu yang rJ dupu, dihinJari.
Sepanjang kebutuhan itu, eksistensi pemerintah dapat h--udi, dulu- berbagai
aktivitas kehidupan masyarakat. Semakin jauh keterlibatan pemerintah
dalam kehidupan masyarakat, mengesankan iemahnya masyarakat sekaligus
menunj ukkan tingginya kebutuhan akan hadirnya pemerintahan. Fenomena
ini sering kali mendorong terbentuknya pemerintahan absolut dengan moder
sentralistik. Sebaliknya, semakin rendah keterlibatan pemerintah dalam
aktivitas masyarakat, menunjukkan tingginya kemaniiriu' masyarakat
dalam menentukan masa depannya sekaligus menggambarkan batas-batas
kebutuhan akan perlunya pemerintahan. Gambaran terakhir cenderung
mendorong terbentuknya pemerintahan demokratis di berbagai belahan
dunia.

Bekerjanya institusi maupun organisasi daram aktivitas kehidupan
masyarakat menciptakan proses pemerintahan. proses pemerintahan
digerakkan oleh sejumlah kecil aktorpemerintahan. Sebagai lembaga yang
bersifat statis, organisasi pemerintahan hanyamungkin bfrge.ak (dinamis)
jika terdapat sejumiah aktorpilihan yang memrrgkirku., terciptanya interaksi
antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks itu, terdapat setidaknya
dua persoalan utama) yaitu penggunaan kewenangan dan isu pelayanan.
Persoalan kewenangan bertalian dengan seberapa jauh penggunaan
kewenangan dilakukan oleh pemerintah. p.rgg,rnuan kewenangan yang
berlebihan maupun kurang dapat menimbulkan konsekuensi ekstrem
(abuse of pouer) bagi pemerintah. Sedangkan isu pelayanan berkaitan
dengan apakah penggunaan kewenangan mampu memenuhi kebutuhan



masyarakat dalam hal layanan sivil maupun layanan publik' Dalam

paradigma pemerintah an lama, persoalan pertama menjadi isu penting

yangmeletakkanpemerintahsebagaisentralyangdilayani.Dilndonesia'
sekelompok orang yang berstatus ,.bugui p.-erintah dan diletakkan sebagai

eliteyangdilayanidimasalaludisebutpangrehpr@a.Sementaraitu,kedua
kini menjadi paradigma baru pemerintahan (klbernolog) dimana posisi

mereka yang dilayanilenjadi fokus utam 
^yangdilayani.r 

Dalam hubungan

itu, peran pemerintah mengalami pergeseran posisi yang kemudian dikenal

de n gan istilah P amon gPr a1 a.

DalamsetatWulangreh2,term.pamongpraja,dapatditelusurimenurut
sastraJawa. wukngreh*".r,rpuLtn kitab yang didesain khusus bagi para calon

pemimpin atau pengua sa- Wulmgberurr pel4iaran' sedangkan rehmengandung

makna pmgnsa at^n pemimptn. Karyaini dijadikan kurikulum rujukan untuk

*.rrg..tdulikunhawanafsuparapenguasasepertipemahamanhalal-haram'
hidup sederhana, tidak sombong loyal pada negara' tidak berwatak pedagang

rendah hati dan adil. Tujuannya tidak lain agar para penguasa atau pemimpin

tidak kehilangan arah diam menjalankan roda pemerintahan3' Dalam birokrasi

Jawa,baik pada masa kerajaan maupun pada masa pendudukan Belanda telah

dikenal isnlah pangreh pr@a dan pamong\rEa. Adapun makna pwrgreh (pm{ dan

rei)menunjukkan padalekuatannpmgunsaataupenlimpin'Sedangkanqrqiasendiri

memiliki artr, raklat leban|daa Pubt*" magtmaknt ata.u mnelastang diln2ani' Dalam

konteks normatif, istilahpraja identik de' gan pegawai pmnintnlwn" pegawai nzgm

sipit (cirit satazf)s. Istilah ini jelas berbeda dengan kata Raja yang menunjukkan

arti sebaliknya, sebagaimana kecurigaan sebagian masyarakat terhadap istilah

praja yang seakan aiAaiU menjadi 'raja' di lembaga pendidikan kedinasan

,.p.*ilnstitutPemerintahanDa]amNegeri(IPD}i).Jadi,jikadiartikanbebas,
pangreh pr@alebih meruj ukpada p{abat politik\ang mmitiki dn@at lelatnsann drngan

batns-batas turtmhr.Iiri sendiri dalam etimologi asing sepadan dengan katarecht

@elanda) yang bermakna hukum, aturan atau norma yang mesti ditaati'

Taliziduhu Ndraha ,2003. Kybemologi jilid I & 2' Rineka Cipta' Jakarta'

|Yulangreh'ada|ahkaryaistimewagubahanSusuhunanPakubuwonolVdariKeratonSurakartaHadiningrat.LihatAlfian'
M e nj ii P e mimp i n P o titi k' Gr amedia, J akfi4 2O lO : 2M

pardi Suratno, sang Pemimpin Menumt Astabhata,z}Og.Lihat juga nrasi dalam httpy'www heritageofjava' co/art/sstrajawa'/

Asthabrata. htm, oleh wu*an suretyu, Kepemimpinan Jawa,Yogyakarta,2007 Demikian pula Agung webe' Javanese

Wisdom, Berpikir dan Berjiwa Besar'Yogyakarta: Indonesia Cerdas' 2007'

SejauhinitakadasatupunsumberyangmenerangkanmaknaPangdalarnkataPangreh,atzunakna,,P''d21|a'i[ka:t^Parcng.
Apakah ia identik de ngan fangttina'Ztau meruj-uk pada pemilik tertinggi dari kekuasaan itu sendiri'

Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia' Jakarta' 2005'
5



Berbeda dengan istilah pamong yang merujuk pada kata among ngcmvng

atau momong. Istilah ini menurut Nurdin merupakan kata yang bersifat
multidimensional, seperti kata mengemrng anak atau mengasuh anak kecil.6
Pemahaman mengenai pamongprqjajika ditinjau dari perspektif pragmatis
merupakan orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada negara serta
bekerja atas narna negara dan mereka mendapat upah atau gaji dari negara
atas hasil kerjanya. Adapun Tursandi memberikan pemahaman mengenai
istilah pamong paling tidak menekankan pada seorang pelayan publik agar
mampu me-ngunlng (melayani), nglmlng (berkomunikasi) dan siap di-omong
(dinilai).? Dalam kaitan itu, pamongprzua diartikan sebagai pegawai negeri
yang mengurus pemerintahan negara. Maknanya, terbentuknya birokrasi sejak
zamankerajaan, baik kerajaan di nusantarapadaumumnya dan kerajaan di
tanahJawa pada khususnya ditujukan untukmelqtani ralgat sebagaimana mmga:u1
anak, memiliki jwa2ang melindungi dan penuh kasih sa2angltang tak terbatas. Jika
demikian, dari aspek substansi, pemahaman birokrasi sejak zaman kerajaan

Jawa hingga kini dapat dibagi dalam dua level, yaitu kelompok pangreh pr@a
yang menitikberatkan pada pola kekuasaan atau kepemimpinan (cenderung
bersifat dilayani), dan kelomp okpamongprqjayang menitikberatkan pada pola
pelayanan kepada masyarakat (berorientasi melayani).

secara historis, pemahaman birokrasi yang berkaca pada pangreh
praja dan pamongpraja dapat dihubungkan dengan tumbuh-kembangnya
birokrasi pada organisasi pemerintahan di tanah air. Dahulu , raja-rajaJawa
khususnya, dan raj a-raj a di nusanta r a pada umumnya, membentuk birokrasi
tidak untuk semata kepentingan rakyats. Para punggowl yang bekerja di
lingkungan kerajaan disebut abdi dalem atau abdi raja, bukan abdi rafutat.
Dalam kaitan itulah para abdi dalem dapat disebut kelompok birokrasi abdi
dalem. Eksistensi mereka hanyalah untuk melayani kebutuhan raja beserta
keluarga raja dan memperkuat kekuasaan raja. Ketergantungan kuat pada
raja menjadikan birokrasi pada saat itu sangatpatzrnali^stik. Kondisi demikian
didukung oleh tradisi yang kuat sebagai sistem nilai dan dikokohkan oleh
transaksi berupa upeti, srahsrahan atau fEak.Bahkan ketika Belanda tiba
di Indonesia dan mulai menancapkan kekuasaannya, tradisi tersebut

Ismail Nurdin, Quo Vad.is Pamongprrya, Makalah, IpDN, 2010.

Sambulm ymg disampaikan Tursandi dalam acaa Si/ar urahmi Alumni Sekolah Pamongpraja, di Hotel Sahid Hotel Jakarta
pada 24 November 2010.

Arif dm Putra dalmTjokrowinoto, Biro&rasidaknnPobmik,Pustaka PelajuUniversitas Muhmadiyah, Malmg,2001:45.



justru dipertahankan oleh Belanda karena menjadi jembatan emas dalam

mencapai tujuan kolonialismenya, selain dipandang tak mengganggu, juga

menyempurnakan pola penjajahan dalam jangka panjang.

Setelah Indonesia merdeka dan membentuk negara kesatuan dengan

sistem pemerintahan sentralistik, tradisi birokrasi yang dibangun sejak

zamankeraj aan hingga pendudukan Belanda dapat terpelihara dengan baik'

Praktik birokrasi tersebut menjadi relatif langgeng ketika pola pengaturan

sistem pemerintahan diaplikasikan seragam di seluruh Indonesia lewat

pola yang tersentralisasi. Kini, apakah pangreh prqja mentpakan kelompok

suprastruktur politik yang berada di lingkar kekuasaan atau elit yang

berkuasa, dan apakah pamongpraja adalah kelompok administrator semata

yang berada di bawah dan melayani penguasa maupun masyarakat umum?

Untuk melihat lebih jauh, kiranya membutuhkan pengamatan terhadap

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, namun sebelum itu kita perlu

melihat catatan rekrutmen pamongpraj a dan masa ke masa.

B. Rekrutmen PamongPraja Sebelum Kemerdekaan

Ketika Belanda berkuasa di Indonesia, rekrutmen birokrasi banyak

dilakukan dari kelompok pribumi. Keberadaan mereka dimaksudkan

untuk menjembatani kepentingan Belanda sebagai pihak penguasa dan

kaum pribumi dalam wilayah jajahan. Rekrutmen pegawai pemerintah

dari kalangan pribumi oleh penguasa Belanda sebelum kemerdekaan

didorong oleh perkembangan revolusi industri, perkembangan demokrasi,

kemenangan sekutu dalam Perang Dunia Pertama, besarnya kerugian perang

yang dialami Belanda dan salah satu f;aktor pentingnya adalah lahirnya

politik etis. Selain itu, Belanda menyadari bahwa terbatasnya potensi

birokrasi kolonial membutuhkan perpanjangan tangan guna melanggengkan

kekuasaan serta mengembalikan sedikit banyak kebaikan terhadap daerah

jajahan yang selama ini menjadi basis harta rampasan perang. Dengan

pertimbangan itu, rekrutmen pegawai pemerintah yang berasal dari kaum

pribumi dilakukan pada kelompokmiddle r/ais (kelompok bangsawan) dengan

pertimbangan; pertama, memiliki nilai lebih dari aspek charismatic.s Satu

aspek penting dalam konsep kekuasaan yang memungkinkan para pegawai

e Charismtic ad,alah salah satu pendekatm yang digunakm oleh Mu Weber (1978) dalm konsep kekuasm, dimma kekuasam

bersandr dari dirinya sendiri yang mmpu mempengaruhi orang lain lewat daya taik atau performance yang dimiliki.

4 Kepammsprajaa:* ,y*"



pemerintah mampu mempengaruhi masya rakatJawadalam melaksanakan
pesan-pesan pemerintah kolonial secara efektif.

Berdasarkan kultur masyarakatJawa, kepemimpinan dan masyar akatnya
adalah dua sisi yang sangat berhubungan erat. Sisi pemerintah menganut
nilaifeodalistik,yaitu suatu sistem kekuasaan yang sangat kuat tersentralisasi,
dimana kekuasaan adalah aset yang tak boleh berkurang, penuh klenik,
tak sopan dibantah, totaliter, wakil ruhan, sabda pandito dan cenderung
mewakili kep e ntingan p enguasa. S e dangkan sisi masya r akatny acende run g
menganut nllai patron klien, dimana semua ucapan pemimpin merupakan
refleksi seutuhnya kemauan masyarakat, suka atau tidak. Kondisi ini sering
kali mendorong para pemimpinnya memanipulasi kepentingan rakyat bagi
kepentingan diri dan kelompokn ya. D alamperspektif ini, basis rekrutmen
pegawai pemerintah diharapkan terbentuk dari kelompok middle class
(bangsawan Jawa) yang sejak awal telah memiliki kepemimpinan secara
de focto dan de jure.r, Keduq rekrutmen pegawai pemerintah Belanda yang
berasal dari pribumi dimaksudkan untuk membentuk sosok pemerintah
yang tangguh dan paham dengan masalah lokal, baik pemahaman hukum
maupun budaya. Keinginan ini mendorong pemerintah Belanda yang
cenderung menyiapkan kurikulum yang bersifat"law cenhis,, . pembelajaran
hukum dalam pemerintahan dilakukan untuk menjaga ag,,r parapegawai
pemerintah dapat bertindak padajalur hukum. Selain itu, untuk memastikan
bahwa masyarakat yang dipimpinnya juga dapat memahami dan mentaati
hukum pemerintah Belanda.

Selain kurikulum pelajaran tentang hukum positif, para pegawai
pemerintah Belanda juga dibekali pelajaran antropologie,yang dimaksudkan
agar pada pegawai pemerintah Belanda mengetahui budaya masyarakat
yang akan dipimpinnya. Dengan mengetahui sekarigus memahami budaya
masyarakat setempat t para pegawai Belanda dapat mengintegrasikan
hukum positif dengan adat masyarakat setempat. Selain melakukan
adaptasi terhadap nilai-nilai budaya setempat, penerapannyapun tetap
memperhatikan aspek-aspek yang tak bertabrakan dengan kebiasaan
masyarakat dilapangan. Dampaknya, pemerintah Belanda memperoleh

r0 Untuk membedakm kekuasaan secxa de facto dan de iure, lihat Friedman (1973) dalam Kupel 2o00, Ensi klopedia llmu
Sosial, RajaGrafi ndo, Jakarta.



keuntungan besar dimana aktivitas pemerintahan yang berjalan di atas dua

sistem nrlar, yainfeodalisme dan patron klten relatlf lebih efektif dan efisien.

Menyadari hal tersebut, pemerintah Belanda kemudian mengembangkan

pendidikan pangreh praja yang lebih modern.rr Pangreh praja merupakan

istilah yang dipergunakan untuk menunjuk pejabat pemerintahan Hindia-

Belanda yang berasal dari kelompok pribumi untuk melaksanakan urusan

pemerintahan umum (algemene bestuuren) di daerah. Hal ini dapat dipahami

Lur.tu pemerintah Hindia-Belanda bersifat kooperatif terhadap struktur

kekuasaan tradisional (para bupati dan punggawa kerajaan) yang dapat

diajak bekerja sama untuk menekan pemberontakan'

Korps Ambtenar Belanda lebih lanjut mendorong terbentuknya

pendidikan dimaksud dengan tekanan perlunya pendidikan tersebut
;'diprrluo, dan diperdalam".l2 Dengan demikian, maka terbentuklah sekolah

p.rrdldikutt pangreh praja lewat lembaga tertinggi, yaitu Bestuurs Academie.

Sekolah ini terkenal dengan nama OSVIA (Opkidings School Voor Inheemsche

Amstenaren). Sekali lagi, terbentuknya kekuatan pendidikan ini karena basis

rekrutmen pangreh praja berasal dari kelompok elit sehingga efektifivitas

kepemimpinan di lapangan tidak diragukan lagi. Gambaran tersebut

-.rggu-barkan bahwa basis rekrutmen pangreh praja sebagai generasi

awal sebelum terbentuknya pamongpraja semata-mata dirancang untuk

memperkuat kepentingan kolonial Belanda. Sekalipun demikian, tanpa

disengaja kepemimpinan lokal (defacto) menguat kembali, bahkan di atas

tumpukan otoritas de jure (formal- legalis tik).

Pada tahun 1942, Hindia-Belanda di bagi dalam B Gewest, yaituJawa

Bar at, J aw aTengah, Jawa Timur, Yo gyakarta, Surakarta, Sumatera, Borneo

d,an The Grote Oost (Timur Besar). Mula-mula, tiap gewesl dipimpin oleh

seorang residen sebagai Hoofd Van GewuteQik Bertuur' kecuali Aceh, Sulawesi,

dan Sumatera Timuryang dipimpin oleh gubernur. Belitung dipimpin oleh

asisten reidentsampai tahun 19 13 . Resident Bangkatidak mempunyai pangreh

praja Belanda di bawahnya. Sesudah beshrursheruorning, keberadaan gewest

dipi-pin oleh masing-masing gubernur yang menjadi penguasa tertinggi di

daerahnya, dimana gubernur selain memimpin birokrasi, juga memimpin

Sekalipun demikim, kita yakin bahwa tradisi kerajaan-kerajaan di nusantara sebenarnya telah memiliki akar-akar pendidikan

elite yang secara intemal disiapkm dalam rotasi kepemimpinan'

Labolo, Muhadam, Memahami llmu Pemerintahan,Raiawali Press, Jakarta' 2010: 165'



kepolisian dan mengawasi pengelolaan keuangan. Sedangkan pangreh praja
yang berada di luarJawa dan Madura berada di bawah onderafdelingshoofd

yang bertindak sebagai kontroleurBB. Di antara residen dan onderafdelingshoofd

di sisipkan seorang asisten resident yang diberi tugas pengawasan dan
pimpinan interen. Adapun keberadaan regent ataubupati merupakan jabatan
puncak dari pangreh praja Indonesia. Sesudah diadakannya bestuursegforning,

selain menjalankan pemerintahan langsung pada rakyat Indonesia dalam
wilayahnya juga menjadi ketua regentschapsraad (DPRD kabupaten) dan
menjadi alat pemerintahan kabupaten sebagai daerah otonom.

C. Rekrutmen Pamongpraja Pascakemerdekaan

Pasca kemerdekaan, istilah pangreh praja yang kemudian berubah
menjadi pamongpraja tidak serta merta ditinggalkan begitu saja. Kekosongan
birokrasi yang handal dan mampu menghubungkan kepentingan pusat di
daerah dengan sistem sentralistik mendorong pemerintah bercita-cita
merekrut pamongpraja sebagai penopang pelaksanaan kegiatan pemerintah
di tingkat bawah. Berdasarkan alasan itu pemerintah membuka lembaga
pendidikan yang dikelola secara khusus dan digunakan sebagai tempat
pendidikan bagi mereka yang dipersiapkan menjadi pamongpraja.
Selanjutnya, pemerintah mempersiapkan sistem hingga fasilitas pendidikan
kader pamongpraja serta mekanisme rekrutmen bagi mereka yang berminat
menjadi siswa di lembaga pendidikan kepamongprajaan.

Basis rekrutmen pegawai pemerintah dalam konteks pendidikan
yang sama di masa kemerdekaan perlahan mengalami pergeseran. Misi
pendidikan mengalami dekonstruksi sepeninggal pemerintah Belanda.
Mengharapkan basis rekrutmen pamongpraja dari kelompok elit tentu
saja berhadapan dengan tiga kendala pokok, yaitu; pertama, terbatasnya
sumber daya kepemimpinan dari kelompok bangsawan. Kedua, tingginya
masalah yang dihadapi pascakemerdekaan, khususnya masalah-masalah
sosial sehingga membutuhkan kepemimpinan secara kuantitatif yang
dapat menjawab masalah di tingkat bawah. furigq timbulnya kesadaran
di sebagian besar elit bahwa kepemimpinan perlu dipersiapkan unruk
mengisi kekosongan yang ada melalui rekrutmen khusus tanpa melihat
status sosial dalam masyarakat. Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya
pada anak muda yang berprestasi dalam pendidikan pemerintahan akan

7.



lebih memperkuat pencapaian tujuan awal pemerintah.l3 Ketiga alasan

tersebut setidaknya mendorong pemerintah kemudian membentuk lembaga

pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperr Middtlb are

Beshturschool (MBS) pada tahun 1948, Sekolah Menengah Tinggi (SMT)

pangreh praja, SMA pamongpraja yang kemudian bergantinama menjadi

Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan/Administrasi Atas (SMPAA) di

Jakarta dan Makassar. Sekalipun demikian, tampak bahwa nomenklatur

lembaga pendidikan seakan tetap mempertahankan nilai-nilai feodalisme di

tengah keinginan pemerintah merekrut pegawai pemerintah baru. Dalam

catatanpeserta didik dan alumni yang dimuat pada beberapa dokumen yang

masih tersisa, tampak bahwa kebanyakan para peserta didik berasal dari

kelompok elit bangsaw anJawa,Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.

Bahkan, basis rekrutmen pe gawai pemerintah beberap a di antaranya berasal

dari militer aktif ketika meningkat menjadi Institut Ilmu Pemerintahan.ra

Peningkatan kelompok bangsawan dalam rekrutmen pendidikan
pamongpraja pada tahun 1956-1966 hingga angkatan terakhir di APDN

daerah (1990) juga mengalami penguatan dari aspek lokal, khususnya

wilayah tertentu, seperti Sulawesi Selatan dan Bali. Bahkan untukbeberapa

kasus di wilayah yang masih kental kultur lokalitasnya, distribusi alumni di

lapangan lebih efektif jika memiliki berasal dari garis keturunan bangsawan.ts

Kecenderungan demikian sulit dihindari sebab selain menyisakan misi

pemerintah Belanda, juga kelompok bangsawan memiliki akses yang lebih

mudah dibanding masyarakat biasa dalam kerja-kerja pemerintahan di

lapangan. Kondisi ini memungkinkan rekrutmen berlangsung internal dan

tertutup sehingga basis rekrutmen terjaga dan berlangsung di kalangan

elit saja. Walaupun demikian, secara umum basis rekrutmen yang berasal

dari kelompok masyarakat biasa kini lebih terwakili disebabkan rekrutmen

dilakukan lebih terbuka. Alasannya, semakin luas basis rekrutmen maka

pola ini identik dengm rekruitmen yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ketika pra pemira Perancis yang nota bene

berasal dri kelompok elit bangsawan mengalami penyusutan akibat kekalahan di medan perang. Napoleon kemudian

membentuk sekolah militer untuk menyaring pemira bm dengm basis rakyat jelata tmpa berhrap dui kelompok bangsawan.

Orasi Salim Said, Meningkatkan Nilai-Nitai Kebqngsmn di Era Otonomi Daerah,Htl Mercure, Jakarta, 2004.

Sasana Krya 1956-1966, Menjongsong Peningkatannja Mendjadi Institut llmu Pemerintahan, Penerbit: APDN Malang'

1966:67*81.

Sekalipun tak mewakili secaakeseluruhan, untuk kasus demikian dapat dimati di Sulawesi Selatan. Kondisi ini bergantung

pada status sosial yang melekat pada Kepala Daerah yang berkuasa. Kepala Daerah yang tak memiliki gelu kebangsawanm

cenderung bersifat nomal dalarn pola pendistribusian alumni sekolah pendidikan pamongpraja. Hal ini menjadi salah satu

kendala dalm sistem penyebru alumni di daerah-daerah yang cenderung mengalmi penguatan pada aspek kultur lokal

seperti isu putra asli daerah.
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kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin kuat dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi. Sebagai perbandingan basis rekrutmen elit dan
masyarakat biasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Perbandingan Persentase Basis Rekrutmen Elit dan Masyarakat
di APDN Malang (1956-1966)

Asal Daerah EliUAristokrat Masyarakat Biasa Jumlah

Jawa (Timur, Tengah, Barat, Jakarta) 15Vo 85Va 130

Sumatera (Utara, Barat, Selatan, Aceh, Riau,

Jambi, Lampung)
1OVo 90Vo 114

Kalimantan (Barat, Tengah, Timur, Selatan) 1O7o 9OVo 57

Sulawesi (Utara, Tengah, Tenggara, Selatan) 25Vo 75%o

Bali SQVo 2OVo 14

Nusa Tenggara (Barat, Timur) 20Vo 80Vo 20

Maluku 10Vo 9OVo 26

lrian Barat 5Vo 9SVo 16

Sumber: Diolah rlari dokumentasi Sasana Karya, 1956 1966, APDN Malang. Klasifkasi ini <li luur unsur militer tlan perguruan
tinggi dengan jumlah terbqtas yang menjadi tugas belajar selama periode tersebut. Identifikasi kektmpok elit didasarkan pada
nam dan marga besar dqri keseluruhan alumni tersebut.

Untuk memudahkan pengamatan terhadap perkembangan basis
rekrutmen pendidikan pamongpraja maka pilihan periode lgg0-2009
dijadikan sebagai tolok ukur sehubungan penyatuan seluruh Akademi
Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) daerah menjadi APDN nasional
pada tahun 1990. Pada tahun 1992, status APDN berubah menjadi Sekolah
Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)hingga tahun 2004. Adanya
penggabungan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dan STPDN pada tahun
2004 menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan pola
regionalisasi setidaknya menunjukkan kembalinya pola-pola rekrutmen
dengan basis lokal seperti sebelum diintegrasikannya IPDN daerah
menjadi IPDN nasional. Pada periode 1990 hingga 2004, basis rekrutmen
pamongpraja dilakukan secara terbuka pada seluruh masyarakat yang telah
lulus Sekolah Menengah Umum (SMU)yang diintegrasikan diJatinangoq
Sumedang ([awa Barat). Sekalipun pemerintah lebih membuka kesempatan
pada masyarakat umum melalui seleksi ketat di daerah kabupaten/kota
hingga pusat, namun faktanya rekrutmen relatif masih didominasi oleh
kelompok elite birokrasi dibanding masyarakat umum. Sebelumnya dapat

Gagasan dan Sejarah Pamongpraja



dilihat jumlah peserta didik di IPDN dari angkatan I hingga 14. Data
selanjutnya belum dapat dilengkapi kecuali dua angkatan terakhir di IPDN
Makassar.

Jumlah Rekrutmen Praja Angkatan 1 s/d 14

Sumber: Diolah dari dokumentasi Buku Kenangan Praia dan
lnporan PendidikanTahun 2005-2006, serta Dokumen Praia IPDN
Makassar.

Dari hasil identifikasi kelompok praja yang berasal dari masyarakat

kelas atas lewat pekerj aan atzrrr profesi orang tua dalam birokrasi pemerintah

daerah seperti PNS, TNI maupun Polri, nama ataupun gelar kebangsawanan

yang diperoleh berdasarkan garis keturunan dan marga besaq seperti Andi,

Lalu, Raden, La Ode, I Gede/Gusti, diperoleh ratz-ratajurnlah praja yang

berasal dari kelompok dimaksud mencapai lebih dari 60Vo.In menunjukkan

No. Anglctan Jutni

1 01 487

2 02 490

3 03 933

4 o4 807

05 905

o 06 611

07 632

8 08 624

o 09 612

't0 10 621

11 11 982

12 12 793

13 IJ 1.154

14 14 oo<

tc 15

16 16

't7 17

18 18

19 19 97

20 20 99



bahwa kelompok masyarakat kelas atas masih mendominasi peserta

didik di lembaga pendidikan kepamongprajaan. Identifikasi sederhana

tersebut menunjukkan bahwa sekalipun pemerintah sebenarnya lebih

menitikberatkan pembentukan kepemimpinan pamongpraja secara de

jure melalui pembentukan karakter, namun faktanya basis rekrutmen

cenderung berasal dari kelompok elit birokrasi dan masyarakat yang

secara turun temurun sudah ada sejak dahulu. Untuk memperkuat basis

rekrutmen tersebut, pemerintah melalui sistem pengajaran, pelatihan

dan pengasuhan, kader pamongpraja dibentuk agar mampu melayani

masyarakat secara optimal, tangguh menghadapi setiap tantangan, berani,

jujur serta berkepribadian yang kuat sebagaimana nilai-nilai dalam simbol

kep emimpinan universal Jawa, y aitts as tab r ata.

Pamongpraja dengan jiwa kepemimpinan astabrata diharapkan dapat

memberikan kesejukan dan ketenteraman kepada warganya, mampu

mencegah potensi kejahatan dan menindak kejahatan yang sangat merisaukan

masyarakatnya dengan tegas tanpa pandang bulu, mampu bersifat bij aksana,

sabar, ramah kepada siapa pun dan lemah lembut kepada mereka yang lemah

dan fakir, melihat, mengerti serta menghayati problematika seluruh warganya,

dapat memberikan kesejahteraan dan bantuan kepada warganya yang

memerlukannya serta menjadi pelita bagi warganya, mampu menampung

segala sesuatu yang datang kepadanya, baik yang menyenangkan baginya

maupun yang tidak menyenangkan, memiliki mental yang kuat dan gigih

dalam menghadapi dan menangani ancamanyang datang dari luar.16

oleh karena keberadaan IPDN sebagai lembaga pendidikan yang

membentuk kader pamongpraja maka basis rekrutmen berasal dari

masyarakat yang secara de facto memiliki akar yang kuat dalam soal

kepemimpinan lokal. Realitas strategis ini mendorong pemerintah

mengembangkan karakter kepemimpinan pamongpraja yang tidak saja

dapat diterima dan memiliki kekuasaan secara dejure, tetapijuga secarade

fac:tn diteima di tengah-tengah masyarakat. Sebab pengembangan karakter

pendidikan yang semata bersifat de jure (law cennis) hanya akan membentuk

pamong negara yang cenderung beorientasi ke atas daripada ke bawah.l7

16 Lihat"NilaidmMaknaAlrmAstaBrata",http://slameti.blogspot.con/2013/09/nilai-dan-makna-ajrm-asta-brata 
html'

1? Istilah pamong Negara disampaikan oleh Mantm Sekjend Depdgri (Soemaman) yang disampaikan sectra tertulis dalam

smbutan menjelang pembukaan IIP di APDN Malang' 1966'



Kondisi ini dapat mengembalikan kembali paradigma pemerintahan ke
masa lalu yang bersifat feodalistik dan sentralistik.

D. Pergeseran flakna Pangreh praja ke pamongpraja

Pemerintahan pangreh praja ada pada masa penjajahan Belanda di
Indonesia, yang disiapkan untuk melaksanakan kepentingan pemerintah
Belanda. Untuk memahani perbedaan makna semangat dan filosofinya
dapat bertolak dari pemerintahan pascapenjajahan, karena perubahan
dari konsep pangreh ke konsep pamong sekaligus menjelaskan ad,anya
perubahan paradigma dari penindasan ke pembudayaan. Baik pangreh
ataupun pamongpraja tidak ditemukan perbedaan yang berarti sama-sama
sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan.

Menurut Suryaningrat, pamongpr{a dipergunakan unh;k menyebut mereka
yang merupakan pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah melal<sanakan
umsan pemerintahan umum. Oleh sebab itu, pamongpraja mempunyai arti
luas dan sempit. Dalam arti luas, pamongpraja mencakup segenap pegawai
dalam lingkungan pemerintah pusat dan bekerja di daerah dalam rangka
melalaanakan umsan pemerintahan pusat atau pemerintahan umum. Dalam
arti sempit, pamongpraj ahanyamencakup mereka yang memegang pimpinan
dan menjadi kepala dari suatu wilayah administratif,rs Sehingga yang dimaksud
pamongpraja sebagaimana yang terdapat dalam PP Nomor 27 Tahun 1959
bahwa pamongrraja adalah gubernuq residen, bupati, walikota, wedana dan
asisten wedana (camat), maka dari peraturan pemerintah tersebut diperoleh
perumusan pamongpraja sebagai perangkat atau pejabat yang ada di daerah
yang bertugas melal<sanakan urusan pemerintahan umum sekaligus urusan
pemerintahan pusat di daerah. Konsekuensinya, selama di daerah masih ada
umsan pemerintahan umum, maka selama itu pula pamongpraja akan terus
ada. Sejarahperkembangan kepamongrrajaan di Indonesia taklepas dari tugas-
tugas atau urusan pemerintahan umum, karena secara fungsional keberadaan
pamongpraja adalah untuk melal<sanakan umsan pemerintahan umum.

sej ak penj aj ahan B elanda tahun I sgz- | g +2 yang kemudian dilanj utkan
oleh pendudukanJepang, perkembangan pamongpraja tak begitu jelas
sebagai dampak dari dominasi militer dan kesibukan perang. Keberadaan

r8 Suryaninggrat, Bayq Pamongpraja dan Kepala Wilayah, AksaraBaru, Bmdung. 19g0. hlm. 7_l L



Jepang di Indonesia tak berlangsung lama. KekalahanJepang oleh tentara
sekutu langsung disambung oleh lahirnya Negara Republik Indonesia yang
masyarakatnya memproklamirkan sendiri kemerdeka a:nny a. Faktanya,
susunan pemerintahan yang telah lengkap adalah yang ada di deaerah.
Perangkat yang ada pada waktu penjajahan Belanda disebut Inlands B. B.

danJepang menyebutnya syuu Coo ke bawah yang mula-mula disebutpangreh
p r@ a. S eiing de ngan p e rkemb an gan zamar1 berub ah m e nj adi p am o n gpraj a,

mengingat nama yang pertama secara psikologis dan politis kurang tepat dan
mengandun g unsur me n guasai (me n ge reh-p angr e l) seb agaiman a lay akny a
kolonial. Dengan demikian, dimulailah istilah pamongpraj a yang hingga
kini lebih sering dipergunakan.

Memahami kembali makna pangreh praja tidak terlepas dari para
birokrat dahulu yang masih berada dalam sistem tatakerajaan. Pangreh praja
merupakan mereka yang bekerja di lingkungan kerajaan dan mengabdi pada
raja. Mereka yang bekerja sebagai pangreh praja lebih banyak memperhatikan
kebutuhan raja dan memastikan bahwa kekuasaan raja memiliki legitimasi
pada seluruh pegawai kerajaan dan raja-raja taklukan hingga masyarakat
yang berada di akar rumput. Setelah zamankerajaan berakhir di Indonesia
dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Belanda maka kedudukan
pangreh praja mengalami pergeseran, baik pengertian pangreh praja itu
sendiri, demikian pula dalam pelaksanaan tugasnya.Jika sebelumnya pangreh
praja adalah orang yang bekerja untuk raja dan melanggengkan kekuasaan
ra1a, dziamperkembangan di masa penjajahan mengalami perubahan peran,
yakni mereka yang bekerjapada sistem pemerintah Kolonial Belanda dan
mencurahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya bagi keberlangsungan
kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Dalam bahasa Belanda,
pangreh praja biasa disebut inlands beshtur atauinlandsch beshtur,yaitu birokrasi
pelaksana pemerintahan kolonial Belanda di daerah dan sebagai kolaborator
antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.ln Bugr daerah di
pulau Jawa terdapat daerah yang disebut sebagai uorstenlandm atau tanah
kerajaan yang terdiri atas daerah Kesunanan Surakarta dan Kesultanan
Yogyakarta. Sedangkan pulau Madura dibagi dalam beberapa daerah
karesidenan, yang terdiri atas beberapa regentschappen atal kabupaten. Para
kepala daerah regentscltap menyandang gelar sebagai regent atau. bupati.

'e Disadur dari wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Inlands_Bestuur
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Bupati biasanya berasal dan diangkat dan kalangan keluarga pribumi yang

memiliki kekuasaan yang terpandang di tengah-tengah masyarakat.20 Oleh

sebab itu, pangreh praja adalah para elit pribumi yang memiliki kekuasaan

memerintah yang diperoleh dari pihak Belanda sekaligus kekuasaan yang

dimilikinya juga mengakar di masyarakat. Pada zaman pemerintah kolonial

Belanda telah ada hierarki jabatan pangreh praja yang secara singkat dapat

digambarkan sebagai berikut.

. GubernurJenderal (berkedudukan di Bata\taatau saat ini disebutJakarta.

Sebagai catatan) yang menempati jabatan GubernurJenderal adalah

orang-orang Belanda).
. Keresidenan.
r Asisten Residen.
. Wedana.
r Demang.
r Lareh (khusus untuk Sumatera Barat).
. Kepala Desa (Kepala Nagari).

Setiap orangyang menduduki jabatan dimaksud yang disebut pangreh

praja, sedangkan pegawai dan pesuruh yang ikut membantu jalanannya

pemerintahan tidak mendapat sebutan demikian. Para pejabat pangreh

praja sangat disegani atau lebih tepatnya ditakuti. Seorang pangreh praja

tidak dapat dikoreksi oleh sembarangan orang walaupun kebijakan yang

diambilnya mungkin kurang tepat. Satu-satuny^ yarrg dapat memberi

teguran adalah pejabat yang berada di posisi lebih tinggr jabatannya

dari yang bersangkutan.2r Mereka yang memiliki jabatan tertinggi dari
para pangreh praja tersebut ditempati oleh orang-orang Belanda. Oleh

Pemerintah Belanda, pangreh praja diserahi dua tugas utama berikut.

a. Menciptaka n rest and orde (keteraturan dan ketenangan) dalam masyarakat.

Indikatornya adalah tingkat kriminalitas seperti pencurian dan

perkelahian yang terjadi dalam masyarakat di bawah kekuasaanya.

b. Memungut pajak pada masyarakat, semakin besar pendapatan yang

bisa dihasilkan oleh seorang pangreh praja, maka dikatakan semakin

b erhasil kep emimpi nanny a.22

4 lbid.
,r Disadur dari tulisan Riny Yunita, https://rinyyunita.wordpress.com,/2008 l05l24lprajadoelu-dan-sekarang/#more-54.

22 lbid.



E. Perkembangan Pamongpraja

Strategi pengembangan karakter kepemimpinan melalui basis
rekrutmen pamongpraja dewasa ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan
zaman. Pengemban gan karakter kep emimpinan melalui aspek inte leknalitas,
emosional, dan spiitualmenjadi modal yang sangat strategi guna menyiapkan
kepemimpinan yang siap dalam kondisi serba cuaca. Mendidikpamongpraja
melalui penanaman kekuasaan yang bersifat de jure semata (tau; centrisl tiu
menjawab dinamika perkembangan politik pemerintahan dewasa ini.
Faktanya, kaderisasi elit dalam masyarakat melalui instrumentpartai politik
maupun lembaga kemasyarakatan lainnya tampaknya mengalami kebuntuan
(stagnan), bahkan berjalan ranpa standar yang memadai. Tingkat legitimasi
terhadap kepemimpinan politik pemerintahan mengal ami degrada,rE baik
dari aspek legitimasi religi, elit maupun demokrasi. 23 Fenomena tersebut
ditandai susutnya kader partai dengan cara merekrut artis dan birokrat
dalam sejumlah kasus pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah.
Akibatnya, selain artis, banyak lulusan pendidikan pamongpr aja yang
sekalipun muda, namun di nilai masyarakat mampu mengemban misi
pemerintahan sebagai pejabat politik (kepala daerah dan wakil kepala
daerah). Ini menunjukkan bahwa akseptabilitas moral masyarakat Qegttima$
terhadap kaderpamongpraja mengalami perruasan tidak saja dalam konteks
penegasan kekuasaan secara dejure tetapijuga defacto.Asumsi ini paling tidak
didukung oleh banyaknya pendaftaran kandidat pejabat politik dalam 5
tahun terakhir yang berasal dari kalangan alumni pendidikan pamongpraja.
Tabel berikut hanyalah gambaran awal kontribusi kaderpamongpraja aktif
dan non-aktif dalam jabatan publik pada periode 2005-2010.

Keikutsertaan Pamongpraja Aktif dan Non-Aktif
Dalam Jabatan Politik Tahun 2005-2010

Provlnel Kepala

Daerah'
WaHl Kspala

Daerah

Anggota
DPRD

DKI Jakarta

Jawa Barat \' 4

Jawa Timur

Jawa Tengah

'?r FrmsMagnisSuseno,rggg,EtikaKekuasaan,prinsip-prinsipKewarganegaraan,Kanisius,Jakarta.



Sulawesi Selatan J 2 10

Sulawesi Barat 1 1 3

Sulawesi Tengah I 2 !t

Sulawesi Tenggara 1 z J

Sulawesi Utara 2 2

Gorontalo 3 3

Kalimantan Barat 1 4 4

Kalimantan Timur 1 1 2 4

Kalimantan Tengah 1 1 1 J

Kalimantan Selatan 1 2 3

Sumatera Barat 2 5 I

Sumatera Utara 3 4

Sumatera Selatan 1
1

Papua 2

Papua Barat 1

Bangka Belitung 2 2

Riau 2 2 o

Keoulauan Riau 2 1 3 o

Jambi 3 4

Lampung 11 11

Bali
J

Nusa Tenggara Barat 1 3 4

Nusa Tenggara Timur 1 o

Maluku 1 2 3

Maluku Utara 1 1 2

Bengkulu

Nanggroeh Aceh D. 2 2

Yogyakarta

Sumber: Diolah terbatas dari berbagai sumber di daerah, 2010'

Tiampak bahwa penaja^rnan nilai-nilai kepemimpinan poiitik pemerintahan

melalui tiga aspek pengajaran, pelatihan, pengasuhan ([arlatsuh) penting untuk

dikembangkan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan

politik Iokal yang ditumbuhkembangkan secara proporsional. Hal ini

untuk menjawab dan mengurangi kebuntuan dari pola sirkulasi kekuasaan



pada kelompok elit dengan instrumen yang dimiliki. Sepanjang elit dalam
masyarakat (termasuk partai politik) mampu menciptakan sirkulasi secara
sehat dan memadai, maka pendidikan pamongpraja tentu saja lebih relevan
jika ditempatkan secara proporsionalitas sebagai manajer yang tangguh
dalam birokrasi modern. Sebaliknya, jika partai politik gagal memburrg.,r,
pola sirkulasi sesuai mekanisme dalam praktik demokrasi prosedural, maka
suka atau tidak, basis pendidikan pamongpraja secara alamiahberpeluang
mengambil bagian berdasarkan mekanisme dan konsensus yang disepakati.
Kondisi demikian lazim terjadtdimana pun negara yang mengalami sirkulasi
pemerintahan transisi. Tenru akan jauh lebih mudah jika ditunjang dengan
kebljakan semacam undang-undang yang melapangkan sekaligus menemukan
jalan keluar (walt out) dengan cara mengimbangi kandidatkepala daerahyang
berasal dari partai politik dengan wakil kepala daerah yang bersumber dari
kelompok birokrasi yang tentu saja memiliki standar pengalaman dan basis
keilmuan pemerintahan (pamongpraja).

Pada dasarnya, semua itu bergantungpada tujuan pemerintah dajam kaitan
dengan pembentukan kepemimpinan pemerintahan. pertanyaan mendasar
adalah basis dan ororitas apa yang kita butuhkan ke depan dalam konteks
pendidikan pamongpraja densan berpijak pada realitas sistem politik dan
pemerintahan yang berlangsung saat ini? Belajar dari basis rekrutmen masa lalu
serta kebutuhan pemerintahan dewasa ini, tampaknya perlu dipikirkan kebutghan
kepemimpinan pemerintahan dalam road map l0 hingga 20 tahun ke depan
sehingga basis rektruunen dapat disesuaikan dengan kebutuhan kepemimpinan
pemerintahan. Secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut.

Hubungan antara Basis Rekrutmen dan Sifat Kekuasaan

Basis Periode EliUAristokrat Masyarakat Umum Sffat Kekuasaan '

Prakemerdekaan X De Facto

Pascakemerdekaan X X De Facto dan De Jure
Periode 1990-2010 X X De Jure

Periode 2010-2020 X X De Jure -+ De Facto

Seiring dengan pergeseran sistem pemerintahan otoriter menuju
demokrasi, makna pangreh praja secara perlahan mengalami koreksi total
sehingga melahirkan konsep pamongpraja. Suatu konsep yang mengandung



misi melayani masyarakat secara optimal dimana saja dan kapan saja

sebagai suatu tanggung jawab de jure sekaligus defacto. Dewasa ini, seperti

disinyalir oleh Tursandi (2010),2a konsep pamongpraja bahkan menjadi

lebih terbuka dengan perubahan sistem pemerintahan, dimana istilah

urusan pemerintahan umum dan urusan umuln pemerintahan semakin

sulit dibedakan dalam kenyataan dilapangan' Menurutnya, individu yang

melakonkan jabatan pamongpraja boleh berasal darimana saja, tanpa

melihat latar belakang pengalaman dan pendidikannya. Tinggal bagaimana

membentuk mereka agar memahami maknapelayanan masyarakat serta

dibekali lewat pelatihan jangka pendek (short courses) dan jangka panjang.Jika

para kepala daerah yang baru terpilih saja dapat dilatih selama 2l hari di

Badan Diklat guna meletakkan dasar-dasar kepemimpinan pamongpraja,

mengapa untuk para camat yang notabene saat ini banyak berasal dari

berbagai pengalaman dan basis keilmuan berbeda sulit dikendalikan

pemerintah untuk taatpada PP No. 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan

berkaitan dengan sertifikasi camat? Faktanya, untuk rekrutmen camat

masih didasarkan atas daftar urutan kedekatan,jauh dari tata merit sistem

yang diharapkan.

Terlepas dari persoalan di atas, pemahaman terhadap pamongpraja

yang mensyaratkan kualifikasi lwpanimpinan dan kemampuan man@erinl seperti

dikemukakan Ndraha (dalam Nurdin) bahwa cukup relevan dalam pemaknaan

kekuasaan defactn dan dn jure. Kekuasaan fufoctn (kharismatik, politis) dapat

dikembangkan melalui pengembangan karakter kepemimpinan, sedangkan

kekuasaan dzjure (tzgat rasi.onnl, autlnriE) dapat didesain melalui pengembangan

karakter manajerial.2s Lalu mengapa pamongpraja harus berada di garis finil

kewilayahan dengan pendidikan khusus? Oleh karena kita percaya bahwa

penumbuhan karakter kepemimpinan (kadnslnp) seyogianya berhadapan dengan

tusi, *uryurakat terkecil hingga yang paling luas guna mendorong tumbuhnya

kekuasam dnfulo di atas keku asaan fu jure, maka kita mengharapkan para alumni

kader pamongpraja setelah lulus tidak sekedar menjadi ajudan kepala daerah,

sekalipun penting untuk menumbuhkan karakter manajerial pada waktunya'

Dengan -er.-putkun kader pamongpraja di level kelurahan sebagai entitas

pemerintahan paling bawah, setidaknya dapat menjadi wadah dan proses

a Dalm Muhad am Labolo, Mence gah N e gara G agal, Rajagrafi ndi' 20 1 3' hal"'
25 Ismail Nurdin, Budaya Organisasi Polisi Pamongpraja, Unpad Press' Bandung' 2010 hlm' 8'



praktikal pembelajaran secara langsung dari pengetahuan pemerintah anyang
dimilikinya. Dengan berkedudukan di kelurahan, mereka relatif berhadapan
langsung dengan basis sosial yang dengan sendirinya dapatmengembangkan
karakter kepemimpinan secara dtfacto,sekaligus mengasah karakter manajeriat
atas kekuasa an fu jure. Pertanyaan berikut adalah mengapa perlu dididik khusus?
oleh karena pemerintah merupakan organisasi paling sempurna yang memiliki
keistimewaan,2. maka profesi pamongpraja sebagai representasi pemerintah
dalam melayani masyarakat perlu dididik secara istimewa/khusus, sebab
pemerintah memiliki kekhususan/keistimewaan dalam memainkan kekuasaan,
baik secara de jure maupun fufacta. Perlu dibedakan sifat khusus pada sekolah
lain, seperti jaksa, hakim, audito4 polisi atau tentara yang walaupun dididik
secara khusus namun hanya melaksanakan kekuasaa n dejure semata (kut cmnis)
tanpa berhadapan langsung dalam konteks pelayanan masyarakat sehingga
membutuhkan qualifud lzaduship (Ndraha: 2010). Inilah yang disebut dengan
model pendidikan specialist-generalis. Jika alumni Akpol dan Akmil bersifat
specinlist mmgamankan dnn manpertahankary lulusan perguruan tinggi umumnya
bersifat generalist-specialist dalam keilmuan, maka lulusan pamongpraja lebih
bersifat speciltlist-generalist dalnm praktik punnintahan. Pembedaan istilah specinli:t
(kekhususan) dapat dilihat pada tabel berikut.

Pembedaan Kekhususan pada Akpol/Akmil, perguruan Tinggi,
dan Pendidikan Pamongpraja

Perbandingran AkpoUAtmtt Perguruan Tlnggl Pendidikan Pamongpraja

Spesialisasi Mengamankan/

mempertahankan/

menyelidik/

membunuh

Pada ilmu tertentu

sesuai jurusan
Pada ilmu pemerintahan dengan
karakter kompetensi qualifield

leadership dan manajerial

administrative (de facto dan de jure)

Jadi, jelas jika ada kekhususan (spesialisasQ dalam memainkan senjata
secara praktis di lapangan untuk mengamankan (to saueQ ataumembunuh
(t0 killed), maka pamongpraja memiliki kekhususan dalam menggunakan
kewenangan yang lebih dari sekedar memainkan senjata, yaitu mengelola
kewenangan 2ang lebilt luas. Perlu diulangi mengapa pamongpr aja yang
disiapkan untuk mengelola/menggunakan keutenangan d,alam kerangka de jure

']6 SifatistimewapemerintahdapatdilihatdalamNdraha,Kl,bernotogi,jilidl-2,RinekaCipta,2005.Jakarta,l999.Lihatjuga
Labolo, M e mahami I lmu P eme r intahqn, Edisr 4, hal. I 2, Raiawali press. 20 I 0.
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maupun tngltimaside facto bagilupmtinganmasltarakatluas. Apalahartinya senjata

tanpa kekuasaan? Mana lebih besar dan berpengaruh, apakah senjata

M-16 atau kekuasaan yang dapat sewaktu-waktu memerintahkan senjata

tersebut meledak? Tentu saja persoalan selanjutnya adalah bagaimana

mengembangkan karakter kepemimpinan yang dapat diterima baik secara

de facto maupun de jure di tengah masyarakat yang semakin demokratis

dewasa ini.



A. Konsep Pemerintahan umum dan Eksistensipamongpraja
Negara persatuan dari kebangsaan multikultur mampu bertahan

lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang
sanggup menjamin kesimbangan antara pemenuhan prinsip kebangsaan
yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. yang dituntut
bukan hanyapemenuhan hak-hak individu ataupun kelompok masyarakat,
melainkanjuga kewajiban mendasar dalam pemahaman mengenai konsep
pemerintahan itu sendiri.

Berbicara mengenai konsep pemerintahan, terlebih dahulu kita perlu
mengetahui arti dari pemerintah dan pemerintahan itu. Kata pemerintah berasal
dari kata kerja "memerintah" yang juga dapat diartikan ,,mengenddikan',

atau "mengemudi" (Belanda: buhnm). Lebih lanjut dapat berarti menyuruh
melal<ukan, memberikan arahan pada kemajuan, pergerakan dan menjalankan
sesuatu untuk mencapai tujuan. Berdasarkan analisis Djopari (2008: 339),
pemerintahan dapat dimal<sudkan sebagai berikut.
a. Pelaksana pemerintahan (subjek) atau yang memerinrah (orang atau

badan).

b. sesuatu kegiatan tertentu seperti: memerintah, mengendalikan.
c. Ada sesuatu objek yang diperinrah atau dikendalikan.

Kelanjutan logis dari perspektif etimologis pemerintahan tersebut
selanjutnya dikaitkan dalam ilmu-ilmu pemerintahan secara umum.
Kata "pemerintahan" mengingatkan kits2z pada serangkaian aktivitas
manusia sebagai makhluk sosial. "Pemerintah" atau yang memerintah

2? Kiasan "kits" meniliki makna dalam bahasa Inggris, yaitu suatu keseluruhm. Diksi ini digunakan oleh bapak Jrg. Djopari
dalm tulisannya yang berjudul ,.pemerintahm 

dan pemerintahm Umum',.

ilt*



itu dapat berupa seseorang, sekelompok oran$, badan, atau bentuk lain

seperti itu. Dalam kaitannya, pemikiran-pemikiran awal tentang masalah

pemerintahan untuk manusia dapat dilacak dari berbagai tulisan Eropa awal

renaissance, muncul juga konsep-konsep tentang pemerintahan ketuhanan

atau supranatural2s. Tidak dipungkiri, lahir pula kemunculan bentuk

pemerintahan atau pengendalian melalui sistem teknis yang dijalankan

seperti "kendali otomatis". Objek yang diperintah atau dikendalikan

,"iul,, merupakan suatu susunan urusan, serangkaian tindakan, kejadian-

kejadian, kekuatan, dan singkatnya merupakan suatu "proses", yang

secara otomatis pemerintahan diartikan sebagai suatu proses pemerintah'

Proses yang dimaksudkan di sini dapat saja sebagai proses alamiah, proses

teknis, proses hukum, proses politik, proses pengelolaan, dan sebagainya'

Lebih lanjut, pemerintahan itu sendiri juga terlaksana secara terproses

sebagai suatu urutan kegiatan pemerintahan yang saling berkaitan. Jadi,

duput dikatakan bahwa "memerintah" merupakan proses pengendalian,

pror., pemerintah an atauproses pemerintah. Pendalamannya dari proses

iersebut dijelaskan dengan penjelasan ilustrasi konsep proses oleh Djopari

(2008: 339) maka dapat dikemukakan secara filosofis sebagai berikut' 'Jika

Anda tidak mengetahui apayangterjadi maka itu suatu proses".Jika Anda

melihat beberapa kejadian yang berturut-turut dalam satu waktu dan saling

berhubungan sehingga ditarik kesimpulan bahwa sesuatu telah terjadi atau

ada sesuatu yang sedang berjalan. Pada abad ke-19, terjadi penemuan-

penemuan baru, dimana pada saat itu mereka belum mengetahul apayang

,.durrg terjadi, misalnya di bidang kimia, tetapi mereka mengetahui bahwa

sesuatu sedang terjadi dan hal itu disebut "proses"'

Menurut Mark Robinson (dalam Kupers), g1aernance merupakan suatu

istilah yang dipakai untuk tindakan menjalankan kekuasaan dalam berbagai

konteks kelembagaan, dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, dan

mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umum, seperti warga

.r.guru, pemilik hak suara atau. para pekerja. Konsep pemerintahan lebih

lrru5 durip"merintah @ouernment),yanghanyaberkaitan denganperan otoritas

politik dalam menjaga tata sosial dalam dalam wilayah tertentu dan dengan

pelaksanaan kekuasaan eksekutif.

2s Pemerintahan ketuhanan adalah suatu bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip Ketuhanan memegang peran utma'

Dalam studinl a hal ini disebut dengan Teokrasi



Terdapat tiga istilah, menurur Robinson (2000: 417),yangmenjadi topik
sentral dalam defenisi-defenisi mensenai pemerintahan.

l. Akuntabilitas.
Hal yang menyatakan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka
yang diperintah terhadap orang yang memerintah.

2. Legitimasi.

Adalah hal yang berkaitan dengan hak negara untuk menjalankan
kekuasaan terhadap warga-warganya dan seberapajauh kekuasaan ini
dianggap sah untuk diterapkan

3. Transparansi.

Hal yang didasarkan pada adanya mekanisme untuk menjamin akses
umum kepada pengambilan keputusan.

Bagan Unsur-Unsur Dasar Pemerintahan
Menurut Van Bram (1988: 142)

Pengendali
(Pelaku)

Kegiatan
Pemerintahan

Objek yang
Diperintahr

Kekuatan
Gaib

Proses
Alami

Manusia I Pror". I

I Pemerintahan 
I

i, Pioses'
di.Masyarakat

Sistern
Teknis

Proses
leKnrs

Sumber: YanBram dalam lcerboek Bestuurkunde

Berpindah dari pemahaman proses, maka kembali pada pemahaman
konsep pemerintahan yang tidak akan lepas dari perspektif ilmu
pemerintahan. Dalam ilmu pemerintahan terdapat sifat utama atau primair de

trits,yaitu antara manusia - proses pemerintahan proses kemasyarakatan.
Dimana harus membangun suatu pendekatan yang berfokus pada manusia
sebagai objek pemerintahan dan kemasyarakatan.ze Dalam literatur ilmu
pemerintahan serta dalam percakapan sehari-hari, penggunaan kata atau

2e Paparan singkat mengenai sifat utma dalam pendekatan proses pemerintahan yang melibatkan tiga aspek sifat primer yang
secara etimologis berasal dari bahasa Belanda tercatum dalam Openbaar Bestuur en Privaqt Ontlernemingbestuur. (Alphen
aan de Riin: l97l ).
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istilah "pemerintahan" (beshtzr) tidak selalu digunakan dengan cara y^ng

sama. Secara umum, ada tiga pengertian tentang pemerintahan yang

beredar. Akan tetapi, ketiga pengertian itu berkenaan dengan "pemerintahan

umum" (opmbanr beshrur) sertaberkaitan erat dengan dengan ketiga pertanyaan

utama dari pemerintahan deskriptif (bagaimana pemerintahan

dan bagaimana cara kerja pemerintahan umum? Siapa para pemimipin

pemerintahan dan bagaimana kualitasnya? Bagaimana pemerintahan umum

itu ditata?, dan ilmu pemerintahan preskriptif (bagaimana orang dapat

memerintah dengan lebih baik atau lebih rasional; bagaimana cara kerja

pemerintahan umum dapat diperbaiki, diubah, dan dikuasai?Jenis pemimpin

pemerintahan bagaimana yang dibutuhkan, kualitas bagaimana yang patut

mereka miliki dan bagaimana kualitas mereka dapat diperbaiki? Bagaimana

tatan^npemerintahan umum dapat diperbaiki, diubah dan dikuasai?).

Selanjutnya, "pemerintahan" dapat diartikan berdasarkan uraian di

atas sebagai berikut.

1. Kegiatan memerintah (proses yang respektif dari penanganan

pemerintah).

Badan dari pelaku pemerintahan (misalnya pemerintahan perserikatan).

Keseluruhan dari orang-orang, instansi, kegiatan, dan prosedur

pemerintahan.

Dalam pemerintahan ada yang disebut dengan pemerintahan swasta

dan pemerintahan umum. Dalam pengertian teralhir, istilah "pemerintahan

umum" ini sering digunakan sebagai suatu kesatuan dari orang-orang,

instansi, kegiatan, dan prosedur pemerintahan negara. Dengan demikian,

dalam penulisan ini istilah "pemerintahan" dapat diartikan salah satu dari

ketiga pengertian tersebut sesuai dengan konteks yang ada.

Terdapat banyak ilmu pengetahuan yang menyibukkan diri dengan

gejala-gejala pemerintahan (ilmu-ilmu pemerintahan). Beberap a di antatanya

seperti c2bernectica3j mengajarkan perkembangan dari sudut mata pelajaran

pemerintahan tertentu; utamanya berpegang teguh pada gejala-gejala

]o Sibemetika (Cybemetics) adalah sebuah studi interdisiplin tentang struktur sistem regulasi. Sibemetika berhubungan erat

dengan teori infomasi, teori pengendalian, dan teori sistem, setidaknya dalm bentuk urutm pertammya. (Sibemetika urutan

kedua memiliki metodologi krusial dm implikasi epistemologi yang mendasar untuk bidang tersebut secara keseluruhan).

Kedumya dalam bentuk asalnya maupun evolusinya pada pmh kedua abad ke-20, Sibemetika sama-sma berlaku untuk

fisik dan sistem sosial (ymg berbasis bahasa). @den Medina: 2011).



pemerintahan atau pengendalian dari berbagaijenis proses tertentu (misalnya,

pengetahuan hukum pemerintahan, ilmu organisasi perdagangan, politik
pemerintahan, ilmu informasi pemerintahan, dan ilmu pemerintahan).

Dengan mengutip pendapat Ndraha (2010: 112) mengenai konsep

pemerintahan yang terbagi atas beberapa ketentuan yang menunjukkan konsep

pemerintahan dalam arti luas sebagai fungsi Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah
(DPRD) dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, konsep pemerintahan dalam
arti sempit, yaitu fungsi pemerintah daerah. Setiap masyarakat adalah sebuah

satuan kultur, ia digerakkan oleh tiga subkultur, yaitu subkultur ekonomi,
subkultur kekuasaan, dan subkultur sosial. Subkultur sosial berkualitas tiga,
konstituen (representasi), terjanji, dan pelanggan. Pemerintahan merupakan
interaksi antartiga subkultur tersebut. Penggerak utama masyarakat adalah

naluri untuk hidup. Hal itu dikemukakan oleh Walter Tippmann dalam Tfu
Publir Philnnplry Q956: 84) bahwa, "'ius naturafu ... tfuhuman needs and irutincts".

Ilmu ekonomi berangkat dari titik ini. Thtkala "lurnanrueds andirutincts" itu diakui
dan dinyatakan sebagai sisi lain ha-k asasi manusia (FIA\,{), maka ilmu-ilmu
sosial dan humaniora berangkat pada titik yang sama.

Seperti diketahui, alat untuk memenuhi kebutuhan itu, alat pendukung
kehidupan adalah nilai. Nilai diperoleh melalui kerja, yaitu pengolahan,
pembentukan, dan penggunaan sumber-sumber. Peran penggalian,
pengolahan, dan pembentukan nilai ini disebut subkultur ekonomi.
Subkultur ini sehari-hari menunjukkan tiga perilaku, yaitu membeli semurah

mungkin, menjual seuntung mungkin, dan membuat sehemat (semudah)

mungkin. Dari sini muncul budaya seleksi alam, perjuangan untuk hidup,
dan yang kuat makan yang lemah. Keduanya (ilmu ekonomidan ilmu-ilmu
sosial humaniora) berpisah manakala ternyata, saat ekonomi berjalan
sendiri, akibatnya adalah ketidakadilan, karena barangsiapa memiliki
sumber daya besar beroleh nilai banyak, dan sebaliknya yang terjadi
pada barang siapa yang hanya memiliki sumber daya sedikit, konon pula
jika hanya memiliki sumber bencana, akan semakin nirdaya. Maka akal
budi manusia bekerja membangun upaya penyelamatan. Nilai-nilai yang
dapat diperoleh melalui priuate choice, melalui man2 choices, melalui pasar,

tetap diperani oleh subkultur ekonomi, tetapi nilai-nilai yang tinggi serta

luhur sifatnya, yang perolehannya no choice, cofficting cltoice, atau hard choice,

dikelompokkan menjadi public choice, diupayakan melalui subkultur lain.



Maka masyarakat pun membutuhkan dan membentuk subkultur
lain, yaitu subkultur kekuasaan. Nilai-nilai yang perolehannya no cltoice

conJlicting choice, dan hardchoice, dlletakkan dibawahi dan diperani oleh

subkultur kekuasaan. Mengapa subkultur kekuasaan menjadi pilihan
jalan keluar? Sebab peran subkultur kekuasaan mengandung nilai-nilai
order, authoriU,_force, coercion, uiolence, dan death sentence, yang sangat mujarab
dan diperlukan dalam membangun kebijakan, implementasi kebijakan.
Menegakkan peraturan dalam mengontrol sumber-sumber di hulu, dan

dalam redistribusi nilai-nilai kepada pelanggan di tengah, tetapi juga
nilai-nilai itu teramat ampuh bagi pemangku dan pelaku kekuasaan untuk
digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dan menyalahgunakan
kekuasaannya, inilah dampak destruktif yang muncul. Perilaku kekuasaan

itu ialah berkuasa semudah mungkin, menggunakan kekuasaan seefektif

mungkin, dan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan itu
seformal mungkin. Maka budaya onrechtsmatige ouerheidsdaad, misbruik uan

recht, detournement de pouuoir, abus de droit, kortpsi-kolusi-nepotisme (KKN),
pembohongan publik, penindasan, pembiaran, cuci tangan, kambing hitam,
pemborosan, kepongahan, pencemaran kode etik perofesional, manipulasi
ilmu pengetahuan, kebodohan, dan sebangsanya, merajalela di ruang
subkultur kekuasaan ini.

Lord Acton menyimpulkannya dengan anasir "power tends to corrupt,

absolute potuer corrupts absolutelt".3l Untuk mencegah budaya kekuasaan yang

bersifat negatif itu, kekuasaan harus dikontrol, di hulu, di tengah, dan di hilir.

Yang menjadi pertanyaan, "siapa yang mengontrol subkultur kekuasaan?"

Pemangku kekuasaan yang satu mengontrol pemangku kekuasaan yang
lain? Di ruang bisnis, dahulu penjual (budaya caueat emptor), tetapi sekarang

pembelilah yang mengontrol pasar (caueatuenditor), costumer seruice merupakan
prioritas pemerintahan.

Ketika konsep rakyat (people) dt-reinuent pada akhir dekade 90-an,
kepelangganan rakyat dikaitkan dengan politik standardisasi pelayanan
kepada rakyat. Dalam laporan berjudul "Putting Customer First", mantan
Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore meletakkan kepelangganan

3r Acton menyimpulkan bahwa setiap kekuasaan sekecil apa pun cenderung untuk disalahgunakan. Dalam melaksanakan

tindakannya pemerintah memerlukan keleluasaan dan kekuasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Akan
tetapi, dalam suatu negara hukum, merupakan suatu syarat bahwa setiap tindakan pemerintah itu haruslah dapat

dipertanggungjawabkan.
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dalam hubungannya dengan standardfor seruing the american people, dijelaskan
bahwa warga masyarakat disebut pelanggan negara karena warga telah
membayar janji-janji yang ditawarkan kepadanya pada saat pemilu
melalui berbagai cara dan alat, kepada calon pemangku kekuasaan yang
dipilihnya, dengan harga yang sangat tinggi, yaitu pemberian suara (zrox

populi, uote) untuk memilih, suara yang nilainya dianggap setara dengan
uox dei. Yang dibeli (dibayar) oleh konstituen adalah janji, ibarat membeli
kucing di dalam karung. Pada saat pemilu itulah terbentuk dua pihak, yaitu
penjanji dan terjanji. Pihak penjanji (yurg terpilih) dengan pihak terjanji
(pemilih) terikat perjaqjian secara sah. sesuai dengan hukum perjanjian,
terjanji berhak menagih janji, dan janji harus ditepati.Jika tidak, penjanji
dianggap wanprestatie, dia menghadapi mosi tidak percaya, menanggung
segala konsekuensi.

Belajar dari ruang bisnis danreinuentingpeopk tersebut pelanggan negara-
lah yang berfungsi mengontrol negara. Pelanggan pemerintahanlah yang
berfungsi mengontrol kekuasaan. Peran ini disebut subkultur kepelangganan
atau subkultur sosial. Subkultur sosial mengontrol kekuasaan di hulu
(pembuatan kebijakan dan peraturan) melalui kualitasnya sebagai konstituen,
mengontrol kekuasaan di tengah (redistribusi nilai) dalam kualitasnya sebagai
terjanji, yang berfungsi menagih janji, dan mengontrol kekuasaan di hilir
melalui kualitasnya sebagai pelanggan, menuntut pertanggungjawaban
prouider pelayanan (redistributor nilai). Perilaku pelanggan itu memang
"cerewet", suka "nawar", protes. Berhadapan dengan pertanggungj awaban
yang sulit dipercaya, atau dia merasa dilecehkan, bangkitlah amarahnya
dan ia membabi buta. untuk mencegah terbentuknya budaya negatif
pilrak pelanggan, satu-satunya cara ialah memberdayakannya (enabling and
empowering). Analisis di atas sesuai dengan Leo Fonsekay^ng menyatakan
bahw4 tlrc state meletakkan dasar bagi equiE, justice, dan peace, creating a conduciue

political and legal enuironmentfor deuelopment, ciuil society meletakkan dasar bagi
liberq equaliE, ruponsibiliff,, and selfexpression, danpritLate sectormeletakkan dasar
bagS economic grouttlt and deuelopment.

Setelah mencapai esensi dari kekuasaan yang tidak akan lepas kaitannya
dengan pemerintahan mengajak kita untuk kembali pada pemerintahan
yang didefinisikan sebagai proses interaksi antartiga subkultur masyarakat
untuk mencapai kemajuan hidup berkelanjutan. Proses interaksi itu terdiri

)
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atas rute-mte yang bergerak terus-menerus, berurutan dan bersam a-sama.32

Tanpa salah satu rute itu, pemerintahan tidak terjadi. Keseluruhan rute itu

menunjukkan bidang-bidang pemerintahan yang merupakan sasaran (objek)

pemikiran pemerintahan.

Menggodok pemahaman dari berbagai konsep para pemikir
pemerintahan, berikutnya dikomparatifkan dengan berbagai istilah

mengenai pemerintahan. Antara gnaernance dengan kepemerintahan atau

pemerintahan bagaimana perbedaannya? Dalam Kamus Besar Bahasa

Indoneia" diperoleh penjelasan tentang kata pnintah, memainnh, pemerintnh, dan

pnnuinnhnn. Pnnerinfuhadalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan,

atau sistem menj alankan perintah, yang memerintah, sedangkan p unuintahan

adalah proses, cara, perbuatan memerintah. Dalam kamus tersebut tidak

ada kata lupemuintahan.Danmana datangnya kata tersebut? Kata bentukan

dari kata urus, LffItsan) mengurus, pengurus, pengurusan, dan kepengurusan. Uusan

adalah hal yang di-urus, mengurus adalah melakukan kegiatan urus, pengurus

adalah yang mengu rus, pmgurusan adaJahproses, cara, perbuatan mengurus,

danlupengurusanterbentuk dari katapmgurus dengan awalan ke- dan akhiran

-an: penhal pengurus.Jika analisis kata urus diterapkan pada kata peintah,

maka kepemerintahan terbentuk dari kata pemerintah dengan awalan ke-

dan akhiran -an. Jadi, arti kata kepemerintahan adalah segala sesuatu

yang menyangkut keadaan pemerintah, misalnya susunannya, jabatan'

jabatannya, orang-orangnya, daerahnya, tupoksinya, dan sebagainya.

Bukan perihal atau urusan pemerintahan. Hal tersebut sinkron dengan

uraian Ndraha (2011: 32) mengenai ilmu pemerintahan yang menjelaskan

kepemerintahan ditinjau secara ensiklopedik diketahui bahwa kepemerintahan

dapat dikelompokkan menjadi empat tipe, yaitu sacred-centrali4d, sacred-

dec entrali<ed, s ecular- c entraliyd, dan s ecular- dec enhalized.

Muncul pertanyaan, bagaimana dengan kaitan pemerintahan dengan

pemerintahan daerah? Jawaban yang langsung terpatri adalah yang

berlandaskan dalam Pasal I angka 2 UU 32/0+ tentang Pemerintahan

D aerah b erbunyi : "Pemerintahan dae rah adalah penyelen gg ar aalr urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ... dst".

Ketentuan itu berarti, pemerintahan daerah bukan hanya perbuatan

3, Uraian tujuh rute itu tidak diuraikan secda berurutan, melainkan mengikuti pola terbentuknya SKE, SKK' dan SKS ymg

merupakan subkultur mroyarakat. Kaderisasi, berburu kesempatan saat menjelang dm terpilih hingga mulai berkuasa selma

berkuasa menjelang dan berakhimya siklus lima tahunan menjadi mantan. (Ndraha: 2010)



memerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapijuga perbuatan
yang dilakukan oleh DPRD.

Dengan kata lain, "pemerintahan" dalam "pemerintahan daerah,,
lebih luas dari "pemerintahan" sebagai perbuatan "pemerintah daerah".
Konsep gou ernance yangdikemukakan di atas menunjukk an bahwa goaunmmt
(pemerintah) hanyalah satu di antara tiga pemeran (pelaku) gouernance; dua
lainnya adalah badan usaha dan lembagalembaga masyarakat. Berdasarkan
analogi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui perabaan
bahasa j auh lebih tepat penggunaan konsep pemerintahan untuk go u ernance

ketimbang kepemerintahan, dan pemerintah untuk gouernment. Dapat
juga dikatakangouernance adalah pemerintahan dalam arti luas, sedangkan
gouernment adalah pemerintahan dalam arti sempit. Inilah cakupan istilah
seputar pemerintahan yang saling terkait dan sering dipertanyakan.

Pemerintahan (gouernance) adalah sebuah sistem. Dasarnya terdiri atas
l2 Nilai. Disebut pula sebagai sistem nilai kepamongprajaan. Dua belas
nilai dasar pemerintahan itu dijabarkan sebagai berikut.

l. Vooruit zien (tnernandang sejauh rnungkin ke depan)

Vooruit<ien atau lebih lengkapnya adalah Berturen Is Vooruit.(im, Gouuerner

C'ut Preuoir, Tit Gouern Is T6 Foresee. Pemerintahan harus mampu memandang
(enuision) sejauh mungkin ke depan, tidak hanya sebatas masajabatan kerja
dan masa hidup bagi pelaku pemerintahan tersebut.

Pemerintahan itu tidak pernah lepas dari unsur kepemimpinan.
Menurut Yukl (dalam Hunt, 2000: 556), kemimpinan merupakan suatu
proses pengaruh satu arah maupun timbal balik untuk mencapai ketaatan.
Kepemimpinan dapat terfokus pada suatu individu, tetapi tidak harus
selalu demikian. Kadang-kadang kepemimpinan diperlakukan sebagai
terminal terakhir bersama manajemen yang lebih menekankan pada status
quo. Rakyat berperan sebagai komunitas yang mampu menganugerahkan
kekuatan-kekuatan simbolik yang penting pada pemimpinnya, terutama
pada saat sulit yang menetukan sebab sejati dari kegagalan dan keberhasilan
relatil Apa yang disebut dengan romansa pandangan kepemimpinan?

Hal yang krusial adalah pemerintahan membutuhkan kepemimpinan
visioner, kepemimpinan ini bersifat jangka panjang dari kebangsaan
Indonesia melalui pengurangan kesenjangan vertikal antara lapisan

l



masyarakat dan pengurangan kesenj angan horizontal antardaerah secara

konsisten dan berkelanjutan sehingga pada suatu saat daerah secara

konsisten dan sustainaD& sehingga pada suatu saat setiap orang berkesempatan

menikmati hasil pengorbanannya.

Menurut Ndraha (2011: B4), meraih tiga kesimpulan berikut.

a. Memandang sejauh mungkin kedepan berarti berusaha melihat apa

yang akan dan dapat terjadi di depan sebagaimana adanyajika keadaan

kondisi dan situasi terus begitu begini.

b. Tiap orang harus memandang sejauh mungkin ke depan; pertama,

karena keadaan terus berubah, masa depan tidak menentu, bencana

bisa mendadak dan kedua, supaya orang terus waspada dan siap

Tujuan langka panjang yang

ditetapkan berdasar visi
e

Goal

Visl, apa yang
terlihat berdasar
keadaan sekarang

bersarna rnelalui perilaku

mengantisipasi apa pun yang akan atau dapat terjadi di masa depan.

c. Memandang sejauh mungkin kedepan itu dilakukan dengan beberapa

langkah seperti pada gambar teori visi berikut.

Cita-cita kedeoan dan
obsesi masyarakat

4
ldea

Fakta sekarang, kondisi
yang tak bisa diubah dan
yang tak berubah

Szmler.'diadaptasi dan diolah, Ndraha (2011: 213).

2. Conducting (rnernbangun kinerja
aktor yang berbeda-beda)

Conducting bekerja pada kondisi yang ada, yaitu pada harmoni

antarkegiatan dengan instrumen berbeda dan dilakukan oleh aktor yang

berbeda (conductnr)yang membangun kerja sama tzamwork dan kinerja bersama

semua komponen yang berbeda pada unit kerja tertentu, namun yang

bergerak di dalam wilayah kerja atau daerah yang sama. Fungsi conducting



memerlukan dan membentuk sikap komprehensif, memandang totalitas
keseluruhan dahulu, baru bagian-bagian lain atau memandang sesuatu
bagian integral dalam kerangka suatu kebulatan keseluruhan.

Karena conducting adalah bekerja dalam pembentukan harmoni dalam
instrumen berbeda dalam suatu unit kerja maka diperlukan kapabilitas dan
akseptabilitas. Seperti halnya yang telah dianalogikan oleh Ndraha (201 l:
86), konduktor (pemimpin orkestra) memiliki panca indra yang mampu
merasakan kesumbangan senyaris apa pun itu dan sensitif yang tinggi
dalam menyimak respons penontonnya inilah kapabilitas dari conducting.

Ketika konduktor melakukan kewajibannya membentuk dan menjaga
harmoni dengan menggunakan otoritasnya mungkin dengan kekerasan
maka tindakannya harus diterima oleh pemain (di bawah pimpinannya)
inilah yang dimaksud dengan akseptabilitas.

Seorang konduktor sanggup menumbuhkan pengharapan dalam
rakyatnya serta bawah annya tatkala lambat, tapi pasti terjadinya perbaikan
terus-menerus, semakin berkurangnya kesenj angan vertikal antarlapisan
masyarakat dan semakin berkurangnya ke senj angan horizontal antardaerah,
sehingga pada suatu saat, dalam wadah negara kesatuan (pot) terjadi melting

antara kekuatan yang mengklaim benar dan yang lain salah.

3. Coordinating (rnernbangun kinerja rnasing-rnasing ya;lr.g
berbeda-beda rnelalui kesepakatan bersarn a yangrnengikat)

Semakin independen hubungan antarunit kerja satu dengan yang
lain, semakin diperlukan koordinasi. Koordinasi merupakan sebuah
proses rneng-input informasi dengan output-nya kesepakatan yang mengikat
pihak-pihak yang saling berkoordinasi. Agar kesepakatan itu mengikat
yang berkoordinasi, haruslah pej abat-pej abat yang berwenang membuat
kebijakan dan mengambil keputusan.

Semakin interdependen hubungan antarunit kerja satu dengan lain
maka semakin perlts coordinating, semakin unterdependen unit kerja tersebut
maka semakin diperlukan conducting. Sesuai yang tergambar pada skema
teori sistem, tiap komponen unit kerja merupakan bagian keseluruhan sistem
yang mengaitkan hubungan keduanya.



Bhinneka Keseniangan Tunggal lka

Proses Coordinating
Menjamin Kinerja
Masing-Masing

Proses Conducting
Menjamin Kinerja
Bersama

SumDgr.' Ndraha: 2010, Garis-garis Besar Program Pembelajaran Pamongpraia.

4. Pe ac e -rnaking (rnernbangun harrnoni dan kebersarnaan)

Mengamong adalah membangunan kedamaian. Secara kasuistik,

terdapat perang yang muncul di pemerintahan yang muncul karena didasai

oleh perang kepentingan. Perang seperti ini terjadi berdasarkan anggapan

bahwa kedamaian dapat terbentuk melalui proses menang-kalah, kalah-

menang atau kalah-kalah seperti halnya kasus pemilu di Indonesia. Proses ini

didorong oleh naluri primitif manusia, yaitu pemenang berhak menguasai

yang kalah (spoit system). Naluri ini mengubah manusia menjadi kanibalistik.

Maka kedamaian itu sendiri muncul melalui proses menang-kalah yang

menimbulkan duri dalam daging dan api dalam sekam.

Menurut Ndraha (2011: 9l),peace makingberarti sebagai berikut.

a. Meneliti dan identifikasi sejauh mungkin sumber non-harmonis di dalam

diri dan masyrakat.

b. Identifikasi dan antisipasi secepat mungkin setiap adanya potensi

konflik.
c. Menyelesaikan sedini mungkin konflik pada sumbernya.

d. Tidak menabung kesalahan orang untuk dijadikan peluru guna

menembak orang yang bersangkutan.

e. Tidak menggunakan kesalahan orang lain untuk membenarkan diri
sendiri (do not take the example of otherfor an excuselforyour wrongdoing).

f. Tidak bersikap jika saya tidak dapat, kamujuga tidak boleh dapat' Sikap

ini bisa berakhir pada pelenyapan si kamu.

g. Tidak mengklaim kinerja bersama (bangsa) sebagai kinerja sendiri

(parpol tertentu) hanya karena parpol atau koalisinya mayoritas di

parlemen. Karena yang menggaji parlemen adalah bangsa.
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Jadi, peace-makingadalah tindakan yang mampu mengidentifikasi sedini
mungkin "api dalam sekam" dan "duri dalam daging" tersebut di dalam
masyarakat dan menyesuaikan pada sumbernya.

5. Residue-caring (rnengelola ttsarnpaht', ttsisat', ttymg beda",
"yung salah", "yungkalah", dan toyang terbuangtt)

Pemerintahan harus mampu mengurus apa saja, begitu pula pelaku
pemerintahan itu. Dalam kaitannya dengan pamongpraja, mengamong
adalah mengurus apa saja, baik itu urusan yang tidak termasuk tupoksi
unit kerja manapun, maupun urusan yang tak ada satupun unit kerja yang
mau menanganinya karena tidak menguntungkan, bahkan merugikannya.
Dalam pengurusannya harus segera mungkin karena jika lambat, akan
mengakibatkan penumpukan sampah serta harus memberi perhatian yang
sama pada semua pihak.

6. Turbulence-seruing (rnengelola ledakan yang dianggap
rnendadak atau di luar kernarnpruanriforce rnajeure)

Pemerintahan harus mampu mengantisipasi dan melayani yang berarti
memberdayakan, melindungi dan menyelamatkan manusia dan lingkungan
bangsa dan negara terhadap segala sesuatu yang sifatnya oleh manusia
dianggap mendadak, berdaya hancuq tidak diduga dan;6rce ma4jure, baik akibat
perilaku alam dampak kebijkan publik maupun perilaku mayarakat.

Penyelenggara pemerintahan harus mampu bertahap dari berbagai
kondisi cuac (all weatlur gouernance), tidak ada di dunia iniyangpafectkarcna
manusia itu lalai dan lupa, sehingga perkara yang seharusnya dapat diantisipasi
terasa mendadak atau diluar kemampuan yang menimbulkan malapetaka.

Perilaku alam (nrbuknce) dipersepsikan sebagai bencana (disaster) oleh
ulah manusia.

a. Tidak bijak atau lalai membacatanda-tanda alam.
b. Tidak akrab dengan alam.
c. Walau tanda terbaca manusia tidak antisipatif dan tidak waspada.

d. Negara tidak menghargai hidup manusia yang dianggap sampah karena
tidak menguntungkannya.

Oleh karena itu, perlu dibangun pemerintah an all weather yangbersikap
waktu (Ndraha: 2011).



7 . Frebs ennessqt(keberarrianbertindak dernikeselarnatanrjikaperlu
di luar atuta^rt, untuk kernudian rnernpertanggungiawabhannya)

Tindakan yang segera diambil (mendesak) yang perlu keberanian untuk

mengambil tindakan penyelamatan, perlindungan, dan seterusnya. Keputusan

fefus umessm diambil atas inisiatif sendiri berdasarkan keputusan batin yang

dipilih secara bebas untuk dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dari

berbagai segi dalam menanggung risiko secara pribadi dengan tanpa kambing

hitam. Frefus srmzssmini berbeda dengan diskresi yang memberikan keleluasaan

bertindak bagi pejabat dalam batas aturan yang berlaku atau sepanjang tidak

dilarang secara tegas dalam aturan perundangan.

Jika perlu dan memaksa, pemerintah boleh melanggar aturan, tetapi

tidak boleh melanggar hukum, karena hukum adalah pertanggungjawaban

pemerintah kepada pelanggan produk-produknya.

8. Generalist and specialistfunction (knozaing lcss and less about
ntoreand r?tore, and nrore and ntore about less and less)

Pemerintahan dalam kaitan mengamong adalah mengetahui sedikit

demi sedikit tentang semakin banyak hal, guna mengidentifikasi dan

membangun kebersamaan antarm asy arakat yang berbeda-beda dengan

pengetahuan dan pengalaman yang luas tumbuh kreativitas dan innouatiaeness.

Kreatifitas merupakan lahan subur untuk menumbuhkan seni pemerintahan

kepandaian menjawab suatu masalah dengan alatyang berbeda pula.

Semakin ke atas, semakin generalis.

Pada saat seorang special'iil memangku jabatan yang membuatnyaterlibat
dalam pembuatan kebijakan, ia berfungsisebagaigeneralistwho knous kss and

Iess aboutmore andmore. Sebaliknya, jika seorang generalist memangkujabatan
yang membuatnya terlibat dalam implementasi kebijakan, ia berfungsi

spuialist yang mana tpho lvtows more and more about kss-less.

9. Otnnipresence (terasa hadir di rnana-rnana)

Pemerintah tidak terlihat sebagai suatu yang jauh dan asing, tetapi

terasa hadir dimana-mana, kapan saja sebagai bagian dari dan sama

dengan kita rakyatnya,ia melihat apayang kita lihat dan merasakan apa

yang kita rasakan. Semakin tinggi dan asing pemerintah memosisikan

dirinya, semakin samar kita terlihat olehnya, semakin ia mendarat bersama

ll.iiillir;rii:ii;



kita barulah semakin terasa olehnya betapa satu dengan yang lain itu
berbeda-beda, ada yang terbuang dan terinjak. Dalam toprk omnipresence)

birokrasi Indonesia sejauh ini menghadirkan dirinya di tengah-tengah
masyarakat melalui perilaku yang turun langsung ke bawah dengan adanya
dasar pencitraan atau keperluan pemilu, tetapi saat terpilih, rakyat yang
meminta pertolongan diabaikan . fuotes today thefiendis needis thefiendindeed
(sahabat sejati ialah orang yang hadir pada saat seseorang membutuhkan
pertolongan), seharusnya begitulah pemerintahan memposisikan diri.

lo. Responsibility (rnenjawab pertanyaan rnasyarahat denganjelas
dan jujur, rnenanggung risiko secara pribadi rnenurut etika
otonorn)

Pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan kepada
pelanggan produk-produk negara, baik berupa pelaksanaan pemerintahan,
sumpah dan janji pejabat, tindakan yang ditempuh berdasarfreizs ermessen.

Pemerintahan dituntut untuk mampu menjawab secara terbuka dan
tulus. Tanggung jawab adalah perhitungan atas pelaksanaan tugas atau
akuntabilitas serta sebagai kewajiban menepati janji.

Menurut Roosen,33 ada 4 (empat) hal yang harus dilakukan untuk
membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab, yaitu menciptakan
efektivitas hukum, melaksanakan diskresi administratif yang adil, melakukan
perubahan dalam kebijakan dan program, dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah.

ll. Magnanintous -thinking (-rnind, berpernikiran besar dan kuat
rnenerob o s z a;trtan, rnernbuat sej arah)

Pemikiran besaq mengkontruksi pemikiran besa4 yang mampu menerobos
za:rnan yangberbentuk kemerdekaan berpikir dan berpendapat, mengeluarkan
buah pikiran, berpikir besar identik dengan berfilsafat. Maka pemerintahan
disini harus dapat medorong orang agar tidak menerima saja apa kata orang
lain dan mampu merangsang agar aktif b erranya. Karena bertanya tidal< identik
dengan kebodohan, bertanya tidak identik dengan membangkang, karena
sebaliknya, bertanya menunjukkan kecerdasan dan perlu keberanian . Cogin ago

nm oleh Rene Descartes yang berarti aku berpikir aku ada.

33 Rosen, et al, lruproving Public Sector Productiyity, Concept and praclice, Sage publication, London



12, D i s tingui s h e d s t at e s nt. an s hip (k e n e gar awan -ut a trt aa,rr )

selarna rnernangku rnasa jabatan publik, berdiri di atas
selnua kepentingan, tidak rnernihak, irnp artial, law annya
salesntanshipt)

Pemerintahan harus memposisikan dirinya di atas kepentingan parsial.

Sejauh ini, pemerintahan Indonesia lebih menonjolkan sisi politiknya.

Seorang statesmantidak pernah mersa berjasa karena tindakan apa pun yang

dilakukannya telah mendapat imbalan dari negara dan masyarakat, tetapi

sebaliknya, ia selalu merasa berhutang karena telah berjanji pada dirinya

dengan pertanggungjawaban pada diri sendiri dan rakyat. *M) loylry n
partlt ends the timeryt toylEt to m1 countryt begins," begitu terpilih menjadi pejabat

publik, keluar dari partai yang mengusungkannya serta sportf dengan

mengubah cara berpikir bukan menang-kalah, tetapi terpilih-tak terpilih,

melampaui rekor atau di bawah rekor.

Dengan 12 nilai tersebut, keberlanjutan keutuhan pemerintahan

diharapkan dapat terjaga. Bila disepakati bersama, sistem nilai itu berfungsi

sebagai tolak-ukur dan tolok-ukur pemerintahan. Dengan adanya alat-ukur

itu, kontrol pemerintahan dapat dilakukan.

Sejajar dengan pengertian kebijakan, yaitu apa saja yang harus

dilakukan atau tidak harus dilakukan oleh pemerintah, demikian juga

pemerintahan. Pemerintahan didefinisikan sebagai apa saja yang dilakukan

atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Nabel (dalam Ndraha, 2008: i97), mengenai poin penting

pemerintahan umum ialah sebagai berikut.

a. Pemerintahan umum mempunyai alat pemaksa tertinggi di tingkat

nasional dan setiap eselon ltrajaran) bawahannya.

b. Pemerintahan umum mempunyai kewenangan tertinggi dalam

hubungannya dengan luar negeri.

Pemerintahan adalah proses interaksi yang mana invidu total menjadi

subjek dalam jabatan yang dipangku dapat dilihat berbeda dan unik setara

dengan ualue rnutunya. Setiap orang berbeda yang tidak boleh totem pro parte

dengan menyamaratakan suatu himpunan yang heterogen. Pemerintah

harus lebih paham tiap individu yang diperintahnya dan menciptakan

hubungan yang diperintah saling mengenal dengan pemerintah.



Keahlian di bidang pemerintahan ditanamkan di dalam diri
subjek individu dan melalui pendidikan tersebut maka dibentuk profesi
pemerintahan dengan memegang sistem nilai dasar pemerintahan tersebut
adalah kepamongprajaan. Maka dari itu, the urgenc2 of gouernance competence

is kepamongprajaan.

Kepamongprajaanadalah sistem nilai dasar pemerintahan. Sistem nilai
kepamongp rajaan ditemukan melalui pendekatan lintas disiplin. Penggunaan
pendekatan lintas disiplin yang didorong oleh dua kebutuhan. Pertama
adalah kebutuhan akan sebuah metodolog yang mampu mengoordinasikan
sisi aksiologi semua disiplin menjadi masukan ilmiah yang memillkt scienffic
power yang kuat dalam proses kebijakan publik yang memihak manusia,
masyarakat, dan pelanggan.

Nama Max Weber (1864 1920) disebut-sebut berkaitan dengan
kebutuhan yang pertama besertajawab annya. Hampir seratus tahun yang lalu,
kebutuhan kedua telah dirasakan oleh para pelopor besh.urskunde, regurkunfu,

dan bestuurswetenschap (ref Bab I GBPP l{lbernologi dan Kepamongprqjaan,2009).

Tentang hal ini, van Poelje dalam Pengantar [Jmum llrnu Pemerintahan (r9s9)
menyatakan: ... bahwa berbagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan
salah satu bagian dari penguasaan(behea) perusahaan partikelirpada akhirnya
bermuara pada suatu ajaran perusahaan umum (algemene bedrijfsker) yang
meliputi kesemuanya dan bahwa ajaran tentang penguasaan perusahaan-
perusahaan partikelir ini seticlak-tidaknya untuk sebagian merupakan syarat
bagi adanya ilmu pengetahuan yang lebih tinggi daripadanya, ialah ilmu
pemerintahan (bestuurskunde, beshrurswetenschap, dan bestuursztetenschappen, TJVS.

Dilihat dari perspektif ontologi dan epistemologi, pemerintahan
adalah metodologi ilmu pemerintahan itu sendiri, sedangkan dalam
perspektif aksiologinya berkembang menjadi suatu bidang kajian dan
program diklat baru bernama kepamongprajaan. Dari sini terlihat eksistensi
kepamongprajaan kini yang merupakan persyaratan absolut dalam
pemenuhan posisi jabatan pemerintahan di Indonesia. Perkembangan
akademik ini secara langsung mendukung kebijakan baru pemerintah
yang menetapkan IPDN sebagai penyelenggara sistem pendidikan tinggi
kepamongprajaan berdasarkan Perpres No. I Tahun 2009. Sehingga
penjelasan mengenai kepamongp rajaan di pembahasan berikutnya, tidak
akan lepas dari pencetak pamongpraja itu sendiri, yaitu IPDN.



Pandangan mengenai pamongpraja sebagai pemimpin di pemerintahan

maka orientasinya jatuh pada pemimpin, pemimpin memegang peran utama

dalam kelompoknya. Pada masa I alu, raja,kepala desa, kepala suku merupakan

!ri* inUrpmu (yang terutamadanyang utama), karena dia memegang semua

posisi penting dalam masyarakat, yakni sebagai kepala pemerintahan, hakim

perdamaian, ketua adat, dan lain sebagainya. Keberadaan korps pamongpraja

mencapai titik nadir setelah berlakunya UU Nomor 22Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang bersilat sangat desentralistik, sehingga pelalsanaan

asas dekonsentrasi sangat dibatasi di daerah. Fungsi dekonsentrasi dibatasi

hanyapada tingkat provinsi saja. Pada masa UU Nomor 5 Tahun l974,yang

masih merujuk pada UUD 1945 yang asli, Presiden merupakan satu-satunya

mandataris Majelis Perwakilan RaLyat, yang kemudian membangun jaringan

pemerintah pusat di daerah yang dinamakan kepala wilayah yang berkedudulan

sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan.

Konsekuensi logis dari perubahan kebijakan desentralisasi tersebut,

maka definisi tentang pamongpraja perlu disusun ulang. Pada UU Nomor

22 Tahun 1999 yang kemudian dilanjutkan oleh UU Nomor 32 Tahun

200+, tidak ada lagi pengertian Tugas Pemerintahan lJmum, yang ada

istilah baru yakni Tugas Umum Pemerintahan, yang isinya berbeda dengan

pengertian Tugas Pemerintahan Umum yang selama ini digunakan. Dalam

pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 200+, terdapat dua pengertian Tugas

Umum Pemerintahan, yakni yang tertuang dalam PP Nomor 3 Tahun 2007

dan PP Nomor 19 Tahun 2008.

Tirgas Umum Pemerintahan menurut PP Nomor 3 Tahun 2007 adalah

tugas kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota, diluar pelaksanaan asas

desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Sedangkan menurut PP Nomor 19

Tahun 2008, camatjuga melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan dengan

isi yang berbeda dibandingkan yang diatur pada PP Nomor 3 Tahun 2007.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah yang dimaksud dengan pamongpraja

dan siapakah yang termasuk ke dalam korps pamongpraja itu?

Muncul pertanyaan apakah mereka pamongpraja yang akan
menjalankan Tugas Umum Pemerintahan? Dilihat secara etimologis,

pamongpraja adalah mereka yang bertugas "mengemong" negara

atau bangsa. Tugas mengemong artinya mencakup aktivitas melayani,

mengayomi, mendampingr, memberdayakan. Apabila cakupan itu yang



akan digunakan, maka yang masuk ke dalam korps pamongpraja menjadi

sangat luas, karena dapat mencakup pejabat pusat yang ada di pusat, pejabat

pusat yang ada di daerah maupun pejabat daerah yang ada di daerah.

Maka siapakah yang masuk kategori korps pamongpraja?Jawabannya

adalah mereka yang dididik secara khusus untuk melayani masyarakat

serta konsisten menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan bidang

keahliannya sebagai generalis yang mengkoordinasikan cabang-cabang

pemerintahan lainnya. Masuk dalam kategori ini adalah para lurah, camat,

polisi pamongpraja, asisten sekda, serta sekretaris daerah, ditambah dengan

SKPG (Satuan Kerja Perangkat Gubernur) sebagai tindak lanjut dari PP

Nomor 19 Tahun 2010.

Pamongpraja (sebelumnya disebut pangreh praja sampai awal

kemerdekaan) dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia memiliki

peran yang sangat strategis, karena pamongpraja tidak saja memainkan

peran sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan

pelayanan masyarakat, tapi juga peran strategis dalam menjaga keutuhan

Negara Republik Indonesia. Pamongpraja berperan dalam mengelola

berbagai keragaman dan mengukuhkan keutuhan negara. Ndraha (2009)

mengatakan, pamongpraja adalah mereka yang mengelola kebhinekaan

dan mengukuhkan ketunggalikaan.

Pamong berasal dari bahasa Jawa, yang kata dasarnya adalah amlng.

Kata ini serupa dengan mlmlng yang artinya mengasuh, misalnya seperti

kata mengemong anak berarti mengasuh anak kecil. Kata mrmzng, ngemlng

dan mengasuh merupakan kata yang multidimensional. Sedangkan praja

adalah pegawai negeri pangreh praja atau pegawai pemerintahan. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, pamongpraja berarti pegawai negeri yang

mengurus pemerintahan negara.

Pamongpraja atat pangreh praja sebagaimana pengertian secara

etimologis tersebut di atas mungkin masih relevan pada saat zan:'arr

kolonial dan awal kemerdekaan di mana peran pemerintah masih sangat

dominan, sistem pemerintah an yang sangat sentralistik, serta paradigma

pemerintahan yang menempatkan pemerintah sebagai pusat kekuasasaan'

Tapi ketika sistem pemerintahan berubah dan terjadi pergeseran paradigma

pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, kewenangan untuk
mengurus juga ada pada rakyat, rakyat lebih mandiri, maka dengan kondisi



ini tentunya pengertian pamongpraja sebagaimana awal berkembangnya
sudah berbeda dengan kondisi saat ini, definisi pamongpraja sesuai dengan
konteks dan zamannya perlu ditinjau ulang.

SumDer.' Ismail Nurdin, 2010.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan pendidikan
tinggi di bidang kepamongprajaan yang diselenggarakan melalui sistem
pendidikan tinggi kepamongprajaan. Perpres Nomor I Tahun 2009 ini
menyebut "bidang kepamongprajaan" ini oleh penulis tafsirkan bahwa dalam
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah terdapat
j abatan kepamongp r ajaan, karena ada pendidikannya maka seharusnya ada
lapangan kerja atau jabatan kepamongprajaan, namun demikian belum
ada peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian dalam
negeri yang mengatur tentang jabatan pamoneoraja. Hal ini merupakan
uraian menurut Nurdin yang dipaparkan dalam tulisannya yang berjudul
fon Vadis Pamongprala?.

B. Pamongpraja Dalam Perspektif Normatif
Dalam penafsiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata

nor matlf ,/nor m a'tt' / adalah b er p e gang te guh p ada norma; me nurut norma
atau kaidah yg berlaku.Jika memasukan penjelasan Ndraha dalam proses
kaitan bodlt of knowlcdgekualitatif, kuantitatif dan normatif yang digambarkan
pada skema berikut.

40
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Uji hipotesis dari
jawaban prediktif
pertanyaan umum

Sumber: diolahdan diadaptasi dari Ndraha (2011: 132).

Dalam kajian normatif, tidak akan lepas dari nilai. Nilai muncul dari

kualitas hasil uji observasi atau eksplorasi masyarakat yang diukur. Nilai-
nilai yang berguna bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bersama

manusia di dalam masyarakat(gouernance), baik dari nilai sosial maupun nilai

moral diindentifikasi. Nilai-nilai tersebut disepakati menjadi pola perilaku

setiap individu masyarakat di lingkungan tertentu, maka dari kemunculan

nilai yang telah disepakati tersebut dikatakan dengan norma.

Kaitan dengan skema di atas, kita mengilhami dengan hubungan pola

perilaku tiap individu dalam ruang masyarakat adalah nilai yang disepakati

bersama tersebut, dan bukan hanya norma aturan hukum positif yang dibuat

oleh yang berkuasa. Nilai-nilai residu yang belum dan tidak disepakati pada

masyarakat lokal, menjadi isu atau agenda bagi proses kebijakan pada tingkat

nasional dalam perumusan perencanaannya. Pada tingkat inilahbermtla bod2

of knoutkdgekuantitatif pada skema di atas. Terlihat bahwa kuantitatif maupun

kualitatif tidak mampu menjawab bagaimana seharusnya sesuatu, tetapi

melainkan bagaimana realisasi, faktanya yang mana kuantitatif menjawab

pada tingkat abstrak teoretik, sedangkan kualitatif menjawab pada tingkat

praktik. Maka benang merahnya terletak pada bod2 of knowledge normatif

karena berkompeten dalam menjawab aspek pertanyaan publik.

Tinjauan tentang konsepsi pamongpraja sering kali diuraikan secara

normatif berdasarkan kajian historikal. Gambaran ini cukup jelas ditangkap,

namun kajian demikian seakan menemui jalan buntu (deadlock) karena tak

mampu menguak substansi dan relevansinya dari masalalu hingga masa depan.

Fenomena dan t,

p€rrtanyaan umum, serta
realitas perbedaan dan '

kesenjangan publik
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Makalah Nurdin (2010) yang berpil'ak dari sumber Ndraha (2007),Wasistiono

(2009), Giroth (2007), dan dokumen pengembangan IPDN (200S) merupakan
jawaban normatif terhadap pertanyaan makalah fuLo Vadis Pamongpryja.Ini
adalah respons terhadap keprihatinan atas berbagai gugatan akademik dari
sebagian besar dosen yangnotn bsneberasal dari pendidikan nln-pamongpraja.
Suatu indikasi positif yang mereflelaikan tanggung jawab kolegial akademik
sehingga mendorong mendiskusikannya secara lebih tajam.

Dalam konteks normatif, istilah praja identik dengan pegautai pemnintaltan,

pegawai negni sipil (chtil seruant).Istilah ini jelas berbeda dengan kata'raja' yang
menunjukkan arti sebaliknya, sebagaimanakecurigaan sebagian masyarakat
terhadap istilah praja yang seakan dididik menjadi raja di IPDNJatinangor.

Jadi, kalau diartikan bebas, pangreh praja leblh merujuk pada pejabat politik

2ang memiliki duajat kekuasaan tertentu. Berbeda dengan istilah pamong yang
merujuk pada kata amlng) ngetnlng atal mlmlng Istilah ini menurut Nurdin
(2010) merupakan kata yang bersifat multidimensional, seperti kata mengemlng

anak ataru mengasuh anak kecil. Dalam perspektif pragmatis, Tursandi (2010)
menambahkan, istilah pamong paling tidak menekankan pada seorang
pelayan publik agar mampu me-ngemung (melayani), ngomong @erkomunikasi)
dan siap di-omong(dinilai). Dalam kaitan itu, pamongpraja diartikan sebagai
pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara. Maknanya, birokrasi

Jawa dibentuk untuk rn ela2ani ralgtat sebagaimana mmgasuh anak, pmuh perlindungan

dan kasih sEtang selama kapan pun. Jika demikian, maka dari aspek substansi,
birokrasiJawa dapat dibagi dalam dua level, yaitu kelompok pangreh praja
yang menitikberatkan pada pola kekuasaan atau kepemimpinan (cenderung
bersifat dilayani) dan kelompok pamongpraja yang menitikberatkan pada
pola pelayanan kepada masyarakat (cenderung melayani). Secara historik,
hal ini dapat dihubungkan dengan timbulnya birokrasi dalam organisasi
pemerintahan di tanah air. Dahulu , raja-rajaJawa, khususnya raja-raja di
nusantara pada umumnya membentuk birokrasi bukan untuk kepentingan
rakyat.3a Para Punggowo yang bekerja di kerajaan disebut abdi dat"em atau abdi

raja, bukan abdi rak|at. Dalam kaitan itulah para abdi dalem merupakan
kelompok birokrasi abdi dalem. Eksistensi mereka hanya untuk memperkuat
kekuasaan raja. Ketergantungan pada raja menj adikan birokrasi pada saat

! Arif dan Putra dalam Tjokrowinoto, Meljdo, Birokrasi Dalam Polemik, Pustaka Pelajar Universitas Muhammadiyah,
Malang. ,2001. hlm. 45.



itu sangatpaternalistik. Tradisi yang kuat sebagai sistem nilai diindikasi oleh
transaksi berupa upeti, srahsraltan atan ldok.Bahkan ketika Belanda tiba di
Indonesia, tradisi tersebutjustru menjadi jembatan emas dalam mencapai
tujuan, karena dipandang tak mengganggu, bahkan menyempurnakan
pola penjajahan dalam waktu lama. Melalui sistem sentralistik, tradisi
birokrasi demikian terpelihara, baik semenjak pra-kemerdekaan hingga
zaman kemerdekaan. Praktik tersebut menjadi relatif langgeng ketika
pola pengaturan sistem pemerintahan diaplikasikan secara seragam. Kini,
apakah pangrelt praja adalah kelompok suprastruktur politik yang berada di
lingkar kekuasaan (elit yang berkuasa), dan pamongpraja adalah kelompok
administrator semata yang berada di bawah dan melayani penguasa dan
masyarakat umum? Untuk melihat lebih jauh, kiranya membutuhkan
pengamatan terhadap basis rekruitmen dari masa kemasa.

C. Kaitan Pamongpraja dengan Satuan Polisi Pamongpraja

kembali menjadi perbincangan di tengah masyarakat, bahkan petinggi
negeri, pengamat pemerintahan, termasuk penggiat LSM mencurahkan
perhatian dan pikirannya untuk beberapa saat setelah kejadian "Koja
Berdarah" bentrok antara Satpol PP dengan warga di makam Mbah Priuk

Jakarta tanggal 14 April 2010 dan penerbitan Permendagri No. 26 Tahun
2010 tentang Penggunaan Senjata Bagi Satpol Pamongpraja. Bagi sebagian
besar masyarakat, keberadaan pamonspraja identik dengan satuan polisi
pamongpraja,hal ini dapat dipahami karena dalam undang-undang yang
mengatur tentang pemerintahan daerah sebutan "pamongpraja" ditemukan
dalam pasal yang mengatur polisi pamongpraja (pasal l48 UU 32/200+)
dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penegakkan perda dan
penyelengg araan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebutan "pamongpraja"
terkait dengan Satuan Polisi Pamongpraja (IJU 32/2004 dan PP 6 Tahun
2010) dan lembaga pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPD||
sebagai "Pendidikan Tinggr Kepamongprajaast" sebagaimana dalam Peraturan
Presiden No I Thhun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor
87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam
Negeri ke dalam Institut Iimu Pemerintahan. Peserta didik atau mahasiswa IPDN
disebut "praja" dan lulusannnya disebut sebagai "pamongpraja muda".
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D. Kode Etik Kepamongprajaan

Sebagai korps yang sudah berusia lama serta sudah mengalami pasang

surutnya politik pemerintahan daerah, pamongpraja telah memiliki kode etik

(code of conduct) yang dinamakan Hasta Budi Bhakti, yang artinya Delapan

Nilai Pegangan untuk Berbakti. Kode etik ini sebenarnya merupakan

pegangan moral bagi siapa pun yang masuk kategori korps pamongpraja'

Kode etik ini juga merupakan sebuah komitmen moral. Tetapi kelemahan

bangsa Indonesia, banyak membuat komitmen, namun sering kali tidak

konsisten.
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Fungsi kode etik kepamongpr{aan ini bagi korps pamongrraja adalah untuk
memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas
yang digariskan sebagai anggota korps pamongpraja. Juga dapat berlungsi
sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas potensi yang dimiliki korps
pamongpraja, mencegah campurtanganpihakluarorgarrisasikorpspamongpraja

tentang hubungan etika dalam keanggotaan korps pamongpraja.

E. Pamongpraja Dalam Perspektif t{ekinian

merupakan konsep yang mengalami pergeseran makna seiring dengan
perubahan rezirn pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensi perubahan
dimaksud, secara historis basis rekrutmen mengalami penyempitan dan
perluasan sejak era pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan. Kebutuhan
terhadap kepemimpinan pemerintahan yang kuat sekaligus simpul pengikat
perbedaan dari pusat hingga level bawah memungkinkan berjalannya
pemerintahan secara stabil. Kepamongprajaan adalah sistem nilai dasar
pemerintah an. adalahtenaga penyelenggara pemerintahan dalam negeri yang
telah dibekali dengan kepamongprajaan, sehingga tenaga yang bersangkutan
dianggap memiliki kompetensi kepamongprajaan untuk menjalankan
pemerintahan dalam negeri melalui organisasi pemerintahan dengan harapan
kinerj a pemerintahan yang dij alankann y a dap at dip ertanggungj awabkan
kepada warga masyarakat sebagai konstituen, terjanji, dan costumer.

Siapakah pamongpraja? Dalam keseharian dikctahui bahwa yang
menyandang sebutan "pamongpraja" ialah satuan polisi pamongpraja, dan
yang menggunakan r'arr'a "praja" hanyalah mahasiswa atau peserta didik
IPDN. oleh karena itu, digunakanjawaban konseptual seperti yang dijelaskan
Ndraha dalam pendekatan ilmu pemerintahan dalam pengembangan
program doktor," pamongpraj a adaJah penyelenggara pemerintahan dalam
negeri yang telah dibekali dengan sistem niali dasar pemerintahan (sistem
nilai kepamongpraj aan) melalui penyelengg ataan sistem pendidikan tinggi
kep amongp r ajaan, sehin gga p enyelen gg ar a y ang b ersan gkutan dian ggap
memiliki kompetensi kepamongp r ajaan untuk menj alankan pemerintahan
melalui organisasi pemerintahan dengan memegang teguh kode etik
profesional kepamongprajaan, dan dengan demikian pemerintahan yang
dij alankannya dapat dipertanggungj awabkan kepada para pelanggan".
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Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kepamongprajaan adalah

sistem nilai dasar pemerintahan (sistem nilai kepamongprajaan) yang

terdiri atas 12 poin penting maka penyelenggara sistem pendidikan tinggi

kepamongprajaantidak lain adalah IPDN. Kepamongptajaan meliputi 10

poin penting kompetensi yang penggunanya melalui organisasi pemerintahan

yang 0n the track dengan kode etik profesional kepamongprajaan dan

kinerjanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang memiliki

peran sebagai pelanggan, secara otomatis pamongpraja memiliki esensi

peran coshtmer seruice.

F. Kompetensi KepamongPrajaan

Kompetensi diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan, keterampilan,

sikap mental, dan kemampuan pelaku untuk bisa menyediakan atau

menghasilkan produk berupa jasa dan layanan yang dibutuhkan dan

diharapkan oleh pelanggan yang bersangkutan, sehingga pelanggan

mendapatkan rnanfaat sebesar-besarnya, dan siap memikul tanggung

jawab manakala pelanggan merasa tidak puas. Terdapat 10 kompetensi

kepamongprajaanmenurut Ndraha (20I I: a).

1. Adalah pengamong pemerintahan'

2. Adalah profesional pemerintahan.

3. Adalah kader pemerintahan sipil.

+. Adalah korps.

5. Adalah garis depan pemerintahan.

6. Adalah dinas dan jabatan karier.

7. Adalah pemangku pemerintahan umum'

B. Adalah lembaga dekonsentrasi.

9. Adalah metarantai permanen antarsiklus politik.

10. Adalah kekuatan pengikatpusat dengan daerah.

Terdapat beberapa kaitan dalam peta dasar kepamongprajaan

yang mana berawal dari ilmu pengetahuan pemerintahan pada kualitas

pemerintahan yang rrrarra terbagi atas tiga rnazhab,yaitu beshturrutetenschap

bestuurswetenschappen yang akrab dengan ilmu administrasi publik,
kybernologi bagian ilmu sosial yang akrab dengan interaksi antartiga

subkultur masyarakat dan kajian pemerintahan bagian ilmu politik yang

akrab dengan ranah publik, negara, mayarakat dan hubungan keduanya.



Menurut Ndraha (20 I I : B), ilmu pengetahuan pemerintahan yang dijadikan
bahan pembelajaran pada IPDN adalah ilmu pengetahuan pemerintahan
dengan mazhab kybernologi. Dalam skema di bawah, ilmu pengetahuan
ini dikaitkan dengan nilai dasar pemerintahan yang mana dikemas dalam
bentuk konsep yang konstruktif sehingga dapat diukur dan diamati secara

objektif menurut ilmu pengetahuan.

Selanj utnya adalah sistem pendidikan tinggi kepamongpraj aan. Terdapat
tiga jenis pendidikan tinggi kepamongprajaan yang diselenggarakan
oleh IPDN, yaitu program pendidikan akademik, program pendidikan
profesi, dan program pendidikan vokasi. Kaitannya adalah di saat pelaku
pemerintahan berubah fungsi dari tenaga spesialis menjadi struktural maka
akan terlibat dalam proses pemikiran dan kebijakan pemerintahan,keahlian
khusus yang harus dibekali dengan keahlian khusus bersumber dari nilai
dasar kepamongprajaan agar dapat membentuk panah berikutnya, yaitu
kompetensi pamongpraj a.

Pemerintahan berlangsung untuk membuahkan kinerja pemerintahan,
yang dapat disederhanakan dengan kehidupan masyarakat berkelanjutan,
kinerja tersebut akan berkualitas baik jika kehidupan masyarakat
berkelanjutan itu menunjukan kemajuan yang konsisten, begitu pula
sebaliknya. Pemerintahan(gouernance)yangkinerjanya berkualitas baik, itulah
good gouernance.Intlah yang akan diciptakan oleh pemenuhan kompetensi
pamongpraja.

Organisasi pemerintahan merupakan alat dan cara kerja kompetensi
pemerintahan dalam mewujudkan good gouernance, yang mana dibutuhkan
enam komponen penyusunnya, yang berawal dari tenaga ilmuan pemikir
yang menghasilkan buah pikiran yang dijadikan masukan ke dalam proses

kebijakan (layananyang dibutuhkan oleh pelanggan yang merupakan haknya
dan infrastrukturnya)kepala dan staf, pembuatan kebijakan ini berlangsung
di kantor tempat berlangsungnya polic2 process dan langkah berikutnya
adalah implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu proses produksi
b aran g dan lay anan yang dibutuhkan m asyarakat p el an ggan. Lay anan y ang
tersedia perlu didistribusikan kepada warga mayarakat pelanggan, sehingga
setiap orang merasakannya, untuk itu diperlukan desa, kelurahan, dan
kecamatan sebagai kesempatan untuk berinteraksinya pemerintah dengan
warga masyarakat pelanggan. Dengan kode etik profesional pamongpraja



bersifat credo yangberupa janji pada Tuhan, masyarakat dan nurani dalam

memp ertanggungj awabkan kine rj a peme rint ahan agat dapat memenuhi

masyarakat sebagai pelanggan yang telah memberikan suaranya'

G. Traces of Record of The Civil Service Education

Penyelenggaraan pendidikan pamongpraja di Indonesia terbentuk

melalui proses perjalanan sejarah yang panjang (sebagaimana profil IPDN

dalam rwvw.ipdn.ac.id). Perintisian pendidikan pamong dimulai sejak zaman

pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan terbentuknya

sekolah pendidikan pamongpraja yang bernama Opltilling School Voor Inlandshe

Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtmarm

MOSVIA). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk

memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Di masa

kedudukan pemerintah Hindia Belanda, penyelengg araan pemerintahan

Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung yang dipimpin
oleh kaum atau golongan pribumi, yaitu Binnmlands Bestuur Corps (BBC) dan

Sistem Pendidittan Tinggi
Keparnongprajaan

$istem Nilai
Keparnongpraiaan

Pamor
10 Kompetensi l

Pamongpraja
(Norma)

v|,,sle

Fungsi Organisasi
Pemerintahan

Terdptanya
Good Governance

P
Berawal dari buah pikiran dari kalangan psmikir talu dibuat

kebijakan yang di implementasikan untuk dr-spread off
metalui pelaku-peteiint"han yang dekat dengan rakyat

f

\

Kode etik profesbnal kepamongpraiaan
dalam kinerja pemerintahan

b



pemerintahan yang tidak langsung yang dipimpin oleh kaum atau golongan
dari keturunan Inlands Bestuur Corps (IBC).

Pada masa awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem
pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945,
kebutuhan akan tenaga kader pamongpraja untuk melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin
meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan
pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan
tenaga kader pamongpraja, maka pada tahun l94B dibentuklah lembaga
pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Sekolah
Menengah Tinggi (SMT) Panereh Praja yang kemudian berganrinama
menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas
(SMPAA) diJakarta dan Makassar.

Pada tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan
Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang dengan tujuan unruk meningkatkan
keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan
tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan
di Aceh, Bukittinggi, Bandung, Pontianak, Makassar, Palangkaraya, dan
Mataram. Sej alan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan
yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai
sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong
pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)
pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang,Jawa Timur. APDN di Malang
bersifat APDN Nasional berdasarkan SK Mendagri No. Pend.l/20/56
tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno
di Malang, dengan direktur pertamanya Mr. Raspio Woerjodiningrat.
Mahasiswa APDN nasional pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut
secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi
selaku kader pemerintahan pamongpraja yang lulusannya dengan gelar
Sarjana Muda (BA).

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu
ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader
pemerintahan yang " qualifed kadership and manager administratiue" , terutama

Pemerintahan Umum dan Pamorqpraja



dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum.

Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelengg atakanpendidikan

aparatur di lingkungan Kementerian DaIam Negeri setingkat sarjana, maka

dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota

Malang, Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. B Tahun 1967,

selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun

I967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh

Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.

Pada tahun 1972, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan

di MalangJawa Timur dipindahkan keJakarta melalui Kepmendagri No. 94

Tahun I97 2. Pada tanggal 9 Maret I 9 7 2, kampus IIP yang terletak diJakarta

diresmikan oleh Presiden Soeharto yang dinyatakan; " Dengan peresmian kampus

Instint Ilrnu Pemerintahary mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukan2a

Kementeian DatamlVegeri untukmengunblnng kadu-kader pemerintahan2ang tangguh

bagi lVegara Kesatuan Republik Indonesia" .

Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari

APDN nasional di Malang, maka untukpenyelenggaraan pendidikan kader

pada tingkat akademi, Kementerian Dalam Negeri secara bertahap sampai

dengan dekade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 Provinsi, selain

yang berkedudukan di Malang, juga di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi'

Pekanbaru, Jambi, Palembang Lampung Bandung Semarang, Pontianak,

Palangkaraya, Banj armasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar,

Menado, Ambon, dan Jayapura.

Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya

wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan Menteri Dalam

Negeri Rudini melalui Keputusan No. 38 Tahun l9BB tentang Pembentukan

Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional (APDN Nasional) kedua

dengan program D-III berkedudukan diJatinangor, Sumedang,Jawa Barat

yang peresmiannya dilakukan oleh Mendagri tanggal 1B Agustus 1990.

APDN Nasional ditingkatkan statusnya berdasarkan Kepres No. 42 Tahun

1992 tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, maka status

APDN menjadi STPDN dengan program studi D-III yang diresmikan oleh

Presiden R[ pada tanggal lB Agustus 1992. Sejak tahun I995, bertitik tolak



dari keinginan dan kebutuhan untuk lebih mendorong perkembangan karier
sejalan dengan peningkatan eseloneringjabatan dalam sistem kepegawaian
Republik Indonesia, maka program studi ditingkatkan menjadi program
D-tV Keberadaan STPDN dengan pendidikan profesi (program D-I$ dan
IIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana (Strata
I), menjadikan Kementerian Dalam Negeri memiliki dua (2) pendidikan
tinggi kedinasan dengan lulusan yang sama dengan golongan III/a.

Kebijakan nasional mengenai pendidikan tirgs sejak tahun 1999 antara
lain yang mengatur bahwa suatu departemen tidak boleh memiliki dua atau
lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka
mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN
ke dalam IIP Usaha pengintegrasiaan STPDN ke dalam IIP secara intensif
dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengintegrasian terwujud
dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang
Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus mengubah nama IIP
menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri [PDI\T). Tujuan penggabungan
STPDN ke dalam IIP tersebut, selain untuk memenuhi kebijakan pendidikan
nasional juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan
kader pamongpraja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian
Kepres No. 87 Tahun 2004 ditindak lanjuti dengan Keputusan Mendagri
No. 892. 22-+21 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan
Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan
Permendagri No. 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN
dan Permendagri 43 Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan
pelaksanaan lainnya.

Sesuai dengan Perpres No. I Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Thhun 2004 tentang Penggabungan Sekolah
Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan
menjadi IPDN, Permendagri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut
Pemerintahan Dalam Negeri dan Permendagri No. 39 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bahwa
IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi
kepamongprajaan.



Apabila dilihat dari sejarahnya, keberadaan korps pamongpraja sudah

ada sejak zamanHindia Belanda sebagai korps binnmlnnds beshru; yakni korps

pejabat bumiputera yang bertugas menjaga kepentingan kerajaan Belanda

di tanah nusantara. Pada masa awal kemerdekaan, korps ini berubah

namanya menjadi korps pangreh praja, yang kemudian diganti menjadi

namany a menj adi korps pamongpraj a, karena istilah p angreh mengandung

makna memerintah dengan paksaan.

H. Pamongpraja Saat Ini

Kalau merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada dan juga

sej arah perkembangan pamongpraj a dalam penyelengg ataatrpemerintahan

daerah di Indonesi a, makayang masuk kategori korps pamongpraj a adalah

mereka yang dididik secara khusus untuk melayani masyarakat serta

konsisten menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan bidang keahliannya

sebagai generalis yang mengkoordinasikan cabang-cabang pemerintahan

lainnya.

Jabatan-jabatan dan sebutan pamongpraja ditujukanpada antara lain

para lurah, camat,polisi pamongpraja, asisten sekda, serta sekretaris daerah,

ditambah dengan SKPG (Satuan Kerja Perangkat Gubernur) sebagai tindak

lanjut dari PP Nomor 19 Tahun 2010 (Sadu Wasistiono dan Ismail Nurdin:

2010).

Kalau pamongpraja diartikan secara etimologis sebagai aparat atau

pejabat pemerintahan yang bertugas "mengemong" dan menjadi abdi

negara, abdi masyarakat, maka pamongpraja adalah semua apatat
yang melakukan aktivitas melayani, mengayomi, mendampingi serta

memberdayakan masyarakat, dengan demikian koorps pamongpraja

sangat me luas, termasuk di dalamnya aparat kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta semua aparat

pemerintahan lainnya yang melaksanakan urusan pemerintahan selain di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri. adalah mencakup pejabat pusat

yang ada di pusat, pejabat pusat yang ada di daerah maupun pejabat

daerah yang ada di daerah.

Jika kita mengumpulkan tanggapan-tanggapan dalam penerapan ilmu

pemerintahan di IPDN, kita akan menemukan kaitan pembelajaran IPDN



sebagai lembaga pendidikan tirgs kedinasan dalam lingkungan departemen
dalam negeri maka kita harus menyoroti dulu tujuan pendidikan IPDN
ini.

secara implisit, kita dapat mengetahui tujuan pendidikan nongelar
adalah untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian dan
keterampilan (skilQ tertentu yang langsung dapat dimanfaatkan atau siap
pakai. Sehubungan dengan itu, pengetahuan teoretis yang diberikan kepada
para mahasiswa atau biasa disebut praja ini sangat kurang. Sebaliknya,
pengetahuan keterampilan dan terapan/praktik mendapat porsi yang
menonjol.

Mengelaborasi dari tulisanJosef Riwu Kaho (dalam Labolo)35 mengenai
uraian singkat tanggapan beliau dalam implementasi ilmu pemerintahan di
IPDN dengan perspektif kini, dapat disimpulkan sebagai berikut.

l. Tirjuan yang dirumuskan masih belum jelas karena keahlian akademis
terbagi atas dua macam, yakni keahlian teoretis-konseptual. Hal ini
menjadi ambigu dalam publikasi tujuan pendidikan IPDN ,,untuk

membentuk kader-kader yang berkeahlian akademis di bidang
pemerintahan dalam negeri". Tapi seiring berjalannya paradigm amaka
tujuan IPDN saat ini menjadi "membentuk kader pamongpraj a,yang
memiliki hip lc- comp etence". Esensi dan trip le- comp etenc e adalah persatuan
(coalescence), conductor dan coordinator yang mana lebih menitikberatkan
pada analogia ouhome product.

2. Harus adanyakeselarasan antarakurikulum program Sl dan D4 IPDN
sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan mewujudkan pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.

Kini sosialisasi kepamongprajaan dengan konsep pemerintahan
tetap fokus pada lingkungan IPDN sangat penting antara pemerintah
daerah setempat yang dapat menggetarkan semangat ketika IPDN dapat
memposisikan dirinya sebagai pemeran utama implementasi grand design

pemerintahan daerah 2005-2025 melalui grand design IPDN 2005-2025,
synchroni4d model bagaimana yang digambarkan dalam skema yang
dipaparkan Ndraha (201l: a9).

15 Labolo, Muhadam, Beberapa Pandangan Duar Tentang IImu Percrintahnn,Bayu Media, Yogyakarta. 2008. hlrn. 338-339.
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Merujuk pada Perpres No. I Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa

terdapat perguruan tinggi kedinasan yang menyelenggarakan pendidikan

tinggi kepamongprajaan, ini mengisyaratkan bahwa setidaknya dua

hal, yang pertama bahwa ada institusi yang dibentuk oleh negara untuk

menyiapkan pamongpraja yang akan menjadi aparat pemerintahan,

dan yang kedua karena ada institusi pendidikan tinggi kepamongprajaan

yang akan menghasilkan lulusan yang akan ditugaskan sebagai pelayanan

masyarakat atau tugas-tugas kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh

para pamongpraja. adalah mereka yang menyelenggarakan pelayanan

pemerintah an padaorganisasi pemerintahan lini kewilayahan yang dididik

secara khusus yang memiliki kualifikasi kepemimpinan dan kemampuan

manajerial untuk melayani masyarakat serta konsisten menjaga keutuhan

bangsa dan negara, dengan bidang keahliannya sebagai generalis yang

mengkoordinasikan cabang-cabang pemerintahan lainnya.

Ndraha (2010) mencoba mengelaborasi dan merumuskan esensi

kepamongprajaan, bicara tentang kepamongprzia n, maka esensinya

antaralain: (l) entitas (nama suatu entitas), (2)kualitas (perilaku yang terlihat
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dalam ruang pemerintahan), (3) nilai atau norma (kekatan yang mengikat),
fungsi kbhinekaan dan ketunggalikaan), (4) lembaga atau unitkerja, (5)

struktur kepamongprajaan, (6) profesi pemerintahan, (7) pendidikan
kepamongprajaan. sejalan dengan pandangan Taliziduhu Ndraha di
atas dan memperhatikan sejarah dan perkembangan pamongpraja atau
kepamongprajaan di Indonesia, rnaka penulis merumuskan setidaknya
kepamongprajaan yang akan datang dapat dipandang sebagai berikut.
l. Profesi, yakni merupakan pekerjaan yang memerlukan kompetensi

tertentu, yakni qualifed leadership dan manajerial administratif, sehingga
diperlukan pendidikan khusus pamongpraja.

2. Struktur dalam pemerintahan daerah, yakni level pemerintahan pada
lini kewilayahan, seperti lurah/kades, camat, bupati/walikota dan
gubernur (termasuk satuan kerja perangkat gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat) yang melaksanakan fungsi pemerintahan umum
dalam hal pembin aan wilay ah, koordinasi pe merint ahan, p e n gawasan
pemerintahan dan residual pemerintahan.

3. Institusi pendidikan, yakni pendidikan yang khusus menyelenggarakan
proses belajar mengajar yang output-nya dipersiapkan untuk menjadi
pamongpraja.

4. Perangkat nilai, yakni suatu rangkaian unit nilai-nilai yang menjadi energi
yang menguatkan semangat pengabdian aparatsebagai abdi negara dan
abdi masyarakat sebagaimana dalam "Hasta Budhi Bhakti" sebagai
pedoman atau guidance penyelensgara pemerintahan yang bersumber
dari leluhur karena tumbuh dari tradisi pemerintahan yang pernah
eksis.

5. Instrumen keutuhan berbangsa, yakni keberadaan pamongpraja tidak
saja menjadi mesin birokrasi dalam pelayanan pemerintahan, tapi
menjadi perekat Negara kesatuan Republik Indonesia.





A. Tugas Pamongpraja

Keberadaan pamongpraja tidak lepas dengan tugas-tugas pemerintahan
umum, yakni pengawasan, pembinaan dan koordinasi.Jika dahulu tugas-
tugas pemerintahan umum itu dilaksanakan oleh seorang pejabat yang
dikenal sebagai pamongpraj arnakadewasa ini tugas-tugas itu dilaksanakan
oleh para kepala wilayah yang merupakan pejabat pemerintah pusat
yang berada di daerah yang melaksanakan tugas-tugas berdasarkan
azas dekonsentrasi.Jika ditelusuri pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang lebih mengedepankan desentralisasi,
pemberday aan rnasy arakat, dan transparansi lebih me n ggamb arkan tugas-
tugas atau fungsi pemerintahan umum hanyasampai wilayah provinsi saja.
Sedang untuk wilayah kabupaten/kota secara murni melaksanakan tugas-
tugas desentralisasi atau yang biasa disebut sebagai otonom. Namun, jika
menelusuri UU No. 1B Tahun 1965 ditentukan secara tegas tugas-tugas
yang tidak diserahkan kepada daerah dan dijadikan tugas pokok dari
pamongpraj a, yaiit sebagai berikut.

l. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil di daerahnya,
dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-
pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Menyelenggarakan koordinasi antara jaw atan-j awatan pemerintah pusat
di daerah dan antara jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.
Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintah daerah.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh
pemerintah pusat.

2.
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Untuk mengetahui urusan apa yang tercakup dalam pemerintahan

umum dapat dipelajari dari segi urusan pemerintahan daerah, karena

urusan daerah dalam kenyataannya lebih terperinci daripada pemerintahan

umum.

Pasal lB UUD 1945 mengatakan bahwa pembagian daerah Indonesia

dilakukan atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya

ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar

permusyawaratandalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul

dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dari pasal tersebut jelaslah

bahwa ada 2 macam daerah; yang pertama adalah daerah otonom yang

mempunyai hak mengurus rumah tangganya sendiri dan yang kedua adalah

daerah administratif.

Pada pasal 4 UU No. 11/1950 mengatakan, urusan daerah adalah

sebagai berikut.

a. Ijrusan Umum.
b. ljrusan Pemerintahan ljmum.
c. lJrusan Agraria.
d. IJrusan Perairan, J alan-Jalan, dan Gedun g- Gedung.

e. IJrusan Pertanian, Perikanan, dan Koperasi.

f, Urusan Kehewanan.

g. IJrusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri, dan Perindustrian.

h. Ijrusan Perburuhan.

i. Urusan Sosial.

j. IJrusan Pembagian/Distribusi.
k. lJrusan Penerangan.

l. Urusan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

m. Ijrusan Kesehatan.

n. Urusan Perusahaan.

B. Fungsi Pamongpraja

Fungsi kepamongprajaan seiring waktu telah mengalami pergeseran

seiring dengan bergesernya paradigma penyeleng gaf aan pemerintahan dari

sentralisasi ke desentralisasi. Pergeseran itu tidak terlepas dari perkembangan

masyarakat dan demokrasi yang terjadi di Indonesia di penghujung abad

ke-20. Pada dasarnya, fungsi pamongpraja tidak mungkin diperinci karena



sifatnya sangat luas dan menyeluruh, kecuali melaksanakan perintah
dari atasan atau memformulasikan peraturan-peraturan, pamongpraja
memberikan pula public seruice sebaik-baiknya sebagai bentuk implementasi
dari regulasi yang ada. Pada umumnya, pamongpraja memimpin tugas
mencapai kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, agar dapat melaksanakan
tugas tersebut, dapat ditempuh dengan memberikan pelayanan publik
sebaik-baiknya. Oleh karenanya) maka pamongpraja memerlukan
kekuasaan tertentu untuk bertindak menurut inisiatif dan kebijaksanaan
sendiri, terutama dalam keadaan yang mendesak dan tidak terdapat
peraturan yang menjadi pegangan. Tugas pamongpraja tidak diatur dalam
suatu peraturan hukum dan tidak pula disusun dalam suatu kitab undang-
undang hukum, tetapi terserak di sana sini. Ti-rgas pamongpraja adalah tugas
panggilan hati yang menggerakkan segenap kemampuan yang dimilikinya
untuk kesej ahteraan masyarakat.

1. Fungsi Conducting

Fungsi conducting yang dijalankan oleh pamongpraj a adalahmenciptakan
harmoni antarkegiatan dengan instrumen yang berbeda dan dilakukan oleh
aktor yang berbeda. Sebagaimana sebuah orkestra, kedudukan conductor

adalah mengoreksi sedini dan setegas mungkin tiap bunyi, nada, atau suara
sumbang senyaris apa pun, guna membangun kebersamaan dan kinel'a
bersama dari semua komponen yang berbeda-beda pada sebuah unit kerja,
namun yang bergerak di dalam wilayah yang sama.

2. Fungsi Coordinating

Adapun fungsi coordinating yang dijalankan oleh pamongpraja adalah
membangun komitmen bersama antarunit kerja yang berbeda-beda dalam
suatu wilayah, agar yang satu tidak bertentangan atau bahkan merugikan,
tetapi mendukung yang lain, dalam rangka mencapai kinerja masing-
masing unit kerja secara optimal dalam rangka mencapai tujuan bersama
secara keseluruhan. Dalam hal ini, coordinating merupakan upaya untuk
membangun sistem kinerja yang terintegrasi dari masing-masing unit
kerja yang berada dalam satu wilayah, sehingga adanya satu langkah yang
terpadu dalam pelayanan masyarakat. Semakin independen hubungan
antara unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain, semakin diperlukan
fungsi c o ordinating. Tercap ainya ke suksesan dalam me nj alankan koordinasi



ditentukan oleh keberadaan koordinatoq akan tetapi jika telah terbentuk

sebuah sistem koordinasi yang baik dan dipatuhi oleh para pihak maka

koordinasi tanpa adanyakoordinator akan berjalan dengan optimal. Kata

kuncinya adalah berkoordinasi, sehingga koordinasi bisa berjalan tanpa

koordinator. Demikian pentingnya koordinasi ini sehingga sebagaimana

halnya sebuah perguruan tinggi memiliki kalender akademik, maka setiap

wilayah seharusnya memiliki kalender pemerintahan yang meliputi kalender

koordinasi itu.

3. Fungsi Controling

Fungsi controling yang dijalankan pamongp raja dapat dikatakan " exhibits

great wisdom and babitit2 in dialing with important public issues", yang berarti

memposisikan dirinya di atas semua golongan atau kepentingan parsial. Hal

ini tentunya bukanlah tugas yang mudah karena harus dapat mengayoml

berbagai kepentingan yang berbeda dan memastikan bahwa tugas yang
mudah karena harus dapat mengayomi

dilakukan para bawahan dan pihak-pihak lainnya dapat terlaksana dengan

baik. Fungsi controlling dilakukan bukanlah untuk mencari kesalahan atau

kekurangan pada pihakyang lain. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan

adalah untuk mendidik atau pembinaan kepada generasi selanjutnya tentang

bagaimana melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Sebagai negarawan, maka seyogianya pamongpraja memiliki cara

pandang yang luas dalam mengelola Indonesia yang merupakan negara

yang penuh dinamika. Seorang negarawan (statesman) tidak pernah merasa

berjasa dalam berbuat, karena tindakan apa pun yang dilakukannya

adalah untuk kepentingan negara dan masyarakat. Tetapi sebaliknya, ia

selalu merasa berutang, karena ia telah berjanji kepada dirinya sendiri

dan masyarakat untuk berbuat yang terbaik bagi negara dan masyarakat,

dan ia berusaha menepati dan memikul tanggung jawabnya. Wawasan

kepamongp rajaan sebagai kenegaraw anan adalah trade markIPDN sebagai

lembaga pendidikan kader pamongpraja untuk Indonesia yang satu.

4 Fungsi Sentices

Dalam menghadapi htrbulmce-seruingbag pamongpraja merupakan upaya

mengantisipasi dan melayani, dalam arti memberdayakan, melindungi, dan

menyelematkan manusia, lingkungan, bangsa dan negara, terhadap segala

sesuatu yang sifatnya mendadak, tiba-tiba, di luar perhitungan (force majrur),

r,,:ffill!



baik sebagai akibat proses alamiah yang terjadi pada alam maupun sebagai
dampak kebijakan publik yang ternyata keliru hingga berbagai bencana
yang terjadi sebagai akibat dari perilaku manusia.

Pengamongan didasarkan pada anggapan bahwa waktu sama dengan
nol atau menjadi sesuatu yang mutlak. Dalam hubungan itu, mengamong
berarti juga menyelenggarakan pemerintahan dalam kondisi serba cuaca
(all weather gouernance). Hal ini berkaitan dengan nilai satu. Tidak adayang
sempurna di dunia ini. Manusia buat kelalaian dan suka lupa, sehingga
perkara yang seharusnya dapat diantisipasi menjadi terasanya mendadak
atau di luar kemampuan mengatasinya.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah - baik
di tingkat nasional maupun daerah - pada umunya belum dapat memenuhi
kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih
adanya berbagai keluhan yang datang dari masyarakat sebagai penerima
pelayanan, kondisi demikian menimbulkan citra negatif terhadap aparatur
pemerintah. Kondisi demikian merupakan tantangan pemerintah yang tidak
akan pernah berujung pelayanan publik seiring zamanmengalami tuntutan
perkembangan yang terus meningkat, setiap zamanmengalami perubahan
sehingga pelayanan publik pun juga mengalami perubahan menyesuaikan
dengan perubahan zaman. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan
fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah
perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Salah satu sebab ketertinggalan suatu negara dibanding negara lain adalah
karena ketertinggalan dari segi man{emennya. Hal ini sejalan dengan pemikfuan
Osborne dan Gaebler (1992)yang mengatakan bahwa persoalan utama yang
dihadapi oleh pemerintah dewasaini bukan terletakpada apayang dikerjakan,
melainkan terletak pada bagaimana mengerjakannya flNasistiono, 2004: 4).

Artinya, permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi pemerintah
terletak pada kemampuan manajeialnya. Hal ini sejalan dengan pandangan
Drucker36 yang menolak menggunakan istilah "undsr dmelnped countr2" untuk
negara-negara yang terbelakang. Drucker lebih cocok menggunalan istilah
"undermanaged cnuntry", sebab keterbelakangan suatu negara lebih banyak
disebabkan oleh ketertinggalan di bidang manajemennya.

36 Drucker, Peter F., The Organization of the Future, Elex Media, Jakarta, 2001.



Hal tersebut di atas akan semakin tampak apabila dikaitkan dengan

perkembangan manajemen pada umumnya dan manajemen pemerintahan

pada khususnya. Berikut diuraikan 5 (lima) tahapan perkembangan

manajemen sebagaimana dikemukakan Wasistiono (2004: 4).

Manajemen sebagai sebuah kemahiran (know-how) lahir bersama

dengan hadirnya peradaban manusia. Sedangkan sebagai ilmu, kelahiran

manajemen sulit ditetapkan secara pasti karena sifatnya yang evolutif dan

inkremental.

Manajamen generasi pertama disebut juga sebagai jungk management.

Ciri utama manajemen generasi pertama ialah pekerj aan yang ada lebih

banyak dikerjakan sendiri. Catatan tertulis mengenai apa yang telah, sedang

dan akan dikerjakan dapat dikatakan tidak ada. Semua hanya dicatat dalam

ingatan orang-orang yang menjalankan kerja sama. Pekerjaan dijalankan

secara naluriah tanpa perencanaan, mengalir bersama-sama kehidupan

orang-orang yang saling bekerja sama. Dalam menjalankan organisasi

digunakan prinsip: doing things b1,t oursef

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, manajemen sebagai

kemahiran maupun sebagai ilmu sudah mulai menampakkan sosoknya

yang utuh. Salah satu pelopor manajemen sebagai sebuah ilmu adalah

EW. Taylor (1856-1915)yurg dikenal sebagai: Bapak Manajemen Ilmiah.

Ciri utama manajemen generasi kedua adalah penggunaan kewenangan

dan kepemimpinan untuk mengarahkan anggota organisasi mcncapai

tujuannya. Anggota organisasi lebih banyak diposisikan sebagai alat produksi

sehingga kurang memiliki kebebasan untuk berkreasi. Kepuasan pelanggan

maupun kepuasan anggota organisasi belum diperhitungkan dalam proses

manajerial. Pada generasi ini, berkembang teori-teori kepemimpinan, oleh

karena itu manajemen generasi kedua dinamakan pulamanagunmt b1 direction.

Dalam menjalankan organisasi digunakan prinsip: doing things through b2 the

other people.

Sebagai reaksi dari kelemahan manajemen generasi kedua, para ahli

manajemen kemudian mengembangkan konsep-konsep yang baru. Agar

anggota organisasi memiliki daya inovasi dan kreativitas, mereka perlu

diberi kebebasan. Akan tetapi, kebebasan tersebut perlu diimbangi dengan

pemenuhan target-target pekerjaan secara kuantitatif Dalam kenyataannya,



target-target kuantitas yang terlampau berat justru memebelenggu
kebebasan anggota organisasi dan kemudian menimbulkan ketegangan
jiwa. Manajemen generasi ketiga dinamakan pula sebagai: Management b1t

Titrgetting atau Management fui objutiuu (MBo). Nilai yang diutamakan pada
manajemen generasi ketiga adalah produktivitas yang bersifat kuantitas.
Tokohnya antara lain Peter E Drucker.

Perubahan dan perkembangan zamanyang berjalan sangat cepat dan
sering kali sulit diperkirakan ternyata telah membuat berbagai konsep dan
teori manajemen yang telah dikembangkan pada dekade l980-an dirasakan
tidak sesuai lagi. Munculnya gelombang demokratisasi ketiga mendorong
meningkatnya kesadaran konsumen akan hak-haknya. Konsumen yang
selama ini dalam posisi pasif menerima produk yang dihasilkan oleh suatu
organisasi, mulai bangkit kesadarannya dan ikut memainkan peran penting
di dalam menentukan bentuk, jenis serta kualitas suatu produk.37 Berbagai
ahli kemudian melakukan penelitian dan kajian yang kemudian dituangkan
dalam bentuk tulisan maupun jurnal manajemen. Salah satu di antaranya
adalah Brian L.Joiner (1994) yang menulis buku berjudul "Fourth Generation
Managenrcnt- The JVew Business Conciousnr.ss". Tulisan tersebut dapat dikatakan
sebagai bibit lahirnya manajemen generasi keempat.

ciri utama manajemen generasi keempat adalah memadukan
pendekatan ilmiah serta kerja tim untuk mencapai kualitas. Manajemen
generasi keempat memupunyai fokus pada kualitas produk yang dihasilkan
dalam rangka memberikan kepuasan pada pelan ggan (customer satisfaction)

disertai kepuasaan anggota organisasinya. Kualitas di sini adalah
sebagaimanayang didefinisikan oleh para pelanggannya, bukan sepihak
oleh produsennya.

Pencapaian kualitas tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan
ilmiah berdasarkan hasil penelitian. Pendekatan ilmiah merupakan suatu
proses pembelajaran mengelola suatu organisasi sebagai sebuah sistem,
pengembangan proses berpikir serta mengambil keputusan dengan
berdasarkan data.

r7 Pemikiran Samuel P Huntington yang ditulis dalam bukunya (terjemahm) yang berjudul Gelombang Demokrasi Ke Tiga
(Huntington, Samuel P., Gelombang Demokrasi Ketiga,Terjemahan oleh: Asril Majohan, penerbit pT pustaka Grafiti,
Jakarta. l99l).

a

,



Pada generasi keempat ini, manajemen berangkat dari rasa salingpercaya

pada setiap orang dengan memperlakukan manusia berdasarkan harga

dirinya, kepercayaan dan rasa hormat serta bekerj a atas dasar pendekatan

menang-menang (win-win approach). Manajemen mutu total (tltal qualitlt

managnnmt atau TQI\4) termasuk ke dalam manajemen generasi keempat

karena mempunyai fokus yang sama, yaitu mengutamakan kualitas.

Manajemen gemerasi keempat yang belum lama muncul dan baru

digunakan di kalangan terbatas -khususnya dunia bisnis- ternyata telah

disusul dengan embrio lahirnya manajemen generasi kelima. Tokohnya

antara lain Charles M. Savage (1990) melalui bukunya betjudul: "Ffth

Generation Management - Integrating Enterpises Through Human ){etutorhing".

Ciri utama manajemen generasi kelima adalah bagaimana

mengintegrasikan organisasi melalui jaringan manusia. IJnsur manusia

di dalam organisasi dihargai sangat ti.tggr sebagai individu yang memiliki

keahlian tertentu. Individu anggota organisasi bukan sekedar alatproduksi'

Untuk masuk ke dalam manajemen generasi kelima, dapat dilakukan lima

macam transisi berikut.

. Transisi dari era industrialisasi ke era ilmu pengetahuan.

. Transisi dari kegiatan rutin pada kegiatan yang kompleks'

. Transisi dari kegiatan sekuensial pada kegiatan paralel'

. Transisi pada prinsip-prinsip konseptual.

' Transisi pada struktur baru.38

Manajemen pemerintahan sebagai salah satu derivat manajemen

secara umum juga mengalami perkembangan seperti yang dikemukakan

di atas. Hanya saja, manajemen pada organisasi pemerintah umumnya

tertinggal dibandingkan kalangan bisnis, karena pada sektor pemerintah

tidak terdapat iklim kompetisi yang mampu menjadi daya dorong untuk

melakukan pembaruan. Pekerjaan di sektor pemerintah umumnya bersifat

monopoli dan berbasis kewenangan. Monopoli berarti tidak ada kompetisi,

tanpa kompetisi, tidak akan tercapai efisiensi dan inovasi.

Di Indonesia, manajemen sektor pemerintah pada umumnya baru

masuk pada generasi kedua ataupun ketiga. Masih sangat jarang yang

38 Savage,ChulesM,FilthGererationMamgement-IntegratingEnterprisesThroughHumnNenuorhng,DigitalE4uipment
Corporation, USA, 1 990.



masuk pada generasi keempat ataupun kelima. Hierarkhi dalam bentuk
eselonering, orientasi kepada atasan karena faktor budaya serta pengaruh
manajemen militer selama masa dwifungsi ABRI, menjadi kendala utama
mengembangkan manajemen pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut
menghambat penggunaan paradigma baru berpemerintahan yang
mensyaratkan adanya hubungan yang lebih egaliter dan heterarkhis.

Tanpa adanya strategi besar untuk mengubah secara mendasar dan
menyeluruh manajemen pemerintah an, maka organisasi pemerintah akan
menjadi penghambat bagi kemajuan bangsa. KKN di Indonesia yang
seharusnya menjadi musuh bersama bangsa (common enemlfi, bermula dari
kelemahan manajemen, baik mulai dari manajemen perencanaannya
sampai pada manajemen kolaborasi dan konflik.

Terminologi pelayanan berasal dankata seruire.Devrye mengatakan ada
dua pengertian yang terkandung di dalamnya, yakni "... the attendance of an

"frrio, 
upon a superior" atau "to be usful" (De vrey, 1994: B). pengertianp ntama

mengandung unsur ikut serta atau tunduk dan pengerti an keduamengandung
suatu kebermanfaatan atau kegunaan. Pengertian kedua dan pendapat De
Vrey tersebut sejalan dengan pendapat Davidow dan Uttal yang memberikan
pengertian lebih luas, yaitu "... ruhatuua mhances customa satisfaction" (Davidow &
Uttal, l9B9: l9). Dengan demikian, dikatakan bahwapelayanan merupakan
suatu usaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan.

Di szii lain, terminologi publik sering diartikan sebagai sekelompok
masyarakat. Masyarakat itu sendiri dapat dipandang dan berbagai
pengertian. Frederickson mengungkapkan pengertian public dan bahasa
Yunani, yakni: ". . . The public as a political communiEt-the polis-in which all citi<ens
(that is adult males and nonslaues) participated".3e Artrnya, publik merupakan
suatu masyarakat-polis dan semua penduduk berpartisipasi di dalamnya.
Kemudian berkembang di Inggris modern bahwa ". . . the public to mean all the
people in a socieQ, without distinguislt behtem them". Kedua pengertian ini saling
memperkuat pengertian publik atau masyarakat, yakni semua penduduk
tanpa kecuali dalam suatu komunitas yang ikut berpartisipasi di dalam
pemerintahan. Terminologi pelayanan dan publik di atas, memberikan dasar
pengertian terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik didefinisikan oleh

3e Frederickson,H G,lggT,TheSpiritofPublicAdministration,BassPublishers,sanJossey-Frmccisco.1997.hIm.21



Roth sebag ai "an1 suaices auailable to the public whether prouifud publicu @s is a

muszum) or priuatellt (as is arestaurantmea\" .no Ar) seraicesyangdiungkapkan oleh

Roth berkaitan dengan barang danjasa dalam pelayanan. Pelayanan publik

yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan

oleh suatu organisasi atau individu dalam bentuk barang jasa kepada

masyarakat, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi.

Dalam penyediaan kebutuhan secara berkelompok dipengaruhi oleh

adanyaperbedaan secara filosofis barang layanan. Barang danjasa dalam

pelayanan publik, oleh Olson dan Lean (1987) dikategorikan ke dalam dua

kelompok besar, yaitu barang publik (public goods) dan barang privat (priuate

goods). Barang yang satu degan barang yang lain mempunyai karakteristik

yang berbeda. Lean (1987: 11-12) mendifinisikan barang publik adalah'A

pure public goodi: defined as agoodrequiringindiuiibiliqt of production and consumption,

noniualness, and non-excludabilitl". Dengan demikian, barang publik murni

dikonsumsi secara bersama dan setiap orang tidak dapat dicegah untuk

mengkonsumsinya. Di samping itu, tidak dapat dipisahkan antztakonsumen

dan produsen. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang mau memproduksi,

sehingga tidak mengundang adany a persaingan.

Kedua jenis barang dengan tiga karakteristik yang berbeda tersebut

kemudian dikembangkan oleh Savas (1987: 38) menjadi empat, yaitu: '1..

piaate goods, toll goods, common pool goods and collectiue goods". Pemisah yang

digunakan adalah consumptions and exclusion, baik yang bersifat indiuidual

maupunTbint. Dalam mengkonsumsi dan memproduksi barang, terdapat

empat persoalan, yaitu adanya altruism, anarchy, the market, and gouernment.+l

Barang privat (priuate goods) tidak menimbulkan persoalan bagi pemerintah

karena pasar menjadi media untuk pelayanannya. Kejelasan konsumsi dan

produksi menyebabkan setiap orang mau menyediakannya. Dampaknya

adalah adanya pice and quatity competition di pasar. Demikian juga dalam

pelayanan pendidikan, peran masyarakat dapat menumbuhkan kualitas

pelayanan itu sendiri.

Paradigma administrasi publik tradisional dipengaruhi secara kuat oleh 3

(tiga) aliran utama yang berkembang pada masa gerakan administrasi modern,

Roth.Gabriel, lgST,TheprivateprovisionofPublicSeruicesinDevelopingCountries,EDlseriesinEconomicDevelopment,
Published for the World Bank, Oxford University Press. 1987' hlm i'
Mclem. Lain. \987, Public Choice an Introduction,New York 1987' hlm 12'



yaitu weberian dengan tokoh utamanya Max Weber (l 864- I 82 0), the Scimtifc
Management yang dimotori ol-eh Frederick raylor (l9l l) dan teori Human
Relations oleh Elton Mayo (1930). Pertama, aliran weberian berpendapat
bahwa birokrasi yang ideal adalah yang menekankan pada prinsip efisiensi.
Prinsip tersebut meliputi: otoritas bersumber pada hukum formal, birokrasi
dibangun dengan struktur hierarki, konsistensi dalam menerapkan peraturan
dan impersonal, profesionalisme, kerja penuh waktu, dan segala sesuatu
dicatat dan diatur dalam perundang-undangan. Kedua, aliran manajemen
ilmiah (tlu scimtific managunmt) mengenal dua prinsip, yaitu time and motion studfus

yang digunakan sebagai penentu standa kinerja dan sistem insentil Ketiga,
aliran human relations menekankan pentingnya hubungan informal dalam
bekerja selain hubungan formal (Solomo, 2006).

Paradigma New Public Managemmt (NPIvI) berkembang sebagai bentuk
kekecewaan terhadap birokrasi yang semakin tidak efisien, birokrasi yang sangat
besar dan kaku dan kinerja yang semakin menumn. Aliran NPM diawali dengan
kemunculan teoi public choice yang dimotori oleh Buchanan dan Tullock pada
tahun 1960-1970-an. Pada intinya aliran ini menekankan pentingnya kekuatan
pasar atau kompetisi dalam birokrasiyangdidasari kekhawatiran apabila alokasi
sumber daya dilakukan melalui mekanisme politik. Pada era ini ide tentang
contrahing out, pivaltsasi dan kompetisi antardepartemen gencar disuarakan.
Berdasarkan diran public chobe ini berkembang NPM pada era 1980-an yang
menekankan paham managainlism yang didasarkan pada metode dan praktik
sektor swasta. Secara makro pendekatan ini berorientasi pada struktur birokrasi
negara yang ramping(slimming tlu stntn) dengan conhatting-ouf dan swastanisasi,

sedangkan secara mikro dilakukan dengan manajemen stratejik, manajemen
dan anggaran kinerja dan sistem kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik.
Pada prinsipnya paradigma ini menekankan pentingnya efisiensi birokrasi
dengan pendekatan manajerial.

Paradigma kepemerintahan yang b alk (Good Goaernance,/GQ berkembang
sebagai bentuk kekecewaan terhadap dominasi negara dan pasar yang sangat
kuat dalam pelayanan publik. Sementara itu, masyarakat sebagai penerima
layananjasa dianggap sebagai objek semata. Gerakan yang muncul pada
tahun 1990-an ini, menempatkan tiga pilar, yaitu pemerintah, sektor swasta,
dan masyarakat (ciuil socinry) yangmempunyai peran dan posisi sama penting
dalam pelayanan publik. Masyarakat perlu mengetahui pelayanan yang



transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan

pelayanan publik.

dalam mekanisme

Pada perkembangan terakhir muncul paradigma The JVew Public Seruice

Management (IVPSM sebagai penyempurnaan terhadap aliran GG. Aliran
ini memadukan prinsip-prinsip dalam NPM dan GG. Dengan mengusung

prinsip seruing than steeing aliran ini menegaskan bahwa pemerintah tetap

harus berperan membuat regulasi dan melakukan pelayanan publik pada

masyarakat, tetapi masyarakatjuga diberi peran untuk berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan tersebut. Perpaduan pergerakan pemerintahan

subnasional dengan pergerakan paradigma administrasi publik melahirkan

model-model pelayanan yang beragam pada unit-unit yang berada di dalam

organisasi subnasional (Denhardt, 2008: I 7 4).

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tugas

pokok pemerintah pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya

sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan

dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, l99B).

Karenanya, birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

memberikan layanan yang baik dan profesional.

Pelayanan publik (public seruices) oleh birokrasi publik merupakan salah

satu perwujudan dari fungsi aparafir negara sebagai abdi masyarakat, di

samping sebagai abdi negara.Pelayananpublik (public seruices) oleh birokrasi

publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari

suatu negara kesejahteraan(wefare stat). Adapun pelayanan umum diartikan

sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha

milik negara/ daerahdalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka

upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.a2

a2 Lembaga Administrsi Negila Republik Indonesi a, Sistem Adminsitasi Ne gara Republik Indone sia, Jilid IllEdisi Ketiga,

Jakarta, Toko Gunung Agung. 1996.



Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
menyebutkan bahwa "pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik". Dengan demikian, pelayanan publik
dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
dengan aturan pokok dan tata carayang telah ditetapkan.

Menurut Effendi, pelayanan publik yang profesional , artinyapelayanan
publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari
pemberi layanan (aparatur pemerintah). Cirinya sebagai berikut.

l. Efektit lebih mengutamakan pada pencap aian apayang menjadi tujuan
dan sasaran.

2 . Sederhana; mengandung arti prosedu r / tata carapelayanan diselenggarakan
secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

3. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya
kejelasan dan kepastian mengenai:
a. prosedur/tata carapelayanan;
b. persyaratan p elay anan, b aik persyaratan teknis maupun persyaratan

administratifi
c. unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab

dalam memberikan pelayanan;
d. rincian biaya/taif pelayanan darr tata cara pembayarannya;
e. jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

4. Keterbukaan; mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan
kerja / pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,
rincian waktu/tarifi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses
pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui
dan dipahami oleh masyarakar, baik diminta maupun tidak diminta.

5. Efisiensi; mengandung arti sebagai berikut.
a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap

:lllllllll!,rii: 
:'



memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk

pelayanan yang berkaitan

b. Dicegah adanyapengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal

proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan

adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi
pemerintah lain yang terkait.

6. Ketepatan waktu; kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan.

7. Responsif; lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi

apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang

dilayani.

B. Adaptif; cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan,

keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa

mengalami tumbuh kembang.a3

Secara teoretis, sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan

oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan

masyarakat (public seruice), fungsi pembangunan (deuelopment), dan fungsi

p emberday aan (unp ow er ment).&

Buku Deliuering fualiyt Seruices karangan Zeitharn| Valarie A. (et. al.),

I 9 9 0,45 membahas tentang b ag aimana tanggapan dan harapan masyarakat

pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang

maupun jasa. Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalahbagaimana

mempersiapkannya sesuai kebutuhan publik, dan bagaimana menyatakan

dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan catamemperolehnya.

Konsepsi terkini tentang pelayanan publik dikemukakan oleh Denhardt

& Denhardt (2003) tentang JVew Public Seruice (NPS) yang mengemukakan

bahwa NPS adalah sebuah alternatif terhadap konsep administrasi publik

yang lama dan konsep New Public Managmnnt (NPM). Menurut pandangan

mereka, ada dua tema pokok yang mendasar NPS, yaitu untuk meningkatkan

martabat dan manf,aat dari pelayanan publik, serta untuk menegaskan

Widodo. Joko. Good Governance, Telqah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentrolisdsi dnn

Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya. 2001.

Rasyid, Ryass. Mc kna Pemerintahdn: Tinjauan Dari Segi Etikt Dan Kepemimpinan,Yusifwatampone, Jakarta. 1996.

Zeithaml, Valerie A . , et. al. Delivering Qualiry Seruices - Balancing Customer Perceptions and Expct4tions, The Free Press,

New York. 1990.



kembaii nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan kepentingan publik
sebagai nilai-nilai unggul dari administrasi publik. Menurut Denhardt &
Denhardt (2004: lBl), ada 7 (tujuh)prinsip-prinsip kunci dari NPS.

1. Serue citipns, not customers

2. Suk the people interest.

3. Value citi<enship and public seraice aboue entrepeneursltip.

4. Think strategicalfu, act democraticall2.

5. Recogniry that accountability is not simple.

6. Serue rather tlmn steer and.

7. Value people, not just productiuit2.

Moenirao mengemukakan, antara masyarakat, pelayanan umum dan
hak asasi merupakan tiga hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan.
Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang amat besar dalam
rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai

dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan mereka. Namun, secara faktual,
kecenderungan yang terjadi adalah rendahnya kualitas pelayanan yang
diberikan birokrasi di Indonesia. Kecenderungan ini terjadi di semua

organisasi atau birokrasi pemerintahan, baik di tingkat pemerintahan pusat
maupun di tataran pemerintahan daerah.aT Adabeberapa alasan mengapa
perhatian terhadap arti pentingnya manajemen pelayanan umum masih
relatif terbatas, antara lain sebagai berikut.

a. Instansi pemerintah pada umumnya menyelenggarakan kegiatan yang
bersifat monopoli sehingga tidak terdapat iklim kompetisi di dalamnya.
Padahal, tanpa kompetisi, tidak akan tercipta efisiensi dan peningkatan
kualitas.

b. Dalam menjalankan kegi atannya,aparatur pemerintah lebih mengandalkan

kewenangan daripada kekuatan pasar ataupun kebutuhan konsumen.

c. Belum atau tidak diadakan akuntabilitas terhadap kegiatan suatu instansi

pemerintah, baik akuntabilitas vertikal ke bawah, ke samping maupun
ke atas. Hal ini disebabkan karena belum adanya tolak ukur kinerja
setiap instansi pemerintah yang dibakukan secara nasional berdasarkan
standar yang dapat diterima secara umum.

"o Moenir, H.A.S. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarlra. 1992. hlm. 28.
a? Rmyid, Ryms. Mabz Perurintahan: Tinjaw Dari Segi Etika Dm Kepemimpimn Ymif Watampone, Jakarta. 1996. hlm. 125.



d.

e.

Dalam aktivitasnya, aparat pemerintah sering kali terjebak pada

pandangan "etic", yakni mengutamakan pandangah dan keinginan

mereka sendiri (birokrasi) daripada pandangan "emic" ,yakni pandangan

dari merek a yang menerima j asa layanan pemerintah.
Kesadaran anggota masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai

warga negara maupun sebagai konsumen masih relatif rendah, sehingga

mereka cenderung menerima begitu saja layanan yang diberikan oleh

instansi pemerintah. Terlebih lagi, apabila layanan yang diberikan
bersifat cuma-cuma.

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak demokratis dan cenderung

represif seperti yang selama ini dipraktikkan, selalu berupaya menekan

adanya kontrol sosial dari masyarakat.as

Osborne dan Gaebleras memberikan pendapat bahwa cara program

pelayanan sosial yang efektif berjalan akrab, agresif, menggunakan perasaan.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku
petugas pelayanan harus dapat menciptakan suasana yang nyaman dan

menyenangkan bagi masyarakat, dan dengan demikian akan memperlancar

kegiatan pelayanan.

Masalah yang terjadi dalam proses pelayanan antara pemerintah
dengan masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan birokrasi pemerintah
belum menyadari fungsinya sebagai pelayan masyarakat, tapi ingin dilayani
masyarakat.50 Adanya berbagai keluhan dari masyarakat sebagai pelanggan

ataslayanan dari proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah,

secara faktual merupakan gambaran dari rendahnya kualitas pelayanan

yang diberikan oleh birokrasi. Padahal, perilaku aparatbirokrasi ini, sangat

menentukan proses pelayanan yang diberikan.

Salah satu tujuan kebijakan otonomi daerah adalah peningkatan
pelayanan dan kesejahteraanmasyarakat yang semakin baik, pengembangan

kehidupan demokratisasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan
hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antardaerah

dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wasistiono, Sadu- Kapila Selekta Manajemen Pemerintqhan Daerah, Alqaprint, Jatinmgor. 2001. hlm. 49.

Osbome, David dm Ted Gaebler. 1996, Mewirausahakan Birokrasi - Mentransformsi Semnqat Birokrqsi ke dalam Sektor

Publik (seri Umum No.1Z), Pustaka Binman Pressindo, Jakarta. 1996, hlm. 68.

Rmyid, Ryms. Mabu Pwrinahm: Tinjw Dari Segi Etika dm Kepemimpiw,Ymif Watampone, Jakarta l996.Hm 126.



Menurut Ndraha, pemerintahan adalah semua badan yang memproduksi,

mendistribusi, atau menjual alat pemenuh kebutuhan rakyat yang berbentuk

jasa publik dan layanan civil.s' Dalam kaitan ini, kegiatan pelayanan publik

dalam prosesnya menunjukkan hubungan dan interaksi antara pemberi

pelayanan (pemerintah) dan penerima pelayanan (r aky at / rnasyarakat). Oleh

karena itu, hubungan tersebut simetris dengan hubungan antaraproduser/

penjtal / distributor dengan konsumen/ pembeli / distibutee.

Terdapat beberapa pandangan tentang publik dalam pelayanan. Publik

dalam pelayanan dibedakan menjadi publik sebagai citigns52 dan publik

sebagai "cttrstlmers".53 Publik sebagai citi<ens adalah masyarakat yang dapat

berperan aktif dalam pelayanan. Peran masyarakat di sini adalah sebagai

pemilik kedaulatan (stakeholder). Itulah sebabnya mereka dapat memainkan

peran (1) memenuhi kewajiban sebagai warga negara seperti membayar

pajak, (2) menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dan (3)

berperan aktif melaksanakan kontrol sosial terhadap pemerintah. Oleh

karena itu, masyarakat dapat ikut serta memberikan penilaian pelayanan

yang dilakukan pemerintah.

Sementara itu, Skeicher membedakan publik dan pelanggan' Publik

diidentifikasi sebagai kelompok umum yang memiliki keterbatasan

kekuasaan, sehingga asumsi pelayanannya bersiflat paternalistik. Publik

sebagai pelanggan diidentifikasikan sebagai individu yang spesifik,
mempunyai kekuasaan yang luas dalam menetapkan kualitas pelayanan

sehingga asumsi dalam pelayanan berorientasi pada kualitas.sa

Bertolak pada konsep putting peoplefrst (pembeli adalah raja, pelanggan

adalah maharaja), maka dalam hubungan tersebut tolok ukur atau

standar pelayanan terletak pada kepuasan pelanggan. Baik buruknya

pelayanan berbanding lurus dengan kepuasan pelanggan yang menurut

Kotler bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang

setelah membandingkan kinerja yang ia rasakan dibandingkan dengan

harapannya.ssJadi, kepuasan pelanggan dimulai dari kebutuhan pelanggan

5r Ndraha, Talizidthu. Metodologi llmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta. 1997. hlm. 73.

52 Stewarl, John. Mamging Incal Governrent, Understanding The Marugement of Incal Governmenr, Longmm. 1988. hlm. 59.

5r Skeicher, Chis. Managingfor Semice Quality,Longman, London. 1992. hlm. 11.

5a lbid-h\m. l.
55 Kotler dalam Tjiptono, Fandy, Manajemen Jasa,Yogyakarta, Andi. 2000. hlm. 102.



dan berakhir pada persepsi pelanggan. Dengan demikian, kualitas
pelayanan ditentukan sej auh mana persepsi masayarakat sebagai pelanggan
atau konsumen terhadap pelayanan yang diterimanya. Dengan kata lain,
kualitas selalu berfokus pada pada pelanggan atau masyarakat.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, maka organisasi
publik atau pemerintah harus mengetahui dan memahami segala tuntutan,
keinginan, harapan atau tingkat kepuasan pelanggan. Secara praktis,
kualitas pelayanan akan terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila
didukung oleh faktor-faktor, antaralain kesadaran para pejabat, pimpinan
dan pelaksana, adanyaaturan yang memadai, organisasi dengan mekanisme
sistem yang dinamis, pendapatan pegawai yang cukup, kemampuan
dan keterampilan yang sesuai, dan tersedianya sarana dan prasarana
pelayanan.s6

Untuk mengembangkan konsep pelayanan yang berkualitas atau
seruice quality harus dihilangkan empat kesenjangan yang sering terjadi
antar a pemberi pelayanan den gan pelanggannya. Ke senj an gan yang perlu
dieliminir tersebut, antara lain sebagai berikut.

L Tidak mengetahui apa yang diinginkan pelanggan.

2. Kesalahan menentukan standar kualitas pelayanan.

3. Kesenjangan kinerja pelayanan.

+. Terjadi kesenjangan antara janji yang diberikan dengan pelayanan yang
diterima.sT

Selanj utnya, Z eithaml, Parasuraman, dan Berry j u ga me ngemukakan
lima dimensi dalam menilai kualitas jasa atalpelayanan.

l. Tangibles; tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan sarana
komunikasi.

2. Realibilifri; kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara
terpercaya, tepat.

3. Responsiueness; kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan
pelayanan yang tepat.

56 Menir, H. A. 5., Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksaa, Jak rta. l99Z: 124.
5? Zeithamt,ValeieA.,et.al.DeliveringQualitySeruices-BalancingCustomerPerceptionsandExpctations,TheFreePress,

NewYork.1990.



4. Assurance;pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk

menerima kepercayaan dan kerahasiaan.

5. Emphaffi;perhatian individual diberikan oleh perusahaan kepada para

pelanggan.ss

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, lebih lanjut menurut

Fitzsimmons dan Fitzsimmons,5e terdapat lima determinan kualitas

pelayanan, yang dapat dirinci sebagai berikut.

l. Keterandalan (realibilil2) kemampuan untuk memberikan secara tepat

dan benar, jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen/

pelanggan.

2. Keresponsi fan (rup onsiu ene s s) ke sadaran atau kein ginan untuk memb antu

pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat.

3 . Pengetahuan atau waw asan (as suranrz) pengetahuan dan kesopansantunan,

kepercayaan diri dari pemberi pelayanan serta respek terhadap

konsumen.

4. Empati (emphat), kemauan pemberi layanan untuk melakukan

pendekatan, memberi perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui

keinginan dan kebutuhan konsumen.

5. Berwujud (tanglble) penampilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya,

seperti peralatan atau perlengkapan yang menunjang pelayanan.

Fitzsimmons & Fitzsimmons,o0 lebih lanjut menambahkan bahwa

perspektif yang dapat diukur dari kualitas pelayanan) arrtar^ lain adalah

muatan (content), proses (process), struktur (structure), hasil atau keluaran

(outcome), dan dampak pelayanan (impact). Adapun Ndraha berpendapat

bahwa dimensi-dimensi penilaian terhadap kualitas pelayanan di sektor

privat atau bisnis, tidak dapat digunakan begitu saja di sektor publik,

lebih-lebih lagi di sektor sipil. Dalam kondisi "no chnice" sektor publik, tolok

ukur penilaian kualitas bukan kepuasan, tetapi pengertian (understanding,

uerstehen), penerimaan (legitimasi), dan kepercayaan (yang bersumber pada

pengetahuan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelayanan

jelas dan faktual: saya tahu, maka saya percaya) konsumer. Pengertian,

53

59

Tjiptono, Fandy. Manaiemen Jasa,Yogyakarta, Andi. 2000, hlm. i4.
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penerimaan, dan kepercayaanitu dapat ditumbuhkan di kalangan konsumer
jika siklus pelayanan kepada masyarakat terbuka dan informasi berakses

penuh.6rJadi, Ndraha kiranya yang menilai tinggi tingkat keterbukaan
proses pelayanan, berpendapat kualitas pelayanan itu lebih ditentukan oleh
tingkat transparansi dan acusability di mata publik.

Ndraha tampaknya melihat hubungan yang kuat antara ada tidaknya
pilihan dengan tingkat kepuasan. Semakin banyak pilihan, semakin
memenuhi harapan barangyang dipilih, semakin tirggt kepuasan, sebaliknya
semakin sedikit pilihan, semakin kurang memenuhi harapan, semakin
sedikitpilihan semakin kurang memenuhi harapan, semakin rendah tingkat
kepuasan. Semakin bebas memilih, semakin nyatakepuasan, semakin tiada
pilihan, semakin merasa dipaksa atau terpaksa, kepuasan bagi seseorang
semakin abstrak. Proses memilih itu sendiri bergantungkemampuan (tingkat
keberdayaan) pemilih.

Penetapan sebuah layanan yang berkualitas, terdapat 3 (tiga) landasan
pemikiran seperti dikatakan Schedler dan Felix (2000: 125)berikut ini.

Legitimation ma2 be considered to haue three lal,ters: basic legitimation is a
product of social contract and refers to the state analist struchtres in general terms;

institutional legitimation relates to public management as an institution, arid to

its ouhpard manfestations; and indiuidual kgitimation is the product of specffic

contact behteen management and customers.

Pemikiran di atas dijelaskan perbedaan ketiga dalam penetapan kualitas
pelayanan yang dielaborasi dalam tiga sudut pandang. Pertama, pengaruh
kebijakan pemerintah yang melaksanakan mandat dan rnasyarakat
untuk melayani (amanah). Kedua, kualitas yang ditetapkan dan kacamata
pemerintah. Ketiga, penilaian terhadap birokrasi yang melakukan pelayanan
dan kacamata masyarakat sebagai konsumen.

Sementara itu, Skeicher62 membagi pelanggan dalam pelayanan publik
menjadi dua bagian, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Perhatian
pelayanan sering terfokus pada pelanggan eksternal, yaitu masyarakat
sebagai staluholder Dalam membangun kualitas sebuah layanan,tidak hanya
dilakukan oleh pelanggan eksternal saja, tetapi juga ikut ditentukan oleh

6'Ndraha,Talizidthu.Kybernologi(IlmuPemerintahanBaru),RinekaCipta,Jakarta.2003

6'z Skeicher, Chris, Managing for Senice Quality,Longmm, London, 1992, hlm. 10.



pelanggan internal. Lebih lanj ut, Skeicher63 mengemuk akan increasingl2

local authoities are organigd in terms of internal clients or purchasers and contractors

or prouiders". Hal ini sejalan dengan pendapat Rosenoa menyangkut pelaku

pelayanan publik adalah pemerintahan daerah, maka pelaku perbaikan

pelayanan umum berasal dan para stakeholdey yakni pihak-pihak yang

memiliki kepentingan (uested interest) dan peran penting. Para pelakunya

dapat digolongkan menjadi dua bagian besar; yaitu: eksternal organisasi

dan internal organisasi pemerintah daerah. Pelaku pelayanan ekternal pada

umumnya para pemb ayar pajak,pemilih, pejabat negara) media masa, dan

federasi tenaga kerja. Pelaku pelayanan internal terdiri atas top managE middle

manage?i dan para pekerja teknis. Kevitt (1998: 9) memasukkan organisasi

profesi di dalamnya agar peduli pada standar-standar pelayanan publik.

Dalam negara kesatuan yang terdesentralisasi, di samping pemerintah

pusat terdapat pemerintahan subnasional, yakni pemerintah daerah yang

keduanya mempunyai tugas utama melaksanakan pelayanan kepada

masyarakatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Roth65 berpendapat bahwa

" ... that are generally considered the ruponsibilifri oif gouernment whether central, regional

or local".

Tugas yang diemban oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah

dalam pelayanan, dapat dipisahkan ke dalam beberapa alternatif pemberi

layanan. Alternatif tersebut menyangkut pilihan kewenangan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Menurut Leach, et.al. (1994:238), terdapat 4

(empat)model alternatif kewenangan yang digunakan dalam memberikan

pelayanan, yaitr traditional bureaucratic authoriffi, residual enabling autltoity market

oriented authoifit, dan communitlt oriented enabler

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menganut traditional

bureaucratic authority merupakan pelayanan yang dilakukan secara langsung

oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah merasa mampu untuk
melakukan pelayanan yan g dibutuhkan oleh masyaraka t. Pelay anan dengan

cara ini pada umumnya kebutuhan publik diinterpretasikan oleh pegawai

profesional pada organisasi pembenlayanan. Hal ini sangat berbeda dengan

63 lbid,1992,hlm.12.
s Rosen, et.al., Improving Public Sector Productiyit!, Concept and Prdctlce, Sage Publication, London, 1993, hlm. 43.

65 Roth, Gabiel. The Private Proyision of Public Senices in Developing Countries, EDI Series in Economic Development,

Published for the World Bank, Oxford University Press, 1987, hlm. 1.



pandangan Stewart yang menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai
masyarakat setempat.

Sementara itu, pemerintah daerah yang melakukan pelayanan dengan
menggunakan residual enabling authoritst adalah pelayanan yang dilakukan
dengan dasar kewenangan terbatas. Pada umumnya, pelayanan yang
dilakukan lebih banyak menggunakan mekanisme pasar. Pemerintah
daerah hanya melakukan pelayanan yang spesifik. Pelayanan cara ini
dianggap ideal dan lebih akuntabel. Pemerintah daerah yang melaksanakan

pelayanan dengan dasar market oriented authorilt, merupakan kegiatan
pemerintah daerah dalam pelayanan yang hampir sama dengan residual

enabling authoriQ. Perbedaannya adalah dalam market oriented autltoity peran
pemerintah daerah lebih aktif dan sebagai kunci perencanaan serta agen

koordinasi untuk pengembangan ekonomi lokal. Hal ini akan memampukan
masyarakat dalam melayani dirinya sendiri. Sementara itu, residual enabling

authoriQ peran pasar lebih aktif dan peran pemerintah daerah. Pelayanan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dasar kewenangan yang
bersifat communiE oriented enablery mendasarkan pelayanan pada asumsi untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang bervariasi. Pelayanannya sendiri
dilakukan dengan menggunakan berbagai saluran, misalnya pelayanan yang
dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah, sektor privat, sukarela,
atau yang dilihat paling pantas. Pelayanan yang dilakukan dengan cara ini
menekankan pentingnya partisipasi komunitas (publik) dan akuntabilitas.

Keempat alternatif di atas memberikan peluangbagi setiap pemerintah
daerah untuk memilih cara pemberian pelayanan pada rnasyarakatnya.
Pemilihan kewenangan itu berpengaruh pada penyediaan barang dan jasa
yang menjadi tanggungjawab, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai penjelasan
Olson66 bahwa " ... a state isfirst of all an organilation that proudes public goodsfor

its members the citilms" . Dengan demikian, pemerintah merupakan organisasi
yang bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan.

Teori di atas memberikan gambaran tentang berbagai alternatif
pemberian pelayanan. Namun, implementasi pelayanan yang dilakukan

6 PendapatOlsondikutipolehSchmidtz,David,l99l,TheLimilsofGovernment,AnEssaythePublicGoodsArgument,West
View Press, New York, 1991, hlm. L



di Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan alternatif-alternatif di
atas. Pelayanan di Indonesia menggunakan pendekatan sentralisasi dan
desentralisasi. Kedua pendekatan merupakan kontinum dan tidak dikhotomi
(Hoessein, 2001: 9). Pendekatan sentralisasi dalam pelayanan dapat
mencerminkan adanya negara dan bangsa sebagai refleksi konsepsi negara
kesatuan. Sedangkan pendekatan desentralisasi dapat merepresentasikan
kemajemukan masyarakat serta sekaligus menggambarkan adanya
pendemokrasian.

Pelayanan yang dilakukan dengan pendekatan desentralisasi, dijelaskan

oleh Hoessein (2000: l2) bertujuan untuk efisiensi dan demokrasi. Tujuan
efisiensi biasanya berpasangan dengan nilai-nilai komunitas politik
yang disebut dengan kesatuan bangsa. Sementara itu, tujuan demokrasi
berpasangan dengan kemandirian sebagai penjelmaan dan otonomi, efisiensi,

dan pembangunan sosial ekonomi. Dengan kata lain, dalam desentralisasi

terkandung makna mengakomondasikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat

untuk tujuan politik dan birokrasi dalam rangka menciptakan efisiensi

birokrasi.

Diterapkannya kebij akan impelementasi otonomi daerah telah mengubah
model pemerintahan di Indonesia yang semula menganut model efisiensi

struktural menjadi model demokratik (Hoessein, 2000: l3). Manan (2001:

107) mengatakan bahwa dengan undang-undang otonomi daerah, masyarakat
diberi kesempatan yang luas untuk berinovasi, mengembangkan nilai-nilai
dan tujuan yang ingin dicapai, serta menghasilkan bentuk pemerintah otonom
(Manan, 2001: I07). Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan publik dapat
dipenuhi sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat.

Sementara itu, Sudarsono (dalam Martani, 2000) memaknai otonomi
daerah di atas sebagai "inovasi dan kreativitas yang lebih besar dipusatkan
di daerah otonom dan juga terkandung makna pemberdayaan potensi
masyarakat". Pemberdayaan ini apabila berjalan dengan baik, akan
memperkuat mutu penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan
kesej ahteraan masyarakat.

Alasan lain yang memperkuat pelayanan publik akan lebih efektif apabila

dilakukan oleh pemerintah daerah karena ia dapat mengakomodasikan
kebutuhan-kebutuhan pelayanan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut



masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, StewartoT menjelaskan bahwa;

managunent in local gouunment has to be undrrstood as part of the public domain, but

ako with its own special purposes and conditions. The purposes and condition reflect the

nahre authoities as political instintion consilntedfor local choice in gounnment and as

organiptionfor the deliuery of public seruices. Lebih lanjut ditegaskannya, A local

authori4t should prouide seraicefor the public not to the public. In that simple statement

lies a challenge to past and present working. Pelayanan yang berorientasi pada

kepentingan masyarakat menjadi komitmen dan concern pelayanan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengakomodasi kebutuhan yang

bervariasi dari satu lokalitas ke lokalitas yang lain.

Pada umumnya,pelayanan dalam bentukpublic good, terdapat proposisi

lebih atau sama efisiennyajika disediakan oleh pemerintah daerah daripada

disediakan oleh pemerintah pusat. Lebihlebih lagi bila pelayanan publik
sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya, spesifik serta uniform. Seperti

ditegaskan oleh Oates bahwa ". ... it will alwEs be more fficient (or at least as

fficient) for local goaernment to proaide the locally preferred leaek of output for their

rupectiuejurisdictinns thanfor cmtral gouernment to proaide anlt specifed and unform lmel

of outputacross alljurisdhtion'168Dengan demikian, penyelenggaraanpelayanan

publik yang dilakukan di Indonesia, pada setiap wilayah akan berbeda-

beda. Pelayanan publik yang sangat beragam untuk mengakomodasikan

nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, menyebabkan adanya standar

pelayanan secara nasional tidak dapat berlaku sepenuhnya. Alasan inilah
yang menyebabkan adanya ketidakefisienan terhadap pelayanan publik.

Solusi untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien,

ditawarkan oleh Tiebout dengan menerapkan mekanisme pasar untuk
menyelenggarakan pelayanan bagi pemerintah daerah. Secara lengkap,

Watt mengatakan bahwa "... aiform of marlut could operatefor local gouernment

which would allow indiuiduak n obnin a close match behteen what their local goannmmt

prouided and what tltel wanted".6e

Penerapan model mekanisme pasar memungkinkan individu
mendapatkan kecocokan arrtara pelayanan yang disediakan pemerintah

d
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daerah dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Hal ini berkaitan erat
dengan upaya meningkatkan kemandirian sebagai bagian dari tujuan
pelaksanaan otonomi daerah. Berkaitan dengan daerah otonom, Leach,
et. al. (1994: 4)mengingatkan:

Local authoities are not onlt prouiders of snuicu; the2 are also politicalinstihttion

for local choice and local uoice. The kel issuefor management of local gouernment

is houl one achitues an organirytion tltat not merell out one role but carries out

both roks, not separatefu but in interaction.

Dengan demikian, pemerintah daerah sampai dengan kecamatan dan
kelurahan/desa memiliki tugas utama, yaitu pelayanan dan juga sebagai
institusi politik sebagai saluran adanya local choice and localuoi.ce. Local choice dan
local uoire dalam pelayanan publik dimaknai oleh Hoessein (200 I : 3 I ) sebagai

"... otonomi daerah terkandung otonomi masyarakat setempat. Artinya,
masyarakat yang berada dalam teritori tertentu memiliki kemampuan,
kekhususan prakarsa dan kemandirian membangun dirinya sendiri".
Pendapat di atas memperkuat tekanan bahwa pelayanan publik sebaiknya
berorientasi untuk masyarakat dan bukan kepada masyarakat. Oleh
kerana itu, orientasi dalam pelayanan publik adalah pada kemampuan dan
kemandirian sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Di samping
itu, pemerintah daerah sampai dengan kecamatan dan kelurahan/desa
juga mempunyai fungsi melayani dan mengatur seluruh kepentingan
rnasyarakat Mckers menyebut sebagai "multiuafued choice".10 Artinya, dimana
pemerintah daerah dipandang sebagai organisasi yang menampung nilai
nilai masyarakat lokal yang dapat menyalurkan suara dan menentukan
pilihan secara bebas.

Dalam konteks ini, StewartTr mengatakan pemerintah daerah menjadi
"multipurpose organigtion. }Jal ini memberikan gambaran bahwa pekerjaan
yang menjadi beban pemerintah daerah secara kuantitas jumlahnya cukup
banyak dan beragam. Keragaman dan kuantitas beban pekerjaan yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam praktiknya, pemerintah daerah
membentuk dinas-dinas daerah sebagai unit operasional. Pembentukan
dinas-dinas tersebut dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan.

Stewart mengutip pendapat Vickers yang dimuat dalam tulisan Stewart, John , Managing lncal Covernment, Understanding
The Mqnagement of Local Government, Longman, 1988, hlm. 4.

Ibid, 1.988.hlm. 4.

ri:llliliillllilriit:rrirl:r:t:r:



Pendekatan pertama disebut oleh Daft (1994: 194) sebagai "sefcontained

product groups" atau oleh Hatch (1997: 184) disebut sebagai "multi diuisional

struchne". Pendekatan kedua oleh Daft dan Hatch disebut sebagai 'functional

structure". Kedua pendekatan ini digunakan untuk membedakan berbagai

bentuk dinas yang adapadapemerintah daerah sesuai dengan karakteristik

masing-masing. Karakteristik tersebut dapat dicermati dan setiap dinas

dalam melakukan pelayanan.

Pada praktiknya di Indonesia, kegiatan dinas dapat dikelompokkan

menurut fungsi yang hendak dicapai. Penelitian yang dilakukan oleh

Tim Peneliti di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)

dan Tim Peneliti di Lembaga Administrasi Negara (2001), memisahkan

fungsi organisasi yang dipraktikkan pada pemerintah daerah menjadi tiga

kelompok yang dilakukan oleh dinas-dinas di daerah.

a. Dinas yang berfungsi dan menjalankan tugasnya hanya memberi

pelayanan saja. Dinas ini membenpelayanan kepada masyarakat, baik

yang dilakukan melalui unit pelaksana teknis maupun yang langsung

oleh dinas bersangkutan.

b. Dinas yang berfungsi ganda melaksanakan kegiatan pelayanan secara

langsung kepada masyarakat dan mengumpulkan dana sebagai sumber

PADS.

c. Dinas yang hanya berfungsi untuk mengumpulkan PADS.

Hal ini memberikan gambaran yangjelas terhadap fungsi-fungsi dinas

dalam menjalankan tugasnya. Melalui fungsi-fungsi ini, diharapkan dapat

memberikan kejelasan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan.

Tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

termasuk kecamatan kelurahan/desa secara langsung dimaksudkan untuk
memperdekat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada

masyarakatnya. Dalam kontek otonomi daerah yang sedang dikembangkan

di Indonesia,pelayanan dengan model di atas dapat memperkuat semangat

otonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah mendapatkan otoritas lebih

besar untuk meningkatkan kinerjanya, dan sisi pemerintah berharap agar

daerah makin akuntabel, ekonomis, dan efisien, dan di sisi lain pemerintah

daerah juga perlu mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat

lokal.



Pelajaran yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam pelayananpublik
di tahun 1980-an adalah dengan meningkatkan peran sektor publik, yaitu
adanya pergeseran filosofi dan gaya manajemen. Pergeseran itu ditandai
oleh lunturnya dikotomi publik dan sektor swasta. Sebelumnya, filosofi, gaya,

dan prosedur manajemen sektor swasta sering dicurigai oleh pemerintah
daerah. Namun, pada tahun l980-an, pemerintah daerah mulai merujuk
sektor swasta sebagai model manajemen. Langkah drastis yang dilakukan
oleh Margareth Tatcher di Inggris dengan mengimpor manajer senior dan

sektor swasta untuk melakukan reformasi organisasi dan manajemen sektor

publik, merupakan salah satu contoh perubahan radikal dalam sektor publik.

Dasar pemikiran ini digunakan untuk melakukan reformasi sektor publik.
Hal itu merupakan upaya menuju close to the costumer.

Perubahan di atas dalam tataran akademis dikemukakan oleh Pallach

dan Prohl (dalam Nashold dan Daley, 1999: 27), bahwa organisasi
pemerintah daerah modern melakukan perubahan orientasi pelayanan

publik dengan memberikan beberapa kriteria yang perlu diperhatikan.
Terdapat tujuh kriteria pembentuk profil analitis-normatif dan sistem yang

berorientasi kinerja untuk pemerintah daerah, yaitu:

(l) performance under dtmocratic control; (2) nhaens and customuorimntion (3)

coopuation betueen politicians and administration; (4) fucmtraliaed managmtmt;

(5) controlltng andreporting planning coordination, and controlling s2stems allout

continuous improaement and adaptation oif seruices to local nuds; (41 unplolu
potentful; and (7) capaciQfor innouation and nalaation secured b7 competition.

PEformance undu democratic control diartikan pemerintah daerah merupakan

alat bagi masyarakat untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-

masalah lokal. Pemerintah daerah tidak hanya menyediakan pelayanan, tetapi
juga harus mengetahui kualitas dan tingkat keefektifan penyelenggaraan

pelayanan. Di sampingitu, juga harus akuntabel terhadap publik. Citi<ms and

customer orientation diartlkan pemerintah daerah dapat melihat dirinya sebagai

suatu perusahaan. Untuk itu, pelayanan yang dilakukan harus bersahabat,

penduduk-pelanggan sebaiknya cukup mempunyai informasi tentang pilihan
mereka, umpan balik dan masyarakat sebagai pelanggan digunakan untuk
mengetahui keefektifan pelayanan. Di samping itu, sebaiknya masyarakat

ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan penyediaan pelayanan.



Coopnation behuem politicians and administration diartikan politisi merupakan

perwakilan yang terpilih. Ia berhak menentukan target dan mengawasi

kinerja administrasi yang menyediakan pelayanan, baik yang bempa nasihat

sebagai ahli maupun informasi untuk pengoparasian pemerintah yang
terpilih. Decentrali3d managemmt diartikan hubungan antaraadministrasi dan
politisi atau pelimpahan wewenangyang dilakukan dan organisasi pelaksana

di atas ke organisasi pelaksana di bawahnya. Hal ini diikuti dengan delegasi

tanggung jawab dengan pengawasan terhadap pencapaian hasil (outcome).

Controlling and reporting planning coordinaion, and controlling systems allow

continuous improuement and adaptation of seruices to local needs. HaI ini merupakan
satu set pekerjaan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Setelah kegiatan tersebut adalah sistem pelaporan yang berorientasi pada
produk, kemudian menginformasikan kepada instansi di atasnya, antara lain
departemen fungsional, unit pengawas di tingkat pusat, dan lembaga politik.
Emp lo2u p otential diartikan karyawan merupakan sumber daya y ang paling
berharga, sensitif dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja
setiap organisasi. Oleh karena itu, karyawan didorong untuk berpikir bahwa
capacififor innoaation and eualuation secured blt competition. Ketujuh kriteria di atas

merupakan kebutuhan bagi setiap pemerintahan daerah dalam mengadakan
perubahan guna menjawab tuntutan perubahan yang ada.

Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan terdapat 4 (empat) macam
model pelayanan, yaitu: (I) spread sltstem, (2) one roqf s2stun (ORS), (3) one stop

s2stem (OSS), dan (4) OSS dengan cabang online. Adapun model pertama

menekankan pentingnya daerah otonom sebagai pelayanan masyarakat, dan
masyarakat secara langsung melalui dinas-dinas secara terpencal sedangkan

model keduarnenekankan pelayanan itu melalui unit samsat mengumpulkan
berkas, tapi penyelesaian pet'rzinan tetap di dinas masing-masing. Model
kettga, izin diberikan oleh kepala unit dan dinas memberikan konsultasi
teknis. Sedangkan model keempat, merupakan modofikasi dari model ketiga
dan memanfaatkan kecamatan sebagai cabang online, memanfaatkan
teknologi e-gou ernmmt.T 2

Keempat pendekatan ini bukan merupakan dikhotomi, tetapi senantiasa

bergerak secara kontinum di antara satu pendekatan ke pendekatan lainnya.

72 Wasistiono, Sadu. Redefenisi Kode Kehormtan dan Nilai-Nilai Keparcngprajmn,MateiToT Diklat Kemendagri, 2009



Titik berat tujuan dsentralisasi sangat tergantung pada kesep akatandalam
menentukan arah tujuan yang akan dicapai yang dibangun bukan saja
oleh unsur utama pemerintahan, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal.
Penekanan terhadap arah tujuan desentralisasi akan berpengaruh terhadap
kuantitas dan kualitas pelayanan serta institusi yang akan melaksanakan
fungsi pelayanan tersebut.

Adanya tarik-menarik antara keempat pendekatan tersebut dalam
penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah tidak dapat dilepaskan dan
paradigma administrasi publik yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
Pendekatan pelayanan efisiensi misalnya, dipengaruhi oleh paradigma
administrasi publik tradisional dan The New Public Managemen (NpM).
Sedangkan pendekatan demokrasi lokal banyak diwarnai oleh paradigma
Good Goaernance (GG1 dan The New Public Seruice Managunent (NPSM).

Pemerintah memiliki kewenangan yang luas dalam pengaturan dan
penyelengg ar aan pelayanan. Kewenangan pemerintah dalam p enye diaan
secara mandiri disebut sebagai dtscretionary seruices. Artinya, pemerintah
mempunyai diskresi yang luas untuk mengatur dan melaksanakan pelayanan
publik.73 Mengacu kepada luasnya kewenangan tersebut, maka kualitasjenis
pelayanan yang diberikan pemerintah sangat tergantung pada komitmen
dan kemampuan keuangan pemerintah. sehubungan dengan tersebut,
keberadaan kecamatan sebagai perangkat daerah dapat dijadikan instrumen
untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan yang efektif,
efisien, responsif, dan akuntabel.

Prasojo, Eko, dkk, Desentralisasi dan Penerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi lnkal dpn Efisiensi Struktural.
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta. 2006. hlm. 19.





A. Pengertian Pelayanan dengan Indikator Kualitas dan
Nilai

Taliziduhu Ndraha melihat bahwa penyelengg araan pemerintahan,
termasuk pemerintahan daerah, dapat dilakukan melalui pendekatan
Kybernologi.Ta Menurut pendekatan ini, masyarakat adalah sebuah satuan
kultur yang digerakkan oleh tiga subkultur utama, yakni subkultur ekonomi
(SKE), subkultur kekuasaan (SKK), dan subkultur sosial (SKS). Adapun
subkultur sosial (SKS) memiliki tiga kualitas utama) yakni konstituen,
terjanji dan pelanggan. Adapun interaksi antar tiga subkultur itu disebut
pemerintahan (gouernanre). Asumsi dasarnya bahwa setiap masyarakat yang
berada pada suatu wilayah maka akan adapemerintah. Selain pemerintah,
juga terdapat pelaku ekonomi dan masyarakat. Fenomena masyarakat dan
pemerintahan merupakan objek materi bagi semua cabang ilmu pengetahuan
sosial, sementara sisi manusia pada fenomena itu merupakan objek formal.
Dalam hal ini, pemerintahan didefinisikan sebagai proses interaksi antarketiga
subkultur masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan.

Proses interaksi yang terjadi di antara subkultur terdiri atas enam
dimensi yang terus menerus bergerak sehingga terbentuk menjadi sebuah
sistem. Oleh karena itu bila tanpa salah satu dimensi maka pemerintahan
akan sulit berjalan sebagaimana mestinya atau bahkan pemerintah tidak
akan pernah ada. Keseluruhan dimensi itu dapat dimulai dari mana saja,

baik dari pembentukan subkultur ekonomi (SKE), dan juga dapat dari
pembentukan subkultur kekuasaan (SKK), maupun oleh subkultur sosial
(SKS). Apabila dimensi kualitas pemerintahan dimulai dari pembentukan
SKK oleh SKS, maka urutan sebagai berikut.

?4 Ndraha, Taliziduht, Kybemologi (llmu Pemerintahan Barul,RinekaCipta, Jakarta. 2003, hlm.7



l. Pembentukan SKK oleh SKS dengan cara tertentu, seperti pemilu.

2. Penjanjian oleh SKK dalam bentuk kebijakan, untuk mengendalikan

sumber daya yang dimiliki.
3. Pembentukan nilai oleh SKE, termasuk pembangunan.

+. Redistribusi nilai kepada SKS oleh SKK (penepatan janji).

5. Monev kinerja SKK oleh SKS.

6. Pertanggungjawaban SKK kepada SKS (dari sini kembali ke rute l).

Lihat diagram Ndraha dibawah ini.
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Kinerja pemerintahan yang dibangun oleh para pamongpraja dapat

memberikan dampak positif bagi keberlanj utan kehidupan masyarakat yang

tebih baik. Dengan kata lain, bahwa kinerja pemerintahan dapat disebut

berkualitas, apabila kehidupan masyarakat menunjukkan kemajuan yang

lebih baik, dan sebaliknya kinerja pemerintahan dikatakan buruk, jika
kehidupan masyarakat mengalami perlambatan tingkat kesejahteraan bila

dibandingkan dengan waktu sebelumnya ataupun dibandingkan dengan

kehidupan masyarakat di wilayah lain.



Salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat adalah dengan semakin baiknya pelaksanaan
pelayanan publik. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pelayanan
publik menjadi salah satu indikator penilaian kualitas penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam hal ini, pelayanan publik dikatakan baik, diukur dari
seberapa jauh pelayanan publiknya sesuai dengan tuntutan, kebutuhan
dan harapan masyarakat (Thoha, 1997:2). Di sisi lain, pelayanan publik
yang dilakukan pemerintah masih terasa memiliki kecenderungan tingkat
kualitas pelayanan yang rendah, kecenderungan tersebut terjadi pada
berbagai tingkatan birokrasi pemerintahan dari pusat hingga daerah dan
terus berlanjut, bahkan ke level pemerintahan terendah sekalipun, seperti
kecamatan maupun desa.

Jika merujuk pada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan
tujuannya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan
dapat memberikan pelayanan publik yang lebih prima kepada masyarakat,
maka kinerja pemerintah agar secara terus menerus ditingkatkan dan tidak
pernah merasa cukup dalam memberikan pelayanan, sebab adanya perasaan
cukup dalam bekerja dan berkarya berkarya maka upaya meningkatkan
kualitas menj adi terbengkalai.

Lebih lanjut, yang perlu mendapat perhatian penting adalah peran
pamongpraja dalam birokrasi dengan mengedepankan pelaksanaan
fungsi pelayanan dan perlindungan terhadap kebutuhan dan kepentingan
masyarakat. Berkaca pada realitas saat ini, menunjukan bahwa sikap
dan tindakan birokrasi dalam melaksanakan pelayanan publik kepada
masyarakat, lebih cenderung belum sesuai dengan yang diharapkan dan
masih dominan pelayanan birokrasi yang dilakukan ke atas. Hal ini dapat
dilihat dari sinyalemen, keluhan, kritik dan sorotan tajamberbagai kalangan
terhadap birokrasi. Masalah yang terjadi dalam pelayanan publik dan masih
menjadi keluhan masyarakat adalah keberadaan para birokrat sebagai
pelaku pelayanan publik secara eksplisit dan implisit justru menjadi salah
satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik. Realitas empirik ini
menunjukkan bahwa keberadaan birokrasi belum menyadari fungsinya
sebagai pelayan masyarakat, tapi ingin dilayani masyarakat.T5

75 Rasyid, Ryass. Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan,Yarcif Watmpone, Jakarta, 1996.

i::ir,::rli;:i



Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi

pemerintahan, menarik untuk dibahas apalagi ketika menjadi sorotan

masyarakat sebagai akibat dari munculnya berbagai permasalahan dalam

pelayanan publik. Mulai dari pembuatan KTP dan akta catatan sipil,

perijinan, sertifikat tanah hingga penyediaan sarana dan prasarana umum

dan sosial, hal ini bisa ditemukan dari ungkapan masyarakat melalui media

massa. Dari berbagai studi dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang

pernah berurusan dengan pemerintah menyangkut berbagai kebutuhan

layanan publik, memiliki kesan perilaku para birokrat dalam pelayanan

cenderung memperlihatkan kurang ramah, kaku, kurang transparan, tidak

tepat waktu, minta dilayani, biayayang relatif mahal, diskriminatrf antata

yang kaya dan miskin, serta pelaksanaan pelayanan publik yang diskriminatif

antara mereka yang memiliki akses dengan yang tidak memiliki akses.

Pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian kualitas

administrasi pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Baik

tidaknya administrasi publik atau pemerintahan dilihat dari seberapa jauh

pelayanan publiknya sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan

masyarakat (Thoha, 1997: 2). Di samping itu, kecenderungan rendahnya

kualitas pelayanan publikyang diselenggarakan oleh birokrasi di Indonesia

relatif terjadi di hampir semua organisasi atau birokrasi pemerintahan
(Kumorotomo, 1996, Rasyid, 1997). Kecenderungan tersebut terjadi baik

di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, hingga desa.

Dari aspek kebijakan, sesungguhnya telah dilakukan berbagai upaya

untuk dapat melaksanakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Hal ini
dapat ditinjau dari keberadaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU
No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 serta UUNo. 23 Tahun

2014 maupun UU No. 9 Tahun 2015). Kebijakan atau regulasi tersebut

pada dasarnya ditetapkan dengan salah satu tujuannya adalah mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat dan bisa memberikan pelayanan yang lebih

prima kepada masyarakat. Untuk itu, birokrasi pemerintah, terutama
dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan perangkatnya sudah saatnya

berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya. Upaya tersebut perlu
dilakukan dengan mengidentifikasi "siapa yang akan dilayani atau mereka

yang sangat memerlukan produk pelayanan" dan pada saat yang sama

juga mengidentifikasi apa "kebutuhan masyarakat atau yang memerlukan



pelayanan", setelah itu diidentifikasi jenis-jenis pelayanan pada suatu
organisasi / unit organisasi.

Lebih lanjut dalam memahami pelayanan publik maka terlebih dahulu
harus dapat memilah dua istilah yang perlu diketahui, dan keduanya
saling terkait, yakni "melayani" dan "pelayan". Pengertian melayani
adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang,

sedangkan pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain (Kamus

Bahasa Indonesia, 1995). Dari dua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus)

apayang diperlukan orang lain, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Dalam hal ini, pelayanan merupakan proses perubahan melalui aktivitas

orang lain yang dinamakan pelayan. Arti pelayanan dapat digambarkan

menurut contoh berikut: A memerlukan surat keterangan tentang jati diri
sebagai pegawai di perusahaan X. B dalam hal ini petugas yang berwenang

di perusahaan X tersebut membuat (memproses) surat dimaksud oleh A. Apa
yang dilakukan oleh B inilah disebut pelayanan (Moenir, 1995: 16-17).

Untuk lebih memahami kegiatan pelayanan publik dapat dimulai
dari pengelompokan pelayanan publik. Adapun pengelompokkan jenis

pelayanan publik pada dasarnya dilakukan dengan melihat jenis jasa yang
dihasilkan oleh suatu institusi.Jasa itu sendiri menurut Kotler (194)bahwa

"setiap tindakan ataupun perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersif,at tidak berwujud fisik
(intagibk) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa dapat

berhubungan dengan produk fisik maupun tidak".

Berdasarkan definisi jasa sebagaimana dikemukakan di atas, Tjiptono
(1996: B-13) menyimpulkan pendapat berbagai ahli mengenai jenis-jenis

jasa pelayanan publik sebagai berikut.

l. Dilihat dari pangsa pasarnya.

a. Jasa kepada konsumen akhir.

b. Jasa kepada konsumen organisasional.

2. Dilihat dari tingkat keberwujudannya (tangibilifi.

a. Jasa barang sewaan (rentedgoods seruice).

b. Jasa barang milik konsurnen (owned goods seraice).

c. Jasa untuk bukan barang (nongoods seruice).



3.

4.

Dilihat dari keterampilan penyedia jasa.

a. Pelayanan profesional (profesional s eruic e).

b. Pelayanan non profesional (nonprofeional seruice).

Dilihat dari tujuan organisasi.

a. Pelayanan komersional (commercial of profit seruice).

b. Pelayanan nirlaba (nonprofit seraice).

Dilihat dari pengaturannya.

a. Pelayanan yang diatur (regulated seruice).

b. Pelayanan yang tidak diatur (nonregualted seruice).

6. Dilihat dari intensitas karyawan.

a. Pelayanan yang berbasis pada alat (equipmmt based seruice).

b. Pelayanan yang berbasis pada orang (peopk based seruice).

7. Dilihat dari kontak penyedia jasa dan pelanggan.

a. Pelayanan dengan kontrak tinggr (high contact suuice).

b. Pelayanan dengan kontrak rendah (low contact seruice).

Berkaitan dengan pengertian dan jenis pelayanan publik di atas,

dan dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintahan, secara derivatif
tugas-tugas pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat dapat

dijabarkan, antaralain sebagai berikut: (1) pelayanan yang berkaitan dengan

kependudukan; (2) pelayanan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan

ketertiban dan keamanan, (3) pelayanan yang berkaitan dengan perijinan;
(4) pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan; (5) pelayanan yang

berkaitan dengan pengawasan kegiatan masyarakat; (6) pelayanan yang
berkiatan dengan pengemb angan perekonomian masyaraka t; (7 ) p elay anan

yang berkaitan pembinaan pemuda, wanita dan persatuan dan kesatuan

bangsa; (B)pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan sosial budaya; (9)

pelayanan yang berkaitan dengan tugas pembantuan seperti pembayaran
pajak PBB; (10) pelayanan administrasi surat menyurat bagi kepentingan

masyarakat; dan pelayanan lainnya.

Di samping itu, bila pembahasan yang berkaitan dengan pelayanan

publik makajuga turut membahas kualitas dari pelayanan publik itu sendiri,

sebab kualitas itulah yang menjadi pembeda sekaligus penentu pelaksanaan

pelayanan publik. Untuk lebih memahami mengenai kualitas dari pelayanan

publik maka terlebih dahulu perlu dipahami mengenai pengertian dari

5.



kualitas itu sendiri. Adapun Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 1996:

51) mendefiniskan kualitas secara lebih luas cakupannya, yaitu kualitas
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
Selanjutnya, Triguno (1997: 76) mengartikan kualitas sebagai standar
yang harus dicapai oleh seorang/kelompok/lembaga/organisasi mengenai
kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja
atau produk yang berupa barang dan jasa. Berkualitas mempunyai arti
memuaskan kepada yang dilayani atas tuntutan maupun persyaratan yang
disampaikan oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Lebih lanjut, pendefinisian mengenai kualitas sebagaimana dikemukakan
oleh Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 1996: 5l) yang mendefiniskan
kualitas secara lebih luas cakupannya dengan mengemukakan bahwa kualitas

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Selanjutnya, Triguno (1997: 76) mengartikan kualitas sebagai standar
yang harus dicapai oleh seorang/kelompok/lembaga/organisasi mengenai
kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja
atau produk yang berupa barang dan jasa. Berkualitas mempunyai arti
memuaskan kepada yang dilayani atas tuntutan/persyaratan pelanggan/
masyarakat.

Adapun Tjiptono dan Diana (TqM, 1996), memberikan pemahaman
mengenai kata "kualitas" yang mengandung pengertian sebagai berikut.

a. Kesesuaian dengan persyaratan.

b. Kecocokan dengan pemakaian.

c. Perbaikan berkelanjutan.

d. Bebas dari kerusakan.

e. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat.

f Melakukan segala sesuatu secara benar.

g. Sesuatu yang bisa menyenangkan dan membahagiakan pelanggan.

Sedangkan Wycof (dalam Tjiptono, 1996: 59) mengungkapkan kualitas
jasa/Layanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ini
berarti bila jasa/layanan yang diterima (perceiued seruice) sesuai dengan yang



diharapkan maka kualitas layanan/ jasa dipersepsikan baik dan memuaskan.

Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa

ataulayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal, namun sebaliknya,

bilajasa ataulayanan yang diterima lebih rendah daipadayang diharapkan

maka kualitas jasa atanlayanan akan dipersepsikan buruk.

Adapun pendapat Parasurahman dan kawan-kawan (dalam Eiptnono,
1996: 70), ada lima dimensi dalam menilai kualitas jasa atau pelayanan,

yaitu: (l) tangibles; tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan

bahan komunikasi, (2) realibilitl; kemampuan memenuhi pelayanan yang

dijanjikan secara terpercaya, tepat, (3) responsiaeness; kernamuan untuk
membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang tepat, (4) assurance;

pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima

kepercayaan dan kerahasiaan, (5) emphathl; perhatran individual diberikan

oleh perusahaan kepad a para pelanggan.

Lebih lanjut, menurut Kotler (dalam Supranto,l994: 561), terdapat

Iima determinan kualitas pelayanan yang dapat dirinci sebagai berikut. (1)

keterandalan (realibilit2); kemauan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan

dengan tepat dan terpercaya. (2) Keresponsifan (responsia enes s) ; kemampuan

untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau

ketanggapan. (3) Keyakinan (confidence); pengetahuan dan kesopanan

karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan

dan keyakinan atau assurance. (4) Empati (empath); syarat untuk peduli,

memberikan perhatian, pribadi bagi pelanggan. (5) Berwujud (tangible);

penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan media komunikasi.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Parasurahman dan Kotler
tersebut terdapat 5 dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan, yakni: (1)

sarana pelayanan dalam menunjang pemberian pelayanan, (2) keandalan

terhadap metode sistem pelayanan yang efektif dan efisien, (3)jaminan
akan keamanan dan priuac2 terhadap produk pelayanan, (4) harga produk
layanan yang terjangkau dan proporsi serta adil, (5) ampati atau tingkat
hubungan yang intens dan saling menghargai serta menghormatt antara
pemberi pelayanan dengan publik yang dilayani.

Kualitas pada dasarnya menjadi penentu bagi sebuah pelayanan publik
dikatakan baik atau buruk, oleh karenanya dalam setiap penelitian tentang



pelayanan publik atau untuk mengetahui pelayanan publik baik atau buruk
maka aspek kualitas menjadi sorotan yang mendalam. Secara kasat mata,

sebuah pelayanan publik dapat dikatakan memiliki kualitas pelayanan
yang baik ditandai oleh suatu sikap atau caramelayani masyarakat dengan

mengedepankan tingkat kepuasan masyarakat. Menurut Triguno (1997:

7B), pelayanan terbaik merupakan upaya melayani setiap saat, secara cepat

dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong, serta profesional
dan mampu. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas jasa l.ayanan
tergantung pada kemampuan penyedia jasa atau layanan secara konsisten

untuk memenuhi harapan pihak yang dilayani dan berakhir pada persepsi

masyarakat. Kualitas dapat dipahami sebagai totalitas dari karakteristik
suatu produk, baik barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan
dan harapan pihak yang dilayani. Kualitas sering juga diartikan sebagai

segala sesuatu yang memuaskan pihak yang dilayani atau sesuai dengan
persyaratan atau kebutuhan.

Kegiatan pelayanan publik pada dasarnya menyangkut pemenuhan
suatu hak yang melekat pada setiap orang (warga negara), baik secara pribadi
(individu) maupun berkelompok (organisasi) dan dilakukan secara universal.

Di bagian lain, adanya peran negara pada kegiatan pelayanan publik
berupa kehadiran negara dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk
memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara, seperti hak perlindungan,
kesejahteraan, pendidikan, serta dalam pergaulan internasional. Hal ini
seperti yang diungkapkan oleh Moenir (1995: 41) mengenai hak atas

pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang
berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apa pun jugayangtugasnya

menyelenggarakan pelayanan.

Dilihat dari sisi pemerintahan, kegiatan pelayanan publik adalah
proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan
hak-hak dasar dan hak pemberian, 1'ang wujudnya dapat berupa jasa dan
ketersediaan barang. Bagi pemerintah, kegiatan pelayanan publik menjadi
semakin menarik untuk dibicarakan karena menyangkut salah satu dari
tiga fungsi hakiki pemerintah, di samping fungsi pemberdayaan dan
pembangunan (Rasyid, 1997: 48).

Masalah yang terjadi dalam proses pelayanan publik yang dilaksanakan

oleh birokrasi, dapat diperhatikan dari beberapa sinyalemen atau kritikan



yang disampaikan oleh masyarakat melalui media massa, media sosial,

hingga dalam bentuk demonstrasi. Dari beberapa kejadian tersebut telah

memberi gambaran bahwa kebe radaanbirokrasi secara eksplisit dan implisit

menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik. Dari
aspek empirik tersebut, menunjukkan bahwa birokrasi belum menyadari

fungsinya sebagai pelayan masyarakat, tapi ingin dilayani masyarakat

(Kumorotomo, 1996, Rasyid, 1996).76

Dalam kontels hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dimana ada

masyarakat maka di sana ada (diperlukan) gouunnnce.TT Pemerintahan adalah

semua badan yang memproduksi, mendistribusi, atau menjual alat pemenuh

kebutuhan rakyat berbentuk jasa-publik dan layanan sipil.78 Dalam kaitan

itu, kegiatan pelayanan publik dalam prosesnya menunjukkan hubungan dan

interaksi antara pemberi pelayanan (pemerintah) dan penerima pelayanan

(masyarakat). Oleh karena itu, hubungan tersebut adalah hubungan yang sejajar

dengan hubungan antara produser/dar tributor / penjual dengan konsumen/

distributee/pembeli.Te Bertolak pada konsep putting people first, maka dalam

hubungan tersebut tolok ukur atau standarpelayanan publik akan sangatpenting

karena standar pelalanan publik akan menjadi dasar penentu untuk menyatakan

pelayanan publik tersebut baik atau tidak. Irbih lanjut dikatakannya bahwa

"ibarat orang yang makan dimana yang menilai enak tidaknya suatu hidangan

pada akhirnya bukanjuru masak tetapi orang yang memakan (,nrznnnn) masakan

yang bersangkutan secara pribadi, sadar dan individual".so

Baik buruknya pelayanan publik, dimulai dari kebutuhan masyarakat

dan berakhir pada persepsi masyarakat. Dengan demikian, kualitas
pelayanan publik ditentukan sejauh mana persepsi masyarakat sebagai

pengguna layanan dari pelayanan yang diterimanya.sr Dengan kata lain,

kualitas selalu berfokus pada kepuasan masyarakat kemudian berakhir pada

persepsi masyarakat.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, maka pemerintah

harus mengetahui sekaligus memahami segala kebutuhan, tuntutan, harapan

76 Rasyid, Ryass. Makna Percrintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan,Yarsif Watarnpone, Jakarta, 1996.

77 Ndraha,Taliziduht,l99T,MetodologillmuPmerintahan,RinekaCipta,Jakarta. 1997b,hlm.68.
18 lbid. 1997b,hlm.73.
tu lbid.1997b,hlm.86.
m lbld. 1997b,hlm.88.
8' Kotler dalam Tjiptono, Mandjemen Jasa, Yogy akarta: Andi, 1996: 61.



atau tingkat kepuasan masyarakat. Secara praktis, kualitas pelayana n antara
lain berkaitan dengan pelavanan yang efektif dan efisien secara prosedur
maupun administrasi, cepat, hemat, murah, responsif,' akomodatif, inovatif
dan produktif, marketable (memuaskan) dan profesional (Pamungkas, 1996:
207; Rasyid,1997: 100; Supriatna,lggT:56). Akan tetapi, yang tidak kalah
penting adarahpelayanan publik yang dilakukan dengan penuh etika, sebab
betapapun pelaksanaan pelayanan publik dengan ketersediaan fasilitas yang
memadai, tanpa dibarengi dengan etika yang baik, maka pelayanan publik
tersebut berakhir pada ketidakpuasan.

Oleh karena itu, pelayananyang tidak memperhatikan etika maka
pelayanan tersebut akan meninggalkan kesan negatif yang mendalam, sebab
dalam pelaksanaan pelayanan publik bukan saja mengedepankan profesional
dalam bekerja, akan tetapi juga dilakukan dengan memperhatikan aspek
psikologis. Dalam hal ini, pelayanan publik dengan memperhatikan aspek
psikologis merupakan upaya menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam
pelayanan. Oleh sebab itu, pelayanan publik yang dilakukan berdasarkan
standar profesional yang dibarengi dengan etika yang baik merupakan
kedua hak yang tidak dapat dipisahkan anrara satu dengan yang lainnya.
Pada prinsipnya, kegiatan pelayanan publik sangat terkait dengan birokrasi
pemerintahan, sehingga kualitas pelayanan publik sebagai ekspresi dari
pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi. Oleh karenanya, dalampelayanan
publik, seyogianya birokrasi memperhatikan sikap dan aktivitas birokrasi,
yang secara eksplisit berdasarkan pendekatan psikologi dan perilaku
organisasi (Thoha, 1987: 185).

Setelah mengetahui standar kualitas pelayanan publik, selanjutnya
adalah bagaimana mewujudkan kualitas pelayanan publik tersebut. Untuk
menuju pada kualitas pelayanan yang baik, maka hal penting yang perlu
dikaji adalah unsur-unsur apa saja yang mendorong terwujudnya pelayanan
publik yang berkualitas? Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kualitas
pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan yang sesuai atau bahkan
melebihi persepsi, tuntutan, keinginan, kebutuhan, harapan, situasi dan
kondisi masyarakat yang menciptakan kepuasan masyarakat. Dari batasan
itu, menunjukkan bahwa keberadaan birokrasi sebagai pihak pemberi
pelayanan publik memiliki peran penting dan menentukan dalam mencapai
pelayanan publik yang berkualitas.



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Melalui Surat

Keputusan Nomor 81/1993, memberikan pedoman yang menjadi acuan

umum bagi instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk

BUMN/BUMD menyangkut ciri-ciri tata laksana pelayanan publik yang

dapat memuaskan masyarakat. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa

pelayanan publik harus diatur dalam tata laksana yang mengandung unsur-

unsur, antara lain sebagai berikut.

1. Kesederhanaarr) dalam arti prosedur pelayanan publik terselenggara

secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami,

mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan dan kepastian, dalam afti adanya kejelasan dan kepastian

mengenai:

- prosedur/tata cara pelayanan;

- persyaratan pelayanan, baik teknis maupun administratif;

- unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan;

- hak dan kewajiban bagi pemberi Iayanan maupun penerima

pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permoh onan/

kelengkap annya sebagai alat untuk memastikan pemrosesan

pelayanan umum; dan

- pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

3 . Keamanan, dalam arti proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan

keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum, yakni

berupa sangsi bagi pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku.

+. Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara, persyatatan, satuan

kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu

penyelesaian dan rincian biaya/tanf dan hal-hal lain yang berkaitan

dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka

agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta

maupun tidak diminta.

5. Efisiensi, dalam arti:
- persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan

re12p memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk

pelayanan yang diberikan;



- dicegah adanyapengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan)
dalam proses pelayananya mempersyaratakan kelengkapan dari
satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6. Ekonomis, dalam arti pengenaan braya pelayanan umum harus
ditetapkan secara w alar dengan memperhatikan:
- nilai barang/jasapelayanan umum dan tidak menuntut biayatinggr

diluar kewajaran;
- kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar hasil pelayanan;
- ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7 . Keadilan yang merata, dalamarti cakupan/jangkauan pelayanan umum
harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan
diperlakukan secara adil.

B. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaarr pelayanan umum dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan
pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga para pamongpraja yangjuga
merupakan aparatur pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan
publik sering disebut sebagai "pelayan masyarakat" (public seraice). Aparatur
dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat, tentunya
belum sepenuhnya dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan
baik, masih adanya oknum aparatur pemerintah pemberi pelayanan kurang
memahami betapa pentingnya pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Di sisi lain, mungkin saja sudah tahu tapi tidak mampu atau bahkan tidak
mau memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Problematika yang mesti diatasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik adalah masih adanya ungkapan populer seperti "kalau dapat
dipersulit, mengapa harus dipermudah?", Pemikiran semacam ini
sesungguhnya secara tidak langsung merupakan sebuah doktrin pemikiran
bahwa pekerjaan yang dihadapi aparatur pemerintah merupakan pekerjaan
yang rumit de ngan berbagai permasalah an y angj e limef, sehingga pelayanan
publik dikesankan bukanlah sesuatu yang mudah. Pola pikir demikian dapat
menjadi hambatan bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
Hal ini merupakan tantangan yang mesti diselesaikan dengan tuntas agar
kegiatan pelayanan publik dapat terlaksana sebagaimana mestinya.



B. Nilai-Nilai Strategis Pamongpraja

l. Makna Strategis Parnongpraja

Kosoemahatmadja, Guru Besar llmu Pemerintahan di Universitas

Padjadjaran Bandung dalam Pidato Pengukuhannya yang berjudul
"Peranan llmu Pemerintahan dalam Negara Hukum Modern", pada

tanggal lTJanuari 1981, antara lain menyatakan oleh karena negara

Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, bercita-cita juga untuk

mewujudkan suatu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat
Indonesia pada hemat saya negara Indonesia pun dapat menamakan diri
sebagai negara hukum modern. Sedangkan dalam disertasinya ditegaskan

bahwa dalam suasana demokrasi Pancasila, maka furigsi pamongpraja

di daerah jangan dianggap remeh sebab korps inilah yang mendukung

kepentingan pemerintah pusat.

Pamongpraja tidak boleh diombang-ambingkan oleh pergolakan

politik di daerah karena korps ini membina atau mendukung ideologi

negara, yakni Pancasila. Oleh karena itu, korps pamongpraja dapat

dikatakan sebagai alat dari Pancasila. Di samping itu, koprs pamongpraja

juga berperan sebagai pemersatu bangsa yang menghubungkan setiap

karakter kebangsaan yang ada di Indonesia sehingga menjadi satu

kesatuan. Hal ini dimaksudkarr agar pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya,

yang berarti pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kebangsaan

dilakukan secara terintegrasi dengan korps pamongpraja sebagai tulang

Punggung.

Berhubung dengan itu maka pamongpraja yang menjadi alat
pemerintah pusat di daerah haruslah diperkuat. Di sisi lain, kepala

daerah, yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah perlu dibantu

oleh aparatur yang permanen dan ahli dalam bidangnya. Pemilihan

kepala daerah dan pengangkatan pegawai-pegawai pamongPraja sedikit

banyaknya harus ditekankan padafactor pendidikan dan kompetensi yang

mumpuni karena semakin kompleks masyarakat maka akan semakin

kompleks pula permasalahan dan kebutuhannya, sehingga untuk
mengatasinya maka banyak pula dibutuhkan tenaga ahli yang memiliki
leadership, serta juga memiliki kemampuan tecltnisch dan practisch.



Dalam hal ini, penulis menyokong sepenuhnya usaha memupuk kader-
kader pamongpraja melalui pendidikan Akademi Pemerintahan Dalam
Negeri (APDN), - sekarang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri
(STPDN) diJatinangor dan Institut llmu Pemerintahan (IIP) diJakarta,
Koesoemahatmadja (1978 & l98l).

Strategisnya peran pamongpraja dalam menjaga keutuhan negara
juga ditunjukkan dengan kinerja yang optimal. Lebih perlu untuk lebih
memahami tentang kinerja. Kinerja mempunyai bermacam-macam
pengertian, kata kinerja dalam bahasa Yunani terdapat kata-kata kinetouplast,

yaitu kirutos; yang berarti dapat bergerak, bekerja merupakan suatu kegiatan.
Sedangkan dalam Bahasa Inggris terdapat padanan kata "perlformance".

Kata performance menurut Philip Babcock Gave (1966: 1678), bahwa "the

act or process of an actinn; something accomplished or carried; the abiliry tu perform;

capacifii to achieue a desired result". Kinerja sebagai suatu kegiatan at^u proses

untuk menghasilkan; suatu pelaksanaan pekerjaan; suatu keberhasilan
atau kesuksesan; suatu kemampuan untuk melakukan perubahan; suatu
kapasitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Ermaya
Suradinata (1997: 123) mengemukakan, yang dimaksud kinerja adalah hasil
kerja seseorang yang dipengaruhi oleh latar belakang, lingkungan budaya,
keterampilan serta ilmu pengetahuan. Adapun Kusnadi (2002:264), antara
lain mengatakan kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan,
kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan
menjadi kenyataan diperlukan kinerja, jika tidak, hanyalah merupakan
khayalan tanpa suatu upaya apa pun. Dari beberapa pendapat mengenai
kinerja maka pengertian kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang
diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Osbornes2 dalam tulisannya tentang
"Tlte Power of Pegformance Measurement" mengembangkan sistem pengukuran
kinerja berdasarkan indikator: proses dan hasil; efisiensi dan efektivitas: serta

hasil program dan kebijakan yang lebih luas.

Pengertian kinerja dalam teori sistem, memiliki gambaran mengenai
tingkat pencapaian pelala anaansuatu kegiatan unn-rk mewujudkan tujuan yang

tertuang dalam pemmusan perencanaan organisasi. Dari pengertian kata-kata
tersebut, kinerja dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam

82 Osbome, David, dan Ted Gaebler, Mewirausahaknn Birokras -Mentransforusi Semngat Birokrasi ke dalam Sektor Publik
(seri Umum No.14, Pustaka Binmm Pressindo, Jakarta. 1996. hlm.146.



mencapai tujuannya. Penilaian kinerja organisasi itu tentu berfaedah untuk

meningkatkan motivasi, efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Departemen Dalam Negeri dalam Buku Laporan Akuntabfitas

Kinerja Pemerintah Tahun 2002 merumuskan keblakan tentang pengertian

kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi

organisasi yang tertuang dalam pemmusan perencanaan strategis organisasi.

Dalam konsep kinerja terkandung informasi tata kerja yang bermanfaat

untuk menilai sejauhmana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat

memenuhi kepentingan publik. Penilaian berguna untuk mengetahui kinerja

pemerintah, kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, begitu pula

terhadap sistem informasi yang disalurkan melalui berbagai media massa

dapat tersampaikan secara efektif,



untuk mengemukakan konsep legitimasi. Legitimasi menyangkut keyakinan

moral yang menguatkan hak untuk memanfaatkan berbagai sumber daya.

Secara umum, legitimasi menunjuk pada penerimaan (akseptablitas) atau

pengakuan kepada pemimpin dari pihak yang dipimpin. Kemerosotan
legitimasi pemimpin pada akhirnya berkaitan dengan penolakan publik
atas kepemimpinannya.s3 Legitimasi merupakan sistem nilai yang dipercaya

sehingga mengukuhkan tingkat penerimaan seorang pemimpin dalam
masyarakat. Suseno membaginya dalam bentuk legitimasi religius, eliter dan

demokratis.sa Kepemimpinan seseorang dapat saja diterima apalagS secara

religi dapat menopang keyakinan spiritual orang banyak. Legitimasi eliter

merujuk pada seberapa besar tingkat penerimaan masyarakat terhadap aspek

pragmatis yang dijanjikan. Sedangkan legitimasi demokratis berhubungan

dengan proses dan hasil yang dicapai dalam mekanisme prosedural.

Selanjutnya, tanpamembahas birokrasi lebih dalam sebagai organisasi

pemerintah paling konkret (apalagi membahas idealisme Maximilliam
Weber). Elaborasi berikutnya menitikberatkan pada konsep kekuasaan

dan kepemimpinan dalam organisasi pemerintah serta kontribusinya bagi

kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Oleh karena organisasi pemerintah

adalah bentuk dari pelembagaan kekuasaan, maka penting membahas

kekuasaan hingga ke level yang lebih formal, yaitu kewenangan (authoriqt).

Menurut Friedman (1973), Lukes (1978) dan Raz (1989),85 terdapat enam

alasan yang mendorong perlunya kekuasaan dikonstruksikan. Di antara

alasan tersebut, terdapat pembedaan antara kekuasaan dtfacto dan kekuasaan

de jure (Peters,l967; dan Wich,l967). Kekuasaan defacto terjadi manakala

masyarakat mematuhi pemimpinnya dalam bentuk yang sesuai, sedangkan

kekuasaan de jure adalah tatkala pemimpin memiliki hak atas kepatuhan

masyarakat dalam wilayah yang diatur melalui kelembagaan.s6

Banyak ahli yang mengacu pada kekuasaan sebagai penerapan

kekuasaan yang dilegitimasi. Ini dapat berarti bahwa paksaan dapat

diterapkan kepada seseorang dengan kekuasaan dejure, sekalipun orang yang

dipaksa tidak merespons kekuasaan tersebut. Namun demikian, dapat saja

33 Hnyanto, Kekuasaan Elite, JIP UGM, Jogjakana, 2005.
3a Frans Magnis Suseno. 1999. Etika Kekuasaqn, Prinsip-Prinsip Kewargqnegardan, Kanisius, Jakarta.
85 Kuper dan Jessica, Adam. 20O0. The Social Science Encyclopetlia (terj), PT RajaGrafindo, Jakarta, 2000: 53.

36 TentmghubunganpengmhantaraAterhadapB,dapatjugadilihatpenjelasmR.A.DahldalamAlfim,MenjadiPenimpin
Politik, Jakrta, Gramedia, 2010: 222. Lthat jryaMckan dan Alstair Mc Millan, Oxford Concise Dictionary,hal. 431.
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perintah-perintah para pemimpin menghasilkan kepatuhan secara non-coasf

(tanpa paksaan). Secara sederhana, kekuasaan adalah konsep yang memiliki
makna ganda, yaitu pengaruh dan kepatuhan. Dalam hal ini pengaruh
sebagai bentuk dari kekuasaan ataukekuatan yang dimiliki pemimpin yang

dapat meminta pihak tertentu untuk menjalankan perintahnya, sedangkan

kepatuhan adalah tunduk patuh dari pihak yang dipimpin kepada pemimpin.
Agar pengaruh dapat dijalankan, maka kekuasaan mesti dilakukan dalam
batas-batas normatif yang disepakati semua pihak (Riedman: 1973). Adapun
kepatuhan seseorang kepada pemimpinnya memiliki dua bentuk, yaitu
kepatuhan tanpa pertanyaan (khaismatik-Weber), dan kepatuhan dengan
kritis. Dalam kaitan itu, pemimpin setidaknya memiliki otoritas yang cukup,
yaitu seperangkat kekuasaan yang terinstitusionalisasikan secara sah dan
kewenangan (authoiry) menunjuk pada kekuasaan yang terlembagakan,
memiliki batas dan ukuran-ukuran tertentu. Kewenangan pada hakikatnya
merupakan kekuasaan. Jadi, antara kekuasaan dan kewenangan dibedakan
dalam hal keabsahan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki
keabsahan (formal power), sedangkan kekuasaan tidak selalu demikian.

Masih menurut Freidman, pembedaan dilakukan antaramenjadi otoritas
(being an autlniq) dan memegang otoritas (being in authoigt). Menjadi otoritas
berkaitan dengan masalah keyakinan, dimana kepatuhan terbentuk oleh
klaim pengetahuan, kesadaran dan keahlian khusus. Seseorang dipatuhi
kemungkinan ia dipercaya memiliki pengetahuan yang luas, kesadaran
yang tinggi atau memiliki keahlian yang luar biasa. Kondisi ini menegaskan

kekuasaan d"_f*n di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan memegang otoritas
adalah masalah tempat seseorang dalam tatanannormatif dirnanaseseorang
diakui memiliki posisi kekuasaan secara de jure. Para pemimpin tradisional
dan kharismatik menjadi otoritas melalui keyakinan dan nilai, sedangkan
para pemimpin dalam sistem-sistem legal rasional memegang otoritas dalam
wilayah tindakan tertentu saja. Para pemimpin tradisional biasanya berasal
dari keturunan raja dan bangsawan yang memiliki otoritas drfactn. Mereka
memiliki otoritas yang relatif luas dengan batasan otoritas penguasa yang lebih
titgg. Sedangkan para pegawai pemerintah (ciuil seruant) rnemltki otoritas de

jure sesuar batasan normatif yang ditetapkan secara rasional-legali:tik.

Rekrutmen basis kepemimpinan dengan memanfaatkan otoritas
de facto dalam masyarakat bangsawan akan semakin mengukuhkan



efektivitas pe nyelen gg ar aan p emerintahan. S ebab dengan demikian, maka
kepemimpinan pemerintahan, baik di level puncak maupun menengah
akan memiliki otoritas de jure, sekaligus defacto. Dalam kasus di Papua,

seorang camat yang telah lama bertugas dan menunjukkan predikat baik
dimana secara dejure memperoleh otoritas dari pemerintah daerah, kadang
sulit dimutasi bukan karenafactor lain, tetapi lebih disebabkan oleh tingkat
akseptabilitas masyarakat yang tinggi secara defacto. Camat telah dianggap
sebagai bagian dari komunitas mereka, bahkan dikukuhkan sebagai
pemimpin mereka, sehingga memindahkan seorang camatsama saja dengan

menggugurkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah ) ata:u bahkan
melukai perasaan mereka.

Persoalannya apakah pamongpraja dengan posisinya dalam struktur
kekuasaan adalah kelompok elit dalam organisasi pemerintahan? Berpijak
pada Pareto dan Mosca87, terdapat elit yang memerintah (gouerning

elite) yang terdiri atas individu-individu yang secara langsung atau tak
langsung memainkan peran besar dalam pemerintahan, selain elite yang
tak memerintah (non gouerning elit). Mosca melengkapi konsep ini dengan
menegaskan bahwa dalam masyarakat selalu terdapat kelas yang berkuasa

dengan jumlah sedikit terhadap kelas yang dikuasai dengan jumlah yang
banyak.

Dalam konteks Indonesia, Kartodihardjo menjelaskan bahwa terdapat
dua jenis elite, yaitu elit modern dan elite tradisionalss. Elite tradisional
dipengaruhi oleh tata struktur tradisional, cenderung mempertahankan stahts

quo, dan memandang setiap perubahan sebagai ancaman. Sedangkan elite

modern menjadikan informasi sebagai data penting bagr penyelenggaraan
pemerintahan, dan cenderung melancarkan perubahan sebagai preventif
terhadap dinamika dan perubahan yang akan terjadi di masa mendatang.

Penjelasan tersebut tampaknya akan menarik jika dikaitkan dengan
uraian Van Niel (1984)8'g dan Sutherland (1983)'o yurg menggambarkan
terbentuknya elit modern Hindia-Belanda dari politik birokrasi kolonial.

T.B. Bottomore. 2006. Elite dan Masyarakat, AkbarTnjung Institute. Lihat juga Vma, 2008, Politik Modern, Rajawali,
Jakarta.

Kartodihardjo,Sartono. l98l. EliteDalamPerspektifSejarah,LP3ES,Jakarta.

Van Niel, Robert. I 98 . Munculnya Elit Modzm Indonesia, Pustaka Jaya, Jakarta.

Sutherland, Heather. 1983. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi, Sina Harapan, Jakarta.



Sutherland melihat tingginya pengaruh politik birokrasi kolonial Belanda

terhadap elit birokrasi modern pada era post colonial. Menurutnya,
Hindia Belanda adalah negara modern pertama yang mewariskan tidak
sedikit tradisi kelembagaan Indonesia pasca-kemerdekaan. Birokrasi
Indonesia adalahpotret dari pengaruh sistem pemerintahan Belanda yang

mengedepankan pendekatan sistem pemerintahan tidak langsung Qndirect

rule), dengan tetap mempertahankan simbol-simbol penguasa tradisional.
Hal ini tampak dengan cara memanfaatkan para pejabat pribumi dalam
jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan, karena dipandang lebih murah
dibanding mendatangkan pejabat asli Belanda. Atas dasar itu, Emmersoner

menyimpulkan bahwa secara institusional, kerajaan (keraton) dan birokrasi
pribumi amat berpengaruh, selain pengalaman berpolitik di era uolksraad

serta kemunculan kaum terpelajar di wilayah politik-kritis.

Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia adalah satu jenis
kepemimpinan di bidang pemerintahan.ez Ini membedakan dengan jenis

kepemimpinan pada organisasi lain, seperti perusahaan. Kepemimpinan
pada dasarnya adalah gejala kelompok. Kepemimpinan adalah seni
atau kemampuan mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk
melakukan apa saja.e3 Pemimpin (leadu) melakukan tindakan-tindakan
yan g menunj ukkan kepe mimpi nan (leaders h@). Memimpin pada hakikatnya
melayani, bukan dilayani (Ndraha: 1999). Ini merupakan pergeseran
dari konsep steering (mengatur) sebagai refleksi dari sistem sentralistik ke

arah rowing (mengarahkan) sebagai wujud dari sistem demokrasi. Dewasa
ini, kepemimpinan pemerintahan lebih diharapkan pada upaya untuk
membangun harapan dan mimpi (malce to hope and dreams), bukan sekedar

memerintah dengan segenap otoritas yang melekat. HaI ini didasarkan pada
kepercayaan bahwa kepemimpinan merupakan sentral dari proses perubahan
dalam masyarakat. Oleh karena inti dari manajemen pemerintahan
adalah kepemimpinan, maka kepemimpinan me nj a di fac tor esensial dalam
pencapaian tujuan bersama. Tujuan dimaksud secara umum diperjuangkan
lewat organisasi istimew a, y aitu pemerintah @oa er nment). Pemerintah adalah

9t
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instrumen konkret negara dalam upaya mewujudkan tujuan dimaksud.
Demikian, pemerintah setidaknya menunjukkan kegiatan atau proses,
masalah-masalah negara, para pejabat yang memerintah serta bagaimana
cara atau metode dimana keseluruhan tujuan tadi dapat diwujudkan.sa
Akhirnya, kepemimpinan pemerintahan Indonesia merupakan refleksi dari
keseluruhan indikasi di atas dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana
termuat dalam UUD 1945.

e Fineq Smuel Edwatd,Comparative Government,Penguin Books Ltd.,Hmonds Worth, Middlesex, Englmd. 1974,h1m.3.





A. Urgensi Pemerintah terhadap Eksistensi Pamongpraja

Dewasa ini peran pamongpraja seolah-olah telah dilupakan dalam tugas-

tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah diukir
sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Sejak awal, peran strategis

pamongpraja sangat menentukan bagi penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Peran pamongpraj a dapat dilihat dari upaya menjaga kedaulatan
dan pemersatu bangsa. Pamongpraja sebagai bagian dari birokrasi berfungsi
memberikan pelayanan terjauh dan terdekat secara netral tanpa membedakan

latar belakang pihak yang dilayani. Secara fungsional, tugas pamongpraja
meliputi peran dalam pembinaan, pengawasan dan melakukan koordinasi.
Dari aspek manajemen pemerintahan, tugas dan peran pembinaan lebih dekat

dengan fungsi menggerakkan. Adapun pengawasan sendiri mempakan fungsi

lain dari manajemen. Sedangkan fungsi koordinasi adalah untuk memastikan

bahwa para pihak dapat berjalan seiring seirama sehingga dapat terlaksana

dengan baik dan efektif

Secara teoretis, fungsi-fungsi pembinaan tidak berbeda, namun dalam

organisasi dan cara melaksanakan kemudi pemerintahan daerah (propinsi/
kabupaten/kota) perlu diketahui perbedaan dan sifat pembinaannya agar
menjadi jelas dan tidak simpang siur. Berkaitan dengan hal tersebut,
dalam kerangka badan eksekutif daerah terhadap perbedaan dan sifat
pembinaan yang perlu diketahui unsur-unsur organisasinya adalah unsur

pimpinan daerah, unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana. Dalam
penyelengg araan pemerintahan daerah, unsur pimpinan adalah gubernur
(propinsi) dan bupati/walikota (kabupaten /kota), unsur pembantu pimpinan
adalah sekretaris dan sekretariat daerah, dan unsur pelaksana adalahpara
kepala dinas atau instansi daerah.



Pada setiap pembinaan pemerintahan dibedakan menjadi 2 jenis

pembinaan berikut.

a. Pembinaan organisasi, yaitu suatu pembinaan organisasi yang
berkedudukan sebagai alat/wadah dan wahana dalam melaksanakan

tugas dan fungsi pokok sebaik-baiknya.

b. Pembinaan fungsi, yaitu suatu pembinaan kegiatan-kegiatan fungsional

sesuai dengan tugas dan kewajiban suatu organisasi.

Dilihat dari segi tujuannya, pembinaan yang dilaksanakan oleh unsur

pimpinan pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

a. Untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

b. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik dari segi mutu maupun

keterampilan serta kegairahan kerja sehingga menjamin terwujudnya

kesempatan berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan di segala

bidang.

c. Untuk menjamin terwujudnya stabilitas daerah.

d. Tetap terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.

Pelaksanaan pembinaan menjadi kurang efektif jika tidak disertai

dengan pelal<sanaan pengawasan. Mesti untuk dipahami bahwa pengawasan

bukanlah sebuah proses untuk menjadi kelemahan atau kekurangan
pada pihak yang diawasi, akan tetapi pengawasan dilakukan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan program atau kegiatan tidak menyimpang

dari tujuannya. Harold Koontz, Cyril O'Donnel, dan Heinz Weihrich
mendefinisikan pengawasan sebagai penilaian dan koreksi atas pelaksanaan

kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk memastikan

bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain untuk
mencapainya, sedang dilaksanakan.es

Berkenaan dengan standarpengawasan tersebut, Harold Koontz, Cyril
O'Donnel, dan Heinz Weihrich mengelompokkan dalam 3 (tiga) macam

berikut ini.

e5 Koontz, Harold & Cyril O'Donnell & Heinz Weihrich, Manajemen, Jilid 2/Edisi Kedelapan, Alih Bahasa: Antrikso, A.

Firmm, Agus Dhma, Hendardi, Editor Penerjemah: Gunawan Hutauruk, Jakarta: Penerbit Erlmgga. 1996, hal. 195



a. Standar fisik (nonmoneter).

b. Standar moneter yang rneliputi: standar biaya, standar modal, standar
pendapatan dan sandar upah.

c. Standar abstrak (intangible):

- standar fisik,
- standar biaya,
- standar pendapatan,
- intangible standar.

Selanjutnya, dalam aplikasinya, pelaksanaan pengawasan seyogianya
berorientasi pada sejumlah hal berikut.

a. Menentukan fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan.
b. Mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dari rencana

semula.

c. Meningkatkan efisiensi dan mencapai efektivitas.

d. Mempermudah tercap ainya tujuan.
e. Menemukan potensi kesalahan/kekeliruan.
f. Membimbing agar para pelaksanaan dapat meningkatkan kemampuannya

untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan bainya.
g. Memberikan arahan bagaimana mengetahui potensi kesalahan,

menghindari terjadi kesalahan dan implikasi dari adanya kesalahan
yang diperbuat serta memperbaiki kesalahan yang ada.

Dalam proses pengawasan tersebut, beberapa teknik dapat diambil,
misalnya dengan melakukan hal berikut.

a. Pengawasan langsung dalam bentuk:
- inspeksi mendadak (sidak),

- observasi di tempat (on the spot obseruation),

- laporan di tempat (on the spot report).

b. Pengawasan tidak langsung, dalam bentuk:
- laporan tertulis,
- laporan lisan.

Langkah-langkah proses pengawasan diadaptasikan dari Harold Koontz
dan Cyrill O'Donnelleo tampak dalam gambar berikut.

% GambartersebutdikutipolehSilalahidariHaroldKoontzdanCyrillO'Donnell.2002.hal.178.



Proses Pengawasan

Dalam kerangka ffiame)pembinaan pengawasan mesti dilakukan proses

pengawasan dan dalam proses pengawasan terkandung pula unsur-unsur

pembinaan. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dan bersinergi

secara simultan untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah daerah serta

berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah daerah dalam posisi sebagai penyelenggara daerah otonom

melakukan pembinaan dan pengawasan secara bersamaan, baik terhadap

aparat-aparat yang ada dalam jajarannya maupun terhadap masyarakat

di wilayahnya, agar berbagai kemungkinan potensi penyimpangan dapat

dihindari sekaligus dalam waktu bersamaan dapat digalang persatuan dan

kesatuan bangsa, tumbuh dan berkembangnya partisipasi rnasyarakat dalam

setiap kegiatan pembangunan.

Di sisi lain, intensitas pembinaan yang berlebihan menunjukkan adanya

campur tan gan Qnturumsl pemerintah pusat terlalu mendalam (fuep interumtion)

terhadap pemerintah daerah. Akibat dari campur tangan yang terlalu
mendalam, tentu berimplikasi pada sempitnya ruang gerak pemerintah

daerah dalam mengambil keputusan (deciitionmaking) yang berdasarkan atas

penilaian objektif terhadap kondisi yang terjadi di lapangan dan aspirasi

masyarakat yang berkembang. Bila campur tangan itu terus-menerus terjadi,

pada gilirannya akan menimbulkan ketergantungan (dependenclt) yang besar

dan tidak mendewasakan pemerintah daerah.



B. Komparasi, Aplikasi, dan lmplikasi UU Ho. 23/2014
tentang Pemda dengan UU tentang Pemda Sebelumnya

Membandingkan sebuah undang-undang saat ini berlaku dengan
undang-undang sebelumnya merupakan salah satu cara untuk mengetahui
perubahan dan perkembangan kebijakan, sekaligus pula untuk menilai
bila pada kebijakan di masa lalu dapat diangkat kembali karena memiliki
relevansi dengan kondisi saat ini maupun untuk masa depan. Di samping
itu, juga untuk mengetahui sampai sejauhmana peran pamongpraj a dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap kebijakan. Adapun
komparasi, aplikasi dan implikasi undang-undang lebih bersifat analisis/
akademis yang didasarkan pada isi, semangat dari jiwa pasal-pasal yang
mengaturnya, serta penilaian perspektif formal dan faktual, selain itu yang
tidak kalah pentingnya adalahmeninjau pada level aplikasinya dilihat dalam
perspektif prediksi dan implikasinya dilihat dalam perspektif proyeksi.

Dilihat dari karakteristik pembinaan dan pengawasan pemerintah
daerah dari setiap perundang-undangan tentang pemerintah daerah
memiliki perbedaan sebagai berikut.

1. Dilihat dari sifat pembinaan dan pengawasan pada UU No. 5

Tahun 1974 lebih bersifat operatlf (langsung) sehingga implikasinya
pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan cenderung bersifat
menyeluruh hingga pada hal-hal kecil sekalipun. Hal ini jelas tidak
memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah karena semuanya
serba terpusat (sentralistik) yang mana pemerintah pusat memiliki
peran yang sangat menentukan. Hal yang sebaliknya pada UU No.
22 Tahun 1999 lebih bersifat dominan desentralisasi, yang mana
pemerintah pusat mendistribusikan kewenangannya kepada daerah
dan hanya mengatur pada bidang-bidang tertentu saja (desentralisasi),

sehingga pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang lebih dinamis
yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Sedangkan pada UU
No. 32 Tahun 2004 pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lebih
bersifat op er atf Qangsun g) p ada sistem p enyelengg ar aan pemerintahan
daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Penguatan
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi yang utama
dengan mengedepankan peran pemerintah daerah sebagai pelaksana
otonomi daerah. Selanjutnya, sifat pembinaan dan pengawasan pada



2.

UU No. 23 Tahun 20l4lebih bersifat proporsional, yakni pembinaan

dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan atas

susunan pemerintahan. Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap penyelengg araanpemerintahan daerah provinsi,

kemudian gubernur dengan kedudukannya sebagai wakil pemerintah

pusat (dekonsentrasl melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

kabupaten/kota dengan dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat. Pada UU No. 23 Tahun 2014 terdapat dua perangkat

gubernur yang terpisah dan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda,

yakni perangkat gubernur sebagai kepala daerah yang merupakan hasil

dari pemilukada (dumtralisasfi dan juga ada perangkat gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat (dekons entrasz). Selanj utnya, bupati/walikota
melakukan pembinaan dan pengawasan hingga ke tingkat kelurahan

dan desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bupati/walikota dibantu

oleh camat. Hal ini jelas memberikan ruang kepada masing-masing

tingkatan pemerintahan melaksanakan perannya masing-masing. Di
samping itu , adanyaperangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

juga untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat (dalam dekonsentrasz). Keberadaan gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat dan perangkatnya diharapkan agar

tugas pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Efektif dalam hal ini dimaksudkan bahwa program pemerintah pusat

dipastikan dapat terlaksana hingga tingkat kabupaten/kota. Sedangkan

efisien dimaksudkan agar masalah-masalah yang ada di daerah dapat

diselesaikan di daerah dengan tepat dan cepat sehingga tidak perlu

ditangani oleh pemerintah pusat, terkecuali permasalahan yang ada di

daerah tidak dapat diselesaikan atau masalah tersebut dianggap akan

memberikan dampak nasional maka akan diserahkan penanganannya

kepada pemerintah pusat.

Dilihat dari isi/muatan pembinaan dan pengawasan pada UU No.

5 Tahun 1974 meliputi aspek-aspek ideologi, politik, sosial budaya,

dan ekonomi, serta pertahanan keamanan yang semua keputusannya

ditentukan oleh pemerintah pusat (terpusat/sentralistik). Sehingga

implikasi dari isi pembinaan dan pengawasan yang sentralistik ini
mengakibatkan terjadinya penyeragaman dalam pembinaan yang

mengakibatkan hilangnya ciri khas atau jati diri daerah, sekaligus



kondisi demikian mendorong daerah tidak berkembang sesuai dengan
jati diri budayanya sendiri karena semuanya berjalan dengan monolitik.
sedangkan pada UU No. 22 Tahun 1999 hanya bidang tertentu saja
yang keputusannya ditetapkan oleh pemerintah pusat karena dianggap
dapat berimplikasi pada tingkat nasional, sedangkan bidang lainnya
keputusannya diserahkan kepada daerah, sehingga implikasinya
isi pembinaan dan pengawasan lebih bersifat desentralistik yang
mengakibatkan keragaman masing-masing daerah lebih dihormati, dan
diharapkan daerah agarlebih berkembang sesuai dengan kekhasannya.
Pada UU No. 32 Tahun 2}}4,pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
meliputi koordinasi, standar penyelenggaraan pemerintahan,
pemberian bimbingan maupun supervisi dan konsultasi pelaksanaan
urusan pemerintahan, serta perencanaan, penelitian, pengembangan,
pemanfaatan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk
pada pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan
terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Implikasi
dari hal tersebut adalah pemerintah pusat turut bertanggung jawab
dan memastikan penguatan penyelenggaraan otonomi daerah, namun
dengan tetap memperhatikan kekhasan daerah sehingga mengakibatkan
adanya perbedaan nomenklatur masing-masing instansi teknis (dina$
pada masing-masing daerah. Lebih lanjut, pada UU No. 23 Tahun
201+, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bersifat umum dan
teknis. Adapun yang bersifat umum meliputi: pembagian lJrusan
Pemerintahan; Kelembagaan Daerah; Kepegawai an pada perangkat
Daerah; Keuangan Daerah; Pembangunan Daerah; pelayanan publik
di Daerah; Kerjasama Daerah; Kebijakan Daerah; Kepala Daerah
dan DPRD. Sedangkan bersifat teknis dimaksudkan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
sifatnya teknis bidang tertentu, yang pelaksanaannya diserahkan
kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan yang bersiat umum dan teknis dilakukan
dalam bentuk: Fasilitasi, Konsultasi, Pendidikan dan pelatihan, serta
Penelitian dan Pengembangan. Implikasi dari hal ini diharapkan agar
otonomi daerah dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan
memperhatikan kebutuhan daerah, serta adanyakebijakan yang tepat
terkait otonomi daerah, sehingga otonomi daerah dapat terlaksana



3.

sebagaimana mestinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Ditinjau dari motif pembinaan dan pengawasan dimulai dari UU

No. 5 Tahun 1974 hingga uU No. 23 Tahun 201+. walaupun

dengan menerapkan sistem yang berbeda, baik sentralistik maupun

desentralistik, namun memiliki kesamaan, yaitu motif pembinaan

dan pengawasan dalam kebijakan tersebut didasarkan pada suatu

keinginan agar pemerintahan daerah dapat menjalankan tugas-tugas

dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan dengan penuh

tanggung jawab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dengan memiliki keserasian, keselarasan, keseimbangan, pemerataan

pembangunan, dan hubungan antar daetah maupun dalam hubungan

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dibina sedemikian

rupa, dengan harapan terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa'

Ditinjau dari sasaran pembinaan dan pengawasan, pada uu No. 5

Tahun 1974, adanya pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah

diarahkan padaaparatur daerah dalam arti luas, termasuk di dalamnya

DPRD (badan legislatif daerah) dan instansi vertikal di daerah dengan

kepala wilayah/daerah selaku koordinatornya karena kedudukan

kepala wtlayah/ d,aerah selain sebagai kepala daerah juga sebagai

wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan sasaran pembinaan

dan pengawasan dalam UU No. 22 Tahun 1999, diarahkan pada

upaya-upaya memfasiltasi penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk

aparatur pemerintah daerah dan adanya kebebasan bagi daerah

untuk menentukan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah

maupun keputusan kepala daerah. selain itu, sasaran pembinaan dan

pengawasan juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya nasional

yang terdapat di daerah, yang mana daerah berwenang mengelolanya

sekaligus bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungannya.

Pada uU No. 32 Tahun 200+, sasaran pembinaan dan pengawasan

diarahkan pada implementasi penyelengg ataan susunan pemerintahan

dan pelaks anaan urusan pemerintahan, serta menyangkut kebijakan

daerah. Sedangkan sasaran pembinaan dan pengawasan pada aparatur

daerah dalam arti yang lebih luas termasuk Kepala Daerah, Angota

DPRD, Kepala Desa, dan Anggota BPD dalam bentuk penghargaan,

+.



sanksi, pendidikan dan pelatihan. Pada UU No. 23 Tahun 2}l4,sasaran
pembinaan dan pengawasan dilakukan secara umum dan teknis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. Adapun pembin aan danpengawasan bersifat umum
diperuntukkan kepada kebijakan daerah, keuangan daerah, kerja sama
daerah, hingga aparatur pemerintah daerah, termasuk kepala daerah
dan DPRD. sedangkan pembinaan dan pengawasan bersifat teknis
merupakan pembinaan dan pengawasan yang sesuai dengan urusan
bidang tugas masing-masing.

5. Dilihat dari mekanismenya, pembinaan dan pengawasan pada UU No.
5 Tahun 1974 dilakukan melalui departemen teknis, terutama berkenaan
dengan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bawah
koordinasi kepala wilayah. Hal ini berimplikasi pada munculnya raja-
raja kecil di daerah, karena kepala daerah akan lebih menampakkan
sosoknya sebagai kepala wilayah (pamongpraja) ataupenguasa tunggal
di wilayahnya (sentralisasi lokal). sedangkan mekanisme pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan menurut UU No. 22 Tahun 1999 dilakukan
melalui dinas-dinas teknis di bawah koordinasi kepala daerah. Implikasi
dari pembinaan dan pengawasan sebagaimana uu No. 22 Tahun
1999 ini adalah hilangnya sosok raja-raja kecil karena kepala daerah
semata-mata merupakan kepala eksekutif yang dikontrol secara efektif
oleh DPRD yang berperan sebagai lembaga legislatil Dalam uu No.
22 Tahun 1999, peran DPRD sebagai lembaga legislatif sangatlah
kuat karena menentukan masa kerja kepala daerah yang ditandai
dengan diterima atau ditolaknyu luporun pertanggungjawaban kepala
daerah dalam sidang tahunan di DPRD. oleh karenanya, dalam setiap
penyampaian laporan kepala daerah maka satu yang perlu dicegah
apabila sering terjadi mosi tidak percaya terhadap dirinya maka dapat
dimungkinkan pergantian kepala daerah. Kalau mekanisme pembinaan
dan pengawasan pada UU No. 32 Tahun 2004 dilaksanakan oleh aparat
pengawas intern pemerintahyangkemudian menjadi bahan bagi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan. Di samping
itu, pelalsanaan pembinaan dan pengawasan dilal<ukan secara berjerjurg
mulai dari tingkat nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam
Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah provinsi, di tingkat provinsi yang akan melakukan



pembinaan dan pengawasan untuk pemerintahan daerah kebupaten/ I
kota oleh gubernur, serta pembinaandan pengawasan penyelenggaraan I
pemerintahan desa dikoordinasikan oleh bupati/walikota, namun dapat I
melimpahkanpelaksanaannyakepadacamat.Implikasidaripembinaan I
danpengawasanberdasarkanUUNo. 32 Tahun 2004 adalahpembinaan I
dan pengawasan dilakukan lebih berdasarkan atas susunan pemerintahan. I
Hal ini memberikan nilai positif bagi penyelenggaraan pemerintahan I
daerah, sebab bila ditemukan adanya permasalahan di lapangan akan I
dapatSegeraditangani.Mekanismepembinaandanpengawasanl
pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 dilakukan sesuai dengan I
lingkup tugas masing-masing, mulai dari pembinaan dan pengawasan I
p..y"l.ngg araan pemerintahan provinsi dilakukan oleh Mendagri I
dan menteri teknis lainnya, maupun pembinaan dan pengawasan I

I oenyelenggaraan pemerintahan kabupaten /kota yang dilaksanakan I
I "leh 

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta pembinaan dan I
I Oengawasan penyelenggaraanpemerintahan desa dan kelurahan yang I
I ailaksanakan oleh camat yang kemudian mempertanggungjawabkan I
I tepada bupati/walikota. Di samping itu, pada Undang-Undang 23 I
I f."frun 20l4juga terdapat perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah I
I ousat yang membantu gubernur menjalankan fungsi dekonsentrasi I
I rebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga kebijakan yang I
I aitetapkan oleh pemerintah pusat dapat dipastikan terlaksana hingga I
I tabupaten/kota sekaligus masalah di daerah dapat terselesaikan dengan 

I
I cepat dan tepat. I
I O. Lokus (scope)pernbi.naan dan pengawasan pada UU No. 5 Tahun 1974 |
| *e[puti semua urusan, baik yang telah diserahkan sebagai urusan I
I rumah tangga daerah maupun tugas-tugas pemerintahan umum dan 

I

I augas-tugas pembantuan. Implikasi dari mengaplikasikan pembinaan 
I

I vang menyeluruh pada semua urusan ini adalah lumpuhnya peran 
I

I npRD sebagai lembaga legislatif dan mengu atnyaperan kepala daerah 
I

I rebagai kepala eksekutif, Ketidakseimbangan antara kepala eksekutif 
I

I aan legislatif daerah, sebagian juga berpangkal dari batasan/konsep 
I

I Oemerintah daerah yang terdiri atas unsur dan kepala daerah dan 
I

I newan perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pada UU No. 22 Tahun 
I

I 1999, lokus (scope) pembi.naan dan pengawasan dari pemerintah pusat 
I

I lepada daerah adalah urusan yang hanya ditangani oleh pemerintah 
I

I 
.,' Kepamsnwraiaan-t*:l

:::il



pusat saja, adapun urusan yang telah dilimpahkan kepada daerah
telah menjadi urusan daerah dan ditangani daerah. Dalam aplikasinya
dilaksanakan oleh bupati/walikota dengan mempertanggungjawabkan
pada DPRD. Implikasinya bagi daerah adalah kuatnya DPRD sebagai
lembaga legislatif daerah dan lemahnya kepala daerah sebagai lembaga
eksekutif daerah. Ketidakseimbangan antarakekuasaan kepala daerah
dan DPRD terkadang dapat mengakibatkan kurang harmonisnya
hubungan antarakepala daerah dan DPRD, sehingga akan berpengaruh
pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun lokus (sro1a)

pembinaan dan pengawasan pada UU No. 32 Tahun 2004 padahal-hal
yang berkaitan dengan penguatan desentralisasi dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, seperti pada pelaksanaan koordinasi, pedoman
dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, diklat daerah, maupun
bimbingan dan supervisi, serta per encaaan)riset, pengembangan hingga
evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Implikasi bagi daerah
adalah adanya penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dengan membentuk sistem administrasi yanglebih terarah dan terpadu,
sehingga diharapkan tugas-tugas pemerintahan dapat terlaksana secara
efektif Adapun lokus (scope) pembinaan dan pengawasan UU No. 23
Tahun 2014 meliputi semua urusan yang bersifat umum dan khusus,
kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu,
juga meliputi pembinaan dan pengawasan kepala daerah gubernur,
bupati, dan walikota terhadap perangkat daerah, maupun adanya
pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan, serta penghargaan dan
fasilitasi khusus. Adanya pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan
dimaksudkan untuk pembinaan penyelengg araanpemerintahan daerah
yang dapat menghasilkan abdi negara dengan memiliki karakter khusus,
seperti: ( I ) memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelengg araan
pemerintahan; (2) memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan
kepamongprajaan; (3) berwawasan nusantara) berkode etik, dan
berlandaskan pada Bhineka Tunggal Ika. sedangkan yang dimaksud
dengan penghargaan fasilitasi khusus adalah terlebih dahulu pemerintah
pusat membuat peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Hal ini dimaksudkan menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat
tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dan kemudian
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan fasilitasi khusus
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pada daerah kabupaten/kota tertentu yang dianggap perlu mendapatkan

fasilitasi khusus, sehingga pemerintah pusat dapat mengambil tindakan

tepat bagi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah

provinsi, maupun dari pemerintah daerah provinsi pada pemerintah

daerah kabupaten/kota di masa mendatang. Implikasi bagi daerah

adalah penyeleng gar aafi pemerintahan dilaksanakan berdasarkan

susunan pemerintahan, sekaligus mencegah penguatan pada salah satu

pihak yakni kepala daerah ataupun DPRD.

7. Dilihat dari fokus pembinaan dan pengawasan, UIJ No. 5 Tahun 1974

lebih memfokuskan pada penyeragaman dan pemerataan antaradaerah,

guna memelihara dan memupuk loyalitas daerah. Sentralisasi kekuasaan

merupakan strategi menciptakan ketergantungan daerah terhadap

pemerintah pusat, dengan harapan daerah memiliki commited terhadap

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan fokus pembinaan

dan pengawasan pada UU No. 22 Tahun 1999lebih mengedepankan

otonomi daerah dengan memperhatikan kekhasan masing-masing

daerah. Sistem desentralisasi merupakan strategi dalam menyikapi

tunrutan pemerataan pembangunan di daerah serta sebagar vpaya

mengatasi berbagai ancaman disintegrasi negara. Jadi' sistem otonomi

daerah dan desentralisasi merupakan upaya untuk menjaga keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fokus pembinaan dan

pengawasan UU No. 32 Tahun 2004 pada kesiapan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang padu serta bersinergi berdasarkan atas

susunanpemerintahan. Dalam hal ini, pemerintahan daerah merupakan

pelaksana dari sistem desentralisasi, yang rnarr^ pada sistem tersebut

daerah memiliki kewenangan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan

yang diberikan kepadanya sehingga membutuhkan kesiapan dan

pelaksanaannya yang lebih baik. Selanjutnya pada uU No. 23 Tahun

2014 lebih memfokuskan pada penguatan otonomi daerah dengan

mengoptimalkan pelaksanaan fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi

dengan sebaik-baiknya, serta adanya tugas pembantuan (medebewind)

yang merupakan program dari pemerintah pusat yang disampaikan

kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, namun atas sepengetahuan

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pembinaan dan pengawasan

dilakukan berdasarkan susunan pemerintahan dengan meletakkan fungsi

dekonsentrasi pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, yang



B.

diwujudkan dalam bentuk pembiayaan pelaksanaan fungsi dekonsentrasi
dan sumber daya aparatur yang secara khusus menjadi perangkat
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (menjalankan fungsi
dekonsentrasi). Hal ini karena gubernur lebih dominan melaksanakan
fungsi dekonsentrasi daripada desentralisasi, sedangkan pemerintah
daerah kabupaten/kota hanya menjalankan fungsi desentralisasi.

Akhirnya, dilihat dari orientasi pembinaan dan pengawasan, pada
UU No. 5 Tahun 1974 berorientasi pada pembinaan organisasi dan
fungsi secara berimbang serasi dan seragam. Implikasi dari orientasi
pembinaan dan pengawasan seperti yang terdapat dalam UU No. 5
Tahun 1974 adalahorganisasi dan manajemen pemerintah daerah lebih
mementingkan prosedur kerja daripada efektivitas dan efisiensi kerja,
sehingga terkesan birokratis, berbelit-belit, dan tidak rasional. Kondisi
ini semakin mendorong adanya penyakit birokrasi (pathologi birokrasl.
sedangkan pada UU No. 22 Thhun 1999, pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan berorientasi pada fasfitas penyelenggaraan otonomi daerah,
baik fasilitasi secara kebijakan, anggaran, personil, hingga pendidikan
dan pelatihan aparatur. Implikasiny a adalahpemerintah pusat tidak lagi
mengintervensi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi
daerah, kecuali pada kebijakan seperti Paraturan Daerah ataupun
Keputusan Kepala Daerah yang harus memperhatikan kepentingan
umum serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Adapun
orientasi pembinaan dan pengawasan pada uU No. 32 Tahun 2004
adalah berorientasi pada pembinaan organisasi pemerintahan daerah
yang berimbang, terukur, berkala, dan dinamis. Implikasi dari orientasi
pembinaan dan pengawasan tersebut adalah organisasi pemerintahan
daerah mengedepankan sinergitas dalam susunan pemerintahan
maupun dengan pihak eksternal, serta efektif dalam pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan maupun dalam penanganan masalah internal.
Selanjutnya orientasi pembinaan dan pengawasan dalam UU No. 23
f'ahun 2014 berorientasi pada pembinaan organisasi dan fungsi secara
berimbang (proporsional), serta dilaksanakan pula pembinaan kepada
aparatur dalam meningkatkan kompetensinya sebagai pamongpraja,
dan pembinaan juga mencakup penilaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang berdasarkan atas indeks dan peringkat
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan pada



setiap tahunnya. Implikasi dari orientasi pembinaan dan pengawasan

seperti yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 adalah pembinaan

dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan atas kebutuhan daerah. Di

samping itu, penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien

dapat berfungsi menurut susunan pemerintahan.

Di sisi lain, aturan yang mengatur pemerintah daerah telah memiliki

aturan terkini, yakni UU No. 23 Tahun 201+. Namun, komparasi ini

dilakukan untuk melihat bagaimana pembinaan yang dilaksanakan

berdasarkan masing-masing aturan tersebut, dengan tujuan untuk melihat

sisi positif maupun negatif hingga relevansinya dengan kondisi kontemporer

yang dihadapi, serta dapat melihat pada tahap aplikasi dari aturan yang

ada pada saat ini.

C. Kebutuhan Lokal terhadap Pamongpraja

Dalam negara kesatuan yang terdesentralisasi, di samping pemerintah

pusat, terdapat pemerintahan subnasional, yakni pemerintah daerah yang

keduanya mempunyai tugas utama melaksanakan pelayanan kepada

masyarakatnya, sebagaimana Roth menyatakan"... that are generafui considered

the responsibitit2 of gouernment whether central, regional or local".e7 Tugas yang

diemban oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah adalah

pelayanan yang dilaksanakan oleh para pamongpraj a.Pelayanan itu sendiri

digolongkan ke dalam beberapa alternatif pemberi layanan. Alternatif

tersebut menyangkut pilihan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Leach, et. al. (1994:238), terdapat 4 (empat) model alternatif

kewenangan yang digunakan dalam memberikan pelayanan, yaitu traditional

bureaucratic authoitl, residual enabling authority, market oriented authorit2, dan

communiqt orimted mabler.

Pelayanan pemerintah dengan menganut model traditional bureaucratic

authoritn merupakan pelayanan yang dilakukan secara langsung oleh

pemerintah daerah dengan mengedepankan peran dari birokrasi. Hal ini

didasarkan pada pemerintah daerah merasa mampu memberikan pelayanan

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan dengan cara ini pada

e? Roth, Gzbiel,The Priyate Provision of Public Seruices in Developing Countries, EDI Series in Economic Development,

Published for the World Bank, Oxford University Press. 1987' hal. 1.



umumnya kebutuhan publik diinterpretasikan oleh birokrasi yang berada

pada organisasi pemberi layanan, sehingga model ini lebih mengedepankan

profesional birokrasi dalam pelayanan. Akan tetapi, model ini memiliki

kelemahan, yaitu dalam memberikan pelayanan kurang memperhatikan

nilai-nilai yang dianut masyarakat, padahal seyogianya dalam memberikan

pelayanan publik dilakukan dengen memperhatikan tingkat profesional

pelayanan dan kebutuhan masyarakat, juga memperhatikan nilai-nilai yang

berlaku pada masyarakat setempat.

Sementara itu, pemerintah daerah yang melakukan pelayanan dengan

menggunakan model residual enabling authorifi adalah pelaksanaan pelayanan

atas dasar kewenangan terbatas. Model ini memperhatikan bahwa

penyelengg araan pelayanan pada umumnya berdasarkan atas mekanisme

pasar. Dalam hal ini, pelayanan lebih banyak diserahkan kepada pihak

swasta, sedangkan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

hanyalah pelayanan yang sifatnya spesifik, seperti pasport, kartu tanda

penduduk, kartu keluarga, surat izin mengemudi, dan lain-lain.

Pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan dengan dasar model

market oriented authoritlt, merupakan pelayanan pemerintah daerah yang

hampir sama dengan residual enabling authoit2, namun perbedaannya adalah

pada model market oriented authoiEt peran pemerintah daerah lebih aktif dan

sebagai kunci perencanaan serta agen koordinasi untuk pengembangan

ekonomi lokal. Model ini lebih unggul dalam mendorong masyarakat

mandiri yang mampu melayani dirinya sendiri, sedangkan pada model

ruidual enabling authorigt peran pasar lebih aktif daripada peran pemerintah

daerah.

Terakhir, pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan

dasar kewenangan yang bersifat communiqt oiented enabler. Pada model ini,

pelayanan pemerintah berdasarkan pada asumsi pelayanan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat yang bervariasi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan

pelayanan menggunakan berbagai saluran, baik pemeri ntah (pub lic) maupun

swasta (piuate), seperti pelayanan yang dilakukan secara langsung oleh

pemerintah daerah, sektor privat, sukarela, atau yang dilihat paling pantas.

Pelayanan yang dilakukan pada model communitst oriznted enabkr menekankan

pentingnya partisipasi komunitas (publik) dan akuntabilitas publik.



Keempat alternatif di atas memberikan peluang bagi setiap pemerintah
daerah untuk memilih cara pemberian pelayanan pada masyarakatnya.
Pemilihan kewenangan itu berpengaruh pada penyediaan barang dan
jasa yang menjadi tanggungjawab, baik pemerintah maupun pemerintah
daerah. Pada dasarnya, kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah
sebagai tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya, sebagaimana
penjelasan Olson dalam Schmidtzes "... a state isfirst of all an organi4tion

that prouides public goods for its members tlte citi<ens". Dengan demikian,
pemerintah merupakan organisasi yang bertanggungjawab penuh terhadap
pelayanan.

Teori di atas memberikan gambaran tentang berbagai model alternatif
pemberian pelayanan. Namun, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan
di Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan alternatif-alternatif di
atas. Pelayanan di Indonesia menggunakan pendekatan sentralisasi dan
desentralisasi. Kedua pendekatan merupakan kontinum dan tidak dikhotomi
(Hoessein, 2001: 9). Pendekatan sentralisasi dalam pelayanan dapat
mencerminkan adanya negara dan bangsa sebagai refleksi konsepsi negara
kesatuan. Sedangkan pendekatan desentralisasi dapat merepresentasikan
kemajemukan masyarakat serta sekaligus menggambarkan adanya
pendemokrasian.

Pelayanan yang dilakukan dengan pendekatan desentralisasi, dijelaskan
oleh Hoessein (2000: l2), bertujuan untuk efisiensi dan demokrasi. Tujuan
efisiensi biasanya berkaitan dengan nilai-nilai komunitas politikyang disebut
dengan kesatuan bangsa. Sementara itu, tujuan demokrasi berpasangan
dengan kemandirian sebagai penjelmaan dan otonomi, efisiensi, dan
pembangunan sosial ekonomi. Dengan kata lain, dalam desentralisasi
terkandung makna mengakomondasikan nilai-nilai yang ada pada
masyarakat untuk tujuan politik dan birokrasi dalam rangka menciptakan
efisiensi birokrasi.

Diterapkannya kebijakan implementasi otonomi daerah, telah mengubah
model pemerintahan di Indonesia yang semula menganut model efisiensi
struktural menjadi model demokratik (Hoessein, 2000: l3). Desentralisasi
pelayanan dan efisiensi demokrasi dapat memberikan kesempatan yang

eE Schmidtz,David,,TheLimitsofGovemrcnt,AnEssaythePublicGoodsArgrrunl,West\4ewPress,NewYork. 1991,hal. 1.



luas bagi pemerintah daerah berinovasi dan mengembangkan nilai-nilai
yangada, dan tujuan yang ingin dicapai yakni memenuhi kebutuhan serta

kesejahteraan masyarakat, baik materiil maupun nonmateriil. Dengan

demikian, pemenuhan kebutuhan publik dapat dipenuhi sesuai nilai-nilai
yang berkembang di masyarakat.

Sementara itu, Sudarsono (dalam Martani, 2000) memaknai otonomi

daerah di atas sebagai "inovasi dan kreativitas yang lebih besar dipusatkan

di daerah otonom dan juga terkandung makna pemberdayaan potensi

masyarakat". Pemberdayaan ini, apabila berjalan dengan baik, akan

memperkuat mutu penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan

kesej ahteraan masyarakat.

Alasan lain yang memperkuat pelayanan publik akan lebih efektif apabila

dilakukan oleh pemerintah daerah karena ia dapat mengakomodasikan

kebutuhan-kebutuhan pelayanan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di
masyarakat. Pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat

menjadi komitmen dan concern pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah untuk mengakomodasi kebutuhan yang bervariasi dari satu lokalitas

ke lokalitas yang lain. Pada umumnya,pelayanan dalam berrtukpublic good,

terdapat proposisi lebih atau sama efisiennyajika disediakan oleh pemerintah

daerah daripada disediakan oleh pemerintah pusat. LebihJebih lagi bila

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya serta spesifik

Dengan demikian, penyelengg 
^raanpelayanan 

publik yang dilakukan di

Indonesia dengan memperhatikan ke-bhineka-an yang adamaka pelayanan

secara desentralisasi menjadi model yang tepat karena memperhatikan

situasi dan kondisi pada setiap wilayah akan berbeda-beda, akan tetapi

pada bidang-bidang tertentu yang memiliki implikasi yang sangat luas bagi

negara maka pelayanan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat secara

sentralisasi.

Pelayanan publik yang sangat beragam dengan mengakomodasikan

nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, menyebabkan adanya standar

pelayanan secara nasional tidak dapat berlaku sepenuhnya. Alasan inilah

yang menyebabkan adanya ketidakefisienan terhadap pelayanan publik'
Maka solusi untuk mencegah pelayanan publik yang tidak efisien dan efektif

dengan menerapkan mekanisme pasar untuk menyelenggarakan pelayanan



pemerintah daerah. Secara lengkap, Wattee mengemukakan "... aform of
market could operatefor local gouernment uitich wouLd allow indiuiduals to obtain a close

match between what their local gouernment proaided and what tltey wanted".

Pelayanan dengan menerapkan model mekanisme pasar memungkinkan
individu mendapatkan kecocokan antara pelayanan yang disediakan
pemerintah daerah maupun pelayanan yang disediakan oleh swasta dengan

kebutuhan yang mereka inginkan. Hal ini berkaitan erat dengan upaya
meningkatkan kemandirian sebagai bagian dari tujuan pelaksanaan otonomi
daerah. Oleh karena itu, pelayanan publik sebaiknya berorientasi untuk
masyarakat dan bukan kepada masyarakat. Orientasi dalam pelayanan
publik adalah pada kemampuan dan kemandirian sesuai dengan nilai-nilai
masyarakat setempat. Di samping itu, pemerintah daerah sampai dengan
kecamatan dan kelurahan/desa juga mempunyai fungsi melayani dan
mengatur seluruh kepentingan masyarakat. Vickersro0 menyebut sebagn'?nulti

ualued choire". Artinya, dimana pemerintah daerah dipandang sebagai organisasi

yang menampung nilai-nilai masyarakat lokal yang dapat menyalurkan
suara dan menentukan pilihan secara bebas. Dalam konteks ini, Stewartrol

mengatakan pemerintah daerah menjadi "multipurpose organilation". Hal tni
memberikan gambaran bahwa pekerjaan yang menjadi beban pemerintah
daerah secara kuantitasjumlahnya cukup banyak dan beragam. Keragaman
dan kuantitas beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah
daerah, dalam praktiknya, pemerintah daerah membentuk dinas-dinas
daerah sebagai unit operasional. Pembentukan dinas-dinas tersebut dilakukan
dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama disebut
se lf connined product groupst 02 atau multi dipisinnal shucturet 03 dan pe nde katan ke dua
disebut sebagaifunctional struchtretqa. Kedua pendekatan ini digunakan untuk
membedakan berbagai bentuk dinas yang ada pada pemerintah daerah sesuai

dengan karakteristik masing-masing. Karakteristik tersebut dapat dicermati
dan setiap dinas dapat melakukan pelayanan.
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Pada praktiknya di Indonesia, kegiatan dinas dapat dikelompokkan
menurut fungsi yang hendak dicapai. Penelitian yang dilakukan oleh
Tim Peneliti di Sekolah ringgi Pemerintahan Dalam Negeri (srpDN)
dan Tim Peneliti di Lembaga Administrasi Negara (2001), memisahkan
fungsi organisasi yang dipraktikkan pada pemerintah daerah menjadi tiga
kelompok yang dilakukan oleh dinas-dinas di daerah.

a. Dinas yang berfungsi dan menjalankan tugasnyahanya memberi
pelayanan saja. Dinas ini memberi pelayanan kepada masyarakat, baik
yang dilakukan melalui unit pelaksana teknis maupun yang langsung
oleh dinas bersangkutan.

b. Dinas yang berfungsi ganda melaksanakan kegiatan pelayanan secara
langsung kepada masy arakat dan mengumpulkan dana sebagai sumber
PADS.

c. Dinas yang hanya berfungsi untuk mengumpulkan PADS.

Hal ini memberikan gambaran yangjelas terhadap fungsi-fungsi dinas
dalam menjalankan tugasnya. Melalui fungsi-fungsi ini diharapkan dapat
memberikan kej elasan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan.

Tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
termasuk kecamatan dan kelurahan/ desa secara langsung dimaksudkan
untuk memperdekat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,
khususnya pamongpraja kepada masyarakatnya. Dalam konteks otonomi
daerah yang sedang dikembangkan di Indonesia, pelayanan dengan model
di atas dapat memperkuat semangat otonomi. Dengan demikian, pemerintah
daerah mendapatkan otoritas lebih besar untuk meningkatkan kinerjanya,
dan sisi pemerintah berharap agar daerah makin akuntabel, ekonomis,
dan efisien, dan di sisi lain pemerintah daerah juga perlu mengakomodasi
tuntutan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Pelajaran yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam pelayanan publik
di tahun 1980-an adalah dengan meningkatkan peran sektor publik, yaitu
adanya pergeseran filosofi dan gaya manajemen. Pergeseran itu ditandai
oleh lunturnya dikotomi publik dan swasta. Sebelumnya, filosofi, gaya, dan
prosedur manajemen sektor swasta sering dicurigai oleh pemerintah daerah.
Namun, pada tahun l98O-an, pemerintah daerah mulai merujuk sektor
swasta sebagai model manajemen. Sedangkan di Inggris, langkah drastis

't i :liii:r,ll,,:',
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yang dilakukan oleh Margareth Tatcher dengan mengimpor manajer senior

dan sektor swasta untuk melakukan reformasi organisasi dan manajemen

sektor publik, merupakan salah satu contoh perubahan radikal dalam sektor

publik. Dari pengalaman Amerika dan Inggris dalam melakukan pelayanan

tentunya dapat mendorong pelaksanaan reformasi pelayanan sebagai upaya

menuju close to the cosfumer

Dalam perkembangan yang semakin pesat maka sudah saatnya

perubahan pelayanan termasuk pemerintah daerah mengubah orientasi

pelayanan dengan memperhatikan berbagai kriteria maupun standar yang

dapat dijadikan sebagai acuan.

D. Kekuatan Visioner Bangsa

l. Pernirnpin Transforrnasional

Pada masa yang akan datang, aktivitas kepamongprajaan di Indonesia

sudah dipastikan akan mengalami perubahan-perubahan yang cepat

sebagai konsekuensi logis dari adanya pembaruan pemerintahan dan

reformasi pamongpraja serta adaptasi yang dilakukan terhadap perubahan

yang terjadi secara cepat. Beberapa karakteristik penting dari pemimpin

transformasional diperlukan dalam dinamika perbaikan manajemen

kualitas, yaitu sebagai berikut.

a. Memiliki visi yang kuat.

b. Memiliki peta tindakan (mapfor action).

c. Memitiki kerangka untuk visi (framefor the uision).

d. Memiliki kepercayaan diri (self confidence).

e. Berani mengambil risiko'
f. Memiliki gaya pribadi inspirasional.

g. Memiliki kemampuan merangsang usaha-usaha individual'

h. Memiliki kemampuan mengidentifikasik an manfaat-manfaat. r05

2. Pernirnpin Visinoner

seperti yang sudah disebutkan disebelumnya bahwa pamongpraja

merupakan l,eadn(pemimpin)mauPun luadship organfuati'on(kepala organisasi).

Kepemimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah

16 Gaspersz, y\ncent. Mamjemen Kualitas, Penerapan Konsep-konsep Kualitas Dalam Manajercn Bisnis Total' JakzrtA'.

Gramedia. 1997, hal. 197.



kepemimpinan yang hams memenuhi syarat berakhlak bersih dan tidak cacat
moral.r06 Pemimpin yang bermoral dan berakhlak yang ditandai dengan
kebersihan akidah, akhlak, tujuan hidup, harta, dan bersih pergaulan sosial.
Syarat ini yang harus pertama dan utama untuk memilih dan mengangkat
pemimpin dalam birokrasi pemerintah, termasuk pamongpraja. Selain itu,
pemimpin harus memiliki visi mau dibawa ke mana tugas-tugas pekerjaan
yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, dijelaskan bahwa, visi mencakup
upaya yang mampu melihat jangkauan ke depan yang berskala daerah,
nasional hingga global. Ia menanamkan "kepemimpinan visioner" atau
dengan kata lain, seorang pemimpin yang mampu melihat jangkauan ke
depan secara global (bervisi global-bertindak lokal).

visi pada hakikatnya adalah untuk menjelaskan arah pencapaian tujuan,
diikuti peningkatan kualitas kerja, peningkatan kinerja organisasi. Menurur
Suradinata, ada lima fenomena kualitas pamongtraja.

a. Memberikan pelayanan pada masyarakat baik dalam lingkup aparatur
maupun masyarakat umum.

b. Pengembangan diri, tuntunan terhadap kemampuan setiap pamongpraja.
Untuk itu, mereka harus terus belajar dan meningkatkan pendidikan dan
pelatihan baik melalui penjenjangan maupun diklat teknis fungsional.

c. Pelaksanaan tugas, yaitu melaksanakan tugas tanggungjawabnya selaku
aparatur pemerintah dalam negeri yang lebih mengutamakan tugas
pokok.

d. Keteladanan. sebagai seorang pamongpraja, keteladanan merupakan
aspek yang menentukan. Da]am Kepemimpinan Pancasila, keteladanan
merupakan sikap konsisten dan konsekuen dalam menghayati dan
mengamalkan nilai-nil ai yang terkandung di dalamnya.

e. Lingkungan, mencakup faktor alam dan sosial yang antaralain terdiri
atas etika, moral, budaya, serta jati diri bangsa Indonesia.r0T

Di samping itu, organisasi birokrasi pemerintah yang diisi oleh para
pamongpraj a haruslah berkualitas. Kualitas pamongpraj a yangdiharapkan
adalah sebagai berikut.
a. Pamongpraja yang bersih dan berwibawa dalam mengelola pemerintah,

baik di tingkat pusat hingga di daerah.

'6 Thoha, Miftah . Perilaku Organisasi, konsep dasar dan aplikasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
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e.

b. Pamongpraja bertindak profesional serta tepat tanggap terhadap

permasalahan yang ada'

c. Pamongpraja menjadi pelopor reformasi birokrasi yang pelaksanaannya

difokuskan pada kualitas serta pem erataankesempatan pelayanan publik

sebagaimana motto 'Abdi Negara dan Abdi Masyarakat"

d. Pamongpraja menjadi cuttral dalampembangunan jiwa korsa dan bekerja

secara kolektivitas tsm (team work) yang efektif dan efesien'

Pamongpraja memiliki kemampuan yang memadai sebagai individu

dan kemampuan manajemen dalam mengelola birokrasi pemerintah'

Pamongpraja memiliki sikap yang netral terhadap politik dan memiliki

prinsip memihak terhadap kepentingan negara, yang direpresentati{kan

dalam bentuk memihak kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, pamongpraja harus memiliki strategic uision dalam

melihat kondisi yang akan datang sehingga penyelenggaraanpemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan di masa kini untuk menyongsong masa

depan, namun yang perlu menjadi perhatian adalah dalam pelaksanaan

pembangunan masa kini perlu memperhatikan nilai-nilai dan sejarah karena

kondisi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kondisi di masa sebelumnya'

oleh karenanya, diharapkan pamongpraja mempunyai perspektit luas dan

pandangan yangjauh ke dePan'

Di sisi lain, pamongpraja dituntut agar memiliki visi kesejagatan

(globalisasi) yang melekat pada dirinya serta tindakan yang dilakukan secara

lokal. Dalam mendukung visi tersebut maka pamongpraja dapat berperan

menyiapkan sistem pemerintah yang bersifat dinamis, berorientasi pada

kemandirian masyarakat, lebih pro-aktif sekaligus antisipatif terhadap

perubahan, mampu menarik investasi serta membina para pengusaha

nasional untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan nasional' Ini

semua berkaitan dengan pembinaan etos kerja melalui pembudayaan sistem

kerja terpadu dengan didasari pembinaan yang spesifik selain pembinaan

kemampuan teknis administratif dan pembinaan moral-agamis. r08

Dari berbagai pandanganparapakar dan melihat berbagai fenomena

yang ada maka dapatlah disusun visi pamongpraja untuk masa kini dan

akan datang, sebagai berikut.

ro8 Disadur dari tulisan Suradinata p ada majalah Abdi Praja edisi 1997



a. Profesionalisme korps pamongpraja sudah lebih meningkat dengan
karakteristik utama berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat.

b. Koordinasi menjadi alat utama guna meningkatkan efsiensi pemberi
p elay anan kep ada m asyarakat.

c. selain mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang bersifat umum

@eneralis), pamongpraja juga mempunyai keahlian khusus (spesialisas)

yang bisa diandalkan.
d. Memiliki semangat dan jiwa kewirausahaan, yakni kemandirian atau

bergerak dengan memaksimalkan potensi yang ada di dirinya dan
sekitarnya guna meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat.

e. Memiliki kemampuan bernegosiasi yang telah menjadi satu keahlian
korps pamongpraja yang dapat ditonjolkan.

I Menj alankan kepemimpinan transformasional yang bersifat mengayomi,
adil dan jujur serfa berakhlak yang baik tanpa ada cacat moral.

g. Mengutamakan kualitas kerja dan kualitas pelayanan, baikpada instansi
pemerintah maupun pelayanan prima kepada masyarakat.

h. Mempunyai strategic uiion dalam mengantisipasi perubahan pemerintahan
maupun perubahan masyarakat di tingkat lokal maupun global yang
semakin cepat dan mengalami pasang-surut.

3, Kode Etik Petugas Adrninistrasi

Dwight Waldo dengan bukunya yang ber{udul "Tlu Entnprae o1t Administratinn"
(dalam The Liang Gie, l9B9: 7. 2), menjelaskan bahwa perugas negara memiliki
kew{ibarr-kew4jiban etis (ethiral obfuatinrx)yang lebih banyak dalam kaitan dengan
perbuatannya dibanding pegawai swasta. Demikian pula para aparatur yang
memegang jabatan tinggi dalam badan-badan pemerintah, mempunyai lebih
barryak kew{iban-kewjliban etis daripada siapa pun dalam organisasi itu. Implikasi
lebih lanjut dari pendapat itu ialah setiap aparatur yang mengelola administrasi
pemerintahan wajib memiliki sikap-mental dan perilaku yang mencerminkan
keunggulan watak, keluhuran budi, dan berbagai etis yang bersumber pada
kebajikan moral, khususnya keadilan. Tanpa asas-asas etis itu, seorang petugas
negara tidak mungkin membina suatu kehidupan bangsa dan ke adaNt masyarakat
yang tenteram dan sejahtera. Bahkan kebalikannya, kehidupan rakyatmungkin
dijerumuskan pada kegelisahan dan kesengsaraan. rOe

'@ DisadurdaritulisanDwightWaldodalambukunyaberjudtl"TheEnterpreseofAdministration"tahunlgs0dalam
The Liang Gie, Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi, diperlengkap Sutarto, PUBIB (Pusat Belajar
Ilmu Berguna), Yogyakarra. i989, hal.7.2.



Lebih lanjut, The Liang Gie menjelaskan perhimpunan-perhimpunan

para petugas administrasi di Amerika pada tahun 1984 telah menyetujui

sebuah kode etik yang memuat asas-asas dan ukuran-ukuran baku moral

yang menjadi tolok ukur bagi para ap^ratur yang bertugas sebagai

administrasi pemerintahan. Adapun ukuran baku moral yang dimaksud

sebagai berikut.

a. Menunjukkan ukuran baku yang tertinggi mengenai keutuhan watak

perseorangan, kebenaran, kejujuran, dan ketabahan dalam semua

kegiatan pubtik kita agar supaya membangkitkan keyakinan dan

kepercayaan rakyat pada pranata bangsa: (demonstrate the higest standards

of personal integriQ, truffilness, honesy and tortitude in all our public actiuities in

order to inspire public confdmce and trust in public instintions).

b. Melayani ril<yat dengan penuh hormat, perhatian, sopan, dan tanggap

dengan mengakui bahwa pelayanan kepada rakyat adalah di atas

pelayanan terhadap diri sendiri: (suuice tlu publit withrupect, clncerry courtns;4

and resporniumess, recogni<i;ng that ssraice to the publir is be2ond sraice tn oneselJ).

c. Berjuang ke arah keunggulan profesional perseorangan dan

pengembangan profesional dan secara keseluruhan mengelola

administrasi negara: (striaefor personal profesional excellmce and mcourage the

profesional d.euelopment olf our associates and those seeking to enter thefield of public

administration).

d. Melaksanakan tugas-tugas operasional dan organisasi serta secara

konstruktif melakukan komunikasi yang terbuka, kreativitas, pengabdian,

dan welas asih (approach our organization and opuational duties with a positiue

attitude and constructiuel2 support opm communicatiory creatiuiE, dedication, and

compassion).

e. Melaksanakan pelayanan yang lebih mengutamakan kepentingan

masyarakat sebagai pihak yang dilayani daripada kepentingan pribadi:

(serue in such a way that we do not realize undue personal gainfom the performance

of our fficial duties).

f. Menghindari suatu kepentingan berdasarkan hak-hak istimewa,

pertentangan dengan melaksanakan kewajiban: (auoid aryt interest or actittifri

which is in coffict with the conduct of our fficial dutfus).

g. Menghormati dan melindungi informasi yang diperoleh berdasarkan

hak-hak istimewa yang diperoleh pada saat melaksanakan tugas: (rupect



h.

j

k.

an prltect the piuileged irformation to wltich we haue acces in tlte course of oficial
duti"l.

Menjalankan wewenangyang dimiliki menurut hukum dengan maksud
untuk memajukan kepentingan umum: (exercise whateuer discreationarlt

authoifii we haae under law to promote the public interut).

Bertanggungjawab dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan
menangani urusan masyarakat dengan kemampuan dan profesional:
(accept as a personal dutlt the responsibilifi to kup up to date on emergingissues and

to administnr the public! business with profesional competences,ifairbess, impartiafX

fficimcy and ffictirenus).
Mendukung, menjalankan, dan menempatkan personil berdasarkan
penilaian, kecakapan serta program-program tindakan afrmatif guna
menjamin adanya kesempatan yang sama pada peningkatan karier,
pembinaan, dan penerimaan orang-orang yang memenuhi persyaratan

dari segenap unsurmasyarakat:(n^tpport,impbmtn| andpromotzmnitstnplayrcnt

and programs of ffimatiue action to assure equal opporhtniry fu our recruihnms

sel"ection" and aduancmtmt of qualified pusonsfom all elnnmts of ,ti"A).
Meniadal<an semua bentuk pembedaan yang tidak sah, karena kecurangan,

maupun salah urus keuangan negara serta saling mendukung dalam
melaksanakan tugas: (el;iminate all forms of ilkgal discrimination, faud" and

mistnanagunent 0f publicfunds and n"rpport collzgagues if tlry are in fficulQ because

of resporuible ffird n correct such discrimination,faud, misrnanagmtmt or abuse).

Menghormati, mendukung, menelaah, dan bila perlu berusaha untuk
menyempurnakan konstitusi yang mengatur hubungan di antara instansi

pemerintah, sesama aparatur, hingga sesama warga negara: (rupect,

support, study and whm necessary, uork to improuefederal and state constitutions,

and other laws which defne relationship among public agencils, unployus, clients,

and all citi<ens).tto

E. Makna J{esebangsaan

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kepemimpinan visioner
jangka panjang dapat mengantarkan dari kebangsaan ke kesebangsaan

Indonesia melaluipengurangan kesenjangan vertikal antarlapisan masyarakat

r'0 Gie, The Liang. Pengertian, Kedudukan, dan Perincian IImu Administrasi, diperlengkap Sutarto, PIIBIB (Pusat Belajr
Ilmu Berguna), Yogyakana. 1989, hal. 7. 11.
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dan pengurangan kesenj angan horizont al antardaerah secara konsisten

dan berkelanjutan sehingga pada suatu saat setiap orang berkesempatan

berkarya bagi negara dan juga memiliki kesempatan menikmati hasil

pembangunan secara bersama-sama. Pada posisi itu, peran pamongpraja

sangatlah strategis. Pamongpraja harus daat memposisikan dirinya sebagai

penjaga nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan yang beraneka ragam.

Dalam menjalankan perannya tersebut, tentunya pamongpraja perlu
membekali dirinya dengan sebaik-baiknya, membekali dirinya sebagai

individu yang berkualitas, sebab yang dihadapi sangatlah berat dan penuh

tantangan dan hambatan.

Dalam menanamkan nilai-nilai kesebangsaaan tersebut, selain menyiapkan

aktor yang berperan mendorong semangat nilai-nilai kesebangsaan juga

dibutuhkan wadah yang digunakan sebagai wahana pengayom dan wahana

pelindung masyarakat, wahana yang dimaksud tersebut adalah pemeritah

daerah, sebab daerah merupakan kunci dari utuhnya rasa kebangsaan itu.

Jika daerah satu dengan lainnya kurang memiliki rasa kesebangsaan maka

pondasi dari negara kesatuan tentunya akan goyah. Rasa kesebangsaan lahir
dari adanya rasa sebagai satu bangsa yang kemudian mengikat hati untuk
bersepakat menjadi sebuah bangsa yang besar. Adanya rasa kesebangsaan

inilah yang menguatkan Indonesia hingga saat ini. Oleh sebab itu, bagi

pamongpraja sebagai aktor dari pemupuk nilai-nilai kesebangsaan sekaligus

sebagai penyelenggara pemerintah daerah dan pembe rday aan potensi daerah

secara keseluruhan sangat tergantung pada kesempurnaan pamongpraja
yang bertugas sebagai aparatur pemerintah. Idealnya pamongpraj a memiliki
semangat atau etos kerja yang lebih baik dari yang lain, maupun kualitas

intelektual sebagai pribadi yang unggul, serta kemampuan sebagai pelaksana

dan penyelenggara pemerintah di daerah.

Modal intelektual bagi pamongpraja telah menjadi suatu hal yang mutlak.

Karena dengan menghadapi situasi dan kondisi dunia yang terus bergerak

diperlukan aparatur yang mampu memposisikan dirinya untuk turut berperan

aktif dalam situasi tersebut, sehingga rnanfaatyang dapat dirasakan adalah

situasi dan kondisi daerah dapat secara terus-menerus stabil dan menyesuaikan

dengan situasi dan kondisi perubahan. Untuk itu, modal intelektual harus

menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah daerah pada saat ini, sebab

pada masa yang akan datang bukan lagi harus memperhitungkan tentang



kekayaan yang dimiliki daerah, akan tetapi seberapa banyak aparatur
pemerintah daerah yang berkualitas secara intelektual serta dapat berperan
secara aktif bagi perkembangan rasa kesebangsaan.

Modal intelektual adalah materi intelektual-pengetahuan, informasi,
hak pemilikan intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk
menciptakan kekayaan. Dengan demikian, modal intelektual terdiri atas: (a)

pengetahuan, (b) informasi, (c) hakpemilikan intelektual, (d)pengalaman.lrr
Selain itu, terdapat sepuluh elemen yang membentuk modal intelektual,
yaitu: (1) modal manusia (human capital), (2) modal pelanggan (customer capital,

(3) kekayaan intelektual (intellechtal propert2), (4) modal struktural (structural

capital), (5) teknologi informasi (information technologt), (6) pengetahuan yang
telah terkodifikasi (codified knowkdge), (7) inovasi (innouation), (B) pengetahuan
yang tidak terungkap (ncii knowkdge), (9) kekayaan intelektu il (intellenal assets),

(10) riset dan pengambangan (ruearch and deuelopment)".t12

Modal intelektual yang dimiliki oleh pamongpraja bukan saja diperoleh
dari pendidikan formal semata, akan tetapi juga dapat dipengaruhi
oleh situasi dan kondisi iklim organisasi yang kondusif, serta adanya
penciptaan organisasi pembelaj aran (organisation learning), yang dibentuk
melalui kematangan pribadi (personal mastery), model mental (mental models),

membangu n .u:rsi (shared uision), tim pembel ajaran (team Learning), tidak berpikir
individual atau berpikir sistematik (slstematic thinking). tt3

Untuk itu, modal intelektual dan kualitas sumber daya yang dimiliki
oleh setiap pamongpraja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk
menunj ang kesuksesan pencapaian penyelengg ar aarr pemerintahan dan
pelayanan publik. Karena dengan adany a kemampuan aparatur pemerintah
daerah yang sangat menunjang diharapkan upaya-upaya membangun nilai-
nilai kesebangsaan akan dapat terlaksana dengan baik serta dapat mencapai
tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Adanya kemampuan ataupun keterampilan merupakan penj abaran
lebih lanjut dari modal intelektual yang dimiliki oleh setiap pamongpraja
karena kemampuan ini merupakan proses penjabaran pelaksana dari

rrr Wasistiono mengutip pendapat Stewart yang dimuat dalam bukunya yang berjtdtl Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan
Daerah, d\terbukn oleh Fokusmedia, Bandung, 2003, hal. 35.

i2 lbid.
rI3 Wasistiono, Sadt, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerqh,Fokusmedia, Bandung, 2003, hal. 36.



konsep pemikiran dan keputusan-keputusan politik. Berbagai problematika

yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemerintah maka kemampuan

pamongpraja dalam melakukan kreativitas dan inovasi bagi pelaksanaan

kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat sangat diperlukan.

Kesiapan pamongpraja dapat diamati dari dua sisi, yaitu kesiapan

konsep dan kesiapan menjabarkan konsep ke dalam rincian langkahJangkah

kebij akan praktik penyelenggaraan pemerintah ataupun pemerintah daerah.

Kesiapan konsep akan tampak dari rumusan hasil diskusi yang dilakukan
secara intensif untuk mengakomodasi pemikiran-pemikiran cemerlang
dalam rangka memperoleh konsep final pengelolaan daerah berdimensi
jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dari situ akan

terbaca jelas mengenai rumusan visi, misi dan strategi pemerintah daerah

dalam melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan kesiapan menjabarkan
konsep ke dalam rincian langkah-langkah kebijakan tampak dari tersedianya

program operasional, tahapan-tahapan pencapaian nya rancangan berbagai

peraturan daerah (perda), rencana pengembangan, serta langkahJangkah
nyatayang telah ditempuh selama masa persiapan. Semua itu merupakan
potret dari kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi

pelaksanaan otonomi daerah.rra Untuk itu, kemampuan dalam berpikir dan

bertindak menjadi suatu prasyarat utama dalam mencapai pamongpraja
sebagai perekat nilai kesebangsaan.

Kenyataan yang terjadi, bahwa pamongpraja merupakan pihak yang

paling aktif dan yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat

di dalam pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari, danparnongpraja
yang juga berperan sebagai pelaksana dari keputusan-keputusan politik.
Di samping itu, setiap pamongpraja harus memiliki kemampuan untuk
memberikan pelayanan publik dan perlindungan kepada masyarakat,
serta memiliki kemampuan dalam pemberdayaanmasyarakat dan sebagai

pelaksana pembangunan di daerah. Sedangkan etos kerja merupakan sikap

yang mutlak dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah daerah, sebab etos

kerja dapat melahirkan motivasi, pola pikir dan sikap positif lainnya, yang

dapat memberikan nilai bagi peningkatan profesionalisme pelaksanaan

rra Yudoyono, Bambang. Otonomi Daerah; Desentralisasi dtn Pengembangan SDM Aparatur Pemerinmh Dmah dan Anggota

DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakana, 2003, hal. 1 19.



tugas. Sebab harus diakui bahwa setiap bangsa yang memiliki etos kerja
yang baik akan sangat berpengaruh secara baik pula bagi perkembangan
bangsa tersebut.

Berdasarkan teoretis etos kerja pegawai, maka terdapat lima prinsip yang
ditafsirkan mempunyai relevansi dengan pengendalian dan pelaksanaan

tugas pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh Warwickrrs bahwa
pengendalian orientasi yang mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan
organisasi. Pengendalian sikap yang mengacu pada alternatif-alternatif.
Pengendalian sikap pegawai, untuk dapat dipercaya dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya. Selain pegawai pemerintah dituntut untuk
terbuka, pengendalian selanjutnya adalah bahwa dalam bersikap pegawai
harus selalu mengacu pada ketentuan dan peraturan yang ada sehingga

tanggung jawab administrasi menjadi jelas, bersikap adil, jujur dalam
bertindak. Pengendalian tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan harus

menghasilkan pegawai-pegawai yang mempunyai dan memikul tanggung
jawab sendiri. Untuk itu, muara yang paling baik dari perngembangan etos

kerja pegawai adalah agam4 karena agama dapat membentuk sikap dan
motivasi dalam persepsi realitas sosial bagi tata kehidupan manusia.

Etos kerja yang tinggi merupakan bahan pengendali bagi pamongpraja
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga setiap pamongpraja
dapat memposisikan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat
secara baik dan terarah. Dalam hal ini etos kerja merupakan suatu 'pagar'
bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.rr6 Oleh sebab

itu, etos kerja pegawai merupakan syarat mutlak yang diharapkan mampu
memberikan acuan dan pembatas bagi perilaku aparatpemerintah dalam
melaksanakan tugasnya. I r7

Garna menyatakan, etos kerja itu adalah sesuatu yang berada di belakang

derajat dan kualitas kerja, seperti kerja keras, kerja tepat waktu, jujur dan

ulet dalam bekerja, berorientasi pada prestasi, kreatif dan berorientasi pada
perubahan.r18 Etos kerja merupakan hasil dari tugas dan fungsi pamongpraja
dalam pelaksanaan pelayanan, yang di dalamnya mengandung sejumlah

l15

1\7

uE

Papasi, J.M. ,1994, Ilmu Administrasi Pembangunan; Inovasi dan Pembangunan Proyeft, Pionir Grup, Bandung, 1994, hal,

6445.
Suryaninggrat, Bayu. Pamongpraja dan Kepala Wilayah,Aksua Bm, Bmdung, 1980, hal. 6.

Martemmu mengemukakm dalm Tesis, 2001.

Gma, Judistira K. , Ilmu-ilmu Sosial; Dasar - Konsep - Posisi, Primaco Akademika, Bandung,2@1,ha1.244.



nilai tertentu yang dapat memberikan ciri kepada proses dan hasil pekerjaan,

sehingga etos kerja tidak hanya berorientasi kepada pemenuhan materi atau

imbalan kerja, tetapi yang terutama adalah prestasi kerja. Dari hal tersebut,

dapat disadari bahwa etos kerja merupakan sumber motivasi, ide, cita-cita

maupun pikiran yang akan menentukan tindakan dalam menyelesaikan

pekerjaan, dengan menganggap bahwa pekerjaan merupakan sumber
pendorong partisipasi dalam pelayanan pemerintahan. Untuk itu, dengan

semakin progresifnya etos kerja pamongpraja maka dapat dijamin hasil yang

akan dicapai semakin baik, secara kuantitatif ataupun kualitatif,

Dewasa ini, etos kerj a merupakan suatu hal yang penting bagi profesionalisme,

dengan etos kerja pamongpraja yang baik akan dapat memberikan pengaruh
yang baik pula bagi pelaksanaan tugas. Hal ini yang mesti diperhatikan dengan

seksama, pamongpraja harus memiliki etos kerja yang tinggi

sehingga fungsi pamongpraja sebagai perekat bangsa dapat berjalan dengan

baik. Inti etos kerja bagi para pegawai negeri terwujud dalam kemauan

dan kesediaan bekerja keras, penuh disiplin, tidak mengenal lelah dan tidak

memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri.rre Lebih lanjut, dasar etos

kerja bagi para pegawai negeri adalah pengabdian kepada bangsa, negara dan

pemerintah.r2O Di samping itu, dengan etos kerja yang tinggi, pamongpraja

dapat memberikanjaminan mutu kepada masyarakat dalam menghadapi era

globalisasi yang semuarrya dituntut dengan serba cepat dan tepat, ser[a bertindak
dinamis maupun bersikap arif dan bijaksana.

Gunnar Myrdal2r , menyebutkan sikap dan karakter yang menggambarkan

etos kerja yang tinggi, yaitu: rajin, disiplin waktu, sederhana, jujur, rasional
dalam membuat keputusan dan tindakan, siap berubah, gesit dalam
menangkap kesempatan yang muncul, enerjik dalam bekerja, berdiri pada
kekuatan sendiri, mau kerja sama, mempunyai pandangan jauh ke depan.
Etos kerja tidak semata-mata dibentuk oleh kualitas pendidikan atau
prestasi yang berhubungan dengan profesi dan dunia kerja. Tetapi juga
ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan erat dengan suasana batin
dan semangat hidup yang bersumber pada kenyakinan sebagai mekanisme
hidup yang bersifat batin. Akan tetapi, harus juga diakui bahwa etos kerja

"e Siagian,SondmgP.,KerangkaDasarllmuAdministrasi,RinekaCipta,Jakallta,l992,hal.l4E.
tn lbid.1992.hal.148.
r2r Hidayat, Ahmad,, Orientasi Penafsiran Al-Quran dan Sumbangannya Bagi Pengembangan Budaya Kerl, Orasi Ilmiah,

Lustrum V IAIN Sunm Gunung Djati Bandung, 8 April 1993, 1993, hal. 7.
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yang selalu menggerakkan usaha keras dan pantang menyerah, yangpada
hakikatnya memerlukan bantuan kecerdasan.

Hal itu amat dibutuhkan guna mencerahi dan menerangi jalan agar
dapat menetapkan pilihan di antara persoalan yang pelik secara lebih
tepat serta dapat menghadapi berbagai kemungkinan dan akibat-akibat
yang risikonya besar. Untuk itu, tanpa dibarengi dengan kecerdasan yang
mencerahkan, etos kerja dapat mendorong pada tindakan-tindakan yang
secara diametral berlawanan dengan moralitas. Akhirnya, lemahnya etos

kerja pamongpraja pada umunya banyak disebabkan oleh lebih senang

mempertahankan bentuk budaya kerja yang tidak menguntungkan. Hal
itu disebabkan oleh berbagai faktor yang memiliki hubungan reciprokal,
baik faktor budaya, maupun faktor struktur sosial, seperti kesempatan dan
permodalan. Apabila hal ini secara terus-menerus dibiarkan, akan dapat
membahayakan sikap profesionalisme pamongpraja.

Setiap pamongpraja senantiasa perlu mengembangkan rasa kepekaan

terhadap kepentingan masyarakat maupun masalah-masalah yang
terdapat di masyarakat yang harus dipecahkan dengan secepatnya dan
tepat, bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang berarti tidak
menyalahgunakan wewenang ataupun melampaui wewenang yang dimiliki,
baik ditinjau dari segi peraturan yang berlaku maupun dari nilai-nilai etika
pemerintahan. Ketersediaan pedoman bertingkah laku, yang dikenal dengan

etika profesi untuk birokrasi pemerintahanjuga sangat diperlukan di dalam
upaya membangun semangat pengabdian dan pengembangan kualitas
mereka. Etika ini tidak sama dengan peraturan disiplin. Ia berkenaan
dengan suatu acuan moralitas yang menjamin tegaknya wibawa dan citra
baik seorang pegawai negeri sebagai abdi masyarakat. Cakupan nilainya
lebih luas dari sekedar ketaatan kepada hukum.r22

Nilai keadilan sosial yang ingin dicapai dengan tujuan tersusunnya

suatu masyarakatyang seimbang dan teratur serta kesebangsaan, sehingga

seluruh warga negara memperoleh kesempatan guna membangun suatu

kehidupan yanglayak, dan mereka yang lemah kedudukannya akan
mendapatkan bantuan yang semestinya. Keadilan sosial yang merujuk
kepada masyarakat (societ) atau negara yar.g dapat berfungsi sebagai

r22 Rreyid.Ryms.MalouPererintahm:TinjauandariSegiEtikaduKepemimpirun,YasifWatampone,Jakarta, 1996,hal.T4,



subjek maupun objek. Dengan demikian, konsepsi keadilan sosial di

satu pihak mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahtetaan umum

serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara

proporsional seraya membantu anggota-anggota yang lemah, dan di lain

pihak mewajibkan para warga untuk membantu masyarakat atau negara

guna mencapai tuj uan ny a.t'u Lebih lanj ut, Kumorotomo mengungkapkan,

agar terselenggara administrasi negara yang berwibawa di setiap jenjang

kita wajib selalu mencegah timbulnya distribusi yang tidak adrl (unjust

disnibution) dari sumber-sumber daya politisi, sosial, maupun ekonomi,r2a

sehingga peran pamongpraja dalam mendorong kesebangsaan menjadi

suatu hal yang sangat penting, karena hal tersebut akan dapat memberikan

arti dan fungsi bagi setiap pamongpraja dalam menjalankan peranan utama

untuk menciptakan stabilisator dan dinamisator di pusat dan daerah.

Ia Kumorotomo, Wahytdr. Etika Administasi Negara,RalaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 106

ta lbid.2002.h^l.Il1.



A. Pamongpraja

1. Pengertian Parnongpraja

Menurut etimologis Jawa, asal kata pamong berasal dari bahasaJawa

"amzrl{", atauemong" yung artrnya adalah mengasuh atau membimbing atau

mendidik. Dari kata amzng atau emzng kemudian menjadi pangamong atau
pangemong artinya orang yang mengasuh atau orang yang membimbing
atau orang yang mendidik. Adapun istilah '?rqjo" berasal danbahasaJawa
kuno yang diartikan kerajaan atau negarq misalnya praja ngamarto, artinya
kerqjaan ngamarto atau pendouo. Jadi, secara asal kata, pamongpraja diartikan
sebagai:

. pembimbing kerajaan/negara;
I pengasuh negara;
. pendidik negara.

Kata among merupakan metode populer yang kerap digunakan dalam

sistem pendidikan Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantoro
diJogyakarta tanggal 3Juli 1992. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

pamongpraja berarti pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara.

Dalam Kamus Indonesi"a-Inggris, pamongpraja diterj emahkan sebag ai ciail

saztbe.Jadi, pamongpr aja dapat diartikan sebagai pengasuh pemerintahan
atau abdi masyarakat.

Di sisi lain dalam memahami pengertian pamongpraja dapat dibagi
atas pengertian pamongpraja dalam arti luas dan pamongpraja dalam arti
sempit. Pengertian pamongpraja dalam arti luas mencakup segenap pegawai

dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri (saat ini Kementerian
Dalam Negeri)yang ada dan bekerja di daerah yang melaksanakan urusan



pemerintahan pusat atau pemerintahan umum. Sedangkan pengertian

pamongpraja dalam arti sempit mencakup mereka yang memegang

pimpinan dan menjadi kepala dari suatu wilayah administratif. Dari kedua

pengertian tersebut pamongpraj a dapat diartikan sebagai perangkat atau

pejabat pemerintahan yang ada di daerah yang tugasnya melaksanakan

urusan pemerintahan umum./pusat.

Pada masa kini, pengertian pamongpraja mengalami redevinisi.
Hal ini sesuai perkembangan zarnan dan dinamika yang terjadi bagi para

penyelenggara pemerintahan. Menurut Wasistiono, dalam makalahnya

yang disampaikan pada Temu Akbar Alumni Pendidikan Pamongpraja

PropinsiJawaBaratpada tanggal 29 IVIaret 1999 dengan judul "Redefinisi,

Reposisi dan Refun gsianalisasi Korp s Pamon gpraj a", defi nisi p amongpraj a

sesuai paradigma baru, yaitu aparatur (pusat maupun daerah)1tang dididik secara

lrhusus untuk mujalankan tugas-lugas pemerintahan dmgan kompeteni dasar Koordinasi,

Kol.aborasi dan Konsensus (3IQ dalam rangka mnnberikanpela2anan umum serta mmjaga

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.t2s Sekalipun demikian, definisi

tersebut masih membuka ruang untuk diperdebatkan, terutama mengenai

tiga kompetensi dasar yang perlu diimiliki oleh anggota korps pamongpraja.

Selain melakukan redifinisi, korps pamongpraja juga harus melakukan

reposisi dalam arti menata ulang kedudukan dan hubungannya dengan

pemerintah serta partai yang berkuasa sejalan dengan kebijakan pemerintah

nasional sebagaimana tertuang dalam PP No. 5 Tahun 1999 yang diperbaiki

dengan PP No. l2 Tahun 1999 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil.

Lebihjauh dapat dibandingkan pula dengan perkembangan netralitas PNS

dalam UU Nomor 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2. FungsiParnongpraja

Seiring dengan perkembangan fungsi pelayanan pemerintahan,
pamongpraj a adalah personifikasi yang melayani secara langsung sebagai

apar at p emerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pamongpraj a

adalah seseorang yang harus mampu memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Pamongpraja adalah sosok yang mengayomi, mengurus
kepentingan rakyat, memimpin pemerintahan sesuai prinsip-prinsip
kepemerintahan yang bark (good gouernance).

r25 Wasistiono, Redefenisi Kode Kehormatan dan Nilai-Nilai Kepamongprajun,MateiTOT Diklat Kemendagri. 2009
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Selain itu, korps pamongpraja harus melakukan refungsionalisasi, yaitu
menata kembali fungsi-fungsi yang selama ini dijalankan oleh pamongpraja.
Selanjutnya, dijelaskan bahwa perlu diakui secara jujur bahwa selama ini
fungsi-fungsi yang dijalankan oleh korps pamongpraja belum tampak secara
jelas, bercampur aduk karena adanya pengembangan karier secara lintas
keahlian. Pada akhirnya, pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki korps
pamongpraja menjadi tidak jelas pula sehingga sulit untuk dikategorikan
sebagai sebuah profesi yang utuh dan mandiri. Syarat untuk menjadi sebuah

profesi yang utuh dan mandiri paling tidak diorientasikan pada:
. disiapkan melalui pendidikan khusus;

mengembangkan pekerjaan dan kariernya melalui kegiatan-kegiatan
yang bersifat khusus berkaitan dengan pendidikannya;
tergabung dalam sebuah organisasi profesi;
terikat pada kode etik.126

Perdebatan mengenai profesi pamongpraja sudah berjalan sejak lama.
Pada akhirnya, telah diperoleh sebuah pengertian bahwa pamongpraja
merupakan sebuah profesi umum (general professioz). Konsekuensi logis atas

profesi umum tersebut dapat masuk ke mana-mana (tidak spesifik) dan
dapat dimasuki oleh siapa pun yang berminat dan memenuhi syarat yang
bersifat sangat longgar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kurikulum
di IPDN mengikuti acuan output-nya sebagai generalist.

Menurut Wajong bahwa dinas pemerintahan umum dengan
pamongpraja merupakan organisasi tua, dimulai dari kedatangan
Belanda pada tahun 1596.'27 Adapun sejarah singkat penggunaan istilah
pamongpraj a, antara lain sebagai berikut.

a. lnstitusi dan korps pangreh praja, istilah padazarnan penjajahan Belanda

dtsebut Binnmkntds Butuur (BB), terdiri atas para pejabat departemen dalam

negeri yang ditempatkan di daerah yang bertugas memelihara keteirteraman

dan ketertiban serta menyelenggarakan kesejahteraan umum. Tugas korps

pangreh praja mencakup bidang yang sangat luas. Pada masa itu, korps

pangreh praja merup akan alatpemerintahan asing r2B

Ibid.

Wajong, J, Asas danTujuan Pemerintahan Daerah, Djambatan. 1972,ha1.13.

Koesoemahatrnadja,Djaal. Perkembmgan Fungsi dM Struhur pamngpruja dari Segi Sejarah, Nmi Bandung. 1978, hal. zl4.



c.

Pada masa sesudah kemerdekaan, istilah pangreh praja digantimenjadi

pamongpraja dengan alasan bahwa kedudukan dan tugas pangreh praja

dalam negara yang merdeka berbeda dengan pada masa penjajahan.

Presiden Soekarno pada tahun 1953 mengatakan bahwa pengertian

pamong lebih dalam artinya daripada pengertian pemimpin ataupun

pengasuh. Prinsip pokok dalam mengemong adalah Tut Wuri Handaltani,

mengikuti di belakang tetapi tetap mempengaruhi.r2e

Dalam statuta IPDN ditetapkan bahwa IPDN merupakan komponen

Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan
kedinasan kader pamongpraja. Di dalam statuta tersebut terdapat istilah

"pamonprqja".

d. Menurut Samadikoen, tugas pamongpraja dalam rangka dekonsentrasi

pada awal kemerdekaan dapat diringkas menjadi tiga macam berikut.

1) Sebagai instansi penengah (arbiter), di antara kepentingan-
kepentingan yang saling bertentangan dan bermusuhan'

2) Sebagai instansi penghubung di antara lingkungan hukum tata

negara yang berlain-lainan.
3) Sebagai pemelihara dari penegak ketenteraman dan keamanan

umum dan dalam hubungan ini memiliki hubunganyang erat sekali

dengan j awatan kepolisian. I 30

Konsep kepamongp rajaan sebagai kualitas berkembang sepanjang

sejarah dan oleh sebab itu mengandung arti sebagai berikut.

a. Sebagai nomina (nama) beberapa institusi di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri, yaitu sebutan bagi pejabat pusat di daerah padazaman
dahulu sampai sekitar tahun 60-an (korps pangreh praja kemudian

bergantinama menjadi korps pamongpraja), sesudah itu dijadikan
sebutan sebagai unit kerja penegak hukum di lingkungan pemerintah

daerah, yaitu polisi pamongpraja.

b. Sebagai fungsi objektif di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri, yang

menjembatani tiap komponen dengan komponen lain, dan hadir antara

komponen sebuah sistem. Pemerintahan terdiri atas beberapa kualitas ini
sekaligus fungsi utama yang harus dipenuhi agar kinerja pemerintahan

berkualitas, yaitu conducting, coordinating, dan "all weathu seruing".

Gie, The Liang. Peng ertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu AdministBi, diFdengkap Sutarto, PUBIB (Pusat Belajr Ilmu

Berguna), Yogyakarta. 1989, hal. 170.

Ibid. 1989.hal. 171.



c. Sebagai lembaga di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kualitas
lembaga diharapkan profesional agar kinerj anya dapat lebih baik dan
berkualitas tirggt.

d. sebagai kekuatan visioner yang mengatasi waktu dan tempat,
yaitu membaca tanda-tanda zaman) bersikap dalam ketidakpastian
dan mengantisipasi sejauh mungkin masa depan, sehingga proses
kesebangsaan dari kebhinekaan menuju ketunggal-ikaan terus-menerus
berjalan. Berdasarkan kekuatan itu, kepamong-prajaan mengemban
misi suci (mision sacre) bangsa dan negara, yaitu mengelola keunikan
tiap masyarakat menjadi kekuatan mata-rantai nusantara, mengurangi
kesenjangan vertikal dan horizontal antarmasyarakat secepatnya dan
memproses kesebangsaan guna mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Misi
itu diselenggarakan melalui strategi pemerintahan, yaitu redistribusi
nilai-nilai yang dihasilkan oleh subkultur ekonomi melalui pelayanan
kepada subkultur pelan ggan, baik pelayanan sivil s eb agai luw @ib an negara

maupun pelayanan publik sebagai kewenangan punuintah.
e. Sebagai pioner pertama, buah pemikiran besar, roh zaman, yang

berkualitas sebagai kenegeraw anan, maka kepamongp rajaan berarti
kemampuan membuat sejarah (ltistory making),sehingga buah pemikiran
besar pamongpraja Indonesia, yaitu mereka yang memiliki kualitas
kepamongprajaan yang dapat mempengaruhi perjalanan sejarah
Indonesia di tengah-tengah dunia beratus-ratus tahun kemudian.

f, Kepamongprajaan pada puncak kualitasnyz., yaitu kenegarawanan, bukanlah
hanya milik Kementerian Dalam Negeri, akan tetapi milik dunia.

3. Standar Parnongpraja

Pamudji dalam Pidato Ilmiah berjudul "Membina Dinas Pamongpraja
ke Arah Dinas Karier Dalam Administrasi Negara", dalam rangka Hari
wisuda APDN Malang dan Peresmian IIP Tanggal 25 Mei l 967 di Malang
menyatakan kepamongprajaan itu adalah "kualitas kinerja yang secara
objektif dibutuhkan, profesi berkualitas general:ist, dan perlu dilembagakan
menjadi dinas karier".

Pamongpraj a adalah aparatur pemerintah sehingga harus mempunyai
standar yang dapat diandalkan, guna menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Adapun
standar ini dimaksudkan untuk menjadi tolok ukur dalam menentukan



kualitas pamongpraja. Sedangkan kualitas menjadi penentu hasil kerja yang

dilaksanakan. Oleh karena itu, kualitas pamongpraja selalu dikembangkan

melalui pendidikan dan pelatih an agar mampu menangani masalah-masalah

pemerintahran di masa kini dan masa yang akan datang. Adapun standar

kepamongp rajaan dalam Statuta IPDN adalah sebagai berikut.

l. Pamongpraja sebagai kader pemerintahan sipil di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

2. Pamongpraja sebagai kader pemerintahan sipil diperlukan pada setiap

jenjang administratif pemerintahan. Semakin ke atas strukturnya

semakin mengerucut. Di tingkat desa/kelurahan diperlukan ribuan

orang pamong desa/pamong kelurahan, dan dipuncaknya pamong

b angsa/ ne gar a, y ait'rt pre siden'

3. Pamongpraja generalis yang mengetahui dan mengenal sedikit demi

sedikit tentang banyak hal. Dalam hubungan ini, kepamongprajaan

lebih sebagai seni (art) dankreativitas ketimbang tekhnik dan spesialisasi.

Kualitas ini tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi umum yang

cenderung spesialistik.

+. Pamongpr{a adalah dinas karier, Kesinambungan, konsistensi, keselarasan,

keseimbangan dan keserasian program memberikan tenaga yang bebas

dari pengaruh rezim politik lima tahunan seperti yang terjadi selama

ini. Hubungan antara pamongpraja dengan politisi harus bersifat

transformasional, bukan transal<sional. Selama ini, masing-masing unsur

stnrktur sup ra(trins potitikn)asik bertransalsi antara mereka, sehingga struktur

infra terlupakan. Pamongpraja sendiri harus selektif bukan elektil

5. Pamongpraja memerlukan kecerdasan. Kecerdasan tidak dapat

terbentuk melalui diklat jangka pendek, doktrin singkat, instruksional,

dan rekrutmen berdasarkan spoil sltstnn, bersifat insidental, tetapi melalui

pendidikan formal beijazah dan pengalarnanyang luas.

6. Pamongpraj a adalah tenaga pemikir dan perancang pemerintahan.

Kemampuan berpikir teoretik dan konseptual tidak dapat terbentuk

melalui pendidikan profesional berprogram diploma atau spesialis.

Pendidikan seperti itu ditujukan pada profesi dan job tertentu yang

ditawarkan pasar. Sebaliknya, profesi dan job pamongpraja bersifat

publik, sudah tersedia. Oleh sebab itu, kualitas pamongpraja dibentuk

melalui program pendidikan akademik.



7 . Pamongpraja perlu dibekali dengan llmu pemerintahan sebagai pedoman
dalam menj alankan tugas-tugasnya.

B. Pamongpraj a adalah profesional. Seorang profesional mengabdi pada
profesi (pekerjaan), bukan pada orang. Pengabdian tersebut bersumber
pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah (teoretik), dan karena ilmu
yang menjadi andalan adalah kybernologi, maka pertimbangan-
pertimbangan itu demi perlindungan kemanusiaan dan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat.

9. Pamongpraj a adilah kepala, manaje4 pemimpin, koordinatoq conductor

(kngm), penyelamat, dan pengelola sisa. Pemerintahan dapat dipandang
sebagai organisasi, usaha, dan komunitas, yang terdiri atas komponen yang
berbeda-beda dengan kondisi yang berlain-lainan. Gerakan komponen-
komponen itu harus harmoni satu dengan yang lain agar bersama-sama
menghasilkan kinerja optimal. Oleh sebab itu, pamongpraja hanx memiliki
sikap dan kemampuan kekepaiaan, manajerial, dan kepemimpinan.

I 0. Pamomgpraja sebagai kenegarawanan. Kualitas tertinggi kepamongrr{aan
adalah kenegarawanan. Seorang negarawan menghasilkan pikiran-pikiran
besar (magnanimous), memandang sejauh mungkin ke depan, berwatak
impartial, dan nonpartisan. Berperan menjalankan misi pemerintahan
Indonesia, yaitu mengelola keunikan tiap daerah dan mayarakat
menjadi keuatan mata rantai nusantara, mengurangi kesenjangan
vertikal antarlapisan masyarakat dan mengurangi kesenj angan horizontal
antardaerah secepatnya, sehingga "tlu people wlto get tlte pain are the people who

share the gain", danmemproses kesebangsaan guna mewujudkan Bhinneka
Tirnggat lka, adalah Kementerian Dalam Negeri.

Il.Kepamongprajaan dibentuk melalui pendidikan kedinasan di bawah
Kementerian Dalam Negeri, yaitu lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDli) melalui jenjang pendidikan D4, Sl, 52, dan 53.

12. Kepamongprajaan adalahjiwa kerja korps yang berwawasan nusantara
dan bersemangat kesebangsaan.

4. Persyaratan Parnongpraja

Untuk menjadi seorang pamongpraja yang lingkup pekerjaannya
melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat diperlukan suatu
p ersyaratan. Persyaratan dimaksud adalah seb agai b erikut.



a. Persyaratan formal
t) Berpendidikan (memiliki ijazah) tertentu.

2) Memiliki kemampuan keterampilan tertentu yang diprasyaratkan

bidang pekerjaan yang dihadapi.

b. Persyaratan psikologis, yaitu kriteria persyaratan mental/kejiwaan
(emosional) yang menunjang pelaksanaan tugas kepamongprajaan.

1) Kestabilan emosional.

Kemampuan mengendalikan emosi, mampu mengendalikan
perasaan, sabar, tidak mudah tersinggung dan cepat marah atau

meledakJedak.

2) Menghormati dan menghargai orang lain.

Memperlakukan orang lain secara bermartabat, tidak melecehkan

kehormatan oranglain, menghargai kepentingan oranglain dan tidak

merendahkan (under-estimccte) terhadap kemampuan orang lain.

3) Mampu bergaul secara luas.

Tidak mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan sosial

dengan pihak lain dari berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan

sehari-hari maupun dalam memasuki situasi sosial baru.

+) Ulet dan tekun.
Mampu mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan, teliti dan tidak

gampang menyerah atau putus asa.

5) Mampu berempati.

Dapat memberi perhatian dan ikut merasakan kebutuhan dan

kesulitan orang lain, sehingga timbul keinginan untuk melayani

sebaik-baiknya.

6) Memiliki sikap tegas.

Tegas dalam menerapkan aturan, namun fleksibel atau luwes dalam
memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang mendesak.

7) Inisiatif dan tanggungjawab.
Dapat melaksanakan pekerjaan yang merupakan bidang tugasnya

tanpa menunggu dorongan atau perintah orang lain secara

bertanggung jawab.

B) Mampu bertindak adil.

Memberikan pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan

pelayanan dengan tidak membeda-bedakan status, pangkat, suku,

dan agama.



c. Menguasai keterampilan teknis tertentu. Keterampilan teknis yangperlu
dikuasai, antara lain sebagai berikut.
1) Dapat mengoperasionalkan teknologi yang ada, seperti; mesin ketik,

komputer, note book,/kp top, mesin penghitung kalkulatoq dan lain-
lain.

2) Memahami segenap peraturan, petunjuk pelaksana fiuklak), petunjuk
teknis fiuknis), dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
dengan bidang tugas yang dihadapi.

3) Menguasai cara pengisian secara benar segala macam bentuk
formuli4 format, blanko, dan mampu membuat dan menjelaskan
tabel, grafik, atau gambar yang terdapat pada bidang pekerjaan
yang digeluti.

B. Pamong Desa atau Kelurahan

Keberadaan pamong desa dalam tingkatan pemerintah berada di tingkat
terbawah. Adapun sistem kerja yang dibangun sebagai pamong desa adalah
melalui membangun kesepaka tan (b es lising) secara ko nsiste n terus-menerus
dengan warga masyarakat, sebagaimanadizaman dahulu kepala desa diakui
dan berperan sebagai hakim perdamaian desa. Perbedaan dan konflik,
kompetisi dan perlombaan, pertaruhan dan pertarungan, sesungguhnya

tidak menceraiberaikan atau menciptakan permusuhan, tetapi justru
mempersatukan jika semua pihak menjujung tirggt sportivitas.

Prinsip dasar dalam penyelenggaraanpemerintahan desa berdasarkan
UU No. 5/1979 adalah sebagai berikut.

a. Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai

pula dengan sifat NKRI, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa diseragamkan.

b. UU No. 5 / 197I tentang pemerintahan desa, hanya mengatur desa dan
kelurahan dari segi pemerintahannya, dengan demikian UU tersebut
tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat, adat-istiadat
dan kebiasaan-kebiasaarr yarrg masih hidup sepanjang menunjang
kelangsungan pemerintahan, pembangunan dan ketahanan nasional.

c. UU 5/ 1979 tidak mengarah kepada pembentukkan daerah otonom
tinekat III.



a.

Prinsip-prinsip penting dalam penyelengg araan pemerintahan desa,

antarz- lain sebagai berikut.

b.

L.

Desa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 adalah desa atau yang disebut

rrarrra lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana

dimaksud dalam penjelasan pasala lB UUD 1945.

Pemerintahan desa adalah pemerintah desa dan badan perwakilan desa.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama

lain dan perangkat desa.

Badan perwakilan desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi

mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarkat, serta melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemarintahan desa, di samping berfungsi sebagai

lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksar'aan Perdes,

APBDes dan keputusan kepala desa.

Penyelengg araan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem

penyelenggaraan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masy arakatnya.

d.

Pamong desa merupakan struktur terbawah dari pamongpraja yang
melekat di desa. Pamong desa dapat menduduki jabatan mulai dari ketua

rukun tetangga sampai dengan kepala desa. Namun, dengan adanya

Undang-Undang Desa, membuka gerbang baru bagi pamongpraja untuk

terjun ke desa sebagai pendamping desa.

Pamongpraja sebagai profesional merupakan tenaga ahli pemerintahan
termasuk di dalamya pemberdayaan desa. Keahlian ini mencangkup
kompetensi pamongpraj a dan nilai-nilai kepamongp rajaan. Keberhasilan
pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya bergantung pada keterampilan

dan keahlian pamong desa, namun juga harus komitmen dengan
beberapa hal, antaralain komitmen pada profesionalisme, komitmen pada

keterbukaan, komitmen pada kejujuran, komitmen pada kebersamaan dan

kerja sama, komitmen pada kemitraan, dan komitmen pada kepentingan

pembelajaran dan mencari keuntungan bersama dalam bentuk pola
horizonal. sebagai pamong desa dapat menerapkan berbagai strategir3r

dalam program pemberdayaan rnasyarakat sebagai berikut.

rrr Buku 8 Ketahanan Masyrakat Desa. Kementerim Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trmsmigrasi, 2015, hal. 29.
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a. Melalui pendekatan (pembentukan) kelompok, yaitu kelompok yang

terbentuk atas inisiatif masyarakat sendiri dengan tujuan pokok
memecahkan masalah yang dihadapi. Diharapkan dalam kebersamaan

terjadi penyatuan potensi dan saling memperkuat. Dalam proses ini,
berbagai keterbatasan yang dimiliki orang miskin disinergikan untuk
untuk mencapai hasil yang lebih besar. Kesinambungan kelompok akan

terjaga apabila kelompok yang dibentuk didasarkan pada kebutuhan

masyarakat.

b. Melalui pendampingan langsung, yaitu pendamping tinggal di Iokasi

yang sama dengan kelompok yang akan dikembangkan. Pendamping

berasal dari orang luar yang karena tugasnya tinggal di sekitar lingkungan

tersebut. Tenaga pendamping adalah orang-orang yang memiliki:
kepedulian sosial yang tinggi (pemihakan kepada kaum tertindas),

pengetahuan tentang sebuah program yang akan dibangun bersama

komunitas lokal, dan keterampilan dalam manajemen (memulai dan
mengelola) sebuah program pengembangan masyarakat.

c. Penumbuhan kader lokal, yaitu unsur warga pada lokasi program
yang akan melanjutkan peran, fungsi, dan tugas-tugas pendamping
ketika program telah memasuki tahap kemandirian. Selain itu, juga
meningkatkan peranan kepemimpinan yang berasal dari komunitas.

d. Pengembangan kelembagaan komunitas, yaitu upaya mengembangkan

suatu kelembagaan yang berbasis moral dan aktif menampung kebutuhan
serta aspirasi warga kelompok-kelompok yang telah didampingi dan
merupakan bentuk pengembangan lebih lanjut pengorganisasian
kelompok.

e. Menjaga ker.;'a sama lintas pelaku (multistaluholders) dengan pemerintah.

Pamong desa sebagai pendamping desa dituntut untuk menjadi communiqt

organipr. Peran pamong desa, dalam hal ini tidak hanya memberdayakan

kelembagaan dan aparatur desa, sebab pamong desa juga terlibat dalam

perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Lebih lanjut, pamong desa harus memiliki kemampuan mengorganisir
masyarakat. Bahkan, kemampuan mengorganisir masyarakat itu merupakan

prasyarat mutlak untuk dikuasai pamong desa sebagai pendamping desa.

Pamong desa harus diperkuat, karena mereka menjadi kepanjangan tangan

:,,,,t,,lt|, ,1
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pemerintah pusat di desa untuk memastikan terselenggaranya tata kelola

pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini, pamong desa sebagai pendamping

desa memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat melalui upaya
meningkatkan ketahanan masyarakat desa melalui peningkatan kualitas dan

kuantitas keberlakuan dan tegaknya aturan-aturan hukum dalam kehidupan

masyarakat desa.

Sebenarnya inti sari pemberdayaan masyarakat desa mengacu pada

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

UU No. 6 Thhun 2014 tentang Desa adalah fasfitasi proses belajar sosial yang

menyatu dalam seluruh praktikpembangunan di tingkatan komunitas.r32 Fasilitasi

dimaksud diberikan oleh pamong desa yangjuga dapat berperan sebagai tenaga

pendamping desa yang seluruh gerak pendampingannya menyatu dalam tata

kehidupan masyarakat desa itu sendiri. Warga desa difasfitasi belajar untuk
mampu mengelola kegratan pembangunan secara mandiri. Berbagai pelatihan

dan beragam kegSatan capon!, building dlberikan kepada masyarakat dan dikelola

langsung oleh masyarakat sebagai bagran proses belajar sosial.

Pemahaman normatif tersebut agak berbeda dengan pemahaman
teoretik. Pada pemahaman secara teoretik, sebenar nya tpaya memberdayakan

masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi.r33 Pertama, menciptakan suasana

atau iklim yang memungkinkan pote nsi masyarakat berkemba ng (enab ling).

Di sini, titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap

masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada

masyarakatyang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian, akan sudah

punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan
mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi
yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
(unpowering). Dalam rangka ini, diperlukan langkah-langkah lebih positifi
selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi
langkahJangkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan
(t put), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunitits)yang

akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

r32 Ketahanan Desa. Ibid,hal.33.

"3 Kartasasmita. Ibid,hal. 12.



Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah
peningkatantaraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam
sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi,
Iapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut
pembangunan prasarana dan sarana dasar, baik fisik, seperti irigasi, jalan,
listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan,
yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta
ketersediaan lembagalembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di
perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat
kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang
berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak
selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota
masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya
modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban
adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula
pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam
kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Penting di sini
adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan
yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan
masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan
pengamalan demokrasi. Friedman (1992) menyatakan, "The emporuerment

approaclt, whbh is fundamental to an alternatine deuelopment, pktces the cmphasis on

autonomlt in the decision-marking of tzritlialb organiryd communiti.es, local seffreliance

(but not autarclqt), direct (participatory) dnnocrac2, and experimtial sociallearningl'.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam
proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah
lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat.
Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepadayanglemah amat
mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi
tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru
akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi
harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang
tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan
masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada



berbagai program pemberian (charigt). Karena, pada dasarnya setiap apa

yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yutg hasilnya dapat

dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya
adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun
kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik
secara berkesinambungan.

Terlepas dari itu semua, pamong desa sebagai tenaga pemberdayaan

haruslah melebur dalam kesetaraan dan kemitraan bersama masyarakat.

Mengingat kegagalan pemberdayaa\ masyarakat selama ini banyak

diasumsikan karena prinsip-prinsip pemberdayaan (kode etik pemberdayaan)

yang seharusnya dilakukan bersama (secara partisipatif) telah dilanggar,

karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dari segelintir orang di luar
unsur masyarakat sasaran. Dampaknya menjadi lebih besar terutama
untuk kepentingan pemberd ayaan dan berkesinambungan. Tantangan
proyek yang berorientasi kepada pemberdayaan, bukan hanya dituntut
untuk mempertahankan profesionalisme bagi para pelakunya, tetapi harus

menjadi komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholders yang terlibat
dalam proyek bersangkutan.

Dalam bukunya; "Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan
Kemiskinan" OwinJamasy (2004) mengatakan bahwa para pelaku program
pemberdayaan, harus profesional dan komitmen untuk mewujudkan
seluruh prinsip pemberdayaan ke dalam setiap kegiatan aksi program.
Dikatakannya ada dua belas prinsip yang harus dijadikan kekuatan internal

pelaku pemberdaya: pertama, para pelaku utama pemberdaya dan seluruh

unsur stakeholdns,harusberlaku adil (melaksanakan prinsip kerja berdasarkan

keadilan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas kerja yang adil). Dari
sekian banyak arti dan bentuk perilaku adil, setidaknya dua hal, di antaranya

akan menjadi sangat penting, yakni: keadilan distribusi dan keadilan
prosedural. Adil distribusi adalah berlaku adil ketika mendistribusikan
sesuatu, sekalipun yang miskin harus diutamakan. Setiap individu (siapa pun
orangnya) membutuhkan keadilan, tetapi tidak keluar dari koridor keadilan

apabila ternyata berlaku lebih kepada individu atau kelompok miskin;
apakah miskin dari aspek intelektual (pengetahuan dan keterampilan),
ekonomi (fisik dan material atau sandang, pangan dan papan), miskin dari

aspek politik, dan lainJain. Mereka yang miskin ini sangat membutuhkan



perhatian dan intervensi lebih, dan tentu tidaklah sama bagi mereka yang
tidak miskin. Adalah berlaku adil apabila pendistribusian informasi dan
pengalaman (yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan) lebih
mendahulukan mereka yang miskin daripada yang kaya, karena yang
miskinlah yang sangat membutuhkan, terutama agar terjadi keseimbangan
(tidak timpang); demikian juga dalam pendistribusian bahan makanan,
seperti bantuan beras untuk orang miskin dan subsidi-subsidi lain dari
pemerintah yang selalu mengutamakan orang miskin. Dalam hal ini,
keadilan berfungsi untuk menyeimbangkan stratifikasi sosial yang 

^capkali terlihat semakin timpang antara batas yang kaya dengan yang miskin.
Keadilan prosedural adalah berlaku adil dalam memberikan pela,r'anan,

sekalipun yang harus diutamakan adalah orang miskin, dan bukan
sebaliknya, dimana memberikan pelayanan yang cepat kepada mereka yang
kaya atau yang tidak miskin.

Kedua, seluruh unsur stakeholders harus jujur fiujur kepada diri sendiri
dan jujur kepada orang lain). Kejujuran adalah sifat dasariah manusia,
narnun sering kali berubah (menjadi tidak jujur) karena terkalahkan oleh
kepentingan emosi pribadinya. Kejujuran sangat besar pengaruhnya
terhadap keadilan. Keduanya merupakan sifat dasariah manusia.

Ketiga, kemampuan melakukan problem soluing, menumbuhkan dan
memasarkan inovasi, asistensi, fasilitasi, promosi, dan social marketing.

Memecahkan masalah (probbm soluing) adalah proses bagaimana semua pihak
menerima j alan keluar yang ditawarkan. Pemecahan masalah, bisa j adi dari
si pemilik masalah itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat seni bagaimana proses

dialog yang baik berlangsung ketika proses mencari jawaban dari sebuah
masalah. Tenaga pemberdaya harus terampil dan kreatif mencari inovasi

(ide dan pemikiran baru atau terobosan baru);juga terampil melakukan
asistensi dan fasilitasi (bimbingan dan dampingan); demikian juga dalam
hal promosi dan sosial marketing.

Keempat, kerja sama dan koordinasi seluruh unsur stalceholdersberdasarkan

kemitraan. Kendatipun ada struktur pengelolaan program dengan berbagai
atribut j ab a tanny q namun dalam prose s perj alanannya haru s berlangsung
secara kemitraan. Mengejar misi dan mencapai tujuan program adalah
tugas bersama. Apabila ada persoalan, semestinya menjadi tanggungjawab
bersama untuk mengatasinya, dan tidak dibenarkan apabila pihak pimpinan

-l



atau pihak tertentu mengatakan "itu adalah tugasmu dan kamulah yang

harus bertanggung jawab".

Kelima, partisipasi aktif dari seluruh unsur stakeholders. Partisipasi tidak

hanya diukur oleh jumlah, melainkan harus juga diukur oleh seberapa

banyak elemen masyarakat yang terlibat, misalnya dari latar belakangjenis

kelamin (lakiJaki dan perempuan), latar belakang usia (tua dan muda), latar

belakang sosial-ekonomi (kaya, menengah, dan miskin), dan lain sebagainya.

Bias partisipasi sering kali dijumpai, misalnya pertemuan yang dihadiri oleh

40 orang dan yang dihadiri oleh 20 orang. Dari aspek jumlah, 40 orang

lebih baik dari yang 20 orang, tetapi dari aspek kualitas mungkin saja yang

20 orang akan menjadi lebih baik dan partisipatif karena mereka adalah

wakil dari seluruh elemen masyarakat, sementarayang 40 orang hanyalah

dari kelompok karang taruna.

Keenam,lingkup dan cakupan program berlangsung secara terpadu.

Keterpaduan ini diawali dengan ketajaman analisis dalam melihatpersoalan.

Keterpaduan dari sudut pandang "tujuan" mengandung arti bahwa tujuan

pemberdayaan harus meliputi aspek intelektual, aspek sosial-ekonomi,

aspekfisik, dan aspek manajerial. Tujuanjuga harus mampu meningkatkan

aspek pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Selanjutnya, dari sisi

pelakunya, keterpaduan harus diartikan kepada kerja sama unsur stalceholdus

yang harmonis dan kondusif.

Ktt"luh, mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal.

Pengembangan potensi lokal untuk merintis kemandirian dan memperkecil

terjadinya ketergantungan kepada pihak luar. Pengembangan potensi lokal

yang konsisten, juga mengandung maksud agar masyarakat sadar bahwa

kontribusi itu jauh lebih realistis untuk tujuan rasa memiliki.

Kedelapan, aktif melakukan mobilisasi dan peningkatan swadaya yang

bertumpu kepada kekuatan masyarakat sendiri/kelompok sasaran (self

reliant del elopment). Kenyataan ny a, banyak sekali bentuk kemampuan yang

bisa diswadayakan oleh masyarakat, misalnya: tenaga, ide dan pemikiran,

uang, dan kepemilikan (tanah dan harta lainnya).

Kesembilan, mengembangkan metode pembinaan yang konstruktif dan

berkesinambungan. Program pembinaan dikonstruksi bersama oleh semua

pihak sehingga dapat dipastikan bahwa antara satu bentuk pembinaan



dengan bentuk yang lainnya akan berkorelasi positit saling mendukung
dan berkesinambungan.

Kesepulult, pelaksanaan kegiatan berlangsung secara gradual/bertahap.
Thhapan kegiatan sebaiknya dibuat bersama masyarakat. Fasilitator dapat
menggabungkan antara waktu yang tersedia bagi program dan yang tersedia
pada masyarakat. Tahapan kegiatan tidak akan berpengaruh kepada waktu
yang disediakan. Justru dengan tahapan itulah akhirnya seberapa sempit
pun waktu yang disediakan, akhirnya dapat dikonsumsi atau dibagi dengan
adil (musrenbang)

Kesebelas, seluruh unsur stakeholders harus konsisten terhadap pola
kerja pemberdayaan. Pola ini harus dibedakan dengan pola kerja pada
pembangunan fisik. Pemberdayaan adalah untuk kepentingan manusia
seutuhnya. Oleh karena itu, pola dan cara kerja harus mampu menyentuh
kepada seluruh kepentingan masyarakat (SDM, ekonomi dan material serta
manajrial)

Keduabelas, komitmen serta peduli kepada misi pemberdayaan dan
kepada masyarakat miskin yang kurang mampu (sense of mission, sense of
c ommunity andrnis sion drht en profesionalism).

Sebagai pamong desa, setidaknya pamongpraja dapat meningkatkan
keberhasilan berbagai macarn program dengan berbagaij enis pendekat annya.
Upaya peningkatan keberhasilan ini harus disertai dengan tindakan preventif
dengan mencermati berbagai permasalahan di lapangan. Berikut masalah
atau kendala dalam pemberdayaan desa.

a. Minimnya Bekal Keterampilan yang Dimiliki Masyarakat Desa.

Sebagai contoh, produksi jagung kelompok swadaya masyarakat di
Kecamatan Cibugel (Jawa Barat) kesulitan mendapatkan pasar karena
masalah kuantitas, kualitas dan kesinambungan produksi. Apabila ada

perusahan yang bersedia menerima hasil produksi mereka, sering kali
masyarakat tidak mampu memproduksi sesuai dengan target perusahaan.

Produksi tenun ikat di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur
(NTT) kesulitan pmendapatkan pasar karena kurangnya informasi pasar,

sehingga masyarakathanya memproduksi untuk kebutuhan lokal yang
sangat terbatas dengan harga yang lebih murah. Artinya, peluang untuk
mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa masih besar, namun



menghadapi tantangan yang besarjuga. Tantangan tersebut berkaitan

dengan kapasitas sumber daya manusia.

b. Keterbatasan Akses

Produksi tenun ikat di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur
(NTT) kesulitan mendapatkan pasar karena kurangnya informasi pasar.

Sehingga masyarakat hanya memproduksi untuk kebutuhan lokal

yang sangat terbatas dengan harga yang lebih murah. Kerajinan batu

kecubung di Kecamatan Manis Mata (Kalimantan Barat) tidak mungkin

dimiliki oleh konsumen diJepang, apabila tidak ada informasi pasar,

desain yang disukai konsumen, serta peralatan yang memadai untuk

berproduksi.

c. Kebijakan yang Tidak Tepat.

Selama ini kebijakan menjadi jurisdiksi masyarakat dan pemerintah

bergeser dan berada di bawah pengaruh atau diproses oleh badan-badan

internasional atau perusahaan swasta besar selalu pelaku ekonomi/

keuangan internasional. Yang terjadi adalah penyempitan kedaulatan

pemerintah dan masyarakat untuk menentukan sendiri jenis kebijakan

sesuai dengan kondisi neg r^rya, baik pada aspek ekonomi maupun

sosial budaya. Salah satu dampak negatif yang dirasakan bagi negara

seperti Indonesia, adalah kebijakan yang berkaitan dengan subsidi

di sektor pertanian. Pengurangan subsidi domestik bagi para petani,

akan mengancam kehidupan para petani skala kecil karena tidak dapat

bersaing dengan pemodal besar.

Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk

peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam proses pengelolaan

pembangunan karena kurang efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga

pemerintah desa dan lembaga masyarakat (seperti; BPD, LPMD atau

sebutan lain, PKK dan lembagalainnyadalam menggerakkan partisipasi

dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan)'

Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat yang disebabkan

oleh kurang efektifnya upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah

dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan budaya masyarakat.

Belum optimalnya peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna,

d.

e.



ct-'

h.

karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan
potensi sumber daya lokal.

Belum terselenggaranya pelatihan untuk mengembangkan, memandirikan,
me n swadayakan masy ar akat b awah ataupun aparatur p eme rintah

Masih relatif terbatasnya kemampuan pemerintah desa/kelurahan
dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan pemberdayaan
masyarakat desa/kelurahan.

C. Pamong Bangsa atau Negara

Alasan pembahasan konsep ini karena legitimasi sebagai konsep
yang tak terpisahkan dari kekuasaan, serta praktis berkaitan dengan
tingkat akseptabilitas pamongpraja di tengah masyarakat. Oleh karena
pamongpraja memiliki posisi strategis di tengah masyarakat, maka penting
untuk mengemukakan konsep legitimasi. Legitimasi menyangkut keyakinan
moral yang menguatkan hak untuk memanfaatkan berbagai sumber daya.
Secara umum, legitimasi menunjuk pada penerimaan (akseptablitas) atau
pengakuan pihak yang dipimpin. Kemerosotan legitimasi pemimpin pada
akhirnya berkaitan dengan penolakan publik atas kepemimpinannya. r3a

Legitimasi merupakan sistem nilai yang dip ercayasehingga mengukuhkan
tingkat penerimaan seseorang dalam masyarakat. Suseno membagi legitimasi
dalam bentuk legitimasi religius, eliter, dan demokratis.r35 Kepemimpinan
seseorang dapat saja diterima apalagi secara religi dapat menopang
keyakinan spiritual orang banyak. Legitimasi eliter merujuk pada seberapa
besar tingkat penerimaan masyarakat terhadap aspek pragmatis yang
dijanjikan. Sedangkan legitimasi demokratis berhubungan dengan proses
dan hasil yang dicapai dalam mekanisme prosedural.

Selanjutnya, tanpamembahas birokrasi lebih dalam sebagai organisasi
pemerintah paling konkret (apalagi membahas idealisme Maximilliam
Weber), elaborasi berikutnya menitikberatkan pada konsep kekuasaan
dan kepemimpinan dalam organisasi pemerintah serta kontribusinya bagi
kepemimpinan pemerintahan Indonesia. oleh karena organisasi pemerintah

t3a Huyanto, Kekuasaan Elile, JIPIIGM, Yogyakarta, 2005.
r35 Frans Magnis Suseno, 1999, Erita Kekuasqan, Prinsip-Prinsip Kewarganegaraan,Kanisius, Jakarta.



adalah bentuk dari pelembagaan kekuasaan , maka penting membahas

kekuasaan hingga ke level yang lebih formal, yaitu kewenangan (authorifit).

Menurut Friedman (1973), Lukes (1978), dan Raz (1989)136 terdapat enam

alasan yang mendorong perlunya kekuasaan dikonstruksikan. Di antara

alasan tersebut, terdapat pembedaan antarakekuasaan defacto dan kekuasaan

de jure (Peters, 1967; Wich, 1967). Kekuasaan defacto terjadi manakala

masyarakat mematuhi pemimpinnya dalam bentuk yang sesuai, sedangkan

kekuasaan de jure ada tatkala pemimpin memiliki hak atas kepatuhan

masyarakat dalam wilayah yang diatur melalui kelembagaan.r3T

Banyak ahli yang mengacu pada kekuasaan sebagai penerapan kzkuasaan

yang dikgitimasi.Ini dapat berarti bahwa paksaan dapat diterapkan kepada

seseorang dengan kekuasaan de jure, sekalipun orang yang dipaksa tidak

merespons kekuasaan tersebut. Namun demikian, dapat saja perintah-

perintah para pemimpin menghasilkan kepatuhan secara non-coers'f.

Secara sederhana, kekuasaan adalah konsep yang memiliki makna ganda,

yaitl- pengaruh dan kepatuhan. Agar pengaruh dapat dijalankan, maka

kekuasaan mesti dilakukan dalam batas-batas normatif yang disepakati

semua pihak (Friedman, 1973). Sedangkan kepatuhan seseorang kepada

pemimpinnya memiliki dua bentuk, yaitu kepatuhan tanpa pefianyaan

(klutri,smatik-Weber) dan kepatuhan dengan kritis. Dalam kaitan itu pemimpin

setidaknya memfiki otoritas yang cukup, yaitu seperangkat kekuasaan yang

terinstitusionalisasikan secara sah.

Authorifl menunjuk pada kewenangan yang terlembagakan, memiliki

batas dan ukuran-ukuran tertentu. Kewenangan pada hakikatnya mempakan

kekuasaan. Keduanya dibedakan dalam hal keabsahan. Kewenangan

merupakan kekuasaan yang memfiki keabsahan (formal powa), sedangkan

kekuasaan tidak selalu demikian. Masih menurut Freidman, pembedaan

dilakukan antara menjadi otoritas (being an authoigt) dan memegang otoritas

(being in authoriqt). Menjadi otoritas berkaitan dengan masalah keyakinan,

dimana kepatuhan terbentuk oleh klaim pengetahuan, kesadaran dan keahlian

khusus. Seseorang dipatuhi kemungkinan ia dipercaya memiliki pengetahuan

yang luas, kesadaran yang tinggi atau memfiki keahlian yang luar biasa.

136 Kuper md Jessica, Adam. The Social Science Encyclopedia (te4), PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000, hal. 53.

13? TentanghubunganpengaruhantaraAierhadapB,dapatjugadilihatpenjelasanR.A.DahldalanAlfian,MenjadiPemimpin
politik, Jakrta,Gramedia, 2010, hal. 222.Llh^t jrgrMclcm dan Alstair McM\lln, Oxford Concise Dictiomry,hal. 431.



Kondisi ini menegaskan kekua saan fu facto di tengah-tengah masya rakat.
Sedangkan memegang otoritas adalah masalah tempat seseorang dalam
tatanan normatif dimana seseorang diakui memiliki posisi kekuasaan secara
dejure. Para pemimpin tradisional dan kharismatik menjadi otoritas melalui
keyakinan dan nilai, sedangkan para pemimpin dalam sistem-sistem legal
rasional memegang otoritas dalam wilayah tindakan tertentu saja. para
pemimpin traditional biasanya berasal dari keturu nan rajadan bangsawan
yang memiliki otoritas defacto. Mereka memiliki otoritas yang relatif luas
dengan batasan otoritas penguasa yang lebih tirgs. Sedangkan para pegawai
pemerintah (cfuil seruant) memiliki otoritas dejure sesuarbatasan normatif yang
ditetapkan secara rasional-legalistik.Rekrutmen basis kepemimpinan dengan
memanfaatkan otoritas defacto dalam masyarakat bangsawan akan semakin
mengukuhkan efektivitas pemerintahan.

Kepemimpinan pemerintahan, baik di level puncak maupun menengah
akan memiliki otoritas dnjure, sekaligus dtf*n. Dalam kasus di papua, seorang
camat yang telah lama bertugas dan menunjukkan predikat baik dimana secara
de jure memperoleh otoritas dari pemerintah daerah, kadang sulit dimutasi
bukan karena faktor lain, tetapi lebih disebabkan oleh tingkat akseptabfitas
masyarakat yang tinggi secara fuifuttn Camat telah dianggap sebagai bagian dari
komunitas mereka, bahl<an dikukuhkan sebagai pemimpin mereka, sehingga
memindahkan seorang camat sama saja dengan menggugurkan kepercayaan
mereka terhadap pemerintah, atau bahkan melukai perasaan mereka.

Persoalannya, apakah pamongpraja dengan posisinya dalam struktur
kekuasaan adalah kelompok elit dalam organisasi pemerintahan? Berpijak
pada Pareto dan Moscar38, terdapat elit yang memerintah (gouerning elite)
yang terdiri atas individu-individu yang secara langsung atau tak langsung
memainkanperan besar dalam pemerintahan selain elite yang tak memerintah
(non gounning elit).Mosca melengkapi konsep ini dengan menegaskan bahwa
dalam masyarakat selalu terdapat kelas yang berkuasa denganjumlah sedikit
terhadap kelas yang dikuasai dengan jumlah yang banyal<.

Dalam konteks Indonesia, Kartodihardjo menjelaskan bahwa terdapat
dua jenis elite, yaitu elit modern dan elite tradisionallse. Elite tradisional
dipengaruhi oleh tata struktur tradisional, cenderung mempertahankan

r38 T. B. Bottomore , Elite dm Muyuakat Akbar Tmjmg Institute. Lihat juga Vam4 200 8, politik Mofum,Rajawali, Jakarta. 2006.

'3e Kartodihrdjo,srtano,EliteDalamPerspektifsejaraft,Lp3Es,Jakarta,lggl.



stahn qut dan memandang setiap perubahan sebagai ancaman) sedangkan

elite modern cenderung melancarkan perubahan. Penjelasan tersebut

tampaknya akan menarik jika dikaitkan dengan uraian Van Nieltao dan

Sutherlandtnt yurg menggambarkan terbentuknya elit modern Hindia-

Belanda dari politik birokrasi kolonial. Sutherland melihat tingginya pengaruh

politik birokrasi kolonial Belanda terhadap elit birokrasi modern pada eta

posttnt oninl.Menurutnya, Hindia Belanda adalah negara modern pertamayang

mewariskan tidak sedikit tradisi kelembagaan Indonesia pascakemerdekaan.

Birokrasi Indonesia adalah potret dari pengaruh sistem pemerintahan Belanda

yang mengedepankan pendekatan sistem pemerintahan tidak langsung (indirect

rule), dengan tetap mempertahankan simbol-simbol penguasa tradisional.

Hal ini tampak dengan cara memanfaatkan para pejabat pribumi dalam

jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan, karena dipandang lebih murah

dibanding mendatangkan pejabat asli Belanda. Atas dasar itu, Emmersonra2

menyimpulkan bahwa secara institusional, kerajaan (keraton) dan birokrasi

pribumi amat berpengaruh, selain pengalaman berpolitik di era uolksrand serta

kemunculan kaum terpelajar di wilayah politik-kritis.

Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia adalah satu jenis

kepemimpinan di bidang pemerintahan.ra3 Ini membedakan dengan jenis

kepemimpinan pada organisasi lain seperti perusahaan. Kepemimpinan

pada dasarnya merupakan gejala kelompok. Kepemimpinan adalah seni atau

kemampuan mempengaruhi atau mengajak oranglain untuk melakukan apa

saj a. I aa Pemimpin (le adu) melakukan tindakan-tindakan yang menunj ukkan

kepemimpinan (leadershrp). Memimpin pada hakikatnya melayani, bukan

dilayani. Ini merupakan pergeseran dari konsep steering (mengatur) sebagai

refleksi dari sistem sentralistik ke arah rowing(mengarahkan) sebagai wujud

dari sistem demokrasi. Dewasa ini, kepemimpinan pemerintahan lebih

diharapkan pada upaya untuk membangun harapan dan mimpi (make to

hope and dreams), bukan sekedar memerintah dengan segenap otoritas yang

melekat. Hal ini didasarkan pada kepercayazn bahwa kepemimpinan

merupakan sentral dari proses perubahan dalam masyarakat.

14 Van Niel, Robert, Munculnya Elit Modem Indonesia, Pustaka Jaya, Jakarta 1984'

tar Sutherland,Heather,TerbentulorydsebuahEliteBirokrasi,SinarHarapan,Jakarta,l983'
ra2 Emmerson.DonaldK,PoliticalCultureandCulturalPoliticr,ComellUniversityPress,lthacaandLondon. l9T6.

ra3 Pmudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksua, Jakarta' 1985' hal 1'

ra pendapat dyang dikemukakan oleh D. Eisenhower ymg dikutip Alfian dalam bukunya yang berjudul Menjadi Pemimpin

Politik. Granedia. Jakarta, 2010, hal 50.



Oleh karena inti dari manajemen pemerintahan adalah kepemimpinan,
maka kepemimpinan menjadi faktor esensial dalam pencapaian tujuan
bersama. Tirjuan dimaksud secara umum diperjuangkan lewat organisasi

istimewa, yaitu pemerintah (gouernment). Pemerintah adalah instrumen
konkret negara dalam upaya mewujudkan tujuan yang dimaksud. Demikian
setidaknya menurut Finer bahwa pemerintah setidaknya menunjukkan
kegiatan atau proses, masalah-masalah negara) para pejabat yang
memerintah serta bagaimana cara atau metode dimana ke seluruhan tuj uan
tadi dapat diwujudkan. Ia5 Akhirnya, kepemimpinan pemerintahan Indonesia
yang seyogianya sebagai pamong bangsa atau negara merupakan refleksi

dari keseluruhan indikasi di atas dalam rangka mewujudkan tujuan negara

sebagaimana termuat dalam konstitusi.

D. Etika Pamongpraja

Etika menurut bahasa Yunani adalah ethos, yang diartikan sebagai

kebiasaan, watak atau adat. Sedangkan etika menurut bahasa Perancis

adalah etiquette, yang diartikan sebagai etiket berarti kebiasaan atau cara
bergaul, berprilaku yang baik.

Dalam Ensiklopedi Indoneia, etika disebut sebagai ilmu tentang kesusilaan

yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat;

apa yang baik dan apayang buruk. Dari definisi atau pengertian tersebut,
dapatlah disimpulkan bahwa etika selalu dihubungkan dengan adat istiadat
atau kebiasaan manusia, baik itu merupakan kebiasaan yang baik maupun
kebiasaan yang menyimpang atau kebiasaan buruk, bagaimana manusia
seharusnya bersikap tindak di dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

Aristoteles (dalam Nondi dan Romli, 2003), memberikan istilah Ethica

dalam 2 pengertian, yaitu kesusilaan dan kumpulan peraturan. Maka
dapat diartikan bahwa ethica adalah setiap kesediaan jiwa seseorang untuk
senantiasa menjadi seperangkat peraturan kesusilaan. Etika lebih merupakan

pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan,
pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu, pandangannya,
seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu
bersifat baik atau buruk.

ra5 Finer, Comparative Government,PenguinBooks Ltd. , Hamonds Worth, Middlesex, England. 1974, hal 3.

i|.*i,



Dalam kenyataan kehidupan sosial, semua masyarakat mempunyai

aturan moral yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu. Tata

kelakuan itu harus diikuti oleh anggotamasyarakat dan akan menimbulkan

hukuman bagi pelanggarnya. Namun sebaliknya, yang terjadi apabila

perilaku tersebut dianggap ideal, akan mendapat imbalan (reuarQ yang
sepadan. Dengan demikian, fungsi etika adalah untuk membina kehidupan

yang baik berdasarkan nilai-nilai moral tertentu. Kehidupan manusia

bersifat multideimensi, meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan,

yang kesemuanya memerlukan etika, termasuk di dalamnya kehidupan

birokrasi.

Lebih lanjut dapat disampaikan beberapa unsur yang menjadi landasan

atau hal-hal yang membentuk etika sebagai berikut.
r Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip-prinsip moral tentang

baik dan buruk dari tindakan atan perilaku manusia dalam kehidupan

sosial.
. Etika berkaitan erat dengan tata susila (kesusilaan), tata sopan santun

(kesopanan) dalam kehidupan sehari-hari yang baik dalam keluarga,

masyarakat, pemerintahan, bangsa, dan negara.
. Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma) kaidah, dan aturan.
. Etika berupa etika umum (etika sosial) dan etika khusus (etika

pemerintahan).
. Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang profesional, yaitu

kode etikPNS, kode etikkedokteran, kode etikpers, kode etikpendidik, kode

etik profesi akuntansi, kode etik hakim, kode etik pengacara, dan lainnya.

Menurut Max Weber, ciri-ciri legitimasi etis adalah sebagai berikut.

' Penyesuaian persoalan-persoalan kekuasaan secara etis, dalam arti
berdasarkan nilai-nilai moral dalam masyarakat.

. Perilaku kekuasaan didasarkan landasan etika yang dihubungkan dengan

ajaran atau ideologi.
r Setiap perbuatan dilakukan secara umum dan tidak hanya kepentingan

tertentu (aested interest).

Etika lebih banyak berbicara tentang baik dan buruk, bukan benar atau

salah sebab yang berbicara tentang benar atau salah adalah hukum. Baik

dan buruk lebih didasarkan norma dan tata krama yang pada umumnya



tidak tertulis, tetapi telah disepakati oleh masyarakat sebagai suatu tata
nilai. Setidak-tidaknya, dalam organisasi dikenal 3 (tiga) macam etika,
yaitu etika individu, etika organisasi, dan etika profesi. Etika perorangan
menentukan baik atau buruk perilaku orang per orang (individu), dalam
hubungannya dengan individu lain. Sementara, etika organisasi itu sendiri
menggariskan konteks tempat keputusan-keputusan etika persorangan
yang justru harus dimiliki oleh orang yang menjadi abdi masyarakat
(public seruant) dan bagaimana hubungan yang terjalin antarorganisasi.
Sedangkan etika profesional berlaku dalam suatu kerangka yang diterima
oleh semua yang secara kaku atau secara moral mengikat mereka dalam
kelompok profesi yang bersangkutan. Etika profesional yang dikembangkan
dan dilembagakan dalam bentuk "kode etik". Kode etik ini memperkuat
dengan sistem hukum atau mengikat secara moral bagi siapa pun dalam
menj alankan tugas profesinya.

1. Tugas Pernerintahan

Menurut Ryaas Rasyid, secara hakiki tugas pemerintahan terdiri atas tiga
domain: pelayanan (s eruic e), pemberdaya an (emp ouer ment), danpembangunan
(deuelopment).146 Dari segi etik, maka keberhasilan pemerintah, birokrasi
atau pamongpraja di dalam memimpin pemerintahan harus diukur dari
kemampuannya mengemban tiga fungsi tersebut. Etika birokrasi atau etika
pemerintahan sebaiknya dikembangkan dalam upaya mencapai misi itu.
Sehingga setiap tindakan yang tidak sesuai, tidak mendukung apalagi yang
menghambat pencapaian misi itu - sebaiknya sudah termasuk melanggar
etika.

Pamongpraja yangjuga termasuk kelompok penyelenggara pemerintah
sipil kewilayahan bertugas melayani, melindungi, dan mengayomi
masyarakat. Sehingga masyarakat memperoleh hak-haknya secara aman.
Hak sebagai warga negara (citiam) diatur dalam konstitusi atau peraturan
perundang-undangan lainnya yang melekat sebagai hak asasi manusia.
Hak tersebut adalah hak hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak
untuk menerima upah yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan,
hak untuk berdomisili di mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, hak untuk mendapatkan pelayanan, dan lainJain.

16 Ryass Rmyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan,YarcifWatampone, Jakarta. 1996.



b. Surefi

c. SartU

d. Peace

Untuk dapat melaksanakan tugas melayani, melindungi dan mengayomi

masyarakat maka pamongpraja memerlukan segenap persyaratan formal,

etika, pengetahuan, dan keterampilan tertentu sesuai dengan bidang tugas

dihadapi.'47

Lebih lanjut, Syafri mengemukakan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas

pamongpraj aadalah terciptanya rasa aman bagi masyarakat yang dilayani.

Aman di sini sekurang-kurangnya mengandung atau meliputi 4 (empat) hal

sebagai berikut.
a. Secuiqt : Perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis'

Kemantapan hati atau perasaan bebas dari keragu-raguan.

Perasaan bebas dari kemungkinan adanya risiko.

Perasaan damai lahiriah dan batiniah (tanpa beban).r48

Dengan terciptanya rasa aman tersebut, maka masyarakat merasa

terlindungi dan terayomi, sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan

kecintaan masyarakat terhadap korps pamongpraja. Untuk mencapai hal

itu maka diperlukan seperangkat acuan dalam bentuk Kode Etik/Etika
Profesi Pamongpraja.

2, .!tz as Penyeleng garr a;a;ln Pernerintahan

Setiap pamongpraja memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam

tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Batas wewenang dan

tanggungjawab tersebut di samping termuat dalam tugas pokok dan fungsi

masing-masingjuga terikat deng an azas-az^s/prinsip umum Penyelenggaraan
pemerintahan. Beberapa azas umum penyelenggaraan pemerintahan,
menurut Crince Le Roy, antara lain adalah sebagai berikut.

a. Azas kepastian hukum.
Setiap keputusan atau ketetapan yang diambil harus berdasar hukum

dan akibat yang ditimbulkan menjamin kepastian hukum' sehingga

aparatur penyelenggara layanan maupun masyarakat yang dilayani

mendapatkan ketenangan.

b. Azas kesamaan dalam mengambil keputusan.

Azas ini menghendaki untuk mengambil tindakan yang sama dalam

memecahkan kasus yang laktanya sama.

Ia7 SyafridmlsrawanSetyoko,lmplementasiKebijakanPublikdanEtikaProfesipamongpraja,Alqaprint,Jatinangor2008.

'48 lbid.2008. hal. 86.



e.

c.

d.

atb'

h.

Azas bertindak cermat.

Setiap tindakan atau keputusan yang akan diambil harus dipikirkan
secara cermat untuk tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Azas motivasi untuk setiap keputusan.

Setiap tindakan atau keputusan yang diambil harus didasarkan pada

alasan-alasan yangjelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral
dan hukum.

Azas tidak menyalahgunakan wewenang.

Tidak menggunakan wewenang untuk menyelenggarakan suatu

kepentingan umum yang lain di luar kepentingan umum yang dimaksud

peraturan perundangan yang menjadi dasar wewenang itu.

Azas keadilan dan larangan bertindak sewenang-wenang.

Setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus dapat memenuhi

rasa keadilan, dan melarang aparat bertindak sewenang-wenang karena

tindakan semacam itu menghapus keadilan.

Azas pemenuhan harapan.

Setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus dapat memenuhi
harapan atau paling tidak memberi harapan kepada warga negara
(masyarakat).

Azas perlindungan privasi.

Kebebasan berekspresi dan hak-hak pribadi harus dapat terlindungi
sejauh tidak melanggarketertiban umum dan tidakbertentangan dengan

azas kesusilaan dan moral Pancasila.lae

Dalam perkembangan selanjutnya, azas atau prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintah menuju ke pemerintahan yangbark (good

gouernance) menurut UNDP adalah sebagai berikut.

a. Participation.

Setiap warga negara mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan,

baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi

yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas

dasar kebebasan berasosiasi dan berbicarz serta berpartisipasi secara

konstruktif

rae Sebagaimana dikutip Kesoemaatmadja, Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamongpraja dari Segi Sejarah, Alrumni,

Bandung. 1978, hd. 107-148.



d.

Ruln of l^aw.

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu,
terutama hukum untuk menegakkan hak azazimanusia.

TiansparanE

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-

proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima
oleh merek^yangmembutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan

dimonitor.

Respons'hteness.

Lembagalembaga dan proses-proses harus melayani setiap stakeholders.

e. ConsensusOimtation.

Good gouernance mer4adi perantara kepentingan yang berbeda untuk
mernperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan lebih luas dalam hal
kebij akan maupun prosedur.

"f EquiE

Semua warg a negaramempunyai kesempatan untuk meningkatkan dan
menj aga kesej ahteraan mereka.

g Effectiumess and Eficimc2.

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai apa yang telah digariskan
dengan menggunakan sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

h. Accountabilifr.

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan
masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembagaJembaga
stakeltoldas.

i. Strategic Wsion.

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good gouernance

dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan

apayang diperlukan untuk pembangunan semacam itu.

3. Profesi

Profesi dapat dirumuskan sebagai suatu bidang pekerjaan yang
memerlukan keahlian/keterampilan dan aturan tertentu dengan mendapat
imbalan berupa uang. Pamongrraj a /pe gawai negeri, konsultan, pengacara,
pilot, penyanyi, atau pelawak misalnya adalah suatu profesi, karena
pamongpraja/pegawai negeri, konsultan, pengacara, pilot, penyanyi,



atau pelawak adalah satu bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian/
keterampilan dan dengan suatu aturan tertentu serta menghasilkan uang

sebagai gaji, imbalan, upah atau honorarium. Dengan demikian, unsur-
unsur dari suatu profesi adalah sebagai berikut.

a. Adan2a bidang pekerjaan tertentu.

Bidang pekerjaan ini merupakan arena untuk menerapkan suatu
keahlian/keterampilan. Pamongpraja yang tergabung dalam pegawai
negeri sipil memiliki bidang pekerjaan sesuai tugas yang dibebankan
kepadanya (camat, lurah, satpol PP, kepegawanan, atau lainnya).

b. Memiliki kealtlian atau keterampilan tertentu.

Setiap pekerjaan memerlukan persyaratan keahlian atau keterampilan

tertentu sesuai dipersyaratkan oleh pekerjaan itu. Tanpa keahlian atau

keterampilan tertentu, pamongpraja tidak mungkin dapat melaksanakan

tugas sesuai diharapkan.

Munilihi aturan tertentu.

Bidang pekerjaan tertentu dengan persyaratan keahlian atau keterampilan

tertentu harus dikerjakan berdasarkan aturan tertentu sebagai pedoman
dalam bekerja dan bertingkah laku serta sebagai dasar dalam pemberian
upah.

Memiliki organisasi.

Sebuah profesi memerlukan sebuah organisasi sebagai wadah komunikasi
dalam menunjang profesi yang digeluti, dan dengan organisasi itu etika
profesi dapat dibuat dan diterapkan.

Ukuran Etika

Meskipun etika bersifat relatif, akan tetapi ada beberapa indikatoryang
dapat dipergunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau

etis dan tidak baik atau tidak etis, yaitu seperti berikut.

a. Nilai-nilai atau normaltang ltidup di tengah mas2arakat.

Setiap masyarakat memiliki sistem nilai tersendiri yang mengatur
pola interaksi antarsesama warganya. Pola interaksi tersebut menjadi
pedoman atau standar baku dalam pergaulan hidup sehari-hari. Apu
yang baik dan tidak baik terbentuk atas kesepakatan bersama yang harus

dijalankan dan ditaati bersama. Penyimpangan terhadap kesepakatan

bersama yang telah menjadi ury 0f life tersebut dianggap sebagai tidak

4.



baik dan dapat mengganggu harmonisasi dalam komunitas, sebaliknya

sepanjangpola interaksi masih dalamjalur kesepakatan bersama, maka

dianggap sebagai sesuatu yang baik, karena mendukung keberlanjutan

kesepakatan komunitas. Sistem nilai tidak tertulis ini kemudian
terakumulasi menjadi adat istiadat.

Sistsln keperca2aan atau agamaltang dianut masltarakat.

Setiap agama, terutama agama samawi mengajarkan tentang pola
interaksi yang baik antarsesama makhluk Tuhan (manusia dengan

manusia, manusia dengan alam lingkungan) dan manusia dengan

penciptanya, yaitu Tirhan Y{\4E. Kepatuhan dalam menjalankan ajaran

agama akan menjadikan seseorang dinilai baik di mata manusia maupun
di hadapan Ti-rhan YME. Kepatuhan atauketaatan beragama tidaklah
muncul dengan sendirinya. Pada tahap an aw aL, memerlukan pengenalan

dan pembelajaran sehingga timbul pemahaman secara benar yang pada

gilirannya menumbuhkan keyakinan (biasanya dilakukan oleh seorang

muslim yang sebelumnya beragama nonmuslim), atau sebaliknya
dimulai dari meyakini dulu baru mempelajari lebih mendalam (biasa

dilakukan oleh muslim keturunan yakni terlahir dari orang tua muslim).

Akan tetapi, agama tidak sebatas meyakini, memerlukan implementasi

sejumlah kewajiban yang disyariatkan, kinerja dari pemahaman,
keyakinan, dan implementasi kewajiban ini termanifestasi dalam tingkah
laku yang baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Peraturan p erundang-undangan.

Pada dasarnya setiap aktivitas tingkah laku dan perbuatan manusia tidak
pernah lepas dari aturan baik dalam kesendirian, terlebih lagi dalam
interaksi antarsesama manusia. Di kamar mandi, pada saat akan mandi
terdapat aturan, misalnya buka baju dulu, lalu menyiram badan dengan

aiq kemudian menyabun badan, menyiram badan kembali dengan air, dan

terakhir mengeringkan badan dengan handuk. Hal lainnya, seperti main
layangJayang ada aturan) misalnya untuk mengadu layangan memerlukan
kesepakatan kedua pihak (pada daerah tertentu) atau memberi ekor pada
layangan sebagai pertanda tidak bisa diadu. Aturan-aturan tersebut tidak
terilis dan hal tersebut sering tidak disadari oleh banyak orang:.

Orang biasanya merasakan adanya aturan ketika terdapat peraturan
tertulis yang mengatur dan melandasi suatu perbuatan baik dalam bentuk

:\::aLtj)),lta:.at:lt|&,



undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, surat keputusan,

dan lainJain. Bagi seorang pegawai, pimpinan atau bawahan, keberadaan
aturan tertulis ini sangat penting artinya sebagai sumber kewenangan dan
tanggungjawab atas bidang tugasnya dan menjadi pedoman dasar dalam
bekerja dan berperilaku atau berinteraksi dengan pihak lain.

Penyimpangan perilaku atas ketiga hal tersebut secara bersama-sama

atau salah satu di antaranya dianggap tidak baik atau tidak etis. Melanggar
sistem nilai atau adat yang berlaku sering dikatakan orang sebagai tidak
beradat/tidak beradab. Misal ketika kita datang ke tempat orang yang
tertimpa musibah, salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia.
Adat mengajarkan agar kita menunjukkan rasa simpati dan ikut berduka
cita dengan berbicara secara lembut, akan tetapi kalau kita berbicara keras

dan tertawa terbahak-bahak, maka kita dianggap orang tidak beradat karena

telah melakukan ketidakpantasan atau melakukan sesuatu yang tidak etis.

Agama mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang tua, apakah

orang tua kandung atau orang lain yang lebih tua dari kita. Agama juga
mengajarkan untuk menghormati guru, kyai, ulama yang telah memberi kita
ilmu, tidak peduli lebih muda atau lebih tua usianya dari kita. Akan tetapi,
ketika kita tidak melakukan ajaran itu karena kita merasa lebih pintar, lebih
kaya, lebih tinggi jabatannya) maka saat itu pula kita dikatakan orangyang
tidak berperilaku baik atau tidak beretika.

Demikian juga pelanggaran terhadap aturan-aturan tertulis. Di kantor
misalnya, telah ada aturan bahwa yang berhak mengirim surat keluar,
menandatangani ker{a sama atau perjanjian dengan pihak lain adalah pimpinan
instansi tempat kita bekerja. Terdapat aturan yang jelas tentang hierarki
organisasi yang mengaturpola hubungan kerja internal dan alur surat menyurat.

Ketika seorang pegawai melanggar aturan tersebut dengan berkirim surat

keluar dan melakukan kerja sama melaluipenandatanganan piagam kerja sama

dengan pihak lain tanpa sepengetahuan pimpinan organisasi, maka pegawai

bersangkutan dapat dikatakan tidak tahu aturan dan tidak etis.

5. Etika Profesi

Berbicara etika berarti berbicara tentang baik dan tidak baik maupun
pantas dan tidak pantas dari sebuah tingkah laku, yang sifatnya sangat

relatif. Apa yang baik dan pantas dilakukan di satu tempat pada suatu
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waktu mungkin tidak baik dan tidak pantas dilakukan pada tempat lain.

Saat ini, memegang atau mengusap-usap kepala atau janggut orang lain di
Indonesia dianggap tidak etis, tidak baik dan tidak pantas karena budaya kita

menganggap kepala sebagai lambang kehormatan dan sekaligus kesakralan.

Akan tetapi, di sebagian dunia Arab dan Eropa, memegang kepala atau

janggut dianggap sebagai pertanda kedekatan hubungan emosional, karena

itu memegang kepala orang Eropa atau memegang janggut orang Arab
tidaklah bertentangan dengan nilai etika, akan tetapi memegang pantat

orang Arab atau orang Eropa maupun memegang di antara pusar sampai

lutut dianggap sangat tidak etis, bahkan kurang ajar.

Bagi mayoritas etnis di Indonesia, memiliki istri lebih dari satu dianggap

tidak baik, akan tetapi bagi salah satu suku di Papua, memiliki istri banyak

dianggap sebagai hal yang lumrah karena terkait dengan fungsi istri sebagai

tenaga kerja dalam rumah tangga. Semakin banyak istri, berarti semakin

banyak tenaga kerja dan memungkinkan keluarga itu mendapatkan lebih

banyak harta atau sumber-sumber pendapatan yang lain bagi kehidupan

keluarga bersangkutan.

6. Etika Profesi Parnongpraja

Pada dasarnya, kebutuhan pelayanan pemerintah dirasakan oleh

seluruh lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang pendidikan,
golongan, suku, agama, adatistiadat, dan sebagainya. Agar pelayanan yang

dilaksanakan p amongp r aja dap at diterima oleh semua lapisan masyarakat,

maka pelayanan harus dilakukan berdasarkan rumusan etika profesi
pamongpraj a, yaitu sopan santun, melayani, melindungi, dan mengayomi

atau disingkat "sop2an linomi", dengan uraian sebagai berikut.

a. Sopan Santun

Sopan santun menunjukpada suatu perbuatan atau tingkah laku yang selaras

darr tidak bertentangan dengan ajaran agaffr4 susila, maupun norma-norma

yang terkandung dalam adat istiadat maupun yang dianut oleh masyarakat secara

universal. Sopan santun dalam tindakan atau perilaku bersumber dari dalam

sanubari, oleh karena itu sopan santun dapat dibagi menjadi berikut.

l) Sopan santun dalam sikap batin.
Perasaan menghargai dan menghormati orang lain, tidak menganggap

diri lebih segalanya dari orang lain, tidak congkak, tidak sombong.
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Bahwa dirinya memiliki kelebihan karena berpendidikan tinggi, memiliki
jabatan dan berpangkat bukanlah alasan untuk tidak menghormati orang

lain karena orang lain pun memiliki kelebihan yang tidak kita miliki.

Sopan santun dalam sikap lahir.

Sikap lahir menunjuk pada penampilan fisik pamongpraja sebagai

pemberi pelayanan pemerintah. Tidak semua orang mendapat anugerah

kecantikan atau ketampanan, tetapi semua orang dapat tampil menarik
dengan berpakaian bersih, rapi, dan serasi. Raut muka mencerminkan
keterbukaan dan persahabatan, kumis danjanggut tercukur rapi, rambut
tersisir r api, make up tidak berlebihan, menarik, berwibawa, dan j auh dari
kesan angker, galak dan tidak bersahabat. Performance atau penampilan
yang menarik tersebut akan memberikan kesan positif bagi siapa pun
serta dapat memberikan kenyamanan bagi mereka yang dilayani.

Sopan santun dalam tindakan.
Tindak tanduk pamongpraja sebagai pemberi pelayan pemerintah, baik
saat tidak bertugas maupun pada saat sedang bertugas harus selalu correct

sehingga dihormati dan disegani oleh lingkungan maupun masyarakat

penerima pelayanan pemerintah. Membanting berkas, merokok,
atau sambil makan pada saat melayani adalah perbuatan yang perlu
dihindarkan karena sangat tidak sopan, berbicara dengan penerima
pelayanan yang tidak santun atau mengobrol seenaknya dengan teman

sejawat dengan membiarkan orang yang membutuhkan pelayanan
menunggu terlalu larna.

Sopan santun dalam bertutur kata.

Bertutur kata secara baik dan tidak dibenarkan mengeluarkan kata-kata yang

menyinggung perasaan, apalagr merendahkan martabat seseorang, tetapi

juga tidak perlu basa basi yang berlebihan sehingga mengganggu masyarakat

lain yang juga membutuhkan pelayanan, ataupun berbicara dengan

kata-kata dan ekspresi yang sangat berlebihan sehingga menimbulkan

kesan bahwa yang disampaikan mengada-ngada atau berlebihan. Kondisi

demikian sangatlah tidak baik dilakukan oleh pamongpraja sebagai

pemberi pelayanan pemerintah. Seorang pamongpraja dalam berbicara

seharusnya menimbulkan kesan yang mendalam karena setiap tutur kata

yang disampaikan merupakan kata-kata yang penuh makna, menjadi

pembelajaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

3)

4)



b. Melayani

Melayani dapat dimaknai sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan

orang lain melalui suatu produk berbentuk barang atau jasa. Meningkatnya
jumlah penduduk tidak saja diikuti dengan peningkatan kebutuhan,
tetapi juga semakin bervariasi dan kompleksnya persoalan yang dihadapi.

Kompleksitas permasalahan dalam masyarakat berimbas pada peningkatan

kebutuhan terhadap pelayanan dan karena itu waktu pelayanan pun tidak

terbatas pada jam kantor saja. Hal ini dimaksudkan bahwa pelayanan
pemerintah hanya berlaku pada jam berkantor saja atau pada saat kantor
dibuka memberikan pelayanan, sedangkan setelah jam kantor berakhir maka

pelayanan pemerintah juga berakhir. Idealnya adalah dalam melaksanakan

pelayanan pemerintah, seorang pamongpraj a harus siap selam a 2 4 jam sehari

bekerja melayani pihak-pihak yang memerlukan pelayanan, artinya bahwa

pamongpraja bekerja melayani masyarakat bukan hanya pada jam kantor

saja, akan tetapi seyogianya bekerja melaksanakan pelayanan pemerintah di
luarjam kanto4 dengan kata lain bahwa bekerja tidak dibatasi oleh waktu.

Bervariasinya kebutuhan masyarakat tidak memungkinkan untuk merinci

satu per satu bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh pamongpraja,
namun secara garis besar pelayanan pemerintah dapat berupa berikut ini.

1) Pelayanan surat menyurat yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai

warga negara, seperti pelayanan akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk
(KTP), surat nikah, surat kematian, dan lain-lain.

2) Pelayanan akan bukti kepemilikan harta benda, seperti girik, akta tanah/
sertifikat, BPKB, dan lain-lain.

3) Pelayanan yang berkaitan dengan kewajiban warga negara terhadap

negara, seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

pembayaran STNK, dan lainlain.
Pelayanan yang berkaitan dengan perizinan, seperti lin usaha pertambangan,

perindustriaan, tempat hiburan atau tempat rekreasi, dan lain-lain.

Pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana

kesehatan, pendidikan, lapangan usaha, seperti puskesmas, posyandu,

rumah sakit, gedung sekolah, pasar, dan lainlain.
Pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur, seperti jalan

negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, jalan lingkungan,
jembatan, dan lainlain.

4)

s)

6)



7) Pelayanan yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi dan
sosialisasi kebij akan atau program pemerintah.

B) Melayani berbagai pengaduan dan keluhan warga negara berkaitan
dampak kebijakan pemerintah atau persoalan-persoalan yang timbul
dalam interaksi sesama warga masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari.

9) Pelayanan terhadap korban bencana alam, korban kebakaran, korban
penggusuran, korban kerusuhan, dan lainJain.

c. Melindungi

Melindungi pada dasarnya bertujuan memberikan jaminan agar
masyarakat memperoleh kapastian keamanan dan keselamatan lahir
batin dan tidak terganggu hak miliknya serta dapat mengupayakan
kepentingannya tanpa adanyakeraguan akan gangguan pihak lain. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, pamongpraja turut melibatkan pihak-pihak
yang berkompeten seperti Polisi dan TNI. Oleh karena itu, hal-hal yang
perlu dilindungi adalah sebagai berikut.

l) Keamanan dan keselamatan fisik dan psikis warga masyarakat.
Pamongpraja wajib menciptakan keamanan dan ketertiban sehingga
secara fisik warga masyarakat terbebas dari segala macam bentuk tindak
kekerasan, seperti penghadangan, pemukulan, pembunuhan, dan lainJain.
Demikian juga masyarakat harus terlindungi dari segala macam bentuk
ancaman) teror, caci maki yang mengganggu ketenteraman psikis.

2) Kepemilikan harta benda warga masyarakat.
Tiap warga" rnasyarakat dipastikan memiliki harta benda, meskipun
dalam jumlah dan besaran yang berbeda dalam bentuk barang bergerak
atau tidak bergerak. Tidak semua barang-barang tersebut selalu berada
dalam pengawasan pemiliknya, oleh karena itu menjadi tugas pamong
untuk menciptakan suatu sistem pengamanan yang memungkinkan
barang tersebut tetap menjadi milik dari pemiliknya yang sah, termasuk
melindungi harta benda milik negara.

3) Kepentingan warga masyarakat.

Tiap warga masyarakat memiliki kepentingan tertentu atas segala sesuatu
yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Petani sawah
berkepentingan terhadap pembagian air untuk mengairi sawahnya.



Masyarakat perkotaan berkepentingan terhadap penyediaan air bersih

untuk kepentingan makan, minum, dan mencuci. Oleh karena itu,

menjadi tugas pamong untuk melindungi kepentingan-kepentingan

tersebut.

4) Melindungi harga diri atau harkat dan martabat masyarakat dan

bangsa.

Harga diri tidaklah dominan hanya menjadi milik pimpinan, pejabat,

atau orang kayasajatetapi dimiliki semua orang. Petani, buruh, tukang

becak, pegawai rendah, pengangguran j uga memiliki har ga diri, memiliki

martabat yang harus dihormati. Jangan pernah memarahi seorang

bapak di depan anak atau istrinya karena akan menyinggung harga

diri, kehormatan dan martabat keluarga bersangkutan. Perlindungan

harga diri ini juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Seorang

pamongpraja harus dapat menjamin ketersediaan kepentingan warga

negara karena tentunya akan terganggu harga diri bangsa ataupun

negara jika kebutuhan warga negara akan dipenuhi oleh negara lain.

5) Melindungi norma atau aturan agar dipatuhi.

Pola interaksi dalam masyarakat dan antara masyarakat dengan

pamongpraja terikat dengan sejumlah nilai/norma maupun aturan-

aturan tertulis lainnya. Tirgas pamongpraja memainkan peran bahwa

aturan yang ada tetap terpelihara dan dijalankan oleh semua pihak.

Dengan kata lain, pamongpraja berkewajiban melindungi keseluruhan

aturan agar ditaati dan tidak dilanggar baik oleh masyarakat maupun

oleh pamongpraja itu sendiri. Dengan sebuah maksud bahwa aturan

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat-

6) Melindungi citra korps pamongpraja itu sendiri.

Citra pamongpraja ditentukan oleh perilaku yang ditampilkan oleh

pamongpraja itu sendiri, baik saat menjalankan tugas maupun di luar

tugas. Perilaku yang baik akan mendaPat respons baik pula, demikian pula

sebaliknya, perilaku yang buruk akan menuai kecaman dari masyarakat.

Melindungi citra korps hanya bisa dilakukan oleh anggota korps pamongpraja

itu sendiri ataupun pihak-pihakyang mencintai korps pamongpraja.

d. Mengayorni

Mengayomi berarti melakukan suatu tindakan yang membuat orang

lain atau masyarakat merasa nyaman dan bebas dari berbagai kehawatiran.



Masyarakat akan merasa terayomi apabila pamongpraja dalam melalaanakan
tugasnya secara sopan santun, melayani, dan melindungi seperti diuraikan di
atas. Di samping itu, pamongpraja harus dapat berperan seperti berikut.
l) Sebagai guru.

Kita memahami bahwa tugas guru adarah mentransfer ilmu dan
internalisasi nilai-nilai moral, budi pekerti, terhadap para murid-
muridnya. Pamongpraja dapat berperan seperti halnya guru dengan
memberi pencerahan dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman,
terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat
mendapat nilai lebih (added ualae) dalam bergaul dengan pamongpraja.

2) Sebagai bapak arau orang yang dituakan.
Maknanya adalah bahwa pamongpraja harus dapat memberi nasihat,
petuah, sekaligus wejangan-wejangan yang mampu membangkitkan
semangat hidup dan perlunya kerja keras. pamongpraja harus dekat
dengan rnasyarakatlayaknyaseorang bapak yang dekat dengan anaknya
dan dapat menjadi contoh teladan dalam bertindak dan bertingkah laku.
Pamongpraja yang muslim yang bertugas pada komunitas mayoritas atau
minoritas muslim harus sering shalat berjamaah di masjid. Demikian
juga pamongpraja yang nonmuslim bertugas pada komunitas mayoritas
atau minoritas nonmuslim juga harus sering tampak bersama jamaah
di gereja, pure, kelenteng, atau tempat ibadah nonmuslim lainnya.

3) Sebagai tokoh masyarakat.
Tugas seorang tokoh masyarakat pada hakikatnya adalah menjadi
contoh bagi masyarakatnya sekaligus bersama-sama masyarakat bergerak
secara bahu membahu untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu
kesejahteraan lahir dan batin. Pamongpraj a adilahtokoh masyarakat yang
menjadi contoh bagi masyarakatnya sekaligus berperan menggerakkan
masyarakat membangun daerah tempat tugasnya sehingga masyarakat
setempat dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

4) Sebagai pemimpin.
Tirgas seorang pemimpin pada hakik atnya adarahmenggerakkan orang
lain untuk mencapai suatu tujuan. pamongpraja adalah pemimpin
yang bertugas menggerakkan bawahannya melalui penggalangan
peran serta mereka membangun daerah tempat mereka bertugas
sehingga bawahannya memiliki kesadaran dapat meningkatkan kualitas



pekerjaannya. Selain itu, pamongpraja juga melakukan hubungan

taik dengan bawahannya secara formal maupun informal (emosional).

Pemimpin dalam hal ini sangatlah berbeda dengan pimpinan, jika

pimpinan adalah kepala bagi sebuah organisasi formal, akan tetapi

seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan

manajerial bagi sebuah organisasi secara formal sekaligus dihormati

secara informal. Pada kepemimpinan astabrata, dapat dijadikan sebagai

pedoman bagi kepemimpinan pamon gpraja'

Dengan berpegang pada etika profesi di atas, pamongpraja diyakini

dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan sekaligus dicintai

masyarakat.



Dimulai pada zaman Hindia Belanda sampai dengan tahun 1942,
Kementerian Dalam Negeri pada masa itu dikenal dengan sebutan
D e p artcment u an Binnmlands B es tuur, membidangi tugas yang meliputi j abatan
kepolisian, transmigrasi, dan agraia. Selanj utnya, pada zamanpendudukan

Jepang di tahun rg 42- | 9 45, Pemerintah Jepang mengubah D ep artement u an
Binnenland Beshnr menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi urusan
agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.rsO
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubuyang bakantor diJalan sagara Nomor
Z dipecah menjadi berikut ini.
r Kementerian Dalam Negeri, termasuk urusan agama, dimana dalam

perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari tugas dan
kewenangan Kementerian Dalam Neseri.

I Departemen Sosial.

r DepartemenKesehatan.
r Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pembentukan pertama Kementerian Dalam Negeri, yaitu pada masa
Kabinet Presidensial di tahun 1945. Undang-Undang No. I Thhun 1945
tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah diletakkan pada karesidenan,
kota berotonomi, kabupaten, dan daerah-daerah lain yang dianggap perlu
oleh Menteri Dalam Negeri. Akibatnya, terdapat kesan bahwa karesidenan
dianggap lebih tinggi dibanding kabupaten.

r50 Nomenklatur departemen digunakan sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Fdilan Pertama No. l/MpR/RI/1959
pada tanggal 26 Agustus 1959.



Kementerian Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan ditetapkan

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor l83 tahun

1968. Pada Masa Orde Baru, Kementerian Dalam Negeri mempunyai Peran

&m$'oiffiyang san$aapenting dan strategis didukung dengan kewenangan

y4SK dipq&ft !1 dalaffi p enyele ngg at aan X{ggnerintahan daerah. Susunan

organisasi Kementerian Dalam Negeri telah diatur dalam Kepmendagri

No. 22 Tahun 1986, yang terdiri atas bagian berikut'

. SekretariatJenderal.

' InspektoratJenderal.

' DirektoratJenderal Sosial Politik.

., DirgktoratJenderal Pemeriqtahan Umum dan Otonomi Daerah.

' DirektoratJenderal PembangunanDaerah-

rr I ;, DirektoratJenderal Pembangunan Desa.

r ' Badan Penelitian dan Pengembangan.

. Badan Pendidikan dan Pelatihan.
:Jr. ,,'

Snjar-liiru dengan pelaksanaan otonomi.daerah yang dithndai dengan

lahinirya UU,No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah

meletakkan prinsip-prinsip baru terhdap penyelengg araanotonomi daerah

agar lebir[rFesq?i,dengpp prins,,rp demokrasi' peran serta masyarakat,

pemeratp,an dan,kpadilan berdasarkan potensi dan keanek aragama\daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 ini memaknai otonomi daerah sebagai pemberian

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah

secara proporsional yang diwujudkan dengan Pengaturan, pembagian, dan

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan

L",rungun pusat dan,Saet'an. Dengan ditertiitliannya unUhng-undarrg ini,

maka terjadi pula perubahan pada'organisasi.Kementerian Dalam Negeri,

yaitu selanjutnya diatur dalam Kepmendagri No. l0 Tahun 2000, dan

disempurnakan dengan Kepmendagri No. I Tahun 2001' dengan susunan

organisasi terdiri atas berikut ini.

. SekretariatJenderal.

' InspektoratJenderal.

. DirektoratJenderal KesatuanBangsa.

' DirektoratJenderal Pemerintahan lJmum dan Daerah'



r DirektoratJenderal Bina Pembangunan Daerah.

' DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
. Badan Kependudukan.
. Badan Penelitian dan Pengembangan.

' Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pada era ini, otonomi daerah menjadi bagian dari tugas dan fungsi
Kementerian Negara otonomi Daerah, namun dalam perjalanan nyapada
masa pemerinthaan Presiden Abdul Rachman Wahid di dalam Kabinet
Persatuan Nasional pada bulan oktober 1999, kementerian negara tersebut
dibubarkan. Hal ini menjadikan tugas dan fungsi Kementerian Negara
otonomi Daerah menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Dalam
Negeri sehingga terjadi perubahan organisasi dan Tata Kerja (orK)
Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang diatur dalam Kepmendagri
No. 40 Tahun 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri, dengan susunan organisasi yang terdiri atas berikut.
r SekretariatJenderal.
. InspektoratJenderal.

' DirektoratJenderal Kesatuan Bangsa.
. DirektoratJenderal Pemerintahan Umum.
. DirektoratJenderal OtonomiDaerah.
. DirektoratJenderalBinaPembangunanDaerah.
r DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
. DirektoratJenderal Administrasi Kependudukan.

' Badan Penelitian dan Pengembangan.

' Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Selain itu, seiring dengan dinamika perubahan berbagai peraturan
perundang-undangan dan dengan adanya reformasi pada sektor keuangan,
maka dibentuklah DirektoratJenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah
dengan landasan Perpres No. BB Thhun 2003 yang selanjutnya disempurnakan
pada organisasi Kementerian Dalam Negeri dengan Kepmendagri No. 130
Thhun 2003 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Da]am Negeri,
dengan susunan organisasi yang terdiri atas berikut ini.



. SekretariatJenderal'

' InspektoratJenderal.

. DirektoratJenderal Kesatuan Bangsa dan Politik'

' DirektoratJenderal PemerintahanUmum.

' DirektoratJenderal Otonomi Daerah.

. DirektoratJenderalBinaPembangunanDaerah'

' DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa'

. DirektoratJenderal Administrasi Kependudukan'

. DirektoratJenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah'

. Badan Penelitian dan Pengembangan.

. Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Sebagai tindak lanjut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara dan Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara, berdasarkan keputusan tersebut sehingga

nomenklatur Kementerian Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian

Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri No. 3 Tahun

20 10 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri' Dengan ditetapkan

undang-undang ini, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar

perubahan kebij akan reorganisasi Kementerian D alam Ne geri, antar a lain

sebagai berikut.

a. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (Pasal

4 UU Nomor 39 Tahun 2008), terdiri atas:

l) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara

tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

dan

3) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan

sinkronisasi program pemerintah.

b. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya Secara tegas

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945 (Pasal5 uu Nomor 39 Tahun 2008)meliputi urusan luar
negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

c. Dalam melaksanakan tugasnya (Pasal B uu Nomor 39 Tahun z00B),
kementerian yang melaksanakan urusan sebasaimana dimaksud dalam
Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

l) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;

2) pengelolaan barang milik/kekayaannegara yang menjadi tanggung
jawabnya;

3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan

4) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

d. Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan
secara khusus (Pasal 10 uu Nomor 39 Tahun 2008), presiden dapat
mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

Berdasarkan Permendagri No. 4l rahun 2010 tentang organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, maka susunan organisasi
Kementerian Dalam Negeri terdiri atas berikut ini.
. SekretariatJenderal.
r InspektoratJenderal.
. DirektoratJenderal Kesatuan Bangsa dan politik.

' DirektoratJenderal Pemerintahan lJmum.
r DirektoratJenderal Otonomi Daerah.
. DirektoratJenderalBinaPembangunanDaerah.
. DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
. DirektoratJenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
. DirektoratJenderalKeuanganDaerah.
. Badan Penelitian dan Pengembangan.
r Badan Pendidikan dan Pelatihan.

A. Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri

visi yang ditetapkan di sini mencerminkan gambaran peran dan kondisi
yangingin diwujudkan Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di



masa depan. Sedangkan misi yang ditetapkan lebih merupakan peran strategik

yang diinginkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut'

Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas. Dengan

visi dan misi yang jelas, akan dapat disusun organisasi yang benar-benar

sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan terutama mampu menyeimbangkan

antarkemampuan sumber daya organisasi dengan kebutuhan nyatz' masyaraka;t

dan operasionalnya ditetapkan dalam rencana strategi'

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah: "terwujudnya sistem politik

yang demokratis, pemerintahan yang desentraslistik, pembangunan daerah

yang berkelanjutan, serta keberd ayaanmasyarakat yang partisipatil dengan

didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia". Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan

atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan

organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta

cerminan komitmen organisasi sebagai elemen dan motivator untuk menjadi

semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya

dalam suatu kesisteman yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementerian Dalam

Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Sistem Politik Demokratis.

Merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai, yaitu terwujudnya

suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada

di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik

dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan, termasuk sistem

penyelengg araanpemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.

b. Pemerintahan Desentralistik.

Merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai, yaitu terwujudnya

sistem penyelengg ar 
^anpemerintahan 

daerah yang efektif dan responsif

dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pembagunan Daerah.

Merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai, yaitu terwujudnya

pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan



d.

e.

kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis
wrlayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan
berkelanjutan.

Keberdayaan Masyarakat.

Merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai, yaitu terwujudnya
keberdayaan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek
kehidupan.

Sumber D aya Aparatur yang Profesional.

Merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam
mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan
yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta
masyarakat yang partisipatif

Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Merupakan komitmen, sikap, dan arahyang tegas terhadap penegakan
kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan
pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan
pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya
mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat Indonesia yang an'an,
adil, damai, dan sejahtera, yangjuga merupakan refleksi visi, misi, dan
prioritas kebijakan pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka pencapaiannya dijabarkan
melalui Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu Menetapkan Kebijaksanaan
Nasional dan Me mfasilitasi Penyelengg ar aan Pemerintahan, dalam up aya
berikut ini.

Memperkuat keutuhan NKR[, serta memantapkan sistem politik dalam
negeri yang demokratis.

Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum.

Memantapkan efektivitas dan efi siensi penyelen gg ar aan p emerintahan
yang desentralistik.

d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antardaerah,
dan antarkawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan
pembangunan secara berkelanj utan.

b.

c.

!



e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat

dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

f. Mewujudkantatapemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Selain itu, dalam penjabaran/operasional Visi-Misi Pemerintahan

Kabinet Kerja Kementerian Dalam Negeri juga turut ambil andil yang

dijabarkan ke dalam Kebijakan dan Agenda Prioritas Tahunan 2015-2016

Kementerian Dalam Negerir5r. Komitmen untuk mengimplementasikan

semangat reformasi birokrasi melalui restrukturasi organisasi/menyesuaikan

nomenklat ur jabatan /menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta

jumlah unit kerja. Agenda prioritas dalam konteks regulasi, yaitu sebagai

berikut.

a. Pembahasan bersama DPR RI atas Perppu No. I Tahun2014 tentang

Pilkada Langsung Gubernur/Bupati Walikota, dengan perbaikan

secara sistemik aspek penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan

berkualitas.

b. Mengakselerasi pembahasan peraturan/tindak lanjut atas UU No.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 7 Tahun 2012

tentang Penanganan Konflik Sosial, pelaksanaan UU No. 17 Tahun

2013 tentang Organisasi Masyarakat terkait Keputusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 82 Tahun 2013 dan Nomor 3 Tahun 2}L+,perangkat

aturan terkait daerah yang bersifat khusus/istimewa.

c. Secara selektif mencermati usulan 87 Rancangan Undang-Undang
(RUU)kumulatif terbuka tentangDaerah Otonom Baru (DOB), secara

cermat /proporsional / selektif/ berpe doman pada manaj emen daer ah

transisi sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah.

Selanjutnya di bidang pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri

akan mewujudkan hadirnya negara/pemerintah sedekat mungkin dan

bersentuhan dengan masyarakat yang meliputi berikut ini.

a. Perizinan, yaitu: pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan

pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mereduksi hambatan

birokratis, terwujudnya akuntabilitas/transparansi tata keuangan

r5r Penjabaran/Operasional VislMisi Pemerintahm Kerja, Kebijakan dm Agenda Prioritas Tahunan 2015-2016 Kementerim

Dalam Negeri. Lihat di www.kemendagri.go.id (diakses pada 24 Juni 2015).



b.

daerah, meningkatkan kerja sama dengan kepolisian /kejaksaan/
KPK/PPATK dalam mengawal strategi nasional pencegahan dan
pemberantasan konrupsi, berbagai unit pelayanan aparatur pemerintah
pusat/ daerah harus semakin ditingkatkan efektivitasnya.

Konsisten melaksanakan UU No. 23 Tahun 2014 terkait pengaturan
saknsi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, meningkatkan
monitoring evaluasi pembinaan terhadap penerapan sistem pengendalian
internal pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam
rangka akuntabilitas keuangan dan kinerja.

Melaksanakan tiga program fotick wins, penyusunan dan sosialisasi
Inpres, penerapan Sikap Pelayanan Aparat dan sosialisasi nilai
pelayanan sesuai Undang-Undang Pelayanan Publik, inisiasi gerakan
aparat pemerintah menuj u Indonesia yang ramah membangun berbagai
fasilitas dan keamanan di ruang publik, menyelesaikan rencana tata
nrang wilayah, terjaminnya akurasi data base kependudukan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Lini J(ementerian Dalam flegeri
Penataan organisasi berdasarkan pendekatan fungsi, yaitu fungsi staf,

fungsi lini, dan fungsi pendukung dimana fungsi staf adalah fungsi yang
berkaitan dengan koordinasi dan perumusan kebijakan serta pelayanan
adminitratif untuk kelancaran tugas pokok organisasi, Fungsi lini adalah
fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang langsung
berhubungan dengan tugas pokok organisasi, danfungsi pmdulrung (aduisory)

adalah fungsi yang berkaitan dengan pemberian dukungan (keahlian/
substansi dan standarisasi) terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi
lain.

Dalam sistem pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri merupakan
lembaga strategik, karena bertanggung j awab dalam mengelola ke- b hinekaan

nusantara, dan memp roses ke-funggalikt- an Indonesia. Kementerian Dalam
Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi berikut.

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik
dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi



kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan

pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah,

serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri.

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawab Kementerian Dalam Negeri.

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri.

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Dalam Negeri di daerah.

f. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan

evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan

dalam negeri.

Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang

pemerintahan dalam negeri.

Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. r52

Selain itu, fungsi pokok Kementerian Dalam Negeri adalah mengawal

pelaksanaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan

Ipoleksosbud dengan tujuan utama menjaga keragaman persatuan

Indonesia.

a. Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Menjaga dan memelihara serta mensosialisasikan/mengamalkan
ideologi negara.

c. Membangun persatuan dan kesatuan.

d. Pembauran ketahanan sosial budaya dan ketahanan ekonomi.

h.

i

J.

r52 Pemres No. 11 tahun 2015 Pasal 2 dm 3



e. Serta pelaksanaan demokrasi dan stabilitas politik dalam negeri, sehingga
tugas dan fungsi ini tidak dapat diserahkan menjadi kewenangan
Pemerintah daerah.

C. Relevansi Pengembangan Pendidikan Kepamongprajaan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Untuk menyiapkan tenaga ahli profesionalrs3 di dalam ,tdtanan
pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pendidikan
dengan predikat "pemerintahan" pada perguruan tinggi kedinasan di
dalam lingkungannya. Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan
ini terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Dimulai
sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1920, dengan
terbentuknya sekolah pendidikan Pamongprajarsa yang bernama Opleiding

Scltool Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor

Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA). Para lulusannya diberdayakan untuk
memperkuat penyelenggaraanpemerintahan Hindia Belanda pada masa itu.
Penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan
yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi, yaitu Binnmlands

Bestuur Corps (BBC) dan pemerintahan yang tidak langsung dipimpin oleh
kaum atau golongan dari keturunan yaitu Inlands Bestuur Corps (IBC).

Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia dan sejalan dengan
penataan sistem pemerintahan, kebutuhan al<an tenaga kader pemerintahan
untuk melaksnakan tugas pada tataran pusat maupun daerah semakin
meningkat. Maka pada tahun 1948, untuk memenuhi kebutuhan akan
kekurangan tenaga kader pamongpraja dibentuklah lembaga pendidikan
dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Sekolah Menengah
Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian bergantinama menjadi
Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di

Jakarta dan Makassar. Selanjutnya, di tahun 1952, Kementerian Dalam
Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang.

r53 Salah satu aspek di dalm Visi Kementerim Dalm Negeri.
r5a Pmongpraja adalah penyelenggara pemerintah ymg dibekali dengm sistem nilai dasar pemerintahan (nilai kepmongpmjam)

melalui penyelenggilaan sistem pendidikan tinggi kepamongpnjaan, sehingga memiliki kopetensi kepamongprajaan untuk
menjalmkan pemerintahm dengan memegang teguh kode etik profesional kepmongprajmn. Defenisi tersebut meliputi enam
dimensi, yaitu: (l) penyelenggilm pemerintahan dalm negeri; (2) sistem nilai kepamongpmjaan; (3) penyelenggaram
sistem pendidikan tingi kepamongpnjaan; (4) Kompetensi kepmongpmjaan; (5) teori dan draft kode etik profesional
kepamongprajaan; (6) pertanggungjawaban kepada pelanggan.



Penyelengg araan pendidikan tersebut dimaksudnya untuk meningkatkan

keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam pelaksanaan

tugasnya. Sejalan dengan hal tersebut, kemudian pada tahun 1954 KDC
juga diselenggarakan di beberapa provinsi di Indonesia, di antata di Aceh,

Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makassar, Palangkaraya, dan Mataram.

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dinilai semakin

kompleks, luas dan dinamis, oleh sebab itu pendidikan aparatur di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai

sudah tidak memadai. Perkembangan tersebut mendorong pemerintah

untuk mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada

tanggal 17 Maret 1956 di MalangJawa Timur. APDN di Malang bersifat

nasional dengan berlandaskan SK Mendagri No. Pend. | /20/ 56 tanggal24

September 1956. APDN Malang diresmikan oleh Presiden Soekarno dengan

direktur pe rtamaMr. Raspio Woerj odiningrat. Mahasiswa APDN Nasional

ini merupakan para lulusan KDC yang direkrut secara selektif dengan tetap

mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi masing-masing selaku kader

pemerintahan pamongpraja dengan perolehan gelar kelulusan Sarjana

Muda (BA). Pada dekade 1970-an, Kementerian Dalam Negeri membentuk

APDN di 20 provinsi selain yang berkedudukan di Malang yaitu di Banda

Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung,

Bandung, Semarang Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda,

Mataram, Kupang, Makassar, Menado, Ambon, danJayapura.

Sejalan dengan perkembangan yang ada,lulusan APDN dinilai masih

perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya

kader-kader pemerintahan yang unggul terutama dalam menyelenggarakan

ttrgas-trrgas urusan pemerintahan baik pad a tataranpusat maupun daerah.

Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan

aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri setingkat sarjana, maka

pada tanggal 25 Mei 1967 dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)

yang berkedudukan di Kota MalangJawa Timur berdasarkan Keputusan

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 8 Tahun 1967. Pada tahun 1972,Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)

yang berkedudukan di MalangJawa Timur dipindahkan keJakarta melalui

Kepmendagri No. 94 Tahun lgT2.Padatanggal g Maret 1972, kampus IIP
yang terletak diJakarta di resmikan oleh Presiden Soeharto yang dinyatakan:



"Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan
merupakan kawah candradimukanya Kementnian Dalam lVegeri untuk menggembleng

kader-kader pemerintahanlang tangguh bagi Negara Kesahtan Republik Indonesin".

APDN Nasional kedua dengan program D-III yang berkedudukan
diJatinangor, Sumedang,Jawa Barat diresmikan oleh Mendagri pada
tanggal lB Agustus 1990. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk
menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas
pendidikan. APDN Nasional ditingkatkan statusnya berdasarkan Kepres
No. 42 Tahun 1992 tentang Sekolah ringgi Pemerintahan Dalam Negeri,
maka status APDN menjadi srPDN dengan program studi D-III. Sejak
tahun 1995, bertitik tolak dari keinginan dan kebutuhan untuk lebih
mendorong perkembangan karier dan sejalan dengan peningkatan
esselonering jabatan dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, maka
program studi ditingkatkan menjadi program D-IV

Dengan adanya kebijakan nasional mengenai pendidikan tinggi sejak
tahun 1999 yang mengutarakan bahwa suatu departemen tidak boleh
memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan
yang sama, maka hal ini mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk
mengintegrasikan STPDN ke dalam IIP Usaha pengintegrasiaan STPDN ke
dalam IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan
dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pengintegrasian terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor
87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus
mengubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDI.i).
Selain untuk memenuhi kebijakan pendidikan nasional, penggabungan ini
j uga bertuj uan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan
kader pamongpraja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian
Kepres No. 87 Tahun 2004 ditindak lanjuti dengan Keputusan Mendagri No.
892. 22-42I tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Permendagri No. 29
Thhun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Permendagri 43
Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan pelal<sanaan lainnya.

sesuai dengan Perpres No. I Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah
Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan



menjadi IPDN, Permendagri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut

Pemerintahan Dalam Negeri dan Permendagri No. 39 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bahwa

IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi

kepamongprajaanrss.

DaTiAPDN ke IPDN

APDN
NASIONAL

1956

>IPDN

I 'en. 
Non-Kader 

I

aq irqr ----JRR!iSlif.'-------"iJloonlo. -JDAERAH "Dili-.- DIV
PEND. KADER SSTP

Sumber Ndraha, Taliziduhu.2009. Kybernotogi & Kepamongprajaan; Tangerang: Sirao Crendetia Center.

Untuk memenuhi persyaratan menjadi institut, di IPDN telah

dibentuk 2 (dua) fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri

atas 2 (dua) jurusan, yaitu jurusan Kebijakan Pemerintahan dan Jurusan
Pemberdayaan Masyarakat; Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri

atas 4 (empat)jurusan, yaituJurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur,

Jurusan Pembangunan Daerah, Jurusan Keuangan Daerah, dan Jurusan
Kependudukan dan Catatan SiPil.

Sejak semula, sistem pendidikan Kementerian Dalam Negeri menganut

prinsip bertingkat. Pengajaran (pembentukan keilmuan) dan pembinaan

(pembentukan sikap dan perilaku yang mendukung penerapan ilmu)

r55 Kepamongprajaan adalah sistem nilai dasu pemerintahan yang digali dari kerifan bangsa dm diidentifikasi dari kebutuhm

masa daepan. Nilai dasar kepamongprajaan adalah: (1) Uooruitzien, yiltu memandang (ervision) sejauh mungkin ke depan'

tidak hmya sebatas masa jabatm masa kerja, dan masa hidtp: (2) Conductilg, adalah menciptakan hamoni antarkegiatan

yang berbeda dan dilakukan oleh aktor yang berlainan, dengan mengoreksi sedini dansetegas mungkin tiap langkah

smbang senyais apapun, guna membmgun kinerja bemama semua komponen sebuah unit kerja; (3) Coordimting, adalah

membmgun komitmen benma antmnit kerja ymg berbeda-beda; (4) Peace-Making, adalah nembangun kedamaian,

kerukunan. kemm, dan ketertiban; (5) Residuce-Caring, adalah mengurus (sesuatu yang dimggap) smpah atau sisa

stsa., (6) Turbulence Sewing, adalah mengmtisipasi dan melayani dalam arti melindungi dm menyelmatkan; (7) Fries

Emessen, adalah menunjukkan keberanian mtuk melalukan turbulence sering; (8) Generalist Functior, adalah (belajr

untuk) mengetahui sedikit demi sdikit tentang semakin bmyzkhal', (9) Specialist Furction, adalah (belajr untuk) mengetahui

semakin banyak tentang semakin sedikit hal; (10) Responsibiliry, adalah mempenanggungjawabkan; (11) Magnnnimous'

Thinking, adalahmengontruksi pikimn besar, pikiran yang memiliki kekuatan menerobos zman; (12) Omnipresence,betarti

tidak memposisikan diri sebagai pangreh, melainkm membmgun cina (imge building\ pemerintahan sedemikian rupa

sehingga pemerintah itu tidak terlihat sebagai sesuatu yang jauh dan yang asing, tetapi temsa hadi dimana-mana dam kapan

saja sebagai bagian dari dan sama dengan kita.



berbasis spesialis daerah dan kearifan lokal. Selanjutnya setelah masa
penggemblengan (pelatihan dan pembinaan; pelatihan dalam arti pengelapan
lapangansecara intensif dan pembentukan keterampilan di bidang seni dan
teknologi pemerintahan) selama praktik, serta melalui seleksi yang ketat,
pendidikan dilanjutkan di Institut Ilmu Pemerintahan guna membentuk
kualitas nasional kader pemerintahan berbasis kepamongprajaan. Sistem
pendidikan IIP disebut sistem progresil56. Sistem pendidikan STPDN terdiri
atas tiga komponen, yaitu Pengajaran (Pl), Pelatihan (P2), dan Pengasuhan
(P3), berjalan bersama-sama dalam sistem interface.

Sistem Intertace

penoaiaran - Pelatihan
ft;HiiF" -----------> i"dd; ------->*o?i!3i:i'lijl"o

I

Kemahiran

Ontolooi
Epistimo[ogi <- Mendukung

Aksiologi

I

seni dan
TeKnotoot <--

PemerintaFan

I

Sikap
Perilaku

I

-c
P3

I

P
II

P2

tl
I

Mendukung -------1
Kineria

Hemenntan

sumber: Ndraha, Taliziduhu. 2009. Kybernolagi & Kepmongprajaan; Tangerang: sirao crendetia center

Hubungan Antarpengajaran, Pelatihan, dan pengasuhan
Hubungan Fungsional Antarketiga Komponen,

Membentuk Kader Praja Profesional

A_B

E_M_t_F

ABCD pengajaran dengan pusat Pl EFGH
pelatihan dengan pusat P2 IJKL pengasuhan
dengan pusat P3 pengajaran berinterface dengan
pengasuhan pada INCO pelatihan berinterface
dengan pengasuhan pada IFGL interface bersama
antara ketiganya pada IFPO

H- L-c
sumber: Ndraha, Taliziduhu- 2009. Kybernologi & Kepamongprajaan; Tangerang: sirao crendetia center

156 Keseluruhm program dai diploma smpai S 1 memerlukm waktu lma, bila ditransfer kedalm SKS, setara dengm pendidikm
doktor



Kader berkualitas, yaitu spesialis daerah dan generalis nusantara, melalui

program pendidikan berjenjang D-III (spesialis daerah dan kearifan lokal) dan

kemudian dilanjutkan D-:l/ dan/atau Sl (generalis nusantara, BhinnzknTungal

Ila), melalwmasa praktik lapangan yang relatif lama sebagai bagian dari medan

pelatihan dan pengasuhan oleh masyarakat. Sistem pendidikan terdiri atas tiga

komponen seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu Pengajaran (Pl), Pelatihan

(P2), dan Pengasuhan F3), y*g dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Melalui Pengajaran (P1), kader doiibekali dengan berbagai disiplin ilmu

pengetahuan berintikan ilmu pemerintahan, secara utuh yang terdiri

aras A-Ontoloogi, B-Epistimologi, dan C-Aksiologi yang meliputi bagian

dari seni pemerintahan dan teknologi pemerintahan, baik yang bersifat

sof maupun hard.

b. Melalui Pelatihan Lapangan (P2), kearifan seni dan kemahiran teknologi

pemerintahan, kader ditumbuhkembangakan.

c. Melalui Pengasuhan (P3), sikap dan perilaku kader yang mendukung

seni dan teknologi pemerintahan, yang bersumber dari nilai visioner

diatas, dibentuk dan digunakan.

d. Hubungan antarketiga bersifat konsentrik, arinyaketiga komponen di

atas mempunyai pusat sistem nilai bersaama (PlP2P3), sehingga sistem

ini bersifat konsentrik.

e. Oleh sebab itu, pendidikan ini disebut sistem Pendidikan Konsentrik-

Progresif yang ketiga komponennya berjalan secara bersama-sama.

Sistem Pendidikan Konsentrik Progresif
antar Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan

,-l*;
Pengasuhan 

- 

Kiblat

I
ffJ

Pusat .

P1P2P3

Sumber: Ndraha, Taliziduhu, 2009. Kybernotogi & Kepamongpraiaan; Tangerang: Sirao Crendetia Center'



a. Ketiga komponen berhubungan secara konsentrik, berjalan secara
progresif, dan bekerja secara sinkronik.

b. Pengajar adalah juga pelatih dan pengasuh.

c. Mengajar, melaih, dan mengasuh merupakan sebuah peran.
d. Pengajar, pelatih, dan pengassuh adalah tenaga akademik.
e. Pelatih informal dalam praktik pemerintahan adalah pejabat daerah.
f Pengasuh informal adalah masyarakat daerah.

g. Standarisasi orgranisasi penyelenggara pendidikan mengatur distribusi
peran dan hubungan antara ketiga komponen tersebut.

h. Setiap komponen didukung oleh unit kerja administratif

Jika dilihat dari segi kedudukan hukumnya, kepamongr rajaznhanya diatur
dengan peraturan presiden,jauh di bawah undang-undang. Tetapi sebenarnya
jika dilihat dari sudut kebutuhan akan kekuatan yang menjamin keberlanjutan
dan stabfitas pemerintahan jangka panjang dalam periode rezimpolitik yang
berbeda-beda dan budaya politik yang pasang-surut, kepamongp rajaan layak
untuk diangkat ke tingkat undang-undang.

Kepamongprajaan didefenisikan sebagai sitem nilai dasar perilaku dasar
pemerintahan (gounnnnre). Sesuai dengan teori nilai, jika perilaku suatu entitas
diamati, maka akan terlihat satu atau lebih kualitas.Jika kualitas entitas tersebut
dalam ruang pemerintahan ditimbang, hasilnya adalah hal yang disebut dan
disepakati sebagai norma. Norma bersifat formal, berkekuatan mengikat.

Kepamongprajaan Menurut Teori Nilai

l-=nrn".------------> 

Kuatitas ---------->N,,", r"""""_""_* Oli

I o,o"rrn, disakralisasi direkonsrruksi I

l-'-,* 
Dogma<-*..1'-l

I reeoo"c* 
? <-_N:il . '",^"""'"n H".il --j:9:11- 2-]

I 
ttt Peranssan \"/ 

|
I dibenarkan monev oteh "diteoakkan" I| ,2<--?+"Hasil"< - 3l

ditimbang disepakali NOrma

?<-?-"Hasil"<- - _ 3-pembenaran penguasa dlpermalnkan

Sumber: Ndraha, Taliziduhu, 2004.



d.

Bodlt of Norms disebut sebagai ideologi, dan ideolog yang disakralisasi

menjadi dogma. Kalau dogma dipatuhi tanpa reserue, apayangterjadi?Jika

norma ditegakkan (digunakan), terlihat output atau outcome. Output dan outcome

dimonitoring dan evaluasi, dan apa pun hasil analisisnya, dljadlkanfeedback

entitas yang bersangkutan. Dalam hal ini, kepamongprajaan sebaiknya

digunakan sebagai berikut ini.

a. Identitas; nama suatu entitas. Aparat penegak perda: polisi praja;

mahasiswa IPDN disebut sebagai praja; lulusan IPDN disebut

pamongpraja muda.

b. Kualitas;perilaku yang terlihat dalam ruang pemerintahan mulai dari

tingkat stalal, lokal, hingga tingkat rukun tetangga menunjukkan 12

kualitas kepamongp rajaan.

c. Nilai; setiap kualitas ditimbang guna melihat, sejauh marra kualitas

memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat.

j

Norma; agar berkekuatan mengikat, suatu tingkat nilai pada suatu saat

disepakati sebagai norma yang harus diindahkan dan ditegakkan oleh

semua pihak. Mengingat perubahan eksternal dan internal, secara

periodik harus dilakukan monev dan pembaharuan norma.

Fungsi; diperlukan kekuatan pengikat kebhinekaan menjadi tunggal

ika. Kekuatan itu adalah fungsi yang dapat discharge di dalam sistem

penyelengg araan pemerintahan di daerah.

Lembaga; norma dapat dilembagakan menjadi sebuah unit kerja.

Struktur kep amon gp r ajaan dalam tiga tin gkatan.

Profesi; meliputi penerapan kepamongprajaan sebagai norrna
melalui kebijakan publik di dalam praktik pemerintahan, dan diklat

kepamongp rajaan guna membentuk kader-kader tenaga berkualitas.

Pendidikan kepamongp rajaan; meliputi program vokasional (diploma),

program strata dan program profesional.

Standar kompetensi pamongpraja; yang memiliki 12 nilai dasar

pemerintahan.

I
ctD'

h.



Usai menempuh pendidikan pemerintahan selama kurang lebih 4
tahun, seorang pamongpraj a akan berad a pada garis depan pemerintahan.
Pada saat itu, ilmu yang diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan diuji.
Mulai dari aspek teoretik, legaslistik dan empirikplus hasil tempaan bidang
pelatihan dan pengasuhan. Permasalahan sering muncul manakala normatif
yang diterima di bangku kuliah tidak sesuai dengan realita di lapangan.
Ketidaksesuaian mengakibatkan j a rak antar a idealisme dan realitas semakin
lebar. Kondisi ini semakin lama dapat menggerogoti idealisme pamongpraja
hingga rentan dengan berbagai penyimpangan seperti penyalahgunaan
kewenangan (abuse of powu).

Guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan, seorang lulusan
pendidikan pamongpraja dibekali berbagai antibod2 yang berfungsi sebagai
daya tangkal terhadap kecenderungan penyimpangan sebagai aparatur
peme rintah . Pertamq nilai-nilai kep amon gp r ajaan, yakni seperangkat nilai
yang menjadi energi untuk menguatkan semangat pengabdian sebagai
abdi negara dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam "Hasta Budhi
Bhakti" sebagai pedoman atau guidanre penyelenggara pemerintahan
yang bersumber dari nilai-nilai masa lalu.r57 Ada dua belas nilai
kepamongp rajaan yang mengacu pada pendapat Taliziduhu I s8, yaitu u o o ruit
<ien /uisionn (memandang sej auh mungkin ke depan), c o nduc ting (membangun
kinerja bersama melalui perilaku aktor yang berbeda-beda), coordinating

Ismail Nurdin. Quo Vadis Pamongpraja. di sampaikan dalm Forum Scientific Traffic diskusi ilmiah antrdosen IPDN
Jarinangor 24 Agustus 2010

Kebemology



(membangun kinerja masing-masing melalui kesepakatan bersama yang

berbeda), peace making (membangun kerukunan dan kebersamaan), residue-

caing (menselola sampah, sisa, yang beda, yang salah, dan yang terbuang),

turbulence-seruing (mengelola ledakan yang dianggap mendadak atau di
luar kemampuan/force majeure), fries ermessen (keberanian bertindak untuk

kemudian mempertanggungj awabkannya), generalist and sp ecialist func tion

(knowing less and less about more and more, and more and more about less and less),

omnipre s enc e (terasa hadir dimana-ma na), resp onsibilit2 $nenjawab dengan

jelas dan jujur, menanggung risiko secara pribadi menurut etika otonom),

magnanimous - thinking (mind, berp emikiran b e sar dan kuat menerob os zaman

membuat sej arah), dan dis tinguis hed s tatesmans hip (kene garaw an-utamaan,

selama memangku masajabatan publik, berdiri di atas semua kepentingan,

tidak memlhak, impartiall. Selain itu, terdapat pula nilai kepemimpinan

Astabrata sebagai pelengkap jati diri pamongpraja'

Kedua, kompetensi. Pamongpraja perlu memiliki sepuluh kompetensi

yang menguatkan identitasnya sebagai aparatur profesional dan sebuah

profesi. Kompetensi ini merupakan standar minimal seorang pamongpraj a

yang diperoleh melalui pendidikan tinggi kepamongprajaan. Kesepuluh

kompetensi tersebut sebagai berikut. r5e

1. Pamongpraja sebagai pengamong pemerintahan

2. Pamongpraja sebagai profesional pemerintahan.

3. Pamongpraja sebagai kader pemerintahan sipil.

4. Pamongpraja sebagai korps.

5. Pamongpraja sebagai garis depan pemerintahan.

6. Pamongpraja sebagai dinas danjabatan karier

7. Pamongpraja sebagai pemangku pemerintahan umum.

B. Pamongpraja sebagai lembaga dekonsentrasi.

9. Pamongpraja sebagai mata rantai permanen antarsiklus politik.

10. Pamongpraja sebagai kekuatan pengikat pusat dengan daerah'

Ketiga, identitas. Pamongpraja dilihat dari sudut narna(nomina) mengacu

pada lulusan peserta didik program diploma dan strata satu perguruan

tinggi kepamongprajaan (KDC, APDN, IIR STPDN, IPDN). Hal ini

r5o Kybemology,2015 hlm. 270.



akan membedakan dengan sebutan unit penegak hukum di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, yaitu polisi pamongpraja. Istilah ini juga
penting untuk membedakan mana lulusan program pemerintahan dari
sekolah tinggi kepamongprajaan dengan lulusan program pemerintahan
dari perguruan tinggi lainnya.

Keempa[ sebagai fungsi objektif di lingkungan pemerintahan dalam
negeri. Fungsi ini adalah fungsi yang menjembatani tiap komponen dengan

komponen lain dan hadir antarkomponen sebuah sistem.160 Conducting adalah

fungsi yang perlu digerakkan untuk menciptakan harmoni antarkegiatan
yang berbeda oleh aktor yang berlainan guna menghasilkan suatu sinergi.

Fungsi tersebut diharapkan mampu menjembatani perbedaan dan
kesenjangan antardaerah dan antarsektor pemerintahan, mengedentifikasi
dan mengoreksi nada sumbang sekecil apapun, guna membangun harmoni,
sinergi dan keselamatan. Coordinating adalah yang harus digerakkan untuk
membangun komitmen bersama dengan aktor-aktor yang lain guna
mencapai kinerja masing-masing yang berbeda. Fungsi seruing, yaitu
fungsi yang digerakkan untuk melayani berbagai subkultur masyarakat
dalam segala cuaca dan redue caring, yaitu fungsi harus digerakkan untuk
mempedulikan urusan-urusan yang tiada suatu unit kerjapun yang mau
menanganinya. Fungsi-fungsi ini diperlukan untuk setiap jenjangan
administrasi pemerintahan dari atas sampai ke bawah, yaitu presiden, kepala

daerah sampai kepala desa. Fungsi-fungsi ini menjadi kekuatan pengikat
kebhinekaan menjadi tunggal ika. Kekuatan ini dapat dicharge di dalam sistem

penyelengg araarr pemerintahan daerah. I 6r

Kelima, sebagai sebuah profesi. Hal ini mengacu pada pekerj aan ya:ng

memerlukan kompetensi tertentu, yakni qualifed kaduship dan manajerial
administratfatau dapatjuga diartikan profesi pamongpraja merupakan seorang

profesional pada bidang pemerint ahan. Kendatipun demikian, persyaratan

yang harus dipenuhi sebagai sebuah profesi, yaitu penguasaan "systematic

theorlt" atau seperangkat ilmu pengetahuan melalui pendidikan tirgs minimal
setingkat bacltelor; yang di Indonesia setara dengan sarjana, lebih spesifik lagi
harus lulusan perguman tirgs kepamongrajaan. Analoginya adalah ibarat
pasien yang dirawat di rumah sakit bukan oleh tukang bangunan, melainkan

'o Taliziduhu. 2009. Kybernology dan Kepamongprajaan.

'6' Ibid. hlm 118
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oleh seorang dokter, perawat dan bidan yang notabenenya telah menempuh

pendidikan khusus mengenai kesehatan. Seandainya pasien dirawat oleh ahli

bangunan maka akan membuka peluang munculnya risiko malpraktik. Begitu

pula dengan pemerintahan, dimana harus dirawat juga oleh ahli di bidang

pemerintahan. Selain itu, sebagai sebuah profesi pamongpraja memiliki
dinas dua puluh empat jam sehari dengan masa jabatan seumur hidup.

Pamongpraja dalam hal ini harus menguasai asas-asas profesionalisme dan

menggunakan kode etik kepamongprajaan sehari-hari.

fummra kualitas. Kualitas merujuk kepada produk-produk yang dihasilkan

dalam pelayanan publik. Hal ini juga merujuk kepada perilaku kinerja
pamongpraja, dimana pamongpr{a bekerja dengan semaksimal mungkin untr-rk

hasil yang sebaik mungkin berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

KtaWh Nilai. Setiap kualitas ditimbang guna melihat sejauh mana kualitas

memenuhi kebutuhan manusia dan masyaral<at (outcome).

Kedelapan, norma. Pamongpraja dibekali norma yang didapat melalui

hasil tempaan pendidikan tinggi kepamongprajaan yang dijunjung dan

bersifat positifume. Walaupun begitu pamongpraja harus mampu menyatu

dengan norma yang hidup di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tingkat
dan kemampuan adaptasi pamongprajaagar dapat diterima disegala lapisan

masyarakat.

Kesembilan, sebagai negarawan mengacu pada buah pikiran besar
(roh zaman)162. Dengan kualitas itu, pamongpraja berarti kemampuan
membuat sejarah (history making), sehingga buah pikiran besar pamongpraja
mempengaruhi perjalanan sejarah Indonesia. Selain roh zaman, juga roh
yang hadir di segala tempat (omnipresence). Bahwa seorang pamongpraja
memiliki citra yang kuat di masyarakat sehingga kehadirannya dirasakan oleh

masyarakat di segala lini kehidupannya. Hal ini menjadikan pamongpraja
sebagai instrumen keutuhan bangsa, yakni keberadaan pamongpraja tidak
saja menjadi mesin birokrasi dalam pelayanan pemerintahan, tetapi menjadi
perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alhasil nilai-nilai tersebut akan mengawal perjalanan pamongpraja
dalam menghadapi dinamika kehidupan pemerintahan. Ketahanan
pamongpraja akan diuji pada setiap aspek pemerintahan. Pamongpraja

r6'? Ibid. hlm.26



yang bertahan sampai akhir akan selamat dan menjadi menjadi manusia

paripurna. Pamongpraja yang tidak bertahan akan kandas dan tertelan
oleh zaman.

A. Pamongpraja Dalam Kerangka Dinamika Hubungan Pusat
dan Daerah

Problema dinamika hubungan pusat dan daerah merupakan tantangan
berat bagi pamongpraja dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi
negara. Pamongpraja benar-benar diuji disini. Betapa tidak, dinamika
hubungan pusat dan daerah merupakan bentuk keniscayaan yang tidak
dapat dipungkiri. Hal ini dapat dipahami sebagai akibat dianutnya paham
desentralisasi yang senantiasa mengalami pasang surut mengikuti dinamika
pemerintahan.

Pasang surut hubungan antara pusat dan daerah selalu mewarnai
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Mackie, 1980: 671).

Pasang surut hubungan terlihat dalam berbagai produk perundang-
undangan yang mengatur pemerintahan daerah sebagai amanat Pasal lB
UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah diamandemen. Setidaknya, sejak

kemerdekaan, bangsa Indonesia telah memiliki delapan undang-undanng
pemerintahan daerah. Mulai danrezimorde lama, orde baru, dan sekarang

orde reformasi.

Pada masa orde lama diberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun
1945 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang No. I
Tahun 1957, Undang-Undang No. lB Tahun 1965, pada masa orde baru
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, dan pada masa orde reformasi ini
sejak tahun l99B hingga saat ini telah ditetapkan Undang-Undang No. 22

tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan yang baru-baru ini
disahkan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 201+. Undang-undang ini
telah dua kali mengalami revisi, walaupun hanya sebatas pada pemilihan
kepala daerah. Pertama, direvisi melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2015

dan tidak lama kemudian muncul revisinya yang kedua, Undang-Undang
No. 9 Tahun 2015.

Mempelajari dinamika tersebut, Prasojo dalam pidato pengukuhannya
mengibaratkan masalah dalam dinamika hubungan pusat dan daerah



seperti pendulum yang selalu bergerak dari satu pendulum yang memusat

(sentripetalis) ke arah pendulum yang menyebar (sentrifugalis).163 Gerakan

pendulum ini sering kali menyebabkan gerakan separatis yang pada situasi

tertentu menimbulkan turbulensi dan dapat berakhir pada hancurnya
sebuah negara.

Sejak merdeka, berbagai gerakan separatis muncul di daerah, seperti

PRRI dan Permesta juga sangat terkait dengan aspek uerticaldistribution of
power, di samping tentu saja memiliki keterkaitan dengan aspek horizontal
dishibution of power Pergolakan tersebut merupakan reaksi terhadap kekuatan

sentripetal yang berlebihan dalam penyelenggaraan negara (Hoessein, 1995:

12). Di samping itu, faham federalisme dan negara federal yang notabenya

kontra negara kesatuan menyelinap dalam sendi-sendi hubungan pusat

dan daerah. Tak ayal, hal ini akan mengarahkan Indonesia untuk kandas

menabrak karang pecah berkeping-keping.

Pamongpraja sebagai abdi negara berperan sebagai mata rantaspengikat

kebhinekaan untuk mencegah Indonesia menabrak karang perpecahan.
Berkenaan dengan dinamika hubungan pusat daerah, setiap negara
mengalami dinamika dalam perubahan kebijakan, dan tentunya faktor
perubahan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Di Indonesia,
faktorpengubah ini selain mempengaruhi pasang surut hubungan pusat dan

daerah juga mengakibatkan pasang surut eksistensi pamongpraja. Pengaruh
ini dapat dilihat pada perubahan setiap undang-undang pemerintahan
daerah dikaitkan dengan definisi dan posisi seorang pamongpraja. Untuk
itu, penulis mencoba melakukan identifikasi catatanJimly Asshiddiqieroa

tentang pemerintahan daerah serta relevansinya dengan peran pamongpraja
dari masa ke masa.

o Undang-Undang No. I Tahun 1945

Pada undang-undang ini, materi yang berkaitan dengan kebijakan
desentralisasi masih sangat sederhana sehingga dalam pelaksanaanya timbul
banyak kesulitan. Meskipun undang-undang ini masih sederhana, namun
bila kita kaitkan dengan konsep negara kesatuan maka undang-undang ini

163 Sumber : pidato pengukuhan Eko Prasojo sebagai Guru Besar Universitas Indonesia

'a Jimly Asshiddiqie. Pokok-Pokok Hukun Tata, Op. Cit. 2007, hlm. .100-,109



sudah mendasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Pancasila sebagi dasar negara.

o fJndang-Undang No. 22 Tahun l94B

Kelahiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, sebagai pengganti
Undang-Undang No. I Tahun I9+5, diharapkan dapat mengatasi
kekurangan Undang-Undang No. I Tahun 1945 yang dipandang masih
sangat sederhana tersebut. MenurutJuniarto, r65 ciri dari Undang-Undang
No. 22 Tahun l94B ini adalah Negara Republik Indonesia tersusun dalam
tiga tingkatan, yaitu: provinsi, kabupaten (kota besar), dan desa (kota kecil)
negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Secara yuridis fungisional, pemerintahan atau
wilayah hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan wilayah
nasional Republik Indonesia dibagi secara hierarkis dan horizontal terdiri
atas wilayah nasional sebagai wilayah hukum pemerintah pusat, wilyah-
wilayah Indonesia sebagai wilayah hukum pemerintah provinsi, setiap
wilayah provinsi dibagi atas wilayah kabupaten/kota besar, dan wilayah
kabupaten/kota besar dibagi atas wilayah yang disebut desa, negeri, warga)
dan lainlain. Setiap wilayah tersebut otonom atau dalam istilah Undang-
Undang No. 22 Tahun l94B disebut swatantra (menyelenggarakan
pemerintahan sendiri) dan masing-masing disebut daerah tingkat I,
daerah tingkat II, dan daerah tingkat III (sama dengan desa atau kota
kecil) negeri, warga dan lain-lain.

Tingkat daerah swatantra dilatarbelakangi oleh pemikiran pembentuk
undang-undang sebag aimana dicantumkan pada Memori Penjelasan lJmum
Undang-Undang No. 22 Tahun I 948, LN RI 1 95 7 No. I I 43 yang memuat
tentang 4 (empat)persoalan penting terkait tingkat daerah swatantra, yaitu
sebagai berikut.

l) Mengenai apakah suatu urusan apakah urusan yang ada merupakan
urusan pusat atau urusan daerah.

2) Mengenai keberagaman kesatuan masyarakat, hukum dan bahwa
urusan otonomi tidak konguren (bersama-sama) setuju, bersaing atau
berlawanan) dengan urusan hukum adat.

r65 Juniano dikutip dalm Jimly Asshiddiqie. Op. Cit. hlm. 400

t*



3) Tentang kepala daerah yang harus dipilih langsung oleh rakyat daerah

yang bersangkutan, tetapi harus pula mendapat pengesahan dari

pemerintah yang berwajib.

4) Persoalan keempat mengenai pengawas, maksudnya bahwa pemerintah

pada intinya mengawasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan

Perwakilan Daerah baik produk-produk hukumnya maupun tindakan-

tindakannya.

Keempat persoalan penting tersebut pembentukan undang-undang

ini dapat disimpulkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia yang

dibentuk mengharuskan pemusatan segala urusan yang meliputi seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya pemusatan segala urusan terhadap seluruh wilayah oleh Bagir

Mananr66 dijelaskan bahwa "Pemusatan tersebut memiliki dua sisi (dimensi)

yatiu tugas Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap kepentingan

yang dipusatkan dan pengawasan terhadap penyelangaraan kepentingan-

kepentingan rakyat setempat. "

Uraian yang menyangkut hierarki pemerintahan berdasarkan Undang-

Undang No. 22 Tahun l94B yang mengatur tentang pemerintahan tingkat

I, tingkat II, dan tingkat III adalah usaha untuk mengakomodir kebhinekaan

bangsa Indonesia yang begitu heterogen, struktur daerah otonomi
sebagaimana diatur dalam Pasal I Undang-Undang No. 22 Tahun 1948

tersebut, terutama dalam pembentukan daerah tingkat III (kota kecil). Hal
ini dilakukan sangat hati-hati, terutama yang berkaitan atau berhubungan

dengan keberadaan masyarakat hukum adat yang coraknya betagam/
bertingkat, setiap tingkat memiliki rakyat sendiri, penguasa sendiri dan

mungkin memiliki daerah sendiri.

Berdasar uraian di atas, terlihat jelas bahwa kedua undang-undang

di atas condong pada "pemusatan," dengan kata lain pemerintahan yang

sentralistik. Dilihat dari tujuannya, kedua undang-undang bermaksud

memperkuat komitmen bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan

dan menggalang seluruh rakyat Indonesia mempertahankan persatuan

dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Ketetapan pemusatan pada keduaa undang-undang di atas

'6 Bagir Manan, dikutip dalam Jimiy Asshiddiqie. Op. Cit, hlm. 407



berimplikasi pada pejabat-pejabat di daerah, termasuk pamongpraja.
Pamongpraja dalam kerangka undang-undang tersebut berfungsi sebagai
wakil pemerintah pusat di daerah (dekonsentrasi). Pada hubungan pusat dan
daerah, dapat diibaratkan pamongpraja merupakan lem yang membawa
kepentingan pusat untuk merekatkan daerah agar tidak lepas dari kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat kedua undang-undang
ini muncul pada awal masa kemerdekaan, pada masa ini sangat rawan
terjadinya pembangkangan, bahkan disintegrasi. Pendapat ini diperkuat
dengan pendapat Samadikoen (The Liang Gie), tugas pamongpraja
dalam rangka dekonsentrasi pada awal kemerdekaan dapat diringkas tiga
macam.

l) Sebagai instansi penengah (arbiter), di antara kepentingan-kepentingan
yang saling bertentangan dan bermusuhan.

2) Sebagai instansi penghubung di antara lingkungan hukum tata negara
yang berlain-lainan.

3) Sebagai pemelihara dari penegak ketentraman dan keamanan umum
dan dalam hubungan ini memiliki hubungan yang erat sekali dengan
jawatan kepolisian.

Urgensi keberadaan pamongpraj a pada masa awal kemerdekaan Rl
sejalan dengan sejalan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan, baik pada pemerintah pusat dan daerah. Pada masa ini,
perubahan istilah dari pangreh praja menjadi pamongpraja dengan alasan
bahwa kedudukan dan tugas pangreh praja dalam negara yang merdeka
berbeda dengan pada masa penjajahan. Presiden RI waktu itu, Soekarno,
pada tahun 1953 mengatakan bahwa pengertian pamong lebih dalam
artinya daripada pengertian pemimpin ataupun pengasuh. Prinsip pokok
dalam mengemong adalah Tut Wuri Handayani, mengikuti di belakang
tetapi tetap mempengaruhi (dalam The Liang Gie, l9BB: 170). Selain itu,
juga untuk menegaskan bahawa pemerintahan pangreh praja ada pada masa

penjajahan belanda di Indonesia.Drmanamakna semangat dan filosofinya
dapat bertolak belakang dari pemerintahan paska penjajahan, karena
perubahan dari konsep pangreh ke konsep pamong sekaligus menjelaskan
adanya perubahan paradikma dari penindasan ke pembudayaan serta



mengingat nama yang pertama (pangreh praja) secara psikologis dan politis

kurang tepat dan mengandung unsur menguasai (mengereh-pangreh).

Sebenarnya, masa awal-awal setelah kemerdekaan merupakan masa

yang berat bagi pamog praja dimana eksistensinya terancam. Indonesia

pernah mengalami perubahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

atau biasa disebut Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat

dan aktif kembali menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus

1950 akibat penjajahan Belanda. Pada masa ini, posisi pamongpraja sempat

mengalami surut. Pada tahun 1950, berlaku dua macam undang-undang

pokok pemerintahan daerah setelah perubahan dari RIS menjadi RI,
yaitu:

1) Undang-Undang No. 22l i948, yang berasal dari negara RI Proklamasi

l7 Agustus 1945 dan berlaku diJawa dan Madura, Sumatera dan

Kalimantan.

2) Undang-Undang No.44/ 1950, yang berasal dari NIT dan berlaku di

Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara.

Sayangnya, kedua undang-undang ini menghendaki hilangnya
pamongpraja dan diserahkannya pemerintahan setempat pada daerah

otonom. Beberapa tahun kemudian, setelah seluruh undang-undang

disesuaikan dengan UUDS, eksistensi pamongpraja kembali. Pada

PP Nomor 27 Tahw 1959 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

pamongpraja adalah gubernur, residen, bupati, walikota, wedana, dan

asisten wedana (camat). Dari PP ini dapat dirumuskan pamongpraja

adalah perangkat atau pejabat yang ada di daerah yang tugasnya adalah

melaksanakan urusan pemerintahan umum atau pemerintahan pusat.

Dilihat dari sudut pandang hubungan pusat dan daerah, adanya PP tersebut

tetap memfungsikan pamongpraja sebagai wakil pemerintah pusat di daerah

yang menyelenggarakan asas dekonsentrasi.

o Undang-Undang No. 18 Tahun 1965

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana diatur dalam Lembaran Negara Tahun 1965 No. 84,

merupakan kelanjutan ide Penpres No. 6 Tahun 1959, bahkan dapat

dikatakan bahwa ketentuan-ktentuan dalam Penpres No. 6 Tahun. 1959



dan Penpres No. 5 Tahun 1960 seluruhnya diadopsi ke dalam Undang-
Undang No. lB Tahun 1965 ini. Undang-undang ini mengacu kepada
konsep demokrasi terpimpin dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRD. Selain itu, undang-undangini membagi wilayah negara
dalam tingkatan daerah-daerah otonom (Pasal 2 ayat (t)) yang terdiri atas:

wilayah provinsi atau kota praja sebagai daerah tingkat I, kabupaten atau
kotamadya sebagai daerah tingkat II, dan kecamatan atau kota praja sebagai

daerah tingkat III.

Berkaitan dengan pemberlakuan UU No. 18 Tahun 1965, menurut Soli
Lubis,r67 Undang-Undang No. lB Tahun 1965 merupakan suatu undang-
undang kebijakan politik dengan maksud mengembalikan dan memperkuat
kewibawaan kepala daerah (KDH) sebagai alat pemerintah pusat dengan
fungsi rangkap sebagai alat dekonsentrasi dan desentralisasi, seperti Penpres

No.6 Tahun 1959.

Kepala daerah, meskipun dipilih oleh DPRD, namun kedudukannya
tidak tergantung sepenuhnya kepada DPRD (Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,

dan Pasal 14) atau tidak tergantung kepada kedudukan KDH terhadap
DPRD (Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 55). Dengan begitu, kedudukan kepala
daerah cukup berwibawa, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh kekuatan
politik daerah.

Ketentuan dalam Undang-UndangNo. IB Thhun 1965 ini, sesungguhnya
merupakan suatu kebijakan politik yang ingin memperkuat pemerintahan
daerah dalam kerangka negara kesatuan, hal ini membuktikan bahwa
Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 ini konsepnya tetap dalam negara
kesatuan. Jadi, penguatan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kotamadya dalam rangka memperkuat
negara kesatuan dengan demokrasi terpimpin. Walupun begitu, dalam
hubungan pusat dan daerah, fungsi pamongpraja tidak mengalami
perubahan, tetap melaksanakan azas dekonsentrasi sebagai wakil pemerintah
pusat di daerah. Bahkan diatur dalam UU No. 1Bl 1965 ditentukan tugas-
tugas yang tidak diserahkan kepada daerah dan dijadikan tugas pokok dari
pamongpraja, yaitu sebagai berikut.

167 Soli Lubis, dalm Jimliy Asshiddiqie, Ibid, 2N7,hlm. 4O6
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Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil di daerahnya,

dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pej abat-

pej abat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintah pusat

di daerah dan antara jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.

Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintah daerah.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh

pemerintah pusat.

o Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

Perubahan kebijakan hubungan pusat dan daerah dalam UU No. 5
Tahun 1974 lebih condong ke arah sentralistik. Beberapa karateristik yang

menonjol dari prinsip penyelenggaraanpemerintahan UU Nomor 5 Tahun

I974,yaitu: pntama,wilayah negara dibagi ke dalam daerah besar dan kecil

yang bersif,at otonom atau administratif saja. Kedua, pemerintahan daerah

diselenggarakan secara bertingkat, yaitu daerah tingkat I, daerah tingkat

II sebagai daerah otonom, dan kemudian wilayah administratif berupa

provinsi, kabupaten/kotamadya, dan kecamatan. Ketiga, DPRD tingkat I
maupun tingkat II dan kotamadya merupakan bagian dari pemerintahan

daerah. Keempat, peranan Menteri Dalam Negeri dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah dapat dikatakan bersifat sangat eksesif atau berlebih-

lebihan yang diwujudkan dengan melakukan pembinaan langsung terhadap

daerah. Kelima, UU ini memberikan tempat yang sangat terhormat dan

sangat kuat kepada kepala wilayah ketimbang kepada kepala daerah'

Keenam, keuangan daerah sebagaimana umumnya dengan undangundang

terdahulu, diatur secara umum saja. Daerah juga mendapat bantuan dari

pemerintahan pusat berupa "pemberian pemerintah", sebuah istilah yang

menandakan kemurahan hati pemerintahan di Jakarta.e

Meskipun harus diakui bahwa UU No. 5 / 197 + adalah suatu komitmen

politik, namun dalam praktik yang terjadi adalah sentralisasi yang dominan

dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Salah

satu fenomena yang paling menonjol dari hubungan antara sistem Pemda

dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemd a yangtitggt terhadap



pemerintah pusat. Sejalan dengan itu, menurut Soemardj an,padaperiode
sebelum tahun 1966, sentralisasi dilakukan dengan maksud untuk mencegah
bangsa Indonesia dari perpecahan sebagai akibat munculnya gerakan-
gerakan separatis, sehingga dirasakan perlu adanya satu sumber tunggal
(presiden) yang menafsirkan semua persoalan politik dengan dukungan
kedudukan golongan militer. 168

Kemudian, Kuntj oroj akti menggambarkan bahwa sentralisasi pada
periode itu sebagai gerakan pendalaman dari satu kutub ke kutub lainnya.r6s
Sedangkan menurut Hidayat, kehidupan desentralisasi pada masa orde
baru cenderung berayrrn di antara dua kutub; dari kutub desentralisasi dan
sistem demokrasi ke kutub sentralisasi dan autokrasi. namun lebih berat ke
kutub sentralisasi dan autokrasi. r70

Berdasarkan uraian tersebut, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun
1974, tetap berdasarkan pada konsep negara kesatuan sebagaimana
tercantum dalam UUD Tahun l9+5, demi kestabilan pemerintahan
dan pembangunan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ini merupakan
undang-undang pemerintahan daerah yang paling lama diberlakukan oleh
pemerintah, yaitu kurang lebih 35 tahun, seiring lahirnya kepemimpinan
Presiden Soeharto yang dikenal dengan Pemerintahan Orde Baru.

Berkenaan dengan pamongpraja, pada masa Undang-Undang No.
5 Tahun 1974, yang masih merujuk pada UUD 1945 yang asli, Presiden
merupakan satu-satunya mandataris MPR, yang kemudian membangun
jaringan pemerintah pusat di daerah yang dinamakan kepala wilayah
yang berkedudukan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan
(\Masistiono, 2009). Menurut undang-undang yang sama) pasal lf yang
dimaksud dengan dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang dari
pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya
kepada pejabat-pej abatnya di daerah. Dalam undang-undang ini juga
mengartikan pamongpraja sebagai pejabat pemerintah pusat yang berada
di daerah dengan tugas utama menjalankan Tugas Pemerintahan ljmum
(TPU), yang meliputi koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta urusan
residual. Sekilas tampak jelas terlihat bahwa pamongpraja pada masa

rd Selo Soemrejm, dikutip dalm Jimly Asshiddiqie. ibid. Hlm. 407

'6e Kuntjasojacti, dalam Jimty Asshiddiqie. ibid. hlm. 4O7
r?0 Syaif hidayat, 1999, dalam Jimly Asshiddiqie. Ibid. hlm. .lO7



Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 masih melaksanakan tugas sebatas pada

asas dekonsentrasi. Pendapat ini diperkuat oleh Suryaningrat (1990: 7-ll),
pamongpraja dipergunakan untuk menyebut mereka, pejabat pemerintah

pusat yangadadi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum

(kepala wilayah). Semasa pemberlakuan undang-undang ini, pamongpraja

dapat dikatakan pada posisi puncaknya. Selain karena mendapatkan tempat

yang istimewa, juga selama di daerah masih ada urusan pemerintahan

umum, maka selama itu pula masih ada pamongpraja.

o fJndang-Undang No. 22 Tahun 1999

Kelahiran UU No. 22 Tahun 1999 merupakan antitesa dari
ketidakpuasan rakyat Indonesia pada saat pemerintahan orde baru yang

dianggap tidak dilaksanakan secara demokrasi, tidak transparan serta

tidak meratanya pembangunan. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban

terhadap krisis pada tahun l99B yang menyebabkan integritas wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di persimpangan jalan.

Undang-undang ini menjadi landasan yang sangat mendasarkan dalam

melakukan perubahan penyelengg ar^an pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, daerah otonomi tidak menganut

sistem bertingkat dan hanya mengenal 2 (dua) daerah otonomi, yaitu provinsi

dan kabupaten/kotayang dapat dirumuskan sebagai berikut (lVlarbun, 2010:

102-103): purtarna,wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah

provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonomi. Kedua, daerah-daerah

ini masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki

(pasal 4 UU Nomor 22'Iahun 1999). Kehga, daerah provinsi berkedudukan

juga sebagai daerah administratil Ada beberapa ciri khas yang menonjol

dalam undang-undangini (Syaukani, 2009: 185-190), yaitu:pertnma,demokrasi

dan demokratisasi. Kedua, mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Titik
berat otonomi daerah difokuskan kepada daerah kabupaten dan kota, bukan

kepada daerah propinsi. Ketiga, sistem otonomi luas dan nyata. Keempat,

tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat. Dalam sistem ini, pejabat

pemerintahan daerah yang lebih tings juga sekaligus merupakan atasan

dari pejabat yang ada di daerah otonom yang lebih rendah. Kelima, no mandatz

withoutfunding. Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah harus dibiayai

dari dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Pasal 78 ayat 2),



dan penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada
gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan pemerintahan
pusat kepada bupati/walikota diikuti dengan pembiayaannya (Pasal 2 ayat

{4} UU PK No. 25 tahun 1999). UU Nomor 22 tahun 1999 mengandung
prinsip yang sebaliknya, yaitu mone2 follow function. Artinya. daerah diberi
kewenangan yang seluas-luasnya dan dengan kewenangan itu maka
daerah akan menggunakannya untuk menggali sumber dana keuangan
yang sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal dan diterima oleh lapisan
masyarakat. Keenam, penguatan rakyat melalui DPRD.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa undang-undang ini terlihat
bersifat sangat desentralistik, sehingga pelaksanaan asas dekonsentrasi sangat

dibatasi di daerah. Fungsi dekonsentrasi dibatasi hanyapada tingkatprovinsi
saja. Sedang untuk wilayah kabupaten/kota, secara murni melaksanakan

tugas-tugas desentralisasi atau otonom. Konsekuensi logis dari perubahan
kebijakan desentralisasi tersebut, maka definisi tentang pamongpraja
perlu disusun ulang. Hal ini mengakibatkan pamongpraja mengalami titik
nadirnya. Karena ketidakjelasan posisinya.

Pada UU Nomor 22Tahun 1999, yang kemudian nantinya dilanjutkan
oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, tidak ada lagi pengertian tugas pemerintahan
umum, yangadaistilah baru, yakni Tugas Umum Pemerintahan (TUP), yang
isinya berbeda dengan pengertian Tugas Pemerintahan IJmum (TPU)yang
selama ini digunakan. Menanggapi kondisi tersebut, akhirnya Wasistiono
dalam makalahnya yang disampaikan pada Temu Akbar Alumni
Pendidikan Pamongpraja PropinsiJawa Barat pada tanggal29 Maret
1999 dengan judul "Redefinisi, Reposisi dan Refungsianalisasi Korps
Pamongpraj a" (Wasistiono, I 999), ditawarkannya definisi pamongpraj a

dengan paradigma baru, yaitu sebagai berikut.
PamongprEa adal"ah aparatur (pnsat mnupun danal)2ong dididik secara kluuru

wthik mayalmlan tugas-lilgas perrcrintalmn datgan knnpetmsi dnsm Koordirmsi"

Kolnborasi dwt Korum^nn (31t1 dakrn rmryh mnnbuilnnpeln2mtan umtnn snta

merEaga lra"thltan Negma Kesatunn fupublik, Indorusin

Menurut Wasistiono, definisi ini masih terbuka untuk diperdebatkan,
terutama mengenai tiga kompetensi dasar yang perlu diimiliki oleh
pamongpraja. Pamongpraja juga harus melakukan reposisi, dalam arti
menata ulang kedudukan dan hubungannya dengan pemerintah serta partai



yang berkuasa, sejalan dengan kebijakan pemerintah nasional sebagaimana

yang tertuang dalam PP No. 5 Tahun 1999 yang diperbaiki dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Netralitas Pegawai

Negeri Sipil. Selain itu, pamongpraja harus melakukan refungsionalisasi,

yaitu menata lagi fungsi-fungsi yang selama ini dijalankan oleh pamongpraja.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa perlu diakui secara jujur bahwa selama ini
fungsi-fungsi yang dijalankan oleh korps pamongpraja belum tampak secara

jelas, bercampur aduk karena adanya pengembangan karier secara lintas

keahlian. Pada akhirnya, pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki korps

pamongpraja menjadi tidak jelas juga sehingga sulit untuk dikategorikan

sebagai sebuah profesi yang utuh dan mandiri.

Sepintas, akibat diberlakukannya. Undang-Undang No. 22 Tahun
i999, posisi pamongpraja dalam hubungan pusat dan daerah menjadi
kabur. Dalam konteks ini, mendorong perspektif pamongpraja mengalami

redefinisi, reposisi, dan refungsionalisasi. Ditambah lagi pada hubungan

pusat dan daerah, posisi pamongpraja terlihat terjepit. Terjepit di antara

kepentingan pusat dan daerah. Secara vertikal atas ke bawah, terdapat

kepentingan pusat dan dari vertikal bawah ke atas terdapat kepentingan

daerah. Efek dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini sebenarnya

sangat meluas, tidak hanya pamongpraja saja yang terkena imbasnya.

Pemberian kewenangan daerah dalam skema otonomi daerah, bisa

dibaca sebagai konsekuensi dari menurun daya kemampuan pusat untuk
mengendalikan daerah. Hal ini dapat dilihat dari gubernur/kepala daerah

provinsi yang tidak bisa lagi atau tidak ada lagi peran gubernur dalam
proses pemilihan bupati / walikota. Gubernur,/kepala daerah provinsi
sulit untuk mengkoordinir bupati/walikota dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan apalagi sumber daya yang ada di daerah berada dalam

wilayah kewenangan bupati/walikota sehingga tidak ada pilihan lain
kecuali memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur diri sendiri.

Akibat dari meluasnya kewenangan pemerintah kabupaten dan kota
menimbulkan kesulitan dalam memadukan pemerintahan,pelayanan umum
dan proses pembagunan daerah, kuatnya posisi kabupaten dan kota dalam

penyelengg ar aar' pemerintahan mengakibatkan pemerintah kabupaten dan

kota bertindak sesuai aspirasi sendiri tanpa ada koordinasi dari pemerintah

provinsi, bahkan pada pemerintah. Kondisi tersebut dipandang dapat



menimbulkan indikasi terjadinya disintegrasi bila antara daerah yang satu

dengan daerah lain mengalami perkembangan yang tidak seimbang, yang
pada akhirnya dapat menggoyahkan konsepsi negara kesatuan.

Perubahan pengelolaan pemerintah daerah juga dilihat dalam era
pasca-desentralisasi. Perubahan tersebut terlihat secara signifikan dalam
keberadaan DPRD. UU No. 22Tahun 1999, DPRD diberi peran dominan

face toface dengan kepala daerah di pemerintahandaerah. \uan utamanya
adalah untuk membawa pemerintahan lokal yang demokratis di berbagai
daerah melalui, antaralain pemberdayaan DPRD sebagai wakil masyarakat
lokal dan sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menahan kepala
daerah bertanggung j awab atas kinerj a mereka. Di beberap a daer ah, terj adi
penguatan terhadap fungsi DPRD bahkan terlihat terjadi legislatif lrcaue1

dimana kepala daerah "kewalahan" menghadapi DPRD, apalagi kalau
kepala daerah berasal dari partai berbeda dengan partai mayoritas di
DPRD. Bahkan seolah-olah terjadi dnidedgouernmatt(pernerintahan terbelah)
akibat kepala daerah tersandra dengan DPRD.

Pada berbagai kondisi tersebut di atas, keberadaan pamongpraj a dalam
hubungan pusat dan daerah semakin diuji. Posisi pamongpraja sebagai mata
rantai pengikat antara pusat dan daerah menuntut pamongpraja harus
turun tangan menjawab berbagai soal yang berkenan dengan disintegrasi
bangsa. Kegagalan tampak terlihat ketika satu demi satu daerah di Indonesia
mulai bergejolak dan ingin melepaskan diri. Mulai dari Aceh hingga Papua.
Peran pamongpraja sebagai mata rantai siklus politik juga dipertanyakan
tidak mampu mendinginkan gejolak politik DPRD terhadap kepala daerah.
Untungnya UU No. 22 Tahun 1999 segera dilakukan perubahan dan
lahirlah Undang-Undang No. 32 Tahun 200+.

o Llndang-Undang No. 32 Tahun 2004

Sebenarnya ) antaraUU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 22 Tahun
I 999, perbedaan prinsipal dalam kebijakan pengelolaan pemerintahann
daerah. Dalam perspektif desentralisasi, masih menerapkan prinsip ruidual
power atau open arrangement karena pusat masih mengurus 6 urusan yang
bersifat konkruen. Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.



UU No. 32 Tahun 2004 mengatur hal-hal tentang; pembentukan daerah

dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan

pemerintahan, kepegawaian daerah, perda dan peraturan kepala daerah,

perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama dan

penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan

pengawasan, pertimbangan dalam kebij akan otonomi daerah.

MenurutUU No. 32 Tfiun 2004 ini, negara mengakui dan menghormati

satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Sehubungan dengan daerah yang bersiflat khusus dan istimewa ini, kita

mengenal adanya beberapa bentuk pemerintahan yang lain, seperti DKI

Jakana, DI Aceh, DI Yogyakarta, dan provinsi-provinsi di Papua'

Bagi daerah-daerah ini, secara prinsip tetap diberlakukan sama

dengan daerah-daerah lain. Hanya saja dengan pertimbangan tertentu,

kepada daerah-daerah tersebut, dapat diberikan wewenang khusus yang

diatur dengan undang-undang.Jadi, bagi daerah yang bersifat khusus dan

istimewa, secara umum berlaku UU No. 32 Tahun 2004 dan dapat juga

diatur dengan UU tersendiri.

Namun, perubahan yang perlu mendapat garis bawah dalam UU No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah masalah hubungan antara

pemerintah, p eme rintah daerah provinsi, dan pemerintah kabup aten / kota'

Dimana dalam hubungan antara pusat, provinsi dengan kabupaten/kota

dikembalikan sebagaimana mestinya, yaitu dari tidak memiliki hubungan

hierarki (IJU No. 22Tahun 1990)lalu menjadi memiliki hubungan hierarki

(UU No. 32 Tahun 200+) walaupun tidak seperti hubungan hierarki yang

diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974. Selanjutnya, Undang-Undang No'

32 Tahun 2004 kembali direvisi, yang pertama dengan Undang-Undang

No. B Tahun 2005, kemudian direvisi lagi melalui Undang-Undang No.

12 Tahun 2008, inti dari revisi ini adalah pada tugas kepala daerah, tugas

dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, dan mengenai pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah, di mana pada undang-undang tersebut

menganulir calon bupati dan wakil bupati secara perseorangan dengan

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Sayang, dalam UU No. 32 Tahun 200+, dengan segala perbaikannya,

tidak menyinggung masalah posisi pamongpraja. Dapat disimpulkan,



rekam jejak pamongpraja dalam undang-undang ini hilang sama sekali.
Kondisi ini mengakibatkan kedukaan pamongpraj apadahubungan pusat
dan daerah. Kedukaan ini disebabkan karena sulitnya mendefinisikan posisi
seorang pamongpraja. Definisi yang pada masa lalu dipergunakan ternyata
sudah expired. Tidak bisa dipergunakan. Pamongpraja tidak ubahnya
seperti pegawai biasa pada umumnya. Tidak memiliki tempat spesial pada
hubungan pusat dan daerah.

Sebenarnya, secara empirik, posisi lulusan sekolah pamongpraja masih
berada di antara kepentingan pusat dan daerah. Hanya saja, dalam statuta
IPDN ditetapkan merupakan komponen Kementerian Dalam Negeri yang
menyelenggarakan pendidikan kedinasan kader pamongpraj a. Namun, itu
tidak berarti apa-apa apabila tidak diberi ketegasan pada undang-undang.
Karena begitu lulus, secara normatif undang-undang pamongpraja tidak
ada bedanya dengan lulusan perguruan tinggi lainnya.

o LJndang-Undang No. 23 Tahun 2014

Pada UU No. 23 Tahun 20r+, masih menerapakan pola residual poruer
atau open arrangement, bahkan urusan pemerintah dibagi menjadi urusan
pemerintah absolut, urusan pemerintah konkruen dan urusan pemerintahan
umum (pasal 9) urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah
yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (politik luar
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama)
urusan pemerintah konkruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi
antarapemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
Ijrusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, dalam UU
No' 23 Tahun 2014, DPRD masih sama kedudukannya dengan UU No.
23 Tahun 2004, yakni sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan
daerah.

Selain persoalan filosofis dalam urusan pemerintah pusat dan daerah
seperti di atas diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga ada perbedaan
yuridis. Perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengarur
hal-hal yang tidak diatur dalam UU sebelumnya. perbedaan secara yuridis
sangat terlihat dengan tidak adanya pasal-pasalyang mengarur renrang



penyelengg 
^raanpemilihan 

kepala daerah. Perihal pemilihan daerah telah

diatur dalam UU No. 22Tahun2}I4yangsudah dibatalkan dengan Perpu

No. 1 Tahun2}l4 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dipisahkannya UU

Pemda dengan UU Pilkada dimaksudkan agar kedua UU tersebut dapat

berjalan secara maksimal sesuai dengan isu sentralnya masing-masing'

Selain itu, dalam pemisahan penyelenggataan pemerintahan daerah dan

pilkada dimaksudkan untuk mempertegas posisi dan perbedaan gubernur

dan walikota/bupati.

Berkenaan dengan pamongpraj a, pada undang-undang ini mendapat

secercah harapan. Pada pasal 224 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 dijelaskan

bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang

menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pada penjelasan pasal224 ayat 2 dijelaskan yang dimaksud

dengan "menguasai pengetahuan teknis pemerintahan" adalah dibuktikan

dengan ljazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi

kepamongp rajaan. Selanjutnya, dijelaskan pada ayat 3, yaitu pengangkatan

camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 dibatalkan keputusan pengan gkat anrry a oleh gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat.

Ketentuan tersebut secara implisit merujuk kepada pamongpraja.

Bahkan, posisi ini diperkuat pada Paragraf 4 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Kepamongp rajaanPasal 376 yang menjelaskan untuk pembinaan

penyelengg araan pemerintahan daerah, kementerian menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan yang ditujukan untuk

menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus: (a)

memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelengg araan pemerintahan;

(b) memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepamongprajaan;

dan (c) berwawasan nusantara, berkode etik, dan berlandaskan pada

Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kata lain, yang dimaksud pamongpraja

adalah lulusan pendidikan dan pelatihan kepamongprjaan yang memiliki

keahlian dan keterampilan teknis pemerintahan, berkepribadian dan

kepemimpinan kepamongprajaan serta berwawasan nusantara, berkode

etik dan berlandaskan Pancasila.



Merujuk pada hubungan pusat dan daerah dengan menggunakan
posisi camat sebagai acr)annya pamongpraja dalam hal ini melaksanakan
urusan pemerintahan umum, fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan
kepada desa dan atau kelurahan serta pelimpahan sebagian kewenangan
bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah an yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota. Artinya, pada hubungan
pusat dan daerah, posisi pamongprala adalah untuk menyelenggarakan
dekonsentrasi dari kepala daerah dan berkenaan dengan fungsi koordinasi,
merujuk pada fungsinya sebagai kepala wilayah di tingkat kecamatan.

B. Masalah dalam Hubungan Pusat dan Daerah

Bila memperhatikan pemaparan di atas, titik balik atau titik kritis
hubungan pusat dan daerah adalah pada UU No. 22 Tahun 1999, dimana
UU ini merupakan antitesa dari UU sebelumnya. Hal ini menimbulkan
klimaks dalam hubungan pusat dan daerah. Sampai sekarang pun, hasil
klimaks tersebut masih membekas. Oleh karena itu, pamongpraja wajib
menyadari kondisi ini sebagai tantangan dalam menjelankan tugas dalam
kerangka hubungan pusat dan daerah, yakni; patnma,kurangnyaharmonisasi
hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagai
negara yang menerapkan prinsip dekonsentrasi dan desentralisasi, hal ini
wajar adanya. Menyusupnya faham federalime ala negara federal, seperti
Amerika Serikat, dalam sendi-sendi otonomi daerah merupakan hal yang
tidak dapat dihindari. Dekonsentrasi dan desentralisasi diwujudkan dalam
kebijakan otonomi daerah memiliki arti sebagai upaya pemerintah pusat
untuk mewujudkan tujuan negara dengan memberikan sebagian daripada
kewenangan yang ada kepada daerah-daerah. Dengan kata lain, bahwa
otonomi daerah merupakan suatu sistem kebijakan yang diterapkan dengan
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur
daerahnya sendiri. Fenomena ini muncul karena biasnya pemahaman
kewenangan dan kedaulatan. Kewenangan dan kedaulatan itu merupakan
dua hal yang berbeda, namun saling memiliki keterkaitan satu sama lain,
yang dapat diumpamakan selayaknya dua sisi mata uang logam. Kewenangan
inijuga sering disalahartikan sebagai kedaulatan untuk bergerak semaunya.

Jadi, tidak salah apabila muncul istilah "raja-raja kecil" dalam bingkai
otonomi daerah di Indonesia.



Secara historis, fenomena ini muncul akibat konstruksi hubungan

antafa pusat dan daerah seperti yang diatur dalam UU No. 22'fahun
1999. Beralihnya kekuasaan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah

pemerintah kabupaten/kota awalnya ditujukan untuk memecah belah para

elit lokal yang menghendaki kemerdekaan propinsinya. Ini menarik hati

para elit lokal untuk menjadi raja kecil di wilayahnya daripada menjadi

hulubalang di negara yang akan dibentuk. Walau begitu, tidak dapat

dipungkiri, UU No. 22Tahun 1999 meletakkan perubahan yang radikal

(radical change) dalam hubungan antarapemerintah pusat dan daerah. Dari

sentralis yang tidak berkeadilan menjadi desentralis yang lebih manusiawi.

Laksana bom waktu, politik sentralisme dan praktik ketidakadilan yang

terjadi selama masa Soehartolah yang telah memicu gerakan separatisme

di beberapa daerah.

Sebenarnya, pasca-jatuhnya Soeharto, hubungan antara pusat dan

daerah memiliki ancaman serius. Menjadi sebuah ancaman karena berbagai

tuntutan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa semakin besar. Bermula

dari kemerdekaan Timor Timur (atau Timor Leste) pada tanggal 30 Agustus

1999 melalui referendum, berbagai gelombang tuntutan disintegrasi juga

terjadi di beberapa daerah, seperti di Aceh, Papua, Riau, dan Kalimantan.

Meskipun ada sejumlah kalangan yang menganggap bahwa kemerdekaan

Timor Timur sudah seharusnya diberikan karena perbedaan sejarah dengan

bangsa Indonesia dan merupakan aneksasi rezim Orde Baru, tetapi efek

domino yang timbulkannya masih sangat dirasakan, bahkan dalam MOU
Helsinki yang menghasilkan UU Pemerintahan Aceh (Prasojo,2005: 22).

Hal senadajuga dialami Papua dan Papua Barat. Setelah Aceh menerima

kekhususannya melalui UU Pemerintahan Aceh No. I I Tahun 2006 (sebagai

hasil MOU Helsinki dan merupakan revisi terhadap UU No. 18 Tahun

2001), selanjutnya kekhususan diberikan kepada Provinsi Papua berdasarkan

UU No. 21 Tahun 2001, tapi sayangnya gejolak gerakan separatisme di

daerah tersebut masih sangat terasa.

Dart catatan di atas, yang perlu mendapat perhatian adalah penjelasan

mengenai pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota

yang didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yangluas,

rytatq danbnanggungjawab, sepernpada Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun

I 999. Kewenangan otonomi yang luas, nyatadan bertanggung j awab adalah



keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan secara nyatapemerintahan
yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di
bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan
peraturan pemerintah dengan mengupayakan tanggungjawabnya terhadap
konsekuensi hak dan kewajiban terhadap kewenangan yang telah diberikan.
Oleh karena itu, indikasi berkembangnya paham federalisme daerah-daerah
sebagai akibat dari kesalahan dalam memaknai arti otonomi daerah harus
dicegah. Disinilah peran pamongpraja.

Menanggapi fenomena tersebut, Taliziduhu menyampaikan,
pamongpraja adalah kekuatan pengikat pusat dengan daerahtTl. sebagai
kekuatan pengikat pusat dan daerah, pamongpraja berjiwa kenegarawanar^,
berdiri di atas semua kepentingan, berdasarkan hati nurani, dan yang
paling penting menjalankan fungsi linkage antara proses divergen dengan
konvergen dalam hubungan pusat dan daerah. Selain itu, pamongpraja
sebagai seorang profesional pemerintahan tentu memiliki pemahaman
lebih mengenai otonomi daerah. Dalam realitasnya, pamongpraja biasanya
menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah. Kondisi
ini dapat dimanfaatkan pamongpraja untuk menjadi alarm bagi kepala
daerah apabila melebihi batas kewenanga''''ya Dalam makalahnya,
Ryaas Rasyid menyampaikan bahwa semua penerapan ideologi dan sistem
politik pada pemerintahan sangat bergantung pada vanabel kunci, yaitu
kepemimpinan.tT2 Perlu disadari bahwa pamongpraja merupakan kader-
kader yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di pemerintahan.
Bahkan, tidak sedikit pula sekarang pamongpraja yang menjabat sebagai
kepala daerah. Sebagai peran kunci rnata rantai permanen siklus politik
posisi strategis pamongpraja dalarn hubungan pusat dan daerah adalah
sebagai lem perekat, karena memiliki hubungan vertikal dengan pusat dan
ke bawah dengan daerah. Dari sudut itu, sudah sewajarnya pamongpraja
senantiasa menjaga stabilitas antara pusat dan daerah mengingat posisi
strategisnya sehingga tidak ter3'adi salah paham dalam mentafsirkan
otonomi daerah. Keseimbangan kewenangan diperlukan, mengingat kata
Lord Acton, "plu)er tends to corrupt, absolute power tends to clrruBt absolutely".

nt lbid 165.
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Kecenderungan penyelewengan kekuasaan itu akan selalu ada selama masih

terdapat tahta kekuasaan.

Kedua, Masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ketidakseimbangan pembagian keuangan menyebabkan kecemburuan

di beberapa daerah. Ambil contoh kekayaan alam di Aceh yang diekspor

menghasilkan keuntungan US$ 2 mfiar pada tahun I 997 hanya memberikan

manfaat kepada masyarakat Aceh sebesar 0,05Vo melalui APBN. Sedangkan

PT Freeport yang mengeruk keuntungan tahun 1997 US$ 1,1 miliar, tetapi

masyarakat Papua tetap hidup seperti pada'zaman batu'. Walau demikian,

kini Aceh, Papua, dan Papua Barat mendapatkan otonomi khusus disertai

alokasi dana bagi hasil migas dan pertambangan yang lebih besar ketimbang

provinsi lain. Tiga provinsi itu mendapat bagian dana bagi hasil migas

sebesar 7 TVo . Artinya, seluruh dana perolehan industri minyak dan gas dari

tiga provinsi tersebut, sebanyak 7}Vo-nyadikembaiikan lagi kepada provinsi-

provinsi tersebut. Pemerintah pusat hanya mendapatkan 3}Vo-nya.

Berkenaan dengan itu, Taiiziduhu berpendapat bahwa pamongpraja adalah

profesional pemerintahanrT3. Profesionalisme selalu berbasis ilmu pengetahuan'

Seorang profesionai adalah seorang pemikir. Masalah perimbangan keuangan

pusat dan daerah pasti memiliki solusi. Pamongpraja wajib memikirkan dan

mencari alternatifnya. Untuk itu, pamongpraja didukung fungsi conductingtT+'

Conducting adalah fungsi yang perlu digerakkan untuk menciptakan harmoni

antaraktoq baik pusat maupun daerah atau daerah dengan daerah. Layal<rrya

bermain orkestra, cunductlr memiliki kepekaan yang sedemikian tajamnya

sehingga ia mampu merasakan nada sumbang senyaris apa pun. Fungsi ini

perlu karena selain pemikiran, juga butuh kepekaan untuk menjaga harmonisasi

hubungan pusat dan daerah serta daerah dengan daerah lain menyoal

perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ketiga, tensi politik daerah yang begitu tinggi. Otonomi daerah yang

sangat luas telah menyebabkan tensi politik yang lebih tinggi daripada

upaya-upaya peningkatan pelayanan publik. Dari kacamata historis, lahirnya

uu No. 22/l999jo UU No. 32 Tahun 2004 ini, adanya perubahan yang

mendasar dalam hal pemberian kewenangan kepada daerah dibandingkan

dengan UU No. 5/I97+. Perubahan fundamental dalam pemberian

t13 lbid \63.
r?a Taliziduhu Ndraha. 2009. Kybemologi dan Kepamongprajaan. silao credentia center, hlm. 87



kewenangan yang sangat besar kepada daerah otonom dalam proses dan
sekaligus pengambilan keputusan, pembagian kekuasaan secara horizontal
antara eksekutif dan legislatif dalam format pemerintahan daerah.

Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tak sebatas
pemberian kewenangan, namun derasnya semangat demokratisasi telah
membawa gelombang politik yang signifikan dalam hal demokratisasi
lokal, yakni pemilihan langsung. Perubahan dialektika politik, pertama dan
terutama dalam pemilihan langsung dijalankan di ruang Dewan perwakilan

Rakyat Daerah (baca: uu No. 5 / lg7 4 dan uu No. 22l 1gg9), dewasa ini
ftaca UU No. 3212004), "diserahkan" kepadarakyatdi daerahnya masing-
masing sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi.

Harapan pemilihan langsung, memiliki peran yang sangat strategis
dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi lokal, keadilan,
pemerataan, kesejaht eraan rakyat, dan sekaligus memelihara keutuhan
dan hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintah dengan rakyat,
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam perspektif politik,
pemilihan langsung sebagai perhelatan demokrasi lokal, niscaya merupakan
salah satu rangkaian dari proses penataan kehidupan politik negara bangsa
Indonesia. Dalam Pasal I B ayat (4) uuD 1945, dtnyatakan bahwa gubernuq
bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Selanjutnya, dalam
uu No. 32 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 5 dijelaskan, bahwa kepala daerah
dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat di daerah itu. Dengan demikian, provinsi ataupun kabupaten/
kota berdasarkan uU No. 32 Tahun 2004,pertama kali pada tahun 2005,
menyelenggarakan pemilihan langsung untuk kepala daerah sebagai tonggak
sejarah baru dengan memilih langsung gambarpasangan calon oleh rakyat
pemilih warga provinsi dan kabupaten/kota daerah masing-masing.

Pemilihan langsung sebagai ao..'anat konstitusi, tentu saja tidak dapat
dilepaskan dari proses penguatan demokrasi lokal dalam mendukung hakikat
tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan implikasi adanya
desentralisasi politik sebagai pengejawantahan proses demokratisasi di tingkat
lokal, karena dengan desentralisasi politik diyakini merupakan upaya untuk
memperkuat proses pengambilan keputusan oleh masyarakat lokal dalam
mengatur kepentingannya sendiri. Sayang pemilihan langsung tidak serta



merta menjadikan rakyat sejahtera. Sebut saja kasus Bupati Gunung Mas,

Hambit Bintih; Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri; Bupati Tapanuli

Tengah, Raja Bonaran Situmeang; Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah;

Bupati Morotai, Rusli Sibua; dan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun

yang didakwa memberikan uang kepada Ketua MK, Akil Mochtaq terkait

sengketa pilkadar75. Bahkan data Kementerian Dalam Negeri mencatat hingga

Januari 2014, sebanyak 318 orang dari total 524 orangkepala daerah dan

wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus hukumr76. Artinya, hampir dua

per tiga atau sekitar tujuh puluh persen kepala daerah terjerat kasus korupsi'

Belum lagi kasus kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pecah kongsi

akibat bagi-bagi kekuasaan. Ini membuktikan adanya pemilihan langsung

hanya memunculkan pemimpin-pemimpi yang sekedar umbar j anj i'

Pemilihan langsung sebagai wujud desentralisasi politikjuga mengakibatkan

tingginya tensi politik di daerah, "senggol bacok" istilahnya. Tidak jarang

hanya karena perbedaan pandangan politik berujung pada perceraian.

Dirjen Bimas Islam, Prof. Nasaruddin umar, membenarkan bahwa

pascareformasi, angka perceraian meningkat tajam, bahkan berdasarkan

data otentik dari Mahkamah Agrtg, angkanya meningkat dua kali lipat.

Penyebabny a ) m cam-.Jrlacam. Nasaruddin menyampaikan, perceraian j uga

bisa terjadi akibat perbedaan pandangan politik. Ini pernah terjadi pada

500 pasang dengan usia perkawinan lebih dalam suatu tahun. Si isteri dalam

pemilukada pilih si A, sang suami pilih B-'7?

Tingginya tensi politik juga dapat dilihat pada jumlah kekerasan

yang terjadi pada pemilukada. Berdasarkan data Asia Report N"197-B

Desember 2010, jumlah kekerasan yang terjacli pada pemilukada tahun

2010 menc apai2O kasus, sedangkan dalam kurun waktu 2005 sampai 2008

tercatat paling tidak ada 13 kasus.178 Dapat dilihat terjadi peningkatan dalam

http://www.tribmews.com/nmionaU2014i 1?25lrejak-otonomi-daerah-70-penen-kepala{m-wakil-kepaladaemh-terjemt-korupst'

http:i/wwwjpnn.co nlreadl2014lo2l15l216728l3I8-Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi-'

http://kemenag.go.id/index. php?a=beita&id=84962

Di tujuh bulan pertma tahun 2010, hanya 1 1 dri i63 kasus yang polisi mggap sebagai "bertensi tinggi" Maria Jeanindya'

,,11 Daerah Memmas Krena Pemilu K ada", Media Indoneriq, 11 Agustus 2010. Hingga November 2010, 20 dui sek:tt22Q

pemilukada dimggap telah mengalami "insiden kekerasan"menurut Bawaslu. "Kejadian Konflik Dalam Penyelenggaram

iemilukada Tahun 2010", dokumen yang tidak diterbitkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,

November2010; dan wawmcra Crisis Group, Wirdyaningsih, Jakarta, 18 November 2010. LIPI (kmbaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia) mengutip 13 kasus kekerasm pemilu dari tahun 2005 hingga2008 Sumber-sumber lain menyebutkan beberapa

kasus lain di luar ymg tiga belas kasus, tapi tidak ada konsensus mengenai angka ini. Untuk daftar LIPI, baca Mochammad

Nurhasim (ed.), Ko nflik Dalam pilkada langsung 2005-2008: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik (.Jakarta'2O09),

hal. 5. Buku ini membahas mengenai penyebab konflik dalam pemilukada 2005-2008'



periode waktu tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan
adalah kemarahan masyarakat atas politik kekerabatan, yaitu pengajuan
anggota keluarga sebagai kandidat bagi petahana yang ingin menyiasati
batasan masa jabatan, dan frustrasi yang meningkat terhadap burukny atata
pemerintahan. Apa pun dasarnya, ketika pemilu berujung pada kekerasan,
korban jiwa timbul, bangunan dirusak, pemungutan suara ditunda, dan
legitimasi negara ditantang. Dari penelitian di kabupaten Mojokerto, Tana
Toraja dan Tolitoli, kubu yang terlibat kekerasan memiliki harapan yang
berlebihan bahwa kandidat mereka bisa menyingkirkan petahana atau calon
yang dijagokannya. Dalam kasus-kasus ini, KpuD dan polisi gagal atau tidak
membaca gejala yang ada.'7e Hal ini sudah membuktikan bahwa adanya
pemilukada mampu merusak tatanan sosial di masyarakat. pamongpraja
semestinya harus bisa membaca adanya sinyar-sinyal seperti ini.

Banyakpamongpraja yang seharusnya memposisikan diri sebagai pihak
netral dan meredam konflik ternyata ikut terlibat. Netralitasnya sebagai
pegawai diuji. Sulit untuk tidak memihak. Sebabnya, tidak lain karena
takut akan nonjob. Betapa tidak, penyusunan organisasi perangkat daerah
kabupaten /kota, tidak terkecuali propinsi lebih banyak ditentukan oleh
akomodasi kepentingan-kepentingan tertentu. Setelah pilkada langsung,
afiliasi ini menjadi lebih besar, karena politik akomodasi mewarnai proses
pemilihan langsung kepala daerah. Bahkan pengisian jabatan-jabatan
dalam struktur organisasi perangkat daerah sangat ditentukan oleh afilisasi
seseorang dengan bupati/walikota. Di samping itu, alasan Dana Alokasi
Ijmum dari pusat j uga menj adi j ustifikasi perlunya pembengkakan organisasi
perangkat (budgetmaximiaing).Ditambah lagi, kepala daerah sebagai userpara
pamongpraja ikut memanfaatkan peran pamongpraja untuk merangkul
suara di masyarakat. Suara rakyatdimobilisasi. perlu daya dan upaya lebih
para pamongpraja untuk bertahan dalam krisis kepentingan seperti ini.
Dapat dipahami loyalitasnya kepada negara diuji, di sisi lain terancam untuk
tidak mena{kahi keluarganya. Harus pintar-pintar, memang.

Namun, seharusnya masalah tensi politik daerah yang begitu tinggi
bukan menjadi soal bagi pamongpraj a,karenapamongpraj a adalahkader
pemerintahan sipil180. Dalam hal ini, seorang kader membutuhkan nilai-nilai

l?e Lihatlndonesia:MencegahKekerasanDalamPemiluKepalaDaerahAsiaReportN.lgT-gDesember2010
180 lbid 163.
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utama unruk menjaga kemurnian sikap. Pamongpraja juga bersikap sipil

dalam arti mampu beradaptasi dalam "segala cuaca," apa pun kondisi politik

pemerintah annya.sikap segala cuacaakan mampu membantu pamongpraja

untuk bertahan dan beradaptasi, termasuk dalam cuaca abnormal' Sikap ini

juga akan lebih baik apabila didukungan oleh kompetensi pamongpraja.

D.rrgun adanya kompetensi ini, pamongpraja akan dianggap sebagai

"mutiara" yang berharga sehingga tidak perlu khawatir akan dinonjobkan'

Jadi, seben arnyapamongpraja tidak akan terombang ambing dalam cuaca

politik daerah apabila berpegang teguh dalam dua hal; kemurnian sikap

atas nilai-nilai utama dan kompetensi.

Keempat, banyaknya urusan yang telah diserahkan kepada kabupaten/

kota ternyata tidak diikuti oleh kemampuan dan jumlah SDM aparatur

yang tersedia. Terbatasnya kualifikasi dan jumlah sDM aParatur

ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh kabupaten /kota.

Di beberapa daerah, bahkan pengisian jabatan dilakukan dengan

mengatrol kepangkatan seseorang, karena keterbatasan sDM yang

memenuhi persyaratan. Mekanisme Baperjakat (Badan Penilai Jabatan

dan Kepangkatan) sering kali terbentur pada keterbatasan jumlah dan

kualifikasi SDM yang tersedia, di samping juga politik afiliasi dan politik

akomodasi. Keterbatasan SDM aparatur ini sangat dirasakan dalam

pelayanan publik maupun dalam pengelolaan keuangan daerah' Tidak

ierkecuali adalah keterbatasan kemampuan anggota DPRD dalam proses

penganggaran. Akibatnya, perenc afiaandan pengelolaan keuangan daerah

serta proses penganggarannyamasih jauh dari optimal. Hal ini dipersulit

hgi oleh perubahan sistem anggaran dari pusat yang sangat cepat dan

,rr,rl -..ryusul, bahkan sering kali tumpang tindih, sehingga menyrlitkan

respons kemampuan SDM aparatur. Pada sisi lainnya, peran dan fungsi

grrb.rrr,r, sebagai wakil pusat pun tidak berjalan efektif, sehingga sDM

aparatur tidak dapat didistribusikan secara merata kepada kabupaten/kota

di propinsinya.

Kelima,terjadinya paradoks praktik otonomi daerah. otonomi daerah

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas

penyelengg araanpemerintahan. Tujuan ini sangat terbalik dengan praktik

otono-i daerah yang terjadi.Jaminan partisipasi masyarakat dalam bentuk

peraturan daerah belum menjadi kebutuhan dan kewajiban bagi pemerintah



daerah. Proses perencanaan pembangunan dan anggaran misalnya, masih
dipandang sebagai ekslusif domain pemerintah dan harus dirahasiakan
atau ditutupi keberadaannya dari akses publik. proses Musrenbang menjadi
formalitas belaka, karena banyak usuran pembangunan yang akhirnya
hilang karena peran pemerintah yang sangat besar (Muluk, 2006: 139).
Bahkan dokumen anggaran yang seharusnya menjadi dokumen publik
hanya mungkin diakses dengan cara-carapintu belakang. pada sisi lainnya,
kesempatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja
pemerintah juga tidak terwujud. Tidak ada mekanisme dan prosedur
yang terlembaga yang memungkinkan masyarakat melakukan keluhan
dan mengontrol kinerja pemerintah. Keluhan masyarakat terhadap
kinerja pemerintahan daerah tidak pernah diketahui hasilnya. Akibatnya,
masyarakat tidak memperoleh informasi apakah keluhan yang disampaikan
telah direspon dan ditindaklanjuti.

Keenam, persoalan dalam pengelolaan sumber daya aram. Tidak
ada peraturan daerah yang mengatur mengenai hak masyarakat atas
informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan
pengambilan keputusan. Tidak dapat juga dibantah bahwa kebijakan
pelimpahan wewenang perizinan pemanfaatan SDA dari pusat kepada
daerah justru meningkatkan eksploitasi SDA yang berlebihan dan tidak
memperhatikan kelestariannya. Hal ini disebabkan karena pengelolaan
sDA oleh pemerintah daerah semata-mata dalam rangka perolehan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transaksi ekonomi politik. selain itu,
proses Amdal dalam pemberian izin pemanfaatanSDA faktanyahanyalah
bersifat formalitas dan tidak dijadikan sebagai dasar yang objektif dalam
pengambilan keputusan. Pemberi anrzinpemanfaatan SDA sering kali lebih
menguntungkan pengusaha daripada masyarakat.

Masalah keempat, kelima, dan keenam sebenarnya bersimpul padaperkara
praktik penyelengg araan pemerintahan. Menurut T aliziduhu, pamongrraja
adalah pengamong pemerintahan.rsr oleh sebab itu, segala persoalan praktik
penyelengg araan pemerintahan seharusnya dapat terselesaikan. Mulai dari
pelayanan publi\ perencanaan keuangan hingga pengelolaan sumber daya alam.
Keterampilan ini dinam akangmnalistyang specinlist Mengacu pada kompetensi
gmnalist yang specinlist, sewajarnya seorang pamongpraja ditempatkan sebagai

I3I Taliziduhu Ndraha. 2011. Kybemology 2015. Sirao Crendentia Center hlm 162.
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bersih dari KKN di negeri

ke enam negara terkoruP

International.ts2

garis depan pemerintahan untuk menjawab persoalan sekaligus memberdayakan

Lury-ukut. Untuk it,, pamongpraja dibekali dengan kompete nsi self mulriplitatinn

dan' sefamplification^rlil*i*ogt-buitding. Fungsi ini diperlukan untuk mengatasi

keterbatasan fisik pemerintah hadir di mana-manapada saat yang sama'

Melalui image buildrngpemerintahan akan terasa ada dimana-mana(onmtpresmt)

danmenggerakkanmasyarakatuntukmajumenjadimenjadiyangterdepan.
Image butldingmembangun kepercaya an(nust)masyarakat terhadap pemerintah.

Dimana pamong hadir, disitr-rlah garis depan pemerintahan'

Di sis lun, irnage buil^ding juga akan mempermudah pamongpraja dalam

upaya pemberday aan masyarakat' Hadirnya pamongpraja di segala sendi

k rridrp- *asyarakat memperluas area ruanglingkup pemberdayaan. Persoalan

-uryu.uku, juga akan dijawab selama 24 jam' Karena pamongpraja adalah

dinas jabatan dan karier atau pengabdian kepada masyatakat seumur hidup'

Kompetensi ini juga menuntut pamongpraja untuk memihak masyarakat ser[a

menyampaikan aspirasimasyarakat. Di sisilain, tugas danfungsipemerintahan

,.orurrgpu-ongpr{atetap harus berjalan. Melaluimodel seperti ini, masyarakat

.runtinyu menjadi masyarakat yang berdaya mampu mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri, partisipasi meningkat dan terakhir, terwujudlah

masyarakat mandiri yang menjadi bagian integral bangsa'

C. Pamongpraja dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Tingginya masalah korupsi mendorong gerakan pemberantasan

korupsi di Indo.r.ria dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Keinginan

untuk membangun sistem dan budaya hukum yang demokratis seakan

mimpibelaka.PemberantasanKorupsi,Kolusi,danNepotisme(KKN)
yurrg -errjadi amanat reformasi, ternyata gagal' Korupsi bukannya

berkurang, tetapi semakin merajalela. Lahirnya otonomi daerah sebagi

koreksi dari sentralisme orde Baru yang korup justru ikut menyebarkan

praktik korupsi. Sikap dan tindakan koruptif dapat muncul dimana-mana'

taik di eksekutif, legislatif maupun judikatif. Nyaris tidak ada ruang yang

ini. Indonesia pernah menduduki peringkat

sedunia pada tahun 2003 versi Transparenc)

s, AMul Ichal Fajd, Kendala dan Tantangm Aparat penegak Hukm Dalam Konteks Pemberanttran Korupsi, disampaikan pada

pertemuan Nasionaldm orientasi Dai Gemkan Nasional pemberantasan Korupsi, 18-20 Februari 20o4, PBNu-Kemitraan' Jakarta



Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan catatan
penting dimana pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
menyusun kebijakan dan pengelolaan anggaran, menciptakan dominasi
kekuasaan oleh elit lokal. Dominasi tersebut membawa elit lokal sangat dekat
dan memiliki akses terhadap sumber-sumber daerah yang rawan korupsi
atau penyalahgunaan wewenang. Hal inilah yang kemudian memunculkan
wacanabaru berupa desentralisasi korupsi (korupsi didaerah). Berdasarkan
data KPK selama 2004 * 201 l, terdapat 42,06vo dari total jumlah kasus
tindak pidana korupsi dilakukan di tingkat atau oleh pejabat daerah. Modus
utama dan berulang dari korupsi di daerah adalah mark-up dari pengadaan
barang dan jasa, pengeluaran fiktif dan proyek-proyek untuk keuntungan
diri sendirits3. Disinilah peran pamongpraja dalam pemberantasan korupsi
mengingat posisinya yang strategis dalam sistem pemerintahan.

D. Korupsi dan Problematikanya

Ada sejumlah pengertian yang diberikan untuk mendeskripsikan korupsi
itu. Asian Deaelopment Bank (1998: 9) merujuk pada konsep Transparenc2
International menyempurnakan pengertian korupsi tersebut, sehingga
korupsi didefinisikan sebagai perilaku mereka yang bekerja di sektor publik
dan swasta, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar
dantidak legal memperkaya diri dan/ atau memperkaya mereka yang
berdekatan dengannya, atau merangsang orang lain berbuat serupa dengan
menyalahgunakan kedudukan yang mereka emban. Selain itu, perumusan/
definisi lain juga diungkapkan menurut Undang-Undang pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (uu No. 3l rahun 1999) pada pasal 2 Ayat I
disebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan setiap
orang yang secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dan pada Pasal 3 disebutkan bahwa tindak pidana
korupsi dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang,
kesempatan atau sarana yang ada padanyakarenajabatan dan kedudukan
yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

r33 Lihat Prakoso Bhairawa Pfiera- 2012. Korupsi Di Daerah: Salah Jalan Penyelenggaraan Administrasi Daerah. Jurnal
Borneo.



Sejalan dengan itu (quah, dalam Caiden, 1982). Masyarakat Transparansi

Indonesia (Media Otonomi,2005) memberikan suatu penajaman mengenai

suatu aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi, yaitu seperti

berikut.rsa

a.

b.

c.

Melibatkan lebih dari satu orang.

Tidak berlaku hanya di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi

negara, tapi juga terjadi di organisasi usaha swasta'

Dapat berbentuk menerima sogok, uang kopi, salamt empel, uang semir,

uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau wanita.

IJmumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya'

Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal-balik yang tidak
d.

e.

selalu berupa uang'

f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan

publik atau masyarakat umum.

g. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan

pertanggungi awaban dalam tatanan masyarakat'

h. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang,

dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat orang

bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan'

i. Bentuk atau modus korupsi sendiri adalah car^-carabagaimana korupsi

itu dilakukan. Dapat berupa: pemerasan pajak, manipulasi tanah' jalur

cepatpembuatan KTR SlMjalur cepat, markup budget/anggaran, proses

tender, penyelewengan dalam penyelesaian.

Namun demikan, secara umum terdapat tiga kata kunci yang menjadi

pokok di atas. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah ada, maka

setidaknya ada tiga kata kunci dalam pengertian korupsi ini,yartu pertama,

pelaku yang terlibat dalam korupsi terdapat di kalangan pemerintah (pegawai

negeri), swasta (pengusaha) maupun politik (politisi) ; kedua,mereka berperilaku

memperkaya diri atau yang berdekatan dengannya atau merangsang orang

lain memperkaya diri. Pengertian memperkaya diri tidak saja dalam makna

harta,tetapi juga kekuasaan; dan lcetiga, carayang digunakan adalah tidak

wajar dan tidak legal dengan menyalahgunakan kedudukannya. Sesuai

re Sri Suwitri, 2007, pemberantasan Koruspsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, Jurnal llmu Adtninistrasi



dengan kedudukan pelaku korupsi maka nilai uang atau barangyang terlibat
di dalamnya bisa kecil sekedar "uang persenan,, yang bisa diberikan ikhlas
sebagai tanda terima kasih dan dikenal dengan "smiling mnnelt,,tetapi bisa
pula terpaksa diberikan sebagai prasyarat pelayanan dan dikenal dengan
"crying m0ne1)". Ada pula pelaku korupsi besar yang meminta sogokan
atau imbalan besar atas perilakunya menyalahgunakan kedudukannya.
Pertimbangan menerima uang bisa berdalih "untuk kepentingan umum,,,
seperti untuk partai, pemilihan umum, usaha sosial, proyek kemanusiaan,
yayasan sosial dan yang serupa. Apa pun pertimban gannya, ini yang
terjadi adalah kekuasaan yang melekatpadakedudukan untuk dipakai bagi
kepentingan umum, disalahgunakan untuk hal-hal lain yang terletak di luar
mandat dan dilaksanakan atas dasar kesewenan gan (discretioz) pemegang
kekuasaan. Besar atau kecil uang atau nilai barang yang diterima tidak
mengurangi hakikat permasalahan bahwa kekuasaan yang terpaut pada
kedudukan dan harus diabdikan bagi kepentingan umum disalahgunakan
untuk maksud-maksud lain menurut kesewenangannya pribadi, maka
terlangkahilah garis pemisah antara "kepentingan umum,, dan,,kepentingan
pribadi" sehingga menumbuhkan konflik kepentinga n (conflict ofinterest), ian
disinilah tersimpul esensi korupsi.

Garis pemisah antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi
menjadi celah timbulnya korupsi. Bentuk atau modusnya pun beragam,
seperti pemerasan pajak, manipulasi tanah,jalur cepat pembuatan KTf;
sIM jalur cepat' mark up budget/anggaran, proses tender, penyelewengan
dalam penyelesaian. Gawatnya, "kepentingan umum" ini dapat menjadi
semacam "keranjang sampah" menampung berbagai kegiatan korupsi.
Namun, sampai seberapajauh dalih ini layak dipakai sulit dilacak?

Sebenarnya, fenomena korupsi yang terjadi, khususnya di era
desentralisasi tak bisa dilepaskan dari model birokrasi di Indonesia. Richard
Robinson (l 986), sebagaimana dikutip Susanto, menyebutkan bahwa jenis
birokrasi di Indonesi a adarah birokrasi patrimonial sehingga praktik korupsi
yang dilakukan oleh ap^rat birokrasi sulit untuk dikendalikan. Sementara
itu, menurut Legowo, terdapat tiga hal yang menjadi penyebab terjadinya
desentralisasi korupsi pada era otonomi daerah. pertama,program otonomi
daerah hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam pembuatan
kebijakan, keuangan dan administrasi dari pemerintah pusat ke daerah,



tanpa disertai pembagian kekuasaan kepada masyarakat. Kedua,' tidak ada

institusi negara yang mampu mengontrol secara efektif penyimpangan

wewenang di daerah. Ketiga,legislatif gagal dalam menjalankan fungsinya

sebagai lembaga kontrol, justru sebaliknya terjadi kolusi yang erat antafa

pihak eksekutif dan legislatif di daerah, sementara kontrol dari kalangan

ciuil societl masih lemah. Kultur patrimonial sangat tidak kondusif bagi

terciptanya budaya berpikir kritis dan reflektif. Hal ini mengingat bahwa

birokrasi sejak era 70'-anoleh Soeharto dijadikan sebagai instrumen kontrol

sosial dan politik.

Politisasi birokrasi sengaja dibuat sebagai sumber pengumpulan

suara pada saat pemilu sekaligus untuk mengendalikan dan memastikan

loyalitas "ideologi" birokrasi pada pemerintah yang berkuasa' Meskipun

teiah diterapkan desentralisasi, tidak berub ahnya posisi, watak, perspektif

dan orientasi birokrasi membuat praktik korupsi kian subur' Padahal, jika

dikaji lagi berdasarkan teori yang ada maka alokasi yang bersifat birokrasi

merupakan hak dan pemberian anggaran resmi yang sekaligus disusun oleh

biro dan komisi anggran, sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan

kabinet dan DPR. Tetapi yang adajustru disanalah praktik-praktik suap

terjadi.

Dari data yang diperoleh oleh ICW pada kurun waktu 200+, terdapat

432 kasus korupsi yang meliputi hampir di semua wilayah Indonesia'

Jumlah ini jauh meningkat sebelum diberlakukannya otonomi daerah,

bahkan pada tahun-tahun berikutnya kondisi korupsi di daerah semakin

memperihatinkan. Merujuk pada data yang ada, wilayah di Pulau Jawa,

yuk.ri D t<I Jakarta, Jaw a B ar at, Jawa Ten gah, dan Jawa Timur m e ne mp ati

posisi tertinggi dibandingkan dengan tempat lainnya' Hal ini bisa dimengerti

kur..ru dua hal: p ertama, wilay ahdi pulau Jawa mengelola anggaran daerah

yang relatif lebih besar dibanding dengan daerah lain di luar pulauJawa'

Untuk APBD DKIJakarta tahun 2015 saja, tercatat alokasi ar.ggarar'

sebesar Rp 60-an triliun. Namun, perbandingan ini tidakberlaku di daerah-

daerah luar pulauJawa yang memiliki alokasi anggaran cukup besar, seperti

Riau (Kabupaten Bengkalis) atau Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai

Kertanegar a). Kedua dibanding daerah luar pulauJawa, wilayahJawa sudah

dapat dikategorikan sebagai daerah pusat sehingga tingkat pengawasan'

terutama oleh masyarakat dan media massa cukup tittggt. Lagi pula, jumlah



media massa di pulauJawa sudah dapat menjangkau hampir di setiap daerah
di pulau Jawa. Namun demikian, bukan berarti daerah lain yang angka
korupsinya relatif kecil telah menggambarkan tingkat akuntabilitas dan
transparansi pemerint ahannya sehingga menekan angka penyelewengan,
melainkan karena faktor lemah atau tidaknya kontrol publik, baik melalui
media massa maupun organisasi masyarakat itu dilakukan. Karena secara
nyata baru ditemukan segelintir daerah yang telah memiliki komitmen untuk
menciptakan pemerintahan yang bebas KKN, seperti dicontohkan oleh
Kabupaten Solok, Sumatera Barat.Jika dilihat dari sisi akto6 jumlah 300-an
kasus korupsi yang terjadi pada 2014 telah menyeret kebanyakan dua elit
lokal di daerah, yakni anggota DPRD dan kepala daerah. Data ini semakin
mene gaskan hipotesis bahwa otonomi daerah hany amemberikan kekuasaan
monopoli kepada pemerintahan daerah (kepala daerah dan legislatif) untuk
mengelola sumber daya ekonomi yang rawan dengan penyelewengan karena
tiadanya interaening faktor yang secara fungsional mempuny ai dayakontrol
terhadap kedua lembaga tersebut.

Secara umum, sepanjang korupsi 2004-2010 menggambarkan pola
yang berulang-ulang dan konvensional. Dari data menunjukkan sebagian
besarnya adalah korupsi yang berkaitan dengan tender/lelang proyek.
Dimana modus yang terjadi meliputr mark-up, mark-down, pelanggaran
proseduq manipulasi dataldokumen, mengubah spesifikasi barang dan
penunjukan langsung. Artinya, praktik korupsi dalam pengadaan /lelang/
tender menjadi mudah terjadi mengingat sebagian besar alokasi anggaran
pemerintah digunakan untuk proyek-proyek pengadaan barang/jasa.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Klitgaardrst yu.rg menyatakan bahwa
korupsi teqjadi karena adanyakekuasaan monopoli atas sumber daya yang
sifatnya ekonomis disertai kewenangan untuk mengelolanya tanpa disertai
pertanggungjawaban.

E. Hambatan Pemberantasan Korupsi

Tidak mudah sekrenarnya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ini
membutuhkan kesadaran dan kepedulian serta komitmen semua pihak, tidak
hanya pemerintah. Dunia swasta, ciuil socizE dan masyarakat umum juga

I85 Klitgaud, dkk, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Yayasan Obor Indonesia dan patnership
for Govemance in Indonesia, Jakarta. 2002.h1m.29.



bertanggung j awab. Peran pamongpraj a sebagai pamong pemerintahan j uga

tidak bisa dipandang remeh. Pamongpraja diperlukan untuk meningkatkan

masyarakat melek korupsi sehingga tidak ada satupun elemen masyarakat

yang tertinggal, karena korupsi telah menyeruak masuk dalam sendi-sendi

kehidupan masyarakat.

lJpaya pemberantasan bukan tanpa halangan sama sekali, dalam

kerangka pemberantasan korupsi, pamongpraja wajib memperhatikan

berbagai tantangan ini agar nantinya tidak tersangkut berbagai kendala.

Pertama, hambatan politik. Supaya pemberantasan korupsi membuahkan

hasil yang memuaskan, dukungan politik perlu untuk menciptakan iklim

yang sehat dan jajaran elit politik yang memiliki kemauan setara. Sayangnya,

para elit politik alih-alih memberikan dukungan, resistensi dari para elit ini

terlihat kental.

Keduq hambatan hukum. Belakangan ini, kalangan yang diduga kuat

melakukan tindak pidana korupsi gemar menggunakan instrumen hukum

untuk menutup-nutupi praktik korupsi yang dilakukan, sekaligus untuk

melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Contohnya, keluarnya

pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi atas gugatan Bram

Manoppo dalam dugaan korupsi pengadaan helikopter dimana Abdullah

Puteh merupakan salah satu terdakwa, dengan menyatakan bahwa KPK

tidak berwenang mengusut kasus korupsi yang terjadi sebelum dibentuknya

KPK cukup membuat geram banyak kalangan yang menginginkan

percepatan pemberantasan korupsi.

Apabila mencermati perkara tersebut, selain putusan hukum yang

menguntungkan, dikombinasikan dengan kepemilikan dana yang besar,

para pelaku korupsi juga dapat menghadirkan sejumlah saksi ahli (sebagai

sindiran, beberapa orang menyebutnya ahli bersaksi) meringankan yang

mau menyatakan pendapat sesuai dengan pesanan. Upaya melaporkan balik

dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik, penyebaran informasi

yang menyesatkan dan penghinaan terhadap pejabat negara menjadi senjata

ampuh untuk meredam apayamasyarakat dalam melaporkan kasus-kasus

korupsi. Beruntung pihak Mabes Polri telah mengeluarkan surat edaran

yang isinya memerintahan kepada jajarankepolisian untuk mendahulukan

pengusutan laporan dugaan korupsi daripada laporan pencemaran nama

baik. Dalam masa transisi menantilahirnya UU Perlindungan Saksi/Pelapor,



kebij akan semacam itu menj adi teramat penting untuk memberikan j aminan

dan ruangyang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam memberantas

korupsi.

Ketiga, hambatan sosial-ekonomi. Bagaimanapun, pemberantasan
korupsi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial masyarakatnya. Dalam
situasi dimana ikatan loyalitas yang terorganisasi atas kesamaan suku,

keyakinan, asal-usul dan golongan, tak sedikit Dpayapemberantasan korupsi
mendapatkan tantangan.

Keempat, unsur penyalahgunaan wewenang karena jabatan. Dalam
konteks unsur "penyalah gunaan wewenang karenajabatan" dalam praktik,
tidakjarang tindakan ini dibungkus dengan peraturan perundangan yang

menjadi otoritas dari jabatan tersebut. Sebuah keputusan yang bersifat
publik, seringkali dikesampingkan bahkan dibatalkan oleh sebuah keputusan

pejabat publik yang sama karen a adanya kepentingan melindungi, memberi

konsesi atau membenarkan suatu tindakan pihak-pihak tertentu, t^npa
mempertimbangkan adanya potensi kerugian pada negara. Hal ini biasanya

terjadi pada institusi-institusi yang berkaitan dengan bidang ekonomi,
utamanya bidang perbankan dan keuangan. Tentu saja jika tidak secara jeli
ditelusuri akan menghilangkan sifat penyalahgunaan kewenanganya.

Kelima, politisasi dalam pemberantasan korupsi. Dari perspektif
penguasa/pemerintah, tampaknya berkembang asumsi bahwa peberantasan
korupsi melalui penegakkan hukurn rnau tidak mau akan memasuki dua

wilayah sekaligus yang terkadang sulit dipertemukan. Di satu sisi memasuki
domain hukum, di sisi yang lain memasul<t domain politik. Pada domain politik,
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya persoalan political will
penguasa/pemerintah saja, tapi juga menyangkut pertimbangan lain yang

berkaitan dengan risiko yang harus ditanggung pemerintah dalam hal
dilakukan penuntutan. Misalnya tindakan represif terhadap pengusaha yang

korup, harus mempertimbangkan jumlah tenaga kerja yang akan terkena

dampak penuntutan terhadap pengusaha itu. Kesulitan menyediakan
lapangan kerja merupakan beban sosial yang tinggi yang dihadapi oleh

masyarakat, apalagi dihadapkan dengan anatomi dan jaringan korupsi
yang terbangun sudah begitu luas sampai ke desa-desa. Dalam keadaan

yang demikian, penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi masalah



politik, bukan persoalan hukum semata. Pertimbangan politik menjadi tak

terhindarkan ketika pihak eksekutif harus berhadapan dengan prinsip rosl

and bmefit dalam penegakan hukum. Demikian juga penuntutan terhadap

mereka yang mempunyai profesi sebagai politisi, ruang-ruang yang dapat

digunakan sebagai ajang "deal-deal" politik menjadi terbuka lebar yang

pada gilirannya menjadi hambatan politis pemberantasan korupsi.

Kemam, moralitas aparatpenegak hukum. Dalam wilayah penegakkan
hukum, persoalan menjadi rumit ketika berhadapan dengan wewenang
penuntutan (dominus litis) dan penuntut umum yang sulit dikontrol oleh
pihak lain. Apakah cukup alasan atau tidak membawa sebuah perkara ke

pengadilan, pasal apa yang akan dijadikan dasar menuntut, alat bukti apa

yang akan diajukan di persidangan, semua ini merupakan kewenangan yang

tertutup dari kejaksaan dan sekaligus juga berpotensi untuk dimanipulasi
demi keuntungan para pihak secara ilegal (terdakwa dan penuntut umum).
Demikian juga dengan kewenangan hakim di pengadilan, atas nama
kebebasan kekuasaan kehakiman (independenclt judiciar2), kewenangan itu
sulit dikontrol pihak lain, sehingga potensi manipulasi tidak terhindarkan.
Dalam beberapa eksaminasi publik terhadap putusan-putusan perkara
korupsi, terungkap bahwa lepas bebasnya para koruptor dari penuntutan
hukum kerap disebabkan oleh kurangsempurnanya dakwaan penuntut
umum, kurangnya alat bukti karena kesengajaan dan putusan hakim
yang tidak komprehensif dalam pertimbangan hukumnya sehingga dapat
diduga ada kepentingan untuk melepaskan/membebaskan terdakwa
dengan pembenaran-pembenaran dalam pertimbangan hukumnya (judicial

corruption).

Peristiwa paling mutakhir adalah putusan Kasasi kasus Dana
Nonbudgeter Bulog yang membebaskan terdakwa Akbar Tanjung, peradilan
pidana didekati dengan perspektif hukum administrasi murni. Kewenangan
menafsir hukum menjadi tirani, telah terjadi pemaksaan penafsiran dalam
pertimbangan hukum kasasi, terjadi simplifikasi/penyederhanaan penafsiran
institusi-instiusi hukum seperti keadaan darurat, dana nonbudgeter tidak
tunduk pada aturan/mekanisme pengeluaran uang negara, kewajiban
mengontrol/ upaya minimum menyelamatkan uang negara dikalahkan
dengan tafsir menjalankan perintah atasan (pasal 51 KUHP). Ini semua

akibat sulitnya kewenangan itu dikontrol, kalaupun kemudian ada lembaga



"dissenting opinion" (berbeda pendapat), ia berhenti sebagai perbedaan
pendapat, dan tetap saja keadilan dikalahkan oleh suara terbanyak yang
tanpa hati nurani.

F. Pamongpraja; Langkah Strategis pemberantasan
Korupsi

Urgensi peran pamongpraja sebagai pamong pemerintahan sangat
dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi. pamongpraja sebagai pamong
pemerintahan berperan menigkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat
dalam pemberantasan korupsi. Meningkatkan partisipasi masyarakat
berarti meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasai pemerintah,
utamanya pemerintah daerah sebagai pengguna dana yang berasal dari
masyarakat. Peran masyarakat berpengaruh banyak untuk menghilangkan
resistensi dari pihak-pihak yang masih menginginkan status quo. Karenanya,
mobilisasi masyarakat guna memberantas korupsi menjadi penting untuk
dilakukan. Masyarakat perlu menyadari memberantas korupsi sama dengan
meningkatkan pendapatan daerah sehingga pelayanan bagi masyarakat
akan membaik serta rasa percaya diri masyarakat maupun pemerintah
daerah akan bangkit.

Upaya pemberantasan korupsi pamongp raja dapatdibagi menjadi dua
dengan memperhatikan skalanya, yaitu skala makro dengan melibatkan
masyrakat secara luas dan skala mikro merujuk pada tugas dan fungsi
pamongpraja, yaitu pelayanan publik. Pada skala makro, pemberantasan
korupsi membutuhkan variabel kepemimpinan. Sebagaimana dalam
maka-lahnya, Ryass Rasyid menyampaikan bahwa semua penerapan ideologi
dan sistem politik pada pemerintahan sangat bergantung dengan variabel
kunci, yaitu kepemimpinan. 186 Demikianjuga dalam pemberantasan korupsi,
sosok pamongpraja sebagai pemimpin baik di pusat maupun di daerah harus
mempunyai keinginan kuat untuk membasmi korupsi dan mau menjadi
pelopornya. Kesadaran dan keinginan kuat seperti ini akan menggerakkan
masyarakat dan menggalang masyarakat sehingga memutus mata rantai
korupsi. Pamongpraja dapat menggunakan nilai kepemimpinan Astabrata
sebagai pedoman sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak keluar dari
jalurnya. Contoh sukes seorang pemimpin dalam pemberantasan korupsi

186 Muhadam Labolo. 2015. Masa Depan Demokrasi Liberai



dicontohkan oleh Perdana Menteri CinaJiang Zemtn yang menyiapkan

1000 peti mati bagi siapa saja yang melakukan korupsi. Alhasil, Cina dapat

bangkit dari posisi paling bawah pada daftar 102 negara paling korup di

dunia.

Selanjutnya, pamongpraja dapat memulai upaya pemberantasan

korupsi dari hal yang paling mudah dilakukan, bukan apayang seharusnya

diprioritaskan. Hal ini untuk meningkatkan peluang keberhasilan sehingga

menjadi perhatian untuk meneguhkan kepercayaan dalam melembagakan

gerakan pemberantasan korupsi. Perlu digarisbawahi, hal pertama yang

pufi"* mudah dilakukan adalah memberi teladan. Bangsa Inodonesia adalah

turrgru yang suka meniru. Bangsa Indonesia juga memiliki karakter untuk

menghormati orang tua, tokoh-tokoh masyarakat dan para pemimpinnya atau

mereka yang dianggap sosok teladan. Daiam bahasaJaw a, layak digugu dan

ditiru atau dijadikan guru. Kalau pamongpraja yang notabenenya seorang

pemimpin bekerja keras dan jujur serta memberi contoh perilaku anti-korupsi,

masyarakat pun akan meniru dan bukan mustahil korupsi dapat dibasmi.

Perang melawan korupsi sistematis juga harus menjadi agenda

pamongpraja untuk perbaikan yang lebih luas. Mulai dari membenahi

administrasi pemerintahan sehingga menjadi alat untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijkan publik. Melibatkan

s.l.rus mungkin masyarakat dapat dilakukan dengan mempelopori adanya

gerakan anti-korupsi yang menjelma menjadi gerakan sosial. Untuk itu, perlu

dirumuskan suatu strategi dan taktikbagi gerakan anti-korupsi tersebut' Ada

dua wilayah kerja dari gerakan anti-korupsi, yakni sebagai berikut.

. Wilayah Masyarakat (Ciuit Socieff,). Prinsip utama yang harus menjadi

perhatian bagi gerakan anti-korupsi adalah bagaimana memberdayakan

masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pejabatpublik dan pelaku

bisnis. Dalam hal ini, terkait proses penyadaran masyarakat tentang

pentingnya memerangi korupsi, dan pengorganisasian gerakan.

. Wilayah Negara (State Societl/Potiticat Sociery). Gerakan anti-korupsi

mendorong pembentukan/perubahan kebijakan dan institusi yang

dapat mendorong terciptanya sistem politik yang transparan, bersih dan

demokratis sehingga tercipta ruang yang luas bagi masyarakat untuk

melakukan kontrol. Adapun penerapan sanksi dalam gerakan anti-korupsi

adalah dengan sanksi sosial. Sanksi sosial bila dijalankan secara total maka



pengaruhnya akan lebih efektif ketimbang hukuman pe ryara ataudenda.
Karena pada dasarnya koruptor paling takut dengan dipermalukan.
Sanksi sosial di sini bisa saja berupa pengucilan dari lingkungan sekitar,
sanksi bisnis, caci maki, hujatan, dan lain sebagainya.

Penerapan sanksi sosial untuk membuat jera para koruptor di satu
sisi juga menuntut adanya kode etik bersama, yang satu sama lain saling
mengikat. Dalam hal ini, pamongpraja dituntut untuk menjadi garis depan
penegakan etik di semua lapisan sosial, seperti di kalangan profesional, bisnis,
dan birokrasi serta etika sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.
Sanksi sosial demikian hanya akan efektif kalau ada kebenciaan yang luar
biasa dari masyarakat terhadap para koruptor. Namun, sebelum itu, dalam
diri pamongpraja sendiri harus merapatkan barisan dan menegakkan kode
etiknya agar jauh dari korupsi. Kode etik "Korps Pamongpraja" disebut
Hasta Budhi BaktirsT yang bunyi sebagai berikut.

l. Korps pamongpraja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara
Kesatuan Republik Indonesia menjadi menganyom dari seluruh rakyat
tanapa membedakan golongan, aliran dan agama.

2. Korps pamongpraja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan
kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan
ketenteraman umum.

3. Korps pamongpraja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di
dalam penderitaan bagi seluruh lapisan amsyarakat sehingga tercapai
ketenangan dan ketenteraman lahir dan batin.

+. Korps pamongrraja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga
terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif.

5. Korps pamongpraja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta
rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat.

6. Korps pamongtraja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian
segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga
diperlukan sifat sabar, tekun, ulet, dan bijaksana.

7. Korps pamongpraja menjadi penggerak segala kegiatan dalam
masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur
yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa.
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B. Korps pamongpraja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam

memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu,

sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan.

Fungsi kode etik ini bagi korps pamongpraj a adalah untuk memberikan

pedoman serta kontrol sosial bagi masyarakat kinerj^yang dimiliki korps

pamongpraja. Semakin tegaknya kode etik ini maka kontrol dari masyarakat

sendiri terhadap pamongpraja semakin titggr. Dengan begitu, pamongpraja

akan terhindari dari segala kegiatan yang berhubungan dengan korupsi.

Patut disadari bahwa pamongpraja sebenarnya berkutat dalam kegiatan

pusaran korupsi.Jadi, posisi pamongpraja sendiri sangatlah rentan terhadap

korupsi.

Posisi pamongpraja da|am pemberantasan korupsi adalah pada

posisi vertikal puncak, dengan kata lain sebagai tulang rusuk tegaknya

pemberantasan korupsi. Hal ini sangat strategis karena pamongpraja

termasuk golongan masyarakat kelas menengah, dimana kutub perubahan

adalah masyarakat kelas menengah(mi.dlerlass). Bisa dikatakan bahwa dalam

setiap jejak pendapat, suara kritis banyak berasal dari kalangan ini. Kelas

menengah sering diposisikan sebagai kalangan yang menyuarakan perubahan

atau menentang kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Posisi

kelas menengah memang amat istimewa, baik dari tinjauan historis, empiris,

maupun teoretis. Peran normatif mereka untuk mengritisi kejahatan korupsi

sering dihubungkan dengan status istimewa ini. Bukan kebetulan bila kelas

menengah memang memiliki keterdidikan yang relatif lebih baik, meskipun

tidak berarti mereka harus selalu bergelar (tinggi). Keterdidikan mereka

memunculkan apa yang sering dikemukakan sebagai peran sejati kelas

menengah, yang menurut DennyJ.A., menjadi "kekuatan anti-sistem yang

mendorong perubahan dan pencarian alternatif".

Peran pamongpraja dalam posisi ini adalah sebagai garis depan

masyarakat kelas menengah. Hal ini akan mempertegas peran aktual

masyarakat kelas menegah dengan segala potensinya. Mempertegas

makna peranan bertujuan untuk membedakan antara wilayah kesadaran

(yurg bersifat kognitif, atau bahkan lebih lanjut afektif) dengan wilayah

tindakan. Wilayah kesadaran memang hampir dipastikan telah dimiliki

kelas menengah (sebagai konsekuensi keterdidikan mereka). Persoalannya)



banyak kasus memerlihatkan bahwa kesadaran ini hanya berhenti di sini,
tanpa berupaya memasuki pengartikulasian lebih lanjut. Dalam bahasa
lebih tegas, ada di antara kelas menengah yang hanya memainkan peran
normatifnya sebatas kesadaran. Sedangkan untuk menindaklanjuti lebih
jauh lagi, mereka tidak memilih melakukannya.

Pamongpraja sebagai garda terdepan harus mampu memberikan
tauladan baik sikap dan perilaku serta sosialisasi untuk mewujudkan
aktualisasi pemberantasan korupsi dari lini masyarakat kelas menengah.
Contoh sukses mengenai gerakan kelas masyarakat menengah dapat dilihat
di Filipina dalam people power. Keterlibatan warga, dengan didorong peran
kelas menengah, membuka pintu sukses pergantian rezim di Filipina.
otoritarian dan korupnya rezimPresiden Rrdinand Marcos memunculkan
kekecewaan kumulatif rakyatnya. Maka, melalui sebuah perencanaan
matang dan memakan waktu berbulan-bulan oleh para aktor intelektual
(seperti Corazon Aquino dan Jaime Kardinal Sin), dengan didukung
pengusaha serta pembelotan militer pro-pemerintah, Februari 1986 menjadi
saksi jatuhnya Marcos. Demikian pulapeople pouter jllid II, dengan dimotori
aktor utama yang sama, dengan latar belakang yang hampir sama (perilaku
KKN ditambah amoralitas) PresidenJoseph Estrada dipaksa mundurpada
20Januari 2001.

Selain paparan di atas, pada pemberantasan korupsi skala mikro, yaitu
pelayanan publik pamongpraja perlu memperhatikan aspek birokrasinya.
Birokrasi pelayanan publik yang korup akan ditandai dengan besarnya
biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dalam mengakses
pelayanan. Variabel efisien perlu ditekankan sehingga kualitas pelayanan
publik dihasilkan dari perbandingan terbaik antara input dan output
pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi dapat
menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang
meringankan masyarakat pengguna jasa. Juga pada sisi output pelayanan,
birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang
berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi dari
segi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses

publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.

Dukungan terhadap tersedianya pelayanan publik yang bebas KKN
akan efektif apabila penyelenggara juga dilengkapi kode etik. Kebutuhan



akan kode etik berkaitan dengan aspek moralitas. Keberadaannya dalam

setiap organisasi modern dibutuhkan untuk mencegah munculnya

penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, pelanggaran hukum, penggunaan

fasilitas negara dan pemerintah untuk kepentingan sendiri atau golongan

serta perbuatan-perbuatan lainnya yang secara etika dan moral tidak

dapat diterima. Kode etik dapat menjadi arah dan pedoman bagi para

penyelenggara negara dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat baik

dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari-hari. Mengacu

pada buku yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (2003: 28 1)

mengenai Sistem Adminsitrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka

pada dasarnya kode etik penyelenggara negara atau pegawai negeri memuat

prinsip-prinsip sebagai beitkut: pertnma" memberikan pelayanan umum secara

simpatik, efisien, cepat, serta tidak diskriminatif. Kedua,memanfaatkan dana

publik secara tepat, efektif dan efisien. Ketiga, dilarang menyalahgunakan

jabatan dan kedudukannya atau informasi yang dimilikinya dalam kaitan

tugasnya untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Kennpat, dilarang

menerima keuntungan dalam bentuk apa pun dari pihak ketiga yang dapat

dipandang sebagai kolusi. Kelima, memegang teguh kerahasiaan negara dan

pemerintah dari segala ancamarr yang merugikan, baik secara ekonomi

maupun politis. Ke enam, menj unj ung tings nilai-nilai kebenaran, kej uj uran

dan kehalusan budi pekerti.

G. Pamongpraja Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan

sekaligus tantangan baru bagi desa. Dalam undang-undang tersebut,

pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebljakan yang

secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan

desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu

melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan'

Seperti yang tertuang di dalam Bab XIV Pasal I l2 tentang Pembinaan

dan Pengawasan, dinyatakan bahwa pemerintahan yang dalam hal ini

adalah pemerintahan daerah, baik propinsi maupun kabupaten /kota
bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan

desa, yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta

pengawasan di dalam menyelengg ar akanpemerintahan, pembangunan dan



pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memb e rday akan masy ar akat
itu sendiri. Tanggungjawab pemerintah daerah pun turut ditegaskan pada
Pasal I 26 dan 128 pada PP No. 43 Tahun 2014 tentang pemberd ayaan dan
Pendampingan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyaral<at yang dimal<sud
bertujuan untuk memampukan desa di dalam melakukan aksi bersama
sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, lembaga masyarakat
desa, adat, ekonomi dan lingkungan yang dilakukan dengan pendampingan
secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pemerintah daerah
di dalam melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan atau secara
normatif adalah pembinaan dan pengawasan dapat mendelegasikannya
kepada perangkat daerah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat
yang dilakukan dengan cara" pendampingan masyarakat, secara teknis
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (sKpD), yang dibantu
oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat
desa dan atau pihak ketiga.

Pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dimal<sud pemerintah
tentu membutuhkan tenaga profesional dalam pelaksanaan pemberd ayaan
yang diistilahkan "pendamping desa". Pamongpraja berkewajiban
berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa. Dalam konteks ini, disebut
sebagai pamong desars8. Pamong desa merupakan struktur terbawah dari
pamongprajayangmelekat di desa. Pamong desa dapat menduduki jabatan
mulai dari ketua rukun tetangga sampai dengan kepala desa. Namun, dengan
adanya Undang-Undang Desa membuka gerbang baru bagi pamongpraja
untuk terjun ke desa sebagai pendamping desa.

Pamongrraj a sebagai profesiona-l merupakan tenaga ahli pemerintahan,
termasuk di dalamya pemberdayaan desa. Keahlian ini mencangkup
komp e tensi p am o n gp r aja dan nilai-nilai kepamongp r ajaan. Keberhasilan
pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya bergantung pada keterampilan
dan keahlian pamong desa, namun juga harus komitmen dengan
beberapa hal, antaralain komitmen pada profesionalisme, komitmen pada
keterbukaan, komitmen pada kejujuran, komitmen pada kebersamaan dan
kerja sama, komitmen pada kemiteraan) dan komitmen pada kepentingan
pembelajaran dan mencari keuntungan bersama dalam bentuk pola
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horizonal. Pamongpraja sebagai pamong desa dapat menerapkan berbagai

strategir8e dalam program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut.

a. Melalui pendekatan (pembentukan) kelompok, yaitu kelompok yang

terbentuk atas inisiatif masyarakat sendiri dengan tujuan pokok

memecahkan masalah yang dihadapi. Diharapkan dalam kebersamaan

terjadi penyatuan potensi dan saling memperkuat. Dalam proses ini

berbagai keterbatasan yang dimiliki orang miskin disinergikan untuk

untuk mencapai hasil yang lebih besar. Kesinambungan kelompok akan

terjaga apabila kelompok yang dibentuk didasarkan pada kebutuhan

masyarakat.

b. Melalui pendampingan langsung, yaitu pendamping tinggal di lokasi

yang sama dengan kelompok yang akan dikembangkan. Pendamping

berasal dari orang luar yang karena tugasnya tinggal di sekitar

lingkungan tersebut. Tenaga pendamping adalah orang-orang yang

memiliki kepedulian sosial yang tinggi (pemihakan kepada kaum

tertindas), pengetahuan tentang sebuah program yang akan dibangun

bersama komunitas lokal, dan keterampilan dalam manajemen (memulai

dan mengelola) sebuah program pengembangan masyarakat'

c. Penumbuhan kader lokal, yaitu unsur warga lokasi program yang akan

melanjutkan peran, fungsi, dan tugas-tugas pendamping ketika program

telah memasuki tahap kemandirian. Selain itu, juga meningkatkan

peranan kepemimpinan yang berasal dari komunitas'

d. Pengembangan kelemb agaankomunitas, yaitu upaya mengembangkan

suatu kelembagaan yang berbasis moral dan aktif menampung

kebutuhan serta aspirasi warga kelompok-kelompok yang telah

didampingi dan merupakan bentuk pengembangan lebih lanjut

pengorganisasian kelomPok.

e. Menjaga kerja sama lintas pelaku (multi staluhol.dns) dengan pemerintah.

Pamong desa sebagai pendamping desa dituntut untuk menj adt communigt

organiryr Peran pamong desa, dalam hal ini tidak hanya memberdayakan

kelembagaan dan aparatur desa, sebab pamong desa juga terlibat dalam

perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
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Lebih lanjut, pamong desa harus memiliki kemampuan mengorganisir
masyarakat. Bahkan, kemampuan mengorganisir masyarakat itu merupakan
prasyarat mutlak untuk dikuasai pamong desa sebagai pendamping desa.
Pamong desa harus diperkuat, karena mereka menjadi kepanjangan tangan
pemerintah pusat di desa untuk memastikan terselenggaranya tata kelola
pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini, pamong desa sebagai pendamping
desa memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat melalui ,puyu
meningkatkan ketahanan masyarakat desa melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas keberlakuan dan tegaknya aturan-aturan hukum dalam kehidupan
masyarakat desa.

Dalam kaitannya dengan sebuah upaya mewujudkan ketahanan
masyarakat desa, tugas pamong desa sebagai pendamping desa adalah
memfasilitasi masyarakat desa dalam kegiatan berikut.

a. Pent belaj aran Keut arganegara,an.

Prinsip kewargane garaan adalah sikap kesukarelaan seorang warga
negara untuk mencintai, mengabdi dan berdarma bakti kepada bangsa dan
negaranya. Dalam kehidupan di desa, sikap kewarganegaraan ini tercermin
daripartisipasi warga desa secara otentik untuk terlibat secaranyata dalam
kehidupan sosial di desanya, ketaatan padaaturan hukum, memiliki sikap
kebersamaan dan tolerankepada seluruh warga desa lainya, dan adanya
kesukarelaan warga desa dalam berswadaya dan bergotong royong dalam
kehidupan bersama di keluarga dan masyarakat desa. pendamping desa
memfasilitasi tumbuhnya j iwa kewarg ane gar aan melalui ke giatan sebagai
berikut.

o Memfasilitasi tumbuhnya kesukarelaan dan keswadayaan dalam diri
warga desaberkaitan dengan keterlibatan mereka di dalam pengelolaan
urusan tentang desa.

o Memfasilitasi tumbuhnya sikap mengutamakan kepentingan umum di
atas kepentingan pribadi dan golongan.

o Memfasilitasi warga desa menyampaikan asipirasi dalam musyawarah
desa dan penyusunan produk hukum di desa.

o Menggalang kewaspadaan bersama dari ancaman terorisme dan segala
potensi radikalisme melalui pembentukan forum khusus yang melibatkan
seluruh unsur masyarakat desa.



o Membangun kegi atan anjangsana bersama secara berkala pada

kelompok masyarakat desa yang masih dalam taraf ekonomi lemah'

o Membentuk paguyuban antaragam a pada desa setempat untuk

saling berkumpul dan berdialog demi tercipt^ny^ keharmonisan

antaragama.

o Membangun aliansi-aliansi strategis dengan warga desa sekitar atilr

lembagalembaga pemerintahan dan LSM untuk saling tukar menukar

informasi dan kegiatan dalam rangka membangun desa di berbagai

bidang.

o Memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka

penguatan jiwa kewarganeg^raan sesuai dengan kondisi desa-desa

dampingan.

b. Pernbelajaran Dentokrasi Desa

Tata kelola desa yang demokratis merupakan buah dari proses

pembelajaran sosial masyarakat desa. Karenanya, yang diutamakan

dalu* membangun demokrasi di desa bukan sekedar merumuskan

prosedur seleksi kepemimpinan desa. Lebih dari itu, yang dilakukan dalam

rangka demokratisasi desa adalah mendorong tumbuhnya jiwa/semangat

kesukarelaan warga desa untuk terlibat dalam berbagai pengambilan

keputusan di desa yang berdampak kepada kehidupan individu maupun

kehidupan bersama. Dengan demikian, keterlibatan warga desa secara

aktif ini akan menjadikan "kekuasaan di desa" tunduk kepada kehendak

bersama warga desa yang dirumuskan secara demokratis. Pendamping

desa memfasilitasi penguatan sikap-sikap kesukarelaan warga desa untuk

terlibat dalam pengelolaan "kekuasaan desa" secara demokratis melalui

kegiatan berikut.

o Menyadarkan warga desa tentang bahaya dan akibat negatif politik

uang dalam pemilihan kePala desa.

o Memfasilitasi masyarakat desa membentuk gerakan swadaya masyarakat

dalam seleksi kepemimpinan desa (pilkades)'

o Mengadakan diskusi berkala dengan warga desa yang secara khusus

membahas tentang kepemimpinan desa'

o Membentuk forum yang melibatkan unsur desa untukmonitoring

terhadap kegiatan'politik' berkait dengan kepemimpinan desa.



o Memfasilitasi penyelengg araan musyawarah desa secara demokratis dan
partisipatil

o Memfasilitasi warga desa untuk terlibat aktif dalam musyawarah desa
sebagai media penyampaian aspirasi.

o Memfasilitasi penyusunan peraturan desa secara demokratis dan
partisipatif.

r Memfasilitasi warga desa untuk terlibat aktif menyampaikan aspirasi
dalam penyusunan peraturan desa.

o Memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka
demokratisasi desa sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.

c, Petnbelajaran Hukunt

Banyak persoalan hukum dan HAM yang muncul, khususnya di desa,
baik pada tingkat masyarakat maupun aparatur desa. Berbagai persoalan
hukum sering terjadi, seperti konflik pertanahan masyarakat dengan
perusahan, persoalan kgal drffingyang terkait dengan implementasi hukum
adat, tata kelola pemerintahan desa maupun penyusunan produk hukum
desa. Sementata, di sisi lain, pemahaman masyarakat tentang hukum dan
HAM dirasakan masih sangat kurang, sehingga akses dalam mengelola dan
menyelesaikan masalah sering tidak tercapai. Untuk berperan serta aktif
dalam pembelajaran hukum bagi masyarakat, nilai-nilai esensial yangpatut
ditekankan dalam konteks transformasi hukum, ant^r 

^lain 
menitikberatkan

pada revolusi mental di bidang hukum. Pembelajaran hukum perlu
difokuskan pada kebutuhan keadilan bagi masyarakat kecil. Pendidikan
hukum sudah harus memberikan komposisi yang seimbang antara nilai
normatif hukum dan nilai sosiologis-antropologis atas hukum. Pendidikan
hukum normatif memang tetap perlu untuk diajarkan mengingat hukum
memiliki bentuk yang normatif, tetapi pembelajaran hukum yang sosiologis
perlu pula diajarkan guna melihat arti penting berjalannya hukum di
masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum, hal ini perlu disosialisasikan,
khususnya pada masyarakat desa sebagai bagian dari pengejawantahan
ketahanan masyarakat. Kesadaran terhadap hukum, di samping akan
memahamkan pentingnya hukum dalam interaksi masyarakat, juga akan
menumbuhkan sikap dan perilaku yang taat hukum. Dengan demikian,



masyarakat desa akan bisa membentuk sebagai masyarakat yang peduli

hukum seraya mampu meneladankan perilaku hukum yang tertib dan

berkeadilan. Pendamping desa memfasilitasi penguatan kesadaran hukum

melalui pembelajaran hukum dengan kegiatan berikut'

o Memfasilitasi terselenggar^nyapendidikan hukum kepada masyarakat

secara secara terus-menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum

praktis. Contoh pendidikan hukum praktis, misalnya membentuk klas-

klas studi pembelajaran hukum praktis dengan mendatangkan mentor

dari kalangan aktivis hukum, seperti pengacara atau dosen, mengadakan

pelatihan hukum praktis yang lebih ditujukan pada pelajar dan pemuda

desa dan mengadakan penyuluhan hukum bagi warga desa bekerja

sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan dan

pengadilan.

Memfasilitasi diberikannya nasihat-nasihat hukum praktis kepada

masyarakat desa yang dilakukan oleh dari para praktisi hukum jika

benar-benar ada kasus hukum; dan kegiatan-kegiatan lain yang strategis

dalam rangka pembelajaran hukum sesuai dengan kondisi desa-desa

dampingan.

Adaokasi Hukurn

Bantuan hukum atau advokasi hukum merupakan rencana yang

diterima di bawah pelayanan profesi hukum yang memungkinkan untuk

memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari hak

menerima nasihat hukum atau jika memang dirasa perlu, kuasa hukum

dalam pengadilan atau pemeriksaan, didasarkan pada alasan kurangnya

sumber daya keuangan. Bantuan hukum ditujukan selain untuk memberikan

pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus juga

meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka

dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat

yang terus berkembang. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa,

arti "bantuan hukum" dimaknai sebagai nasihat dan dukungan oleh ahlil
praktisi hukum kepada unsur pemerintahan desa dan masyarakat desa

yang meminta bantuan tersebut dalam upaya mereka merumuskan opini

hukum (kgat opinion) maupun dalam rangka menyelesaikan perselisihan/

perkara perdata dan pidana dalam pelaksanaan UU Desa. Dengan kata lain,

d.



"bantuan hukum" diberikan kepada masyarakat dalam bentuk nonlitigasi
seperti ADR (Alternatiue Disputu Resolution) dan pendidikan hukum praktis,
maupun litigasi yang diberikan kepada warga masyarakat yang meminta
bantuan dalam menyelesaikan perkara peradilan dengan pihak ketiga lain
yang berasal dari luar desa. Strategi yang perlu dikembangkan, berbasis
pada lembaga organisasi masyarakat ditingkat komunitas desa dengan
melakukan pendidikan hukum masyarakat sesuai dengan konteks persoalan
hukum komunitas; penyediaan bantuan hukum dalam berbagai pilihan
penyelesaian masalah.

Survei di tingkat nasional menunjukkan bahwa sebagian besar masalah/
sengketa hukum di masyarakat diselesaikan melalui mekanisme informal
(negosiasi, mediasi), selain melalui penyelesaian formal atau advokasi;
serta penguatan neh.uork bagi lembaga/organisasi masyarakat untuk bisa
bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lannnya,lembaga swadaya
masyarakat (LSM), instansi pemerintah dan instansi hukum, terutama di
tingkat lokal. Pendamping desa dapat merealisasikan kebutuhan advokasi
hukum dengan kegiatan-kegiatan berikut.

o Menjalin aliansi dengan lembagaJembaga bantuan hukum yang ada
baik di tingkat regional maupun nasional.

o Memfasilitasi para aktivis desa di kabupaten/kota untuk membentuk
lembaga bantuan hukum khusus penanganan masalah desa.

o Membentuk jalinan antara lembaga adat yang ada di desa dengan
lembaga hukum formal agar tercapai keharmonisan antara hukum adat
dengan hukum positif sebagai antisipasi bilamana terjadi kasus hukum.

o Memfasilitasi desa-desa menyelenggarakan sosialisasi bantuan hukum
untuk masyarakat yang dilakukan secara intensif dan menyeluruh di
desa-desa lokasi dampingan.

o Memfasilitasi tenaga paralegal untuk:

beberapa aspek hukum;

untuk menyelesaikan perkara secara informal;

(perkara perdata);



dalam hal prosedur dipengadilan (perkara perdata maupun pidana);

dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka

advokasi hukum sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.

e. Pengetnbangan Paralcgal

Setiap orang dianggap mengetahui hukum. Demikian asas hukum

yang berlaku umum. Berdasarkan asas tersebut, maka setiap orang,

tidak peduli apa pun status dan kedudukannya dalam masyarakat' kaya

atau miskin, berpendidikan atau tidak, buta huruf atau tidak, semuanya

dianggap mengetahui hukum yang berlaku di negara ini. Untuk itu, seakan

tergambar bahwa seseorang tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan

hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dengan alasan bahwa

ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut ada diatur sebagai

perbuatan terlarang dalam undang-undang. Suka tidak suka, seseorang

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Asas

ini yang kemudian dikenal sebagai fi.ksi hukum. Disebut demikian karena

pada kenyataannya tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui

atau menguasai seluruh hukum yang berlaku di suatu negara. Bahkan

bagi seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan hukum atau

berprofesi sebagai penegak hukum sekalipun, hal tersebut masih merupakan

hal yang mustahil. Namun, inilah asas hukum yang berlaku umum. Begitu

suatu peraturan undang-undang diundangkan dengan penemPatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia maka semua orang dianggap

telah mengetahuinya.

Kenyataan ini menjadi pendorong perlunya kehadiran orang-orang

yang secara sukarela dan memiliki komitmen membantu dan melakukan

pendampingan kepada masyarakat dalam menghadapi kasus-kasus hukum

yang terjadi dalam masyarakat atau yang dikenal sebagai paralegal.

Sebagai orangyang diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum,

konsultasi hukum dan pilihan-pilihan saluran penyelesaian kasus hukum

kepada masyarakat, seorang paralegal perlu mempunyai pemahaman
yang baik tentang dasar-dasar sistem hukum dan hak asasi manusia serta

berbagai proses dan mekanisme penyelesaian kasus hukum. Pendamping

desa, dalam rangka memfasilitasi tumbuhnya ketaatan dan kepastian hukum



dalam tata kehidupan di desa, akan lebih mudah mewujudkannya jikalau
dapat mengembangkan kemudahan bagi warga desa untuk mengakses
layanan bantuan hukum secara praktis. Untuk itu, pendamping desa perlu
memfasilitasi desa-desa untuk membentuk tenaga paralegal yang akan
bekerja di tingkat desa dan/ atau kecamatan melalui mekanisme kerja sama
antardesa.

Dalam rangka mendukung pengembangan paralegal, pendamping
desajuga harus mampu mengakses jasa barefoot law2ers.Istilah barefoot law1,,ers

(pengacara kaki telanjang) dimaksud adalah pengacara praktik (secara
personal ataupun dalam lembaga) yang bekerja dengan memberikan jasa
layanan hukum dan kepengacaraan "dari desa ke desa dalam kecamatan/
kabupaten" tertentu, secara sederhana dan biaya murah, serta atas kasus

kecil, simpel dan umumnya hal keperdataan dalam masyarakat.

Dalam rangka penyiapan dan pengembangan kapasitas paralegal,
pendamping desa melakukan fasilitasi kepada desa-desa untuk menyelenggara-
kan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung pengembangan kapasitas
paralegal, di antaranya sebagai berikut.

o Memfasilitasi pelatihan hukum bagi tenaga paralegal. Materi pelatihan
hukum bagi paralegal meliputi, aspek-aspek hukum praktis yang
meliputi tata carapenanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik
melalui jalur litigasi maupun nonJitigasi. Khususnya untuk penanganan
kasus-kasus pidana, materi pelatihan untuk paralegal harus mencakup
informasi dasar tentang cara paralesal membantu masyarakat desa

pada waktu masyarakat menemukan indikasi-indikasi terjadinya tindak
pidana, petunjuk bagaimana menuliskan laporan/ pengaduan adanya
tindak pidana, daftar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah
(LSM) yang dapat diserahi laporan dan dapat dimintai bantuan oleh
paralegal.

o Memfasilitasi pelatihan advokasi hukum.

o Memfasilitasi pelatihan pemantauan dan pengawasan pembangunan
desa berbasis komunitas.

o Memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka
pengembangan paralegal sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.



f Penguatan ruang publik politik di desa/antar desa dalam bentuk pusat

kemasyarakatan (c ommunit2 c enter).

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan

dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa bisa

berwujud, seperti: rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna,

lembaga pemberdayaan masyarakat. Pastinya, lembaga kemasyarakatan

yang terbentuk di desa harustumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat,

serta merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam

perencanaan, pelalsanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu

pada masyarakat di desa.

Selain wadah-wadah kemasyarakatan yang ada, perlunya dibentuk

pusat kemasyarakatan (communit2 center) yangjuga berfungsi sebagai wadah

masyarakat desa secara terpadu, di antaranya bisa difungsikan sebagai

pusat informasi, pusat kegiatan dan pendampingan atau pusat advokasi

masyarakat.

Dalam hal ini, pendamping desa perlu melakukan kegiatan-kegiatan

dalam pembentukan pengembangan pusat masyarakat ini, di antatanya

sebagai berikut.

o Memfasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan (communiq cmtur) sebagai

ruang publik untuk aktivitas bersama dalam rangka pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa.

o Memfasilitasi pendayagunaan sarana/prasarana milik desa, seperti balai

desa, gedung olah raga, gedungpertemuan, lapangan olah raga, taman)

dan lainJain untuk dijadikan sebagai tempat/lokasi diselengg arakannya

kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan.

o Memfasfitasi unsur-unsur masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama,

tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani,
kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan

kelompok masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-

kegiatan pusat kemasyarakatan.

o Memf,asilitasi terbentuknya forum mitra desa yang terdiri atas para

penggiat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk

secara sukarela terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan



pemberdayaan masyarakat desa; memfaslitasi forum mitra desa untuk
membentuk pusat kemasyarakatan (communiE center) dikecamatan dan
kabupaten/kota.

o Memfasilitasi lorum mitra desa untuk membuat kegiatan-kegiatan
pengabdian kepada masyarakat, seperti penerapan ilmu keagamaan)
ilmu pengetahuan, teknologi dan/ ata, seni tertentu untuk menunjang
pengembangan konsep pembangunan nasional, wilayah dan/ atau
daerah, pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan.

o Memfasilitasi kegiatan kemitraan dan pembe rdayaanuKM usaha kecil
dan menengah.

o Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat sebagai
katalisator pengembangan masyarakat madani, dan kegiatan-kegiatan
lain yang strategis dalam rangka pengembangan pusat kemasyarakatan
(communiE center) sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.

Terlepas dari itu semua, pamong desa sebagai tenaga pemberdayaan
haruslah melebur dalam kesetaraan dan kemitraan bersama masyarakat.
Mengingat kegagalan pemberd ayaan masyarakat selama ini banyak
diasumsikan karena prinsip-prinsip pemberdayaan (kode etik pemberd ayaan)
yang seharusnya dilakukan bersama (secara partisipatif) telah dilanggar,
karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dari segelintir orang di luar
unsur masyarakat sasaran. Dampaknya menjadi lebih besar terutama untuk
kepentingan pemberd ayaan dan berkesinambungan. Tantangan proyek
yang berorientasi kepada pemberdayaan, bukan hanya dituntut untuk
mempertahankan profesionalisme bagi para pelakunya, tetapi harus menjadi
komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholders yang terlibat dalam proyek
bersangkutan. Prof. Bob rilden telah memberikan jawaban mengenai
keterampilan dan sikap apa yang harus dimiliki oleh pelaku pemberdaya.

H. Pamongpraja dalam Pembangunan Demokrasi
Sejak bergulirnya reformasi tahun l99B dan pelaksanaan pemilu tahun

1999 di Indonesia yang dianggap paling demokratis, telah membawa
masyarakat Indonesia kepada kehidupan ketatanegaraan yang berbeda.
Demokratisasi pun menjadi isu yang sangat didambakan oleh seluruh
komponen bangsa untuk membentuk pemerintahan yang demokratis pula.



Pemerintahan yang demokratis pada intinya adalah kewenangan memerintah

berasal dari rakyat. Dengan sendirinya, pemerintah tidak dibenatkanuntuk

bertindak bertentangan dengan kehendak rakyat. Agar tidak bertindak

sewenang-wenang pemerintah dalam menjalankan kekuasaanya dibatasi

oleh konstitusi, yang dihasilkan wakil-wakil rukyatmelalui pemilihan umum

yang bebas, rahasia, jtj.tt, dan adil. Pemerintahan yang demokratis harus

memenuhi dua syarat. Pertama, mempunyai dasar hukum dimana setiap

tindakan pemerintah harus ada landasan hukum yang jelas dan dapat

dijadikan dasar dikeluarkannya suatu kebijakan. Kedua, mempunyai tujuan

yang jelas di mana setiap kegiatan pemerintah harus nyata-nyata guna

-e*rjrrdkun tujuan negara yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan

rakyat dan memelihara ketertiban umum'

Dalam perkembangannya, demokrasi Indonesia dimaksudkan untuk

menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif yang diwujudkan dalam

bentuk konstitusi yang membatasi kewenangan-kewenangan pemerintah,

baik yang tertulis (uuD) maupun yang tidak tertulis (konvensi) yang

kemudian diwujudkan dengan tegaknya rute of law,dengan tiga ciri utama,

yaitu supremasi hukum, persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara

di depan hukum dan pemerintahan, serta terjaminnya hak-hak warga

negara dalam uuD. Tegaknya rute of law akanmembawa dampak terhadap

penciptaan pemerintahan yang bersih dan beribawa serta menjamin

terwujudnya kehidupan masyarakat madani di Indonesia'

Pembangunan demokrasi dapat diartikan secara tepat sebagai

pembangunan politik, dan karen a itu the greater thestate d deuelopment the

greater thel,aduance of ttbutl, popular souertignfi, andfree institution.sle'. " Konsisten

d..rgun pendekatan ini adalah posisi adanya garis lain pembangunan

d..rgun merujuk pada visi-visi ideologi lain dan komunitas politik yang

idealis. Dari definisi tersebut, yang terpenting adalah adanya elemen-

elemen kunci dan pembangunan politik yang meliputi hal-hal berikut'

Putamq berkaitan dengan rakyat secara keseluruhan, maka pembangunan

politik berarti suatu perubahan dari subjek dan status ke peningkatan

sejumlah kontribusi warga negara karena adanya perluasan partisipasi

rnurru, serta perluasan suatu sensitivitas pada prinsip-prinsip equalitl dan

rs Mashuri. Partisipasi Masyilakat sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi, Jurnal Kewirausahaan' Yol 13' No' 2' Juli-

Desember 2014. Menaa Riau
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penerimaan yang lebih luas lagi akan hukum-hukum yang universalistik.
Kedua" berkaitan dengan kemampuan pemerintahan dan sistem politik secara
umum) pembangunan politik meliputi peningkatan kapasitas dan sistem
politik untuk mengatur permasalahan-permasalahan umum, mengontrol
kontroversi, dan mengakomodasi tuntutan-tuntutan rakyat. futigqberkaitan
dengan organisasi-organisasi masyarakat politik, pembangunan politik
dimaksudkan untuk terjadinya perluasan diferensiasi struktural, spesialisasi
fungsional, dan perluasan integrasi dan semua organisasi-organisasi yang
berpartisipasi di dalamnya.

Berkaitan dengan rakyat atau masyarakat pamongpraja, sebenarnya
adalah inti dari masyarakat madani (ciuil sociee) dalam negara sociefii,dalam
negara bangsa (nation state)rndonesia di masa lalu, masa kini dan masa depan.
Masyarakat madani sendiri dapat dipahami sebagai model -uryu.ukut
yang diperlukan agar negara mampu menjalankan kekuasaannya dengan
demokratis. Masyarakat madani ini menjadi penting karena fungsinya
sebagagi pengawas aktivitas negara agar tidak berlaku despotis terhadap
masyarakatnya, menj aga agar negara tidak menjalankan kekuasaannya
secara absolut. Di sinilah peran pamongpr aja dalam mengawal
pembangunan demokrasi melalui kerangka masyarakat madani.

Sebagai pengamong masyarakat, tugas pamongpraja dalam ruang
lingkup masyarakat madani adalah menjadi pusat (center) atau pusat dari
gerakan masyarakat madani. Menjadi pusat berarti berupaya menggerakaan
masyarakat menjadi sebuah komunitas. Komunitas yang bukan sembarang
komunitas, melainkan komunitas dimana keadilan dan kesadaran menjadi
budayanya. Selain itu, komunitas ini harus menjadi komunitas masyarakat
yang sadar hukum menyadari hak dan kewajiban. Mengingat tugas
masyarakat madani adalah sebagai kontrol sosial bagi negar a. Hamzah
berpendap at, masyarakat mad,ani adalah sebuah masyarakat yang
mempunyai kemandirian atau dapat mengatur kehidupan dirinya sendiri.
Kemandirian sebuah masyarakat adalah modal sosial yang berharga untuk
melakukan kontrol sosial terhadap aktivitas negara.

Inti dari membangun masyarakat madani sebenarny a adalah
membangun apa yang disebut "modal sosial" (social capitatl. Modal sosial
adalah kepercayaan dan keyakinan yang terbentuk manakala pemerintah
dan masyarakat madani bertemu dan berembug untuk mengupayakan



kebaikan bagi semua pihak, demikian dijelaskan ilmuwan politik Robert

Putnam. Modal sosial merupakan basis legitimasi bagi lembaga-lembaga

pemerintahan resmi, dan sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan

yang efektif dan efisien. Tanpa adanyamodal sosial ini, nantinya kepercayaan

darrkeyakinan masyarakat menjadi rendah berakibat pada terhambatnya

program pemerintah dan pada akhirnya, masyarakat yang tidak memiliki

L.p.r"uyuun kepada pemerintah itu akan menjadi masyarakat yang tidak

,rrurnpu menjalankan fungsi sebagaimana diharapkan; dan skenario

terburuk yang bisa terjadi adalah merebaknya tindak kekerasan di antara

kekuatan-kekuatan sosial yang bersaing'

Menggagas masyarakat madani juga merupakan gagasan tentang

mewuj udkan kesetaraa n antar a rakyat dan penguasa. Kesetaraan tersebut

membuat tidak ada satupun iembaga negara' memiliki otoritas untuk

memaksakan kehendaknya. Kesetaraan tersebut membuat kebijakan

publik yang dihasilkan oleh lembaga negara berasal dari proses yang

demokratis, ia merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Selain itu,

kesetaraan yang terjadi membuat masyarakat madani berfungsi untuk

mengawasi pelaksanaan sebuah kebijakan publik. John Locke menj elaskan

bahwa kesetaraan tersebut membuat negara tidak lagi menjadi absolut,

negara harus memPunyai batasan' Menurut Locke, hak dasar manusia

yuig k.*rdian disebut dengan P'oferU; hak kehidupan, hak kemerdekaan

darrhak kepemilikan, yang kemudian membatasi kekuasaan negara'

Masyarakat madani uis a uis negara tidak harus berada pada posisi saling

berseberangan, negar a pada satu sisi sedangkan masyarakat madani pada

sisi yang lain. Kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil tidak

harusmembuatnyamenjadibermusuhandengannegara,olehkarena
p amongpraj a berkewaj ib an melaku kan s te eing pada masyarakat ini. ste ering

uauu p.rrgurahan yang dilakukan pamongpraja dapat dilakukan melalui

sosialiasasi politik. Berkenaan dengan itu, Ramlan Surbakti (1999: 117)

berpendapat, sosialisasi politik dibagi dua, yaitu pendidikan politik dan

indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik

di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota

masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan

simbol-simbol poiitik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik

seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Dengan kata lain, seorang

,,ini



pamongpraja dapat melakukan sosialisi politik melalui indoktrinasi dan
pendidikan politik.

Penekanan dalam pendidikan dan indoktrinasi politik adalah mengenalkan
dan mengajarkan nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik
negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik. Dengan begitu, kesadaran
politik akan terbentuk. Kesadaran politik akan mengarahkan masyarakat
untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik. Tidak
sekedar mobilisasi politik yang penuh dengan politik uang dan politik
pembodohan. Indoktrinasisi politik sendiri merupakan proses sepihak ketika
penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima
nilai-nilai, norma) dan simbol yang dianggap oleh pihak yang berkuasa ideal
dan baik. Untuk ideologi seperti Pancasila, agar terpatri kuat dalam benak
masyarakat, seorang pamongpraja dapat menerapkan ini.

Di sisi pendidikan politik, pamongpr aja dapat mengupayakan
peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan
politik. Upayaini akan mendorong timbulnya kesadaran politk dalam sistem
politik. Pendidikan politik sendiri memiliki dua fungsi utama yang perlu
diperhatikan pamongpraja: pertama, untuk mengubah dan membentuk
tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat
menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung
jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk
membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik
yang ingin diterapkan. Inti dari pendidikan politik adalah mengenai
bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Secara makro, fungsi
pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya
sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam
sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik.
Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu, antara lain adalah
peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu
dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh
sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan
kedurjanaan. Di samping mengenai kekuasaan, individu dapat memahami
mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan
di tengah masyarakat. Selain itu, pendidikan politikjuga akan meningkatkan
partisipasi politik.



Sebagaimana penj elasan Ragam atan yang mengatakan partisipasi

politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya

perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap

sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tidak dapat

berjalan (Ragamaran,2002: 147). Milbarth (dalam Surbakti, 1992: 143),

menyebutkan empat fakt or utamayang mendorong orang untuk berparsipasi

dalam kehidupan politik. Pertamq karena adanyaperangsang, maka orang

mau berpartisipasi dalam dunia politik. Kedua, karena faktor krakteristik

seseorang, orang-arang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar

terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Ketiga, faktor

karakter sosial seseorang) menyangkut status sosial ekonomi, kelompok

persepsi, sikap dan prilaku seseorang dalam bidang politik. Empat,

faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang

kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam

kehidupan politik. Menurut Merphin Panjaitan (2000: B), bahwa demokrasi

berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tittgs

partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggr kadar demokrasi negara

tersebut. Pendidikan politik tidak sekedar mengubah individu, tapi juga

membentuk individu yang baru. Dalam attianbahwa seseorang individu

dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan

dan pemahaman tentang politik, tapi juga mempunyai kesadaran dan

sensitivitas dalam berpolitik sehingga terdorong untuk ikut berpartisipasi

dengan menujukkan sikap dan perilaku positif. Efektivitas pendidikan

politik ini sendiri tidak hanya sebatas retorika belaka. Hal dapat dilihat

dari bagaimana pendidikan mengatasi berbagai ancaman-ancaman

krusial yang menjangkit Indonesia dari semeniak zaman kepemimpinan

Presiden Soekarno. Ancaman tersebut akhirnya dapat diatasi dengan

pendidikan yang mencerahkan.

Ancaman pertama adalah primordialisme (sentimen etnis, agama, dan

kedaerahan) yurg dapat menggerogoti demokrasi karena pengingkaran

terhadap pluralisme dan toleransi. Dalam politik nasional pun, para

pengamat sering menyebut politik di Indonesia diwarnai oleh "politik

aliran" (potiticat streams). Menulis tentang konstelasi politik di Indonesia

pada dekade 1950-an, Herbert Feith dan Lance Castles (1970) dalam

Indonesian Politicat Thinking, I 9 45- I 965 menyatakan bahwa pemikiran



politik di Indonesia diwarnai oleh lima macam aliran,yakni, nasionalisme
radikal, demokrasi sosial; komunisme; tradisionalismeJawa; dan Islamisme.
walaupun kelompok-kelompok aliran tersebut belum tentu akurat dalam
menggambarkan aliran pemikiran politik di Indonesia saat ini, tetapi
kemunculan berbagai organisasi politik di Indonesia - termasuk partai politik
- sedikit-banyak diinspirasi oleh kelima aliran tersebut. Bersamaan dengan
memudarnya komunisme dan berkurangnya pengaruh kaum priyayr sebagai
penjunjung tradisionalismeJawa, saat ini partai-partai politik di Indonesia
didirikan atas dasar tiga aliran penting: nasionalisme, demokrasi sosial, dan
Islamisme. Ketika partai politik berbasis Islam masih mengandalkan pada
sentimen keagamaan dalam menggalang dukungan dalam pemilihan, maka
demokrasi dapat terancam karena proses rekrutmen politik kemungkinan
terkontaminasi oleh primordialisme. pendidikan yang mengutamakan
pikiran rasional akan mendorong masyarakat untuk membebaskan diri
dari belenggu primordialisme. Dalam demokrasi, kehadiran para pemilih
rasional dalam menentukan pilihan kepada para pemimpin yang kompeten
seperti ditunjukkan oleh para pemilih diJakarta dalammemilih pururgun
Jokowi-Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI, menggambarkan
betapa rasionalitas telah mengalahkan primordialisme sehingga DKI
mendapat pemimpin yang sungguh-sungguh dianggap kompeten.

Ancaman kedua bagi demokrasi di Indonesia adalah budaya klientilisme
(clientilism), yakni kekuatan politik berada di tangan para,,patron, yang
menggunakan pengaruh dan harta kekayaannya untuk menggalang
dukungan dan loyalitas para "clients",sehingga membukajalan bagi praktik
nepotisme dan politik uang (mone2 politics). Maka, tidaklah mengherankan
jika Indonesia termasuk negara yang menghabiskan dana politik yang
paling fenomenal dalam pemilihan di tingkat nasional maupun lokal. Untuk
menghindari agar politik "biaya tinggi" ini tidak mengakar di negara ini,
maka kehadiran tingkat pendidikan yang memadai niscaya dapat membuat
para pemilih menggunakan daya pikir rasionalnya untuk menghindari
jebakan praktik nepotisme, uote-brging, dan mone2 poritics. Dengan demikian,
dalam konteks ini pendidikan membawa dua hal penting yaitu penghematan
biaya politik dalam pemilihan pemimpin politik di tingkat pusar dan daerah;
dan proses pemilihan pemimpin politik yang dituntun oleh pertimbangan
rasional sehingga sedikitbanyak memberikan jaminan terpilihnya pemimpin
yang dianggap kompeten.



Ancaman ketiga bagi perkembangan demokrasi di Indonesia adalah

munculnya ekstremisme agama yang secara frontal menolak sistem

demokrasi yang dianggap bertentangan dengan doktrin agama tertentu.

Kelompok ini - yang oleh Larry Diamond (1990) disebut "the elnnents of

dislo4alry,'(elemen yang tidak loyal kepada demokrasi) - dapat mengancam

demokrasi karena metode kekerasan yang mereka pergunakan untuk

mengintimidasi lawan, terutama kelompok yang memiliki haluan politik

berbeda dengan mereka. Berbagai peristiwa global dalam dua dekade

terakhir ini, seperti penindasan terhadap minoritas muslim di Bosnia dan

Kosovo serta perang global melawan terorisme (global tt)ar 0n teryorism)yang

dipelopori oleh Amerika Serikat pascaserangan teroris I I September 2001

telah memunculkan apa yang oleh Samuel Huntington (1996) dengan

fenomena "sindrom negara sejawat" (kin countr2 sStndrome), semacam

solidaritas primordial untuk membentuk front pembelaan terhadap kaum

muslim yang tertindas. Di Indonesia, peristiwa Bosnia dan Kosovo dan

berbagai daerah lainnya di dunia yang mana kaum muslimis menjadi

minoritas dan ditindas telah mendorong pembentukan berbagai kelompok

Islam radikal yang mengintimidasi kaum minoritas. Dalam keadaan

ini, kehadi.u.r p.rrJidikan sangat diperlukan untuk menghidari jebakan

tribalisme dan chauvinisme golongan yang dapat mengancam demokrasi

yang menjunjung tinggi pluralisme dan toleransi' Kemunculan elemen

yurrg u..potensi merusak demokrasi ini harus diminalisir karena dapat

menafikan keberadaan politicattl uibrant ciuil socieffi yang merupakan elemen

utama demokrasi.

Untuk alasan itu, sebenarnya pendidikan politik perlu dilakukan secara

terus-menerus, rerutama oleh pamongpraja. Pengembangan pendidikan

politik yang mencerahkan masyarakat akan memiliki kesadaran politik

rasional, bebas dari kontaminasi primordialisme dan bebas dari ikatan

budaya klientilisme. Akhirnya, melalui kesadaran pula akan mendorong

masyarakat berkumpul membentuk masyarakat madani'

Pamo n gpr aja dalam me mb erikan p endidikan p olitik dap at me n gacu

pada kurikulum pendidikan politik diatur dalam Instruksi Presiden No'

12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik, bagi generasi muda yang

menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik, antara lain sebagai

berikut.



o Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bern egara.
o Kehidupan dan kerukunan hidup beragama.
o Motivasi berprestasi.

o Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan
penghorm atan atas harkat dan martabat manusia.

o Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk
mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikur serta dalam politik.

o Disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
o Kepercayaan pada pemerintah.
o Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

Berkenaan dengan membangun masyarakat madani, selain usaha-
usaha diuraikan di atas, secara singkat, pamongpraja dalam mewujudkan
masyarakat madani harus mampu membangun koalisi, mendengarkan
berbagai sudut pandang/pemikiran dengan seksama, bersikap terbuka
terhadap ajakan persuasif, melakukan negosiasi dan menjadi penengah bagi
kekuatan-kekuatan sosial yang saling bertentangan/bersaing, membangun
konsensus danjika konsensus itu sudah berhasil dibuat, memutuskan apakah
konsensus itu sulit dilaksanakan atau tidak akan mendapat respons positif.

untuk melancarkan usaha-usaha tersebut, pamongpraja juga harus
berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi ) antara lain kebebasan.
Kebebasan adalah keleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam
pilihan atau melakukan sesuatu yang berm anfaatbagi kepentingan bersama
atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dari pihak mana pun. persamaan,

Tuhan menciptakan setiap manusia sebagai pribadi yang unik. Demokrasi
berpandangan bahwa manusia yang berbeda-beda hakikatnya sama derajat.
Demokrasi mengakui kesamaan kesempatan untuk mengembangkan
kepribadian masing-masing dan untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Persamaan berarti tiada keistimewaan bagi siapa pun dan pemberian
kesempatan yang sama kepada setiap dan semua orang: Solidaitas. Solidaritas
atau ke setiakaw anan adalah kesediaan untuk memerhatikan kepentingan
dan bekerja sama dengan orang lain. Nilai solidaritas mengikat manusia
yang sama-sama memiliki kebebasan untuk berkepentingan.'Toleransi.
Toleransi adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran berarti bersikap



menenggang (mengh argai, membiarkan, membolehkan) pendirian

(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya)

yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. Menghormati

Kqjujuran. Kej ujuran adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran.

Kejujuran diperlukan agar hubungan antarpihak berjalan dengan baik

dan tidak menimbulkan benih-benih konflik di masa depan. Kejujuran

dalam komunikasi antarwarg a fiegata amat diperlukan bagi terbangunnya

solidaritas yang kokoh antarsemua pendukung masyarakat demokratis'

Menghor mati Penalaran Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang

memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu dan menuntut

hal serupa dengan orang lain. Keadaban. Keadaban adalah ketinggian

tingkat kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi pekerti. Perilaku yang

beradab adalah perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap dan

mempertimbangkan kehadiran pihak lain sebagaimana dicerminkan oleh

sopan santun dalam bertindak, termasuk penggunaan bahasa tubuh dan

berbicara yang beradab.

Kemudian, pamongpraj a dalam pembangunan masyarakat madani

dapat mengambil peran sebagai pemrakarsa. Pamongpraja mengambil

inisiatif sebagai pemrakarsa, menentukan sifat partisipasinya, agenda,

hasil-hasilnya, sekaligus mengambil sikap terhadap perbahan cuaca politik'

Kekuatan pamongpraja sebagai pengambil prakarsa menunjukkan bahwa

pamongpraja memiliki legitimasi dan kapasitas untuk mengumpulkan semua

pihak yang berkepentingan untuk bermusyawarah serta memfasilitasinya.

Mediator. Seorang mediator bertindak sebagai fasilitator yang

mengumpulkan kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh yang berselisih

ke meja perundingan. Istilah mediasi itu mengandung pengertian bahwa

pamongpraja mungkin perlu memanipulasi situasi sedemikian rupa

sehingga pihak-pihak yang bertentangan itu dapat mencapai kesepakatan,

misalnya lewat pemberian insentif finansial atau justru penjatuhan sanksi -
namun pada dasarnya pihak-pihak yang bertikai itu sendirilah yang harus

memiliki itikad baik untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Katalisator.

Pamongpraj a dapatmemperlancar proses musyawarah, dan bekerja sama

dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengadakan inisiatif-inisiatif

partisipatoris yang nantinya akan dijalankan sepenuhnya oleh pihak lain,

misalnya dengan mendirikan paguyuban rukun kampung dan sebagainya.



Penlt e dia b antu an te kni s . Misalnya p amongpr aja d,ap at m emberda y akan
kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk berpartisipasi dengan
membantu mereka membangun kapasitas/kemampu annya.Untuk maksud
ini, mungkin perlu diadakan pelatihan, pendidikan, dukungan keuangan,
atau nasihat-nasihat yang bersifat informal. Mitra. pamongpraja dapat
menjalin kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti LSM,
kelompok kepentingan, parpol dan kelompok-kelompok lainnya. Di dalam
kemitraan perlu diaturpembagian tugas, pemaduan berbagai sumber daya,
sikap saling mendukung, dan berbagi tanggungjawab.

Dalam me mbangun masyarakat madani, pamongpr aja dapat
mengacu kepada kepada konsep negara-kota madinah yang dibangun oleh
Muhammad sAW pendapat iru dibukrikan dengan piagam Madinah yang
menjelaskan betapa majunya masyarakat tersebut saat itu. piagam Madinah
bahkan dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia,
ia bahkan mengatur rentang hak sipil atau yang lebih dikenal dengan Hak
Asasi Manusia (HAM). Robert N. Bellah bahkan mengungkapkan bahwa
masyarakat Madinah sudah menjadi masyarakat modern untuk ukuran
saat itu.

Dewasa ini, pembangunan demokrasi di Indonesia bukan tanpa
hambatan sama sekali. LikaJiku pembangunan demokrasi relatif corrdorrg
pada era kejatuhannya, bahkan Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina,
mengatakan pembangunan demokrasi di Indonesia perlu segera dibenahi.
Jika tidak, maka pembangunan demokrasi di negeri ini akan sulit mencapai
cita-cita Bangsa Indonesiaret. oleh karena itu, seorangpamongpraja wajib
merenungi realitas miring yang terjadi apakah pilihan demokrasi yang
ditempuh Indonesia sejak l99B sudah benar sesuai dengan jalu rnya (on the
igltt track). Berkaitan dengan itu, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas
Sebelas Maret (uNS) Solo, Prof. Dr. Pawito menyatakan, adatiga hal yang
menjadi hambatan dalam pembangunan demokrasi Indonesiare2.

Putama,lambatnya proses transformasi di dalam masyarakat, terutama
berkenaan dengan pandangan mengenai kekuasaan. Menurut pawito,
masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang cenderung masih
memandang kekuasaan sebagai suatu entitas yang menakjubkan. Hal
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demikian dapat dibuktikan melalui berbagai kenyataan, termasuk misalnya

sikap dan perilaku banyak pejabat yang cenderung arogan, seperti kawalan

dengan sirine untuk kendaraan pejabat yang lewat dan sebagainya.

Kedua, pandangan yang bisa mengenai praktik berdemokrasi. cara

pandang terhadap praktik berdemokrasi bisa dilihat dari tumbuhnya

gejala berupa cara pandang yang bias mengenai demokrasi dan praktik

berdemokrasi. cara pandang yang meyakini bahwa berdemokrasi sudah

cukup kalau mengikuti prosedur dan ketentuan-ketentuan hukum yang

ada, dan menganggap tidakperlu mempertimbangkan nilai-nilai etika dan

moralitas. Sebagai konsekuensi dari cara pandang itu, maka ada bupati

I -iralnya, di menjelang akhir masa jabatan kedua, mendorong istri atau

| -"ngkin anaknya untuk ikut dalam kompetisi pada periode berikutnya,

I au" perilaku seperti itu memang tidak menyalahi aturan'

I nr1qa, proses sosialisasi yang tidak memadai. Mencermati kenyataan

I uune ada sekarang, kegiatan dan proses sosialisasi politik lebih banyak

I U"r*-p,, pada jalur resmi pemerintah, karena sosialisasi politik pada

I aur arnyadimaksudkan untukpenciptaan situasi harmoni dan penumbuhan

I u.akter bangsa dalam suatu kerangka pembangunan bangsajangka panjang

I *uka selayaknya sosialisasi diarahkan menggunakan.jalur budaya.

I selain hambatan, pemetaan terhadap pembangunan demokrasi juga

| ,.tayaknya diperhatikan. Boediono dalam acara pengukuhan guru besar

I n-u Ekonomi Universitas Gadjah Mada tahun 2007 melalui pidato

I U.riudul Dmensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia mencoba memetakan

I tiriko-risiko yang sangat mungkin dihadapi oleh setiap bangsa yang hendak

I -.lakukan modernisasi dan demokratisasi, termasuk Indonesia. Dari

I O.metaan itu, Boediono berpandangan ada tiga hal utama yang berpotensi

I -.nghadirkan risiko.

I ptrtama,kohesi sosial. Syarat paling mendasar bagi keberhasilan proses

I arunsformasi setiap bangsa adalah kemampuan mempertahankan eksistensi

I aun keuruhan. Kemampuan itu sangat bergantung pada kekuatan kohesi

I sosial. Setiap bangsa memiliki kapasitas kohesi sosial yang berbeda. Yang

I perludiwaspadai,terutamapadatahap-tahap awalrawanadalahkepandaian

| ,rrut, bu.rgsa dalam menjaga keseimbangalantarakekuatan kohesi sosial di

l ;:;



kohesi sosial bangsa Indonesia termasuk dalam kelompokperingkat sedang.
Bangsa Indonesia beruntung karena tidak memiliki sejarah perseteruan
panjang antarkelompok, suku, dan agama .Parapejuang kemerdekaan dan
pendiri bangsa telah berhasil menempa kesadaran berbangsa yang hingga
kini tetap kokoh. Indonesia patut menyadari atas keragaman budaya, agama,
dan tradisi yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Demokratisasi,
desentralisasi, modernisasi, dan transformasi menuju keterbukaan, jika tidak
dikelola dengan arif, dapat menciptakan kekuatan-kekuatan sentrifugal.
sebaliknya, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang tersebar dan
penerapan good gouernance akan memperkuat kohesi sosial.

Kedua, kinerja ekonomi. Risiko besar lain yang menghadang perjalanan
transformasi bangsa adalah stagnasi ekonomi atau kemunduran ekonomi.
Apabila ini terjadi, kemungkinan besar proses transformasi bangsa akan
kandas di tengahjalan. Dalam mengelaborasi halini, Boediono menggunakan
sebuah studi empiris tahun 1950-1990. Studi itu menunjukkan, berdasarkan
pengalaman empiris selama i 950- I 990, rezimdemokrasi di negara-negara
dengan penghasilan per kapita us$1.500 (berdasarkan purcltasing power
poriA) memiliki harapan hidup delapan tahun. pada tingkat penghasilan
per kapita us$1.500-us$3.000 demokrasi dapar bertahan rata-rata lB
tahun. Pada penghasilan per kapita di atas us$6.600, daya hidup sisrem
demokrasi jauh lebih besar dengan probabilitas kegagalan l:500. Artinya,
benih demokrasi baru akan dapat bersemai dengan baik jika pendapatan
per kapita suatu negara mencapai US$6.G00. oleh karena pendapatan
per kapita Indonesia saat ini baru mencapai sekitar us$3.000 us$4.000,
Boediono memperkirakan perlu waktu sekitar sembilan tahun bagi Indonesia
mencapai batas aman. Perkiraan itu didasarkan pada asumsi pertumbuhan
ekonomi rata-rata tujuh persen per tahun dengan laju pertumbuhan
penduduk 1,2 persen per tahun.

Ketiga, kelas pembaharu. Salah satu simpul kritis dalam pembangunan
demokrasi adalah tercipta kelas pembaharu yang mampu berperan sebagai
pendorong dan pengawal demokratisasi. Demokrasi di sini harus diartikan
secara substantif, tidak hanya sebatas aspek prosedural, seperti pemilihan
umum. Pembedaan antara demokrasi dalam arti aspek prosedural formal
dan demokrasi dalam arti substantif merupakan hal penting. Dari ketiga hal
itu, kinerja ekonomi memang menjadi hal paling krusial dalam menentukan



masa depan demokrasi sebuah negara. Beruntung bagi Indonesia, awan

kelabu krisis global yang tengah melanda sebagian besar negara di Eropa

dan Amerika Serikat tidak membawa imbas negatif terhadap pertumbuhan

ekonomi Indonesia.

l. Pamongpraja dalam 5istem Administrasi Pemerintahan

Setelah 6l tahun merdeka, Indonesia akhirnya memiliki Undang-

Undang Administrasi Pemerintah, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai aturan yang paling

mendasar dalam penyelengg^raan birokrasi pemerintah. Kehadiran UU

yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib

penyelengg araanadministrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum,

mence gah terj adinya penyalah gunaan wewenang' menj amin akuntabilitas

b adan dan / ataupej ab at pemerintahan, memberikan perlindungan hukum

kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan

ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan menerapkan

azas-azasumum pemerintahan yang baik (good gouernance), dan memberikan

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Secercah harapan akhirnya menyinar birokrasi kusam Indonesia.

Selama ini, dengan belum adanya UU tersebut, praktik birokrasi administrasi

pemerintahan lebih banyak bersandar pada UU administrasi sektoral yang

tumbuh dan berkembang mengikuti skema kebutuhan "pasar pelayanan

administrasi". Akibatnya, telah dikenal luas bahwa negeri ini menjelma

menjadi belantara administrasi sektoral yang tak jarang bersifat tumpang

tindih atau justru bersif,at antinomi antara satu sektor dan sektor yang lain'

Praktik birokrasi menjadi sebuah improvisasi. Tidak heran yang terjadi

selanjutnya adalah sejumlah ketidakberesan pelayanan publik yang berujung

pada tindakan korupsi. UU administrasi pemerintahan dalam telaah hukum

administrasi negara telah mengisi ruang kosong hukum administrasi materiil

umum alias nonsektoral, yangbelum pernah dimiliki selamapuluhan tahun

sejak negeri ini merdeka. Substansi UU administrasi pemeritahan sendiri

meliputi, kewajiban menerapkan asas umum pemeritahan yang baik (AUPB)'

kewenangan pemerintah, diskresi, larangan penyalahgunaan wewenang,

penyeleng garaan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi

pemerintahan, keputusan administrasi pemerintahan, upaya administratif,



pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan dan sanksi
administratil Implikasi dari lahirnya uu administrasi pemerintahan ini
tidak saja berdampak pada aparatur pemerintahan secara keseluruhan.
namun juga berdampak pada pamongpraja secara khusus.

J. Pamongpraja Sebagai perekat Integrasi Bangsa daram
Kerangka Sistem Aparatur Sipil Neglra
Kini, istilah birokrat dirasa sangar otdfashioned. Lihat saja pada beberapa

novel atau cerita fiksi seperti untuk menggambarkan penyakit pemerintahan.
Albrowre3 mengutip Grim yang pada tahun 1764 pernah mengatakan
bahwa di Perancis kita mendapati suatu penyakit yangjelas-jelas merusak
kita, penyakit ini disebut bureaumania. selanjutnya dalam novel Les Emplo2u,
pada tahun 1836 Balzac membuat kisah tentang praktik para birokrat
dengan nada ejekan di negara perancis. Respons atas kondisi galau tersebut
memunculkan suatu istilah baru, yakni aparatur sipil negara (ASI$, dan
di Indonesia tonggaknya adalah dengan hadirnya uu N;. 5 .fahun 

2014
tentan Aparatur Sipil Negara. perubahan ini sebenarnya adalah wujud
kesadaran pemerintah karena ketidakmampuannya memberikan pelayan
yang memuaskan kepada masyarakat. patut disadari pemerintah yang
tidak mampu seperti ini menandakan pemerintah tersebut impoten. sama
halnya yang dialami oleh sepasang suami istri. Impotensi akan memicu
ketidakpuasan istri dan akhirnya menggugat cerai suami. Negarajug a akan
digugat cerai rakyatnya manakala tidak mampu memberikan kepuasan
melalui pelayanannya. Maka tidak salah apabila tujuan apartur sipil
negara adalah menghadirkan pelayan yang memiliki integritas, profesional,
netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan
dan kesatuan bangsa berdasarkan pancasila dan uUD 1945.

Nasib yang sama juga pernah dialami oleh pamongpraja. sebelum
istilah pamongpraja digunakan, maka digunakanlah istilah pangreh praja.
Pangreh Praja identik dengan pada masa kolonial dan sistem kerajan.
Pangreh prajapadamasa lalu adarah orang-orang pribumi yang berkuasa
di daerah wilayahnya , yangpada umumnya terdiri atas raja_raja dan juga

'e3 Albrow, Martin . 1996, Birokrasi,Tiara Wacana, yogyakarta.



para pembantunya, dimana terdapat hierarki antara atasan-bawahanrea'

Pada masa lalu, jabatan pangreh praja sangat terhormat dan tinggi

prestisenya, sehingga para calon pamongpraj a (pemagan g/ suwita) sangat

sabar menunggu untuk diangkat menjadr pangrehlpamongpr aja' cata rryuwin

merupakan mengabdi tanpa keseimbangan hak dan kewajiban sebagai suatu

istilah magang oleh para priyayr. Sebagai contoh, hubunganpilEi dengan

,uqatnyiadJah identik dengan hubungan kawu1a dan gusti menurut tradisi

j awa kuno. Dilihat dari ke sede r ajatanhubun gan antar a p emagang dengan

Lajikanny a, maka hubungan tersebut merupakan hubungan patron-klien,

yaitu hubungan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara hak dan

kewajiban seperti halnya hubungan majikan dan buruh. Buruh sangat

tergantung pada majikannya, demikian pula pemagang (suwita)' sangar

,.rgun1rng [epada priyayi/pamongpraja' Pada masa lalu, pejabat Belanda

danJawa menuntut bawahannya memperlihatkan sikap penghormatan yang

layak kepada mereka.Jika seorang priyay yang lebih rendah kedudukannya,

akan berkunjung ke seorang pejabat yang lebih tinggi maka dia harus turun

dari kudanya dan berjalan kaki memasuki gerbang rumah pejabatnya.

P.iyuyr bawahan tersebut harus menunjukkan bahwa kedudukan mereka

lebih rendah, yang ditunjukkan dengan penggunaan pakaian' keris yang

lebih sederhana, serta dengan telanjang kaki. Demikian pula jika akan

masuk ke rumah, sandalnya harus dilepas atau disimpan di luar, dan

masuknya lewat pintu samping, karena merasa bukan orang penting.

Pintu depan seorang priyayi atasan hanya ditujukan bagi priyayi yang

kedudukannya seimbang atau sederajat. Keadaan ini juga berlaku bagi

isteri dan keluarganya, dimana sikap sosialnya harus disamakan dengan

kedudukan dan derajat suaminYa.

Melihat kondisi ini dapat dipahami alasan Soekarno mengganti istilah

pangreh praja menjadi pamongpraja. sekilas, istilah pamong setidaknya

menekankan pada seorang pelayan publik agar mamp D mmgnn0ng(melayani),

ngvmvng(berkomunikasi) dan siap di-omong (dinilai). Istilah pangreh praja

sendiri merujuk pengertian kekuasaan penguas a/ rajasehingga birokrasi ini

dibentuk untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan politis raja' Maka,

pamongpraja diartikan sebagai birokrasi yang mengurus pemerintahan

rq Meita Istianda dm Damanto. pelayanm publik di Era Refomasi sehms nyaBagaimana? Juml llmu Administasi Negara,

Volume 9. 2009, hlm.45.



negara. Maknanya, dalam kultur Jawa, pamongpraja dibentuk untuk
melayani ral<yat sebagaimana mengasuh anak, penuh perlindungan dan
kasih sayang selama kapanpun. Jika pamongpraja ini dibentuk untuk
melayani kepentingan publik, maka pangreh praja ini dikhususkan untuk
melayani raja.re5

Sayangnya budaya pangrelt pr@a terlanjur ikut mewarnai kultur birokrasi
di Indonesia melalui konsep patron klien. Konsep patron-klien merupakan
salah satu penyumbang kultur atau perilaku ABS (Asal Bapak senang).
Sebab bawahan harus berlaku sangat menjaga perasaan majikan dan
bawahan hidupnya tergantung pada majikan. Sement ara, majikan memiliki
prestise yang harus dijaga kehormatannya. Agar saling ketergantungan
tersebut dapat berlangsung terus, maka bawahan cenderung bersikap
menyenangkan majikan, sementara majikan memelihara prestise melalui
sikap yang formal, kaku, dan antikritik.

Ditambah lagi pengaruh kulturJawa ternyata semakin memperburuk
kultur birokrasi di Indonesia. Sebagai contoh, perilaku birokrasi yang
selalu diwarnai dengan sikap n2uu.tun sewu (permisi untuk ijin melakukan
sesuatu). Ini merupakan sikap sopan yang harus dilakukan orangJawa ,yang
kekuasaannya atau umurnya lebih rendah dari orang tersebut. Dampak dari
slkap nyuutun sewu ini melahirkan budaya minta petunjuk. Budaya n)uLuun
sewu harusdiperlihatkan seorang bawahan agar tidak dianggap melampaui
kekuasaan yang dimiliki atasannya. Dalam birokrasi pemerintahan yang
kaku, apabila ada pertemuan di antara aparatur pemerintah, maka
bawahan jarang bertanya dan tidak akan menjawab kalau tidak ditanya.
Mereka berusaha untuk tidak mengekspresikan pemikirannya, karena
dianggap menggurui atasannya. Selain itu, ada juga budaya caos dan
sjwan, yaitu budaya berkunjung ke atasan dengan membawa sesuatu, baik
berupa barang atau uang. Dalam praktiknya, budaya ini dijadikan sarana
untuk menyenangkan hati penguasa dengan harapan sang penguasa akan
memperhatikan bawahannya. Praktik itu sampai saat ini terkadang masih
dijumpai, di mana pejabat dari kota atau pusat yang datang ke daerah-
daerah akan disambut dengan upacara dan kemeriahan, dan pulangnya
akan diberi oleh-oleh atau hasil pemberian dari rakyatnya.

te5 Wasisto Rahtrjo Jati. Kuhur Birokrasi Patrionalisme dalam Pemerintahan Provinsi Daerah yogyarakta. Jumal Bomeo
Administrator 2012.



Praktik seperti di atas apabila dibiarkan akan menghilangkan kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah dan mengancam integrasi bangsa. Lahirnya

uu ASN memberikan angin segar terkait dengan praktik menyimpang

penyelenggataan pemerintahan oleh pegawai negeri secara umum dan

pu*o.rgpruj a secara khusus. Pamongpraja dapat bernafas lega' Selama

ini ainamit a politik daerah secara terus-menerus menggempur mentalitas

pamongpraja. Netralitasnya sebagai pegawai diuji. Sulit untuk tidak

memihak. Sebabnya tidak lain karena takut akan non-job. Penyusunan

organisasi perangkat daerah kabupaten /kota, tidak terkecuali propinsi,

lebih banyak ditentukan oleh akomodasi kepentingan-kepentingan tertentu'

Bahkan kepala daerah sebagai user parapamongpraja ikut memanfaatkan

peran pamongpraja untuk merangkul suara di masyarakat, tapi sekarang

persoalan tersebut dapat dihentikan'

uu ASN memperkuat peran pamongpraja sebagai perekat integrasi

bangsa dalam kerangka aparatur sipil negara. ASN meletakkan dasar

pembentukan pegawai yang profesional, berwawasan nasional dan

imparsial. Profesional karena di dalam ASN diatur tentang nilai-nilai dasar

prof.ri, kode etika, kode perilaku, persyaratan kompetensi dan organisasi

lorp, pegawai ASN. Penerapan model meritokrasi dengan sistem karier

terbuka dan adanya komisi pengawas penerepan meritokrasi (KASll) serta

adanyahak pegawai meningkatkan kompetensi. Dengan begitu, pegawai

yang selama ini hanya mengandalkan kedekatan untuk menaikkan statusnya

akan tersesisih. Di samping itu, ASN memperkuat wawasan nasional

dengan adanyasistem karier terbuka yang menjamin terjadinya mobilitas

antardaerah dan antarsektor secara waj ar. Pembentuk an jabatan pimpinan

tinggi/JES yang bercirikan, kompetensi, wawasan nasional, integritas

sebugui inti dari national ciuil seruicebisa menjadi instrumen bagi pemerintah

dalam memeratakan pembangungan dan pelayanan publik'

Imparsialitas. Hal ini terlihat dari pengaturan yang jelas tentang

hubungan antarapejabat karier dengan pejabat politik, penempatan pejabat

karier Lrtinggi sebagai pembina kepegawaian sehingga dapat mengurangi

politisasi birokrasi dan PNS serta pembentukan ASN sebagai profesi dapat

mencegah aktivisme politik dalam birokrasi pemerintah'

ASNjugamemberitantanganbagipamongpraja.Selamaini,
pu-ongp.aj a seb agai lulusan perguruan tin ggi kep amon gp r ajaan dibekali



sejumlah sepuluh kompetensi yang menjadi ciri pamongpraja. Apabila
pamongpraj a hany a mengandalkan kompetensi-kompetensi tersebut dan
tidak meningkatkan kapasitasnya sebagai aparatur sipil negara, bukan tidak
mungkin pamongpraja juga akan terpuruk di tengah kompetisi terbuka.
Kondisi seperti itu harus disikapi dengan sikap ,,segala cuaca,,. Hal ini
agar pamongpraja tidak lekang oleh zama'. Dalam hal ini, pamongpraja
dituntut untuk mengetahui bagaimana menghadapi kejutan, pengecualiaan
(anomalizs),bekerja secara spontan dan kreatif, berani menempuh risiko dan
menciptakan kolaborasi dengan orang lain. Di samping itu, perlu adanya
reformasi di dalam tubuh pamongpraja sendiri. Untuk itu, diperlukan
keterampilan kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan visioner
atau dengan kata lain, seorang pemimpin yang mampu melihat jangkauan
ke depan secara global (bervisi global-action lokal).





Indonesia adalah negara besar dengan daerah yang sangat luas, dimana
keseluruhan daerah tersebut membutuhkan kader-kader tenaga profesional
yang mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, yang tentunya
telah dibekali dengan teori yang sistematik dan ilmu pengetahuan yang
relevan, yaitu kybernologi. Kemampuan tenaga-tenaga profesional
tersebutlah yang dinamakan kemampuan kepamongp rajaan.

Pamongpraja merupakan tenaga penyelenggara pemerintahan dalam
negeri yang telah dibekali dengan ilmu pemerintahan (kybernologi) dan
sistem nilai dasar pemerintahan melalui penyelenggara sistem pendidikan
tinggi kepamongprajaan, sehingga tenaga tersebut dianggap memiliki
kompetensi untuk menjalankan pemerintahan dalam negerire6. Dari
pernyataan di atas menjelaskan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh
seorang pamongpraja merupakan indikator mampu atau tidaknya seorang
pamongpraja menyelenggarakan pemerintahan, maka dari itu sangatlah
perlu dilakukan pengembangan kepamongp rajaan melalui kompetensi
yang dimilikinya.

Namun, seiring berjalannya waktu disertai dengan tuntutan globalisasi,
tentunya kompetensi yang hendak dimiliki oleh seorangpamongpraja harus
terus berkembang pula. Hal ini dapat diukur dari tingkat perkembangan
birokrasi yang ada di Indonesia, karena rendahnya kinerja birokrasi
menandakan bahwa tingkat pelayanan publik pun rendah, sementara yang
menyelenggarakan pelayanan publik adalah pamongpraja itu sendiri. Jadi,
kompetensi yang dimiliki oleh seorang pamongpraja sangat mempengaruhi

's Ndraha, Taliziduhu. Kybernologi 20_1j, Sirao Credentia, Jakarta, 201 I, h al. 176_177 ,



dan menentukan kondisi birokrasi negara. Hasil penelitian PERC (Political

Risk consultanry) yang berpusat di Hong Kon$, menyimpulkan bahwa

Indonesia menjadi salah satu negara terburuk dalam bidang birokrasi'

Berawal dari riset yang dilakukan pada tahun 2000, yang menyatakan

Indonesia memperoleh skor 8,0 dari kisaran skor 0 untuk yang terbaik dan

skor I0 untuk yang terburuklei. Selanjutnya, hasil penelitian PERC yang

dilakukan pada tahun 2 0 1 0, dimana membandingkan antarabirokrasi yang

dimiliki oleh Indonesia dan India, mengingat bahwa peringkat birokrasi

dari kedua negara ini secara kualitas berada pada level terendah di Asia'

Responden PERC yang merupakan para eksekutif bisnis dalam survei

menilai bahwa India mendapatkan skor 9,41 dan Indonesia mendapatkan

skor B,59.re8 Artinya, Indonesia masih lebih unggul setingkat dibandingkan

India dalam kategori negara yang memfiki level birokrasi terburuk. Tentu ini

bukan hal yang membanggakan, dari kedua data hasil survei yang dilakukan

oleh PERC tersebut, secara tidak langsung menuntut Indonesia untuk

se gera berbenah diri dengan mereformasi birokrasiny a. Halini dikarenakan

semakin banyaknya tantangan dan hambatan dalam mengarungi jalannya

penyelengg araan pemerintahan kedepannya.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk

melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap tata kelolah

pemerintahan, dimana penataan yang baik tidak akan berjalan semestinya

apabila tidak didukung oleh kompetensi yang dimiliki oleh penyelenggaranya

(pamongpraja). Dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh

seorang pamongpraja, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

peningkatan sumber daya manusia (SDM) pamongpraja, kaderisasi

pu-ot gp*ja, dan kebijakan terhadap pamongrraja itg sendiri. Ketiga aspek

iersebut merupakan aspek yang menjadi indikator pengembangan daripada

kepamongprajaan. Dimana ketika kualitas SDM yang dimiliki oleh seorang

pamongpraja mampu ditingkatkan maka akan mendukung akselererasi

pembangunan negara. Ketika pelaks anaankaderisasi terhadap pamonglraja

dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

maka akan membantu pula penciptaan penyelenggra pemerintahan yang

berkualitas untuk pembangunan, dan ketika kebijakan yang dikeluarkan

rq John,Shon,2012.pengembanganKarierPNS.Makalah,Sumber:htpltwww.academia.edu(diakes'18/06/2015)'
rq Makalah Desakralisasi Birokasi: Membandingkan Birokrasi Indonesia dan India. Sumber: httplMengkenq'blogspot'com

(diakses, 1 8/06/2015).



terhadap pamongpraja selalu mendukung pelaksanaan tugasnya maka akan
tercipta keefe siensi dan efektivitas dalam p enyelengg ar aan pemerintahan.

A. Peningkatan SDM pamongpraja

sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini pamongpraja merupakan
elemen utama yang mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Terlal<sananya suatu penyelengg araan pemerintahan yang baik berbanding
lurus terhadap peningkatan SDM pegawai (pamongpraja) yang berkualitas
pula. Peningkatan sDM pamongpraja merupakan suatu upaya dalam
mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pamongpraj a untuk
menciptakan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pemerintahan.
Dalam upaya peningkatan sumber daya pamongpraja yang direalisasikan
melalui pengembangan kompetensinya, tentu yang menjadi cara jitu untuk
melakukan hal tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Hal serupa
dikatakan oleh Notoatmodjo (2003: 4), bahwa pengembangan sumber
daya manusia adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan
pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai hasil yang optimalree.
Kemudian, dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara dalam pas aJ 7 0 ayat(2) iuga menyebutkan bahwa pengembangan
kompetensi dalam rangka penigkatan sDM pamongpraja yang dimaksud,
antara lain melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran.
Secara tidak langsung, dalam UU tersebut menjelaskan bahwa keseluruhan
sarana yang disebutkan untuk pengembangan kompetensi tersebut bersifat
transfu knowbdge (transfer ilmu). Maka dari itu, adanyakegiatan transfer ilmu
(pendidikan dan pelatihan) yang baik dan berkualitas akan mempercepar
peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pamongpraja, baik itu
kompetensi teknis, kompetensi konseptual dan kompetensi untuk hidup dalam
ketergantungan. Kompetensi teknis dimaksudkan sebagai pengetahuan dan
keahlian untuk menciptakan hasil yang telah disepakati serta kemampuan
untuk memikirkan persoalan dan mencari alternatif baru penyelesaiannya.
Kompetensi konseptual dimaksudkan sebagai kemampuan melihat gambaran
besar masa depan sehingga mampu menguji berbagai pengandaian dan
mengubah perspektif, dan kompetensi untuk hidup dalam ketergantungan

re Makalah Pusat Kajian Pendidikan dm Pelatihm Apaatur II kmbaga Administrasi Negaa Makasstr oleh: Firdaus Hafid.
Pengembangm Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendidikan Pelatihm . su*ei httpltmakassa.lm.go.id (diakses,
19t06t2n1r.

-1* .
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dimaksudkan sebagai kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan

orang lain, termasuk kemampuan mendengar dan berkomunikasi, karena

pudu dururnya profesi pamongpraja esensi dasarnya adalah berhubungan

langsung dengan masYarakat.2oo

Dewasa ini, upaya peningkatan SDM pamongpraja dapat dilihat dengan

pelaksanaan diklat (pendidikan dan pelatihan) secara berkala terhadap

pu-ongpraja untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya'

T.rrtrrryu hal ini harus menjadi komitmen yang hendak diwujudkan oleh

pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan terhadap

pegawai (pamongpraja). Setiap instansi pemerintahan wajib menyusun

..r.urru peningkatan SDM pamongpraja melalui pendidikan dan pelatihan

dalam rencana kerja anggaran tahunan dalam rangka pengembangan

kompetensi dan karier terhadap pamongpraja. Sejalan dengan pendapat

Thoha (2005)yang menyatakan bahwa dasar pertimbangan instansi dalam

melaksanakan diklat untuk para pegawa1nya adalah pembinaan dan

pengembangan karier pegawai yang bersangkutan, kepentingan promosi'

tersedianya anggaran dan syarat-syarat pegawai yang mengikuti diklat2ot'

Dalam melakukan pendidikan dan pelatihan, secara garis besar ada

dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan of the jobnaining

don i, the jobtraininglz2. Pertama, pendekatan off the job haining merupakan

pendekatan diklat yang dilakukan diluar tempat pemusatan pelatihan seperti

badan diklat atau pusat pengembangan pegawai dan identik dengan waktu

pelaksanaan yang pendek, namun tetap memberi bekal pengetahuan terkait

penyelenggaraan pemerintahan secara khusus' Seperti, pelaksanaan seminar

i..t.it pengelolaan tata naskah dinas, pengadaan barang danjasa dantata

penyuslnan LAKIP. Kemudian, membentuk tim untuk pemecahan suatu

masalah pemerintahan, seperti penanggulangan banjir yang berorientasi go

grem,mengentaskan kemiskinan dan caramengentaskan buta huruf, dimana

selanjutnya keberhasilan tim tersebut dinilai oleh pembina suatu instansi

dan menjadi tolak ukur pembina untuk mengetahui apakah pegawainya

telah memiliki peningkatan kompetensi ataukah belum' dan contoh yang

Ateng Adisaputra. 2012. Kompetensi PNS, Apa, Mengapa dan Bagaimana?. Sumber: httpJlbkdjabarprov'go'id (diakses'

19to6l20rs).

Makalah Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara Makassr oleh: Hafid' Firdaus'

Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendidikan PelatiheiI.. Sumber:httptllmakassar'lan'go'id (diakses'

1910612015).
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terakhir melaksanakan kegiatan gladi menjemen melalui simulasi terkait
penyelengg ar aan pemerintahan, seperti simulasi pengadaan barang dan j asa,
simulasi penataan kearsipan yang baik dan benar, dan simulasi pelaksanaan
pelayanan umum kepada masyarakat. Kedua, pendekatan on the job haining
yang merupakan diklat bagi pamongpraja dengan belajar langsung di
tempat kerjanya, menyesuaikan dengan metode kerja, melakukan adaptasi
dengan pekerjaan, menggunakan media kerja atau alat kerja secara langsung.
Metode diklat seperti hampir sama dengan proses magang. Dimana adanya
interaksi terhadap fasilitator/pembina pada suatu instansi. Sama halnya
penerapan pada pegawai, dalam rangka meningkatkan kompetensinya
mereka diberikan kesempatan untuk membantu menyelesaikan seluruh
pekerjaan suatu instansi melalui bimbingan fasfitator/pembina di instansi
tersebut dan memberikan kesempatan secara mandiri dalam menyelesaikan
masalah instansi. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan kompetensi
yang dimiliki oleh pamongpraja tersebut. Perbedaan antara pendekatan diklat
ofJr Qlu job haining) dengan onJT (ttu job training), yaitu jika pelaksanaan of
JZdilakukan pada tempat yang bukan merupakan badan pelaksanaan diklat,
pusat pelatihan kepegawian atau instansi pemerintahan, onJTd:rakukan pada
instansi pemerintahan secara langsung atau badan pusat diklat. Kemudian
of JT idennk dengan waktu pelaksanaan yang berj angka pendek, sementara
on JT memiliki waktu pelaksanaan berj angka panj ang.

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan sebagaimana dijelaskan
di atas, diharapkan akan dihasilkan para tenaga kepamongprjaan yang
memiliki kompetensi sebagaimana telah diharapkan. Ndraha menjelaskan
ada 10 standarisasi kompetensi yang hendak dimiliki oleh seorang
pamongpraja, yaitu sebagai berikut.

L Pamongpraja adalalt pengamong pemeintahan.

Dimana kompetensi ini menuntut pamongpraja di satu sisi untuk
memihakpadzrnasyarakat dan di sisi lain memberdayakan masyarakat
dalam menggunakan otonominya sehingga suatu saat mampu mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal ini otonomi daerah
untuk kemudian menjadi bagian integrasi bangsa.

2. Pamongprqja adalah profesional pemerintahan.

Profesionalisme selalu berbasis ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmu
seseorang maka semakin menj amin tingkatan profesionalisme seseoran.q.



seorang profesional adalah seorang pemikir. Ia dilindungi oleh pasal

28 UUD tentang kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pikiran.

Kompetensi ini mengaharuskan pamongpraja untuk menguasai asas-

asas profesionalisme dan menggunakan kode etik kepamongprajaan

sebagai pola perilakunya sehari-hari.

3. Pamongprqja adalah kader pemerintahan sipil.

"Kader" berarti orang yang telah dipersiapkan. Sementara "pemerintahan

sipil" diperlukan untuk menjaga kemurnian sikap pamongpraja terhadap

kekuasaan, dimana di satu sisi

dalam segala keadaan sekaliPun

mampu menemukan solusi atau

pamongpraja harus bersikaP siPil

dan di lain sisi sebagai orang Yang
melayani. Jadi, kader pemerintahan

sipil dimaksudkan bahwa pamongpraja merupakan orang yang

telah dipersiapkan dan memiliki kemampuan sebagai pelayan bagi

masyarakat.

Pamongpraj a adaLah korP s.

Pamongpraja merupakan sebuah ragayang memiliki jiwa, dimana

raga dan jiwa tersebut diikat oleh semangat korps, kesiapan untuk

me nj unj ung tin gs keluhuran profe si kepamongp r ajaan, ke siapan untuk

mengontrol dan mengoreksi diri sendiri dan tidak melindungi sesama

yang melanggar hukum atau mencemari kode etik kepamongprajaan.

Pamongprqja adalah garis dzpan pemerintahan.

Kompetensi ini menuntut pamongpraja untuk hadir dimana-mana;

di belakang, di tengah, dan di depan serta memiliki tanggung jawab

di masa lalu, masa kini dan masa depan. Dimana hadir seorang

pamongpraja disitulah garis depan pemerintahan. Interaksi antara

tiga unsur subkultur pemerintahan berlangsung di garis pemerintahan.

Pada intinya, pamongp raja ibarat distributor dan forwarder produk-

produk pemerintahan, sehingga mencapai setiap pelanggan pada saat

dibutuhkan.

6. Pamongpraja adalah dinas dan jabatan karier.

Makna kompetensi ini ialah kepamongprajaantidak terbatas pada masa

jabatan (tifelong career), dinas 24 jam sehari dan pengabdiannya kepada

manusia atau masyarakat utuh seumur hidup. Pamongpraja adalah



kekuatan penjaga dan pengawal stabilitas pemerintahan. politik bisa
jatuh bangun, tetapi pemerintahan harus stabil dan berkelanjutan oleh
rezimyang berbeda-beda dalam kondisi yang berbeda-beda sekalipun.
Pamongpraja sebagai pejabat publik, bebas dari pengaruh partai politik
(non-partisan) dan bukan barang rampasan rezimterpilih.

7. Pamonglpraja adalah pemangku pemeintahan umum dan pelalat urusan umum
pemaintahan.

Pemerintahan umum adalahpemangku fungsi generalis yang mengikat
dan menjadi semacam "superstruktur,, bagi pemangku fungsi
spesialis pemerintahan. Selaku generalis, profesi kepamongprajaan
menuntut tidak hanya keahlian khusus, tetapi terlebih keahlian umum,
seperti pembuat kebijakan, conducting (penghubung), dan coordinating
(koordinasi).

B. Pamongpraja adalah lembaga dekonsentrasi.

Lembaga dekonsentrasi adalah simbol pemerintahan pusat sebagai
wujud bentuk negara kesatuan. Lembaga ini harus semakin kuat kuat
dengan semakin otonominya daerah-daerah, guna mengarahkan
kemajuan daerah otonom pada kesebangsaan Indonesia melalui proses
konvergensi (penyatuan). Dalam hal ini, tiap kepala daerah mewakili
pusat di daerahnya.

9. Pamongpraja adalah mata rantai permanen antarsiklas politik.

Kompetensi ini sangat penting sebagai pengawal negara, guna menjaga
agar suatu saat tidak terjadi kekosongan atau kegamangan kekuasaaan,
akibat kondisi luar biasa, perubahan rezim atau kisruh antarlembaga-
lembaga kekuasaan itu sendiri. Menghindari pengulangan pada rezim,
walaupun rezim politik terguncang dan gonta-ganti, pamongpraj a terus
berfungsi menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan.

10. Pamongpraja adalah lulatatan pengikat pusat dmgan daerah.

Sebagai pengikat antara pusat dengan daerah, pamongpraja harus:
berjiwa kenegarawan, bukan kewirausahaan; berdiri di atas semua
kepentingan, bahkan tidak berkepentingan sendiri; menj adi pamongpraja
adalah pilihan bebas, keputusan nurani terdalam dan disadari sedini
mungkin, sehingga kondisi profesi kepamongprajaan yang menuntur



kesederhanaan dan pengorbanan tidak dijadikan alasan pelanggaran

hukum dan pengabaian tugas apapun; dan fungsi penghubungantara

proses divergen dengan proses konvergen, Bhinneka Tunggal Ika berada

di tangan pamongpraj a.Padaintinya, pamongpraj aadaahlem perekat

bangsa.2o3

B. KaderisasiPamongPraja

Berbicara masalah kaderisasi, berarti esensi dasarnya adalah adanya

orang yang telah dipersiapkan. Kader berarti orang yang telah dipersiapkan

mulai dari segi mentalitas, rohani, jasmani, dan kemampuan berpikir

yang cerdas (IQ). Merujuk pada kaderisasi pamongpraja berarti orientasi

penempatan kader tersebut ialahdi dunia pemerintahan' Dari pengertian

pamongpraj a sebelumnya bahwa, pamongpraj a adalahtenaga penyelenggara

pemerintahan dalam negeri yang telah dibekali dengan ilmu pemerintahan

(kybernologi) dan sistem nilai dasar pemerintahan melalui penyelenggara

sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan, sehingga tenaga tersebut

dianggap memiliki kompetensi untuk menjalankan pemerintahan dalam

negeri.20a Dapat disimpulkan bahwa kaderisasi pamongpraja merupakan

upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang akan

memberikan jaminan pelaksanaan pemerintahan dalam negeri.

Melaksanakan kaderisasi pamongpraj a tidaklah semudah memb alikkan

telapak tangan. Perlu usaha melalui pendidikan formal sebagai proses

bagi kader-kader pamongpraja memperoleh pengetahuan mengenai

kepemerintahan (kybernologi)zos. Satu-satunya lembaga pendidikan formal

kepamongtrajaan yang ada di Indonesia adalah IPDN (Institut Pemerintahan

Dalam Negeri)yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. IPDN

menj adi satu-satunya lembaga pendidikan tinggi kepamongp rajaan atas

dasar Peraturan Presiden No. I Tahun 2009. Dimana memiliki tujuan,

yaitu membentuk calon pamongpraja, menggali dan menanamkan sistem

nilai kepamongprajaan serta menemukan dan mengembangkan ilmu

43
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Ndraha, Taliziduhu, Kybernologi 2015. Sirao Credentia, Jakarta'2OIl'hal' 162*164'

Op.Cit.

Kybemologi adalah bangunan pengetahuan (body-of-knowledge) hasil rekonstruksi buah pendaratan Bestuurskunde,

Bestuurswetenschap, dan tsestuurswetenschappen di bumi Indonesia pada sudut pandmg kemanusiaan, tidak pada sudut

pandang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
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pengetahuan kepamongprajaan2,.. Melihat dari tujuan didirikannya IpD\
jelas bahwa produk utama dari IPDN adalah tenaga pamongpraja. Namun,
menghasilkan suatu produk tidaklah mudah, ada proses yang mengawali
terciptanya suatu produk. Di IPDN dilksanakan pendidikan sesuai dengan
sistem pendidikan tinggi kepamongrajaan yang menyelenggarakan tiga
jenis pendidikan yaitu: pertama, menyelenggarakan program pendidikan
akademik berjenjang linier; sl, s2, dan 53 unruk menyiapkan tenaga
pamongpraj a berkualitas akade mlk. Kedua, menyelenggarakan program
pendidikan vaksional untuk membentuk tenaga-t enaga terampil siap
pakai melalui program diploma yang bersifat terminal dari calon-calon
yang merasa terpanggil untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Ketiga,
menyelenggarakan pendidikan profesional untuk membekali tenaga-tenaga
sarjana di berbagai keahlian spesialisasi pemerintahan dalam negeri, dengan
kualitas pamongpraj a. 207

Dari ketiga jenis pendidikan rersebut, diterapkanlah pendidikan
berjenjang di IPDN yang secara sistematis dapat menciptakan pamongpraja
yang berkualitas. Dimulai dari perekrutan calon pamongpraja yang
merasa terpanggil untuk mengabdi pada nusa dan bangsa untuk didik
pada program diploma. Berdasarkan amanah UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pasal 376 ayat 2 dan 3 bahwa untuk
menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis
dalam penyelengg araanpemerintahan, memiliki kepribadian dan keahlian
kepemimpinan kepamongprajaan serta berwawasan nusantara, berkode
etik, dan berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Metode pendidikan
dan latihan kepamongprajaan dilakukan dengan menerapkan kombinasi
antara pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan. MAode pengajaran, dirnana
akan ditanamkan pengetahuan-pengetahuan seputar kepemerintahan
dengan kybernologi sebagai kiblatnya. Metode pelatihan, dimaksudkan
untuk menanamkan kecakapan (skilt) yang akan membantu para kader
pamongpraja dalam melaksanakan tugasnya ketika di dunia pemerintahan,
seperti dilakukannya pelatihan mengenai kearsipan, pengadaan barang
dan jasa, pajak bumi dan bangunan dan penyusunan I-AKIP Kemudian,
metode pengasuhan dimaksudkan untuk menanamkan karakter-karakter

'?6 Ndraha, Taliziduhu. Kybernologi (Se)buah Renaissance Pemerintahan, credentia center, Jakarta. 2010. Hlm. 16*17.
20? Ndraha,Taliziduhu,KybemologidenganKepmongprajaan: JarumdenganBenmg,credentiacenter,Jakarta.20ll.Hal

l0-l 1.



kepemimpinan bagi pamongpraja. Aturan yang mengikat seperti pengaturan

cara berpakaian, berbicara dan berperilaku menjadi proses dasar penanaman

karakter kepemimpinan di IPDN dengan tanggung jawab sebagai esensi

dasarnya. Ketika aturan dilanggar maka sanksi sebagai konsikuensi harus

dipertanggungjawabkan oleh kader pamongpraja tersebut. Inilah wujud

pendidikan kaderisasi awal bagi seorang pamongpraja.

Ndraha menyatakan bahwa pendidikan kaderisasi pamongpraja

merupakan sebuah proses siklir atau sirkuler, yang terdiri atas sejumlah

komponen dasar, yaitu kontak nilai, dari dalam atau dari luar; seleksi nilai,

berdasarkan kebutuhan dan kemampuan;penetapan nilai menjadi norma,

melalui kesepakatan atau paksaan;penanaman (internalisasi, transfer) nilai;

pengembangan (penambahan, penciptaan) nilai; kontrol nilai; nilai (gutu,

manfaat, makna); pewarisan nilai, nilai yang diwariskan kontak dengan

nilai lainnyz.Padapenjelasannya, nilai itu sebenarnya abstrak, harus ada

suatu entitas yang menjadi kendaraan bagi nilai tersebut, kendaraan itulah

yang akan membuat nilai menjadi jelas dan nyata. Nilai menjadi jelas jika

ada pengetahuan dan menjadi nyata bila ada contoh atau teladan yang

menjadi panutan dan motivatornya. Nilai tidak bisa diinternalisasi tanpa

adanya pengetahuan sebagai kendaraannya. Internalisasi nilai tentunya

harus melalui pengajaran (penanaman nilai) agar tertanam dengan jelas di

dalam diri peserta didik (pamongpraja), melalui pelatihan (pengembangan

nilai) agar penggunaannya mahir dan membudaya, melalui pengasuhan

(kontrol nilai) contoh dan teladan dapat diberikan dan ditanamkan oleh

pengasuh agar nilainya menjadi nyata,208 karena melalui pengasuhan kader

pamongpraja diberikan tuntutan untuk menerapkannya dalam kehidupan

sehari-hari.

Kemudian, untuk selanjutnya, pelaksanaan pendidikan akademik

program linier S l, 52, dan 53 diadakan sebagai jenjang lanjutan pendidikan

kader pamongpraja, sehingga produk kader pamongpraja IPDN dapat

memberikan j aminan pengetahuan terkait penyelenggraan pemerintahan.

Untuk program pendidikan profesional merupakan bagian dari lanjutan

jenjang pendidikan pamongpraja yang memberikan pendidikan bagi

tenaga-tenaga sarjana di berbagai keahlianspesialis pemerintahan. Jadi,
pada dasarnya produk pamongpraja dari IPDN dibekali pengetahuan

2oE Ndraha, Talizidhu. Keybemologi dan Penghuapan. Jakarta: Sirao Credentia Center, 2009' hal l 19
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generalis sekaligus spesialis. Mengetahui sedikit rentang banyak hal dan
mengetahui banyak terhadap suatu hal. Tentunya harapan dari kaderisasi
pamongpraja ini adalah dapat menumbuhkembangkan kompetensi yang
dimiliki oleh kader pamongpraja, sehingga dapat berkontribusi besar untuk
p enyelengg ar aan ne gara, utamanya p e mban gunan me nuj u kesej ahte raan
rakyat. Pada intinya, program diploma adalah terminal bagi kader
pelaksana, sedangkan program strata merupakan program berkelanjutan
bagi kader staf dan pimpinan.

C. KebijakanPamongpraja

Kebijakan terhadap pamongpraja berarti adanya suatu aturan yang
mengatur hadirnya pamongpraja dalam pemerintahan. Tujuan adanya
kebijakan tentulah untuk mengatul mengontrol dan untuk memenuhi
tuntutan pamongpraja itu sendiri. Besarnya peranan pamongpraja dalam
penyelenggaraanpemerintahan di Indonesia dalam konteks pengembangan
pamongpraja, UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 201+) dan UU
ASN (uu No. 5 Tahun 201+) mengarur kebijakan terkait pengembangan
pamongpraja dalam rangka menyukseskan penyelenggraan pemeritahan.

UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 224 ayat2 berbunyi, bupati/walikota wajib
mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan
teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat tersebut dijelaskan
syarat daripada pengangkatan camat, yaitu menguasai pengetahuan teknis
pemerintahan. Adapun yang dimaksud menguasai teknis pemerintahan,
yaitu memiliki bukti berupa rjazah diploma/sarjana pemerintahan atau
sertifikat profesi kepamongprajaan.20e Kebijakan ini membuka peluang
yang sangat besar bagi pamongpraja untuk mengembangkan kompetensi
dan kariernya dalam menyelenggarakanpemerintahan. Kemudian UU No.
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASI\T) memberikan peluang
untuk berkembang bagr pamongpraja melalui pelaksanaan sistem merit.
Sistem merit adalah kebijakan dan mana"jemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakanlatar belakangpolitik, ras, warnakulit, agama, asal usul,

'z@ Penjelasan atas UU No. 23Tahtn2014.



jenis kelamin, status pernikahan, umut atau kondisi kecacatan'2ro Berkaitan

dengan hal tersebut, untuk sistem penggajian dan kenaikanjabatan semuanya

didasarkan atas pelaksanaan sistem merit, dimana penilaiannya didasarkan

atas kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Sebagai pamongpraj a,batang

tentulah memiliki kompetensi yang lebih unggul dibandingkan pegawai-

pegawai pemerintahan lain yang lulus melalui tes reguler. Sebagai pemong

praja yang telah dipersiapkan dan dibekali ilmu-imu pemerintahan sebagai

kompetensinya, jaminan akan kenaikan gaji dan kenaikan jabatan akan

berada ditangan mereka.

OIeh karena seorangpamongpraja memiliki keistimewaan dalam desain

pemerintah, maka tak berlebihan jika diberikan kebijakan pula sejumlah

atribut istimewa. Keistimewaan yang dimaksud ialah mulai dari keinginan

yang timbul sendiri dari hati untuk terpanggil mengabdi kepada negara,

melewati proses rekrutmen yang sangat ketat hingga proses pendidikan

yang ditempa dengan keras demi mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan

terkait penyelen gg ar aan pemerintahan sehingga terwuj ud pembangunan

menuj u ke sej ahteraan rakyat. Jadi, sangatlah p antas se orang pamon gpraj a

memperoleh kemudahan dalam memperoleh jabatan, kenaikan gaji dan

kenaikan pangkat. Usaha akan selalu berbanding lurus dengan hasil dan

berusaha tidak mengkhianati hasil. Demikianlah perumpamaan seorang

pamongpraja dengan kebijakan yang semestinya dan hendak diperoleh.

2r0 UlJ No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatu Sipil Negara. Pasal 1 ayatzz.



Memasuki periode pemerintahan baru 20r4-20r9, kita diingatkan
kembali pada konsepsi revolusi mental yang menjadi kata kunci (ke2 word)
dalam membentuk kerangka visi dan misi pemerintahanJoko widodo-
Jusuf Kalla, yartu Jalan Perubaltan untuk Indonesia 2ang Berdaulat, Mandii
dan Berkepibadian. Visi tersebut selanjutnya dipolakan lewat seperangkat
misi, yaitu Tiruujudnlta Indonesia lang Berdaulat, Mandii dan Berkepibadian
Berlandaskan Gotong-ro2ong.2rr Secara historis, visi tersebut didasarkan pada
pemikiran Soekarno lewat konsep Tri Sakti. Konsep ini dikemukakan
Soekarno dalam pidato berjudul Tahun Waere peicoloso (Tauiu) dalam rangka
memperingati Hari Kemerdekaan RI tahun 1964.2t2Inti konsep Tri Sakti
adalah pentingnya bangsa Indonesia memperjuangkan dan mewujudkan
kedaulatan di bidang politik, kemandirian dalam ekonomi serta kepribadian
dalam bidang kebudayaan. Konsepsi ini lahir tidak saja karena dorongan
faktor internal, juga tekanan eksternal dimana terdapat dua kekuatan politik
internasional, yaitu blok Barat yang bersifat kapitalistik dan blok Timur yang
cenderung berkarakter komunistik. Dalam konteks itu, Soekarno hendak
memastikan bahwa bangsa Indonesia mesti teguh pada posisinya sebagai
bangsa yang merdeka dan tidak ikut menceburkan diri dalam pusaran arus
politik global, baik rimur maupun ke Barat. Terlepas bahwa sejarah di
kemudian hari memberikan catatanlain atas kecenderungan realitas politik
luar negeri Indonesia, namun secara domestik, gagasan Tri Sakti dalam
jangkauan sejarah yang panjang sepatutnya dapat direvitalisasi menladi

2ttkpu.goid.,dokumenl.1,si,MisidanProgramPasanganCalonPresidendanWakilPresidenNperiode20t4-2019

'zr2 Roso Daas, Eenang Merah Pidato Bung Karno, dalmRosodaas.wordpress.com.
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pondasi yang kuat dalam membangun bangsa di tengah persoalan internal

yang lebih membutuhkan perhatian serius'

Jika faktor internal hari-hari ini lebih mendominasi persoalan bangsa

maka tidaklah salah jika pembahasan ini menjadi pemantik untuk

mengembangkan sejumlah pertanyaan mendasaq sekaligus menyiapkan

action planguna mencapai tujuan konstitusional negara melalui kepeloporan

revolusi mental. Sumber persoalan utama dalam relasi ini menurut tesis

sementara terkait pada pembangunan individu bangsa. Apabila kita

asumsikan bahwa setiap individu memiliki karakter postitif yang memadai,

maka dalam kumpulan yang luas (keluarga) hingga organisasi paling

kompleks laiknya negara akan mampu berdaulat secara politik, ekonomi dan

sosial budaya. Dengan imaji semacam itu, maka tidak saja persoalan internal

desentralisasiSeperti iSu transisi demokratrsasr, hak asasr manusla' Oesentrallsasl Irurggd

reformasi birokrasi akan mudah terselesaikan dengan sendirinya' Dampak
demokratisasi, hak asasi

lebih jauh dari itu persoalan eksternal yang selama ini menyentuh harga

diri bangsa, seperti mobilitas tenaga kerja ke luar negeri karena dorongan

ekonomi, kemampuan melaksanakan hukuman mati bagi siapa saja yang

bersalah sebagai refleksi kedaulatan politik bangsa, serta kemampuan

menampilkan karakter individu yang cemerlang dari berbagai aspek

kehidupan dapat segera menggeser identitas budaya negara lain yang kini

justru menjadi trendingdi negara sendiri. Indikasi yang dapat dilihat adalah

kebiasaan generasi muda yang lebih mudah beradaptasi dengan budaya

bangsa lain lewaty' tm, fas hion dan fo o d. Film de n gan mudah mempen garuhi

cara berpikir dan spirit generasi muda lewat layar lebar (theater),layar sedang

(teleuisQhingga layar mini (handphone). Dalam titik tertentu, gejala ini mampu

memompa kebanggaan bagi negara lain, sekaligus pada saat yang sama

mengikis nasionalisme bangsa sendiri. Fashion tampak dari melimpahnya

asesoris dan sentuh an w st2le yang secara perlahan menggerus motif

dan cara hidup sederhana. Di penghujung upaya menggapai semua titik

kepuasan tersebut melahirkan cara hidup hedonisrne,dimana korupsi menjadi

jalan pintas di segala bidang. Sementara kontribusi makanan (food) l<tni

menjadi semacam ketergantungan hidup dalam berbagai bentuknya, mulai

dari kegemaran mengkonsumsi makanan kecll (snack) dari Malaysia, buah

dari Bangkok hingga menunggu importberas dan daging dari Vietnam dan

Australia sebagai pengganti kebutuhan pokok manusia Indonesia.



Pada akhirnya, semua gejala di atas kini menjadi sebuah pertanyaan
strategis di atas kerangka visi dan misi pemerintahanJoko WidodoiJusuf
Kalla. Bagaimanakah mewujudkan revolusi mental dalam jangka panjang?
siapakah pelopor dan wadah seperti apakah yang ideal menjadi daya
dorong (starting point) untuk mewujudkan visi dan misi revolusi mental
dimaksud? Apabila IPDN 'diminra' mengambil porsi rerdepan dalam
keramaian konsepsi tersebut, maka bagaimanakah action plan yangpaling
konkret dari rencana besar revolusi mental dilakukan dalam kampus yang
khas seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri?2r3 Ketiga pertanyaan
tersebut hanyalah bagian kecil dari upaya menemukan jawaban atas
berbagai pandangan terhadap konsepsi revolusi mental, baik dari sudut
teoretik filsafati, politik, budaya, agama, ekonomi, hukum, maupun praktik
di lapangan empirik.

A. Misi dan Nawacita Revolusi Mental

Untuk mewujudkan visi revolusi mental yang telah dikemukakan
sebelumnya, Jokowi-JK menetapkan 7 (tujuh) misi srrategis yang akan
ditempuh dalam lima tahun kedepan: pertamq mewujudkan keamanan
nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian
ekonomi dengan mengamankan sumber dayamaritim dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, mewujudkan
masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara
hukum. Ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat
jati diri sebagai negara maritim. Keempat, mewujudkan kualitas hidup
manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Kelimq mewujudkan
bangsa yang berdaya-saing. Keenam, mewujudkan Indonesia menjadi
negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional. Ketu.lult, mewuj udkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan. Dalam dokumen itu juga dirumuskan SembilanAgenda pioritas
yang dikenal dengan istilah JVawacita (nawa artinya sembilan, cita artinya
tujuan/keinginan/harapan). Kesembilan agenda prioritas itu adalah:
pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kedua, membuat

213 Hal yang sama dilakukan pula misalnya oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dalam Seminr Nasional, Dari Trisaksi
Melalui Nawacita Menuju Revolusi Mental, Minggt, 22 Mffiet 2Ol 5 di Jakarta.



pemerintah tidak absen den gan memb angu n tata kelola pemerintah an y ang

bersih, efektil demokratis, dan terpercaya. Ketiga, membangun Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka

negara kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan

reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya. Ke lima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keutam,

meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional'

Kttujuh,mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan, melakukan revolusi karakter

bangsa. Kesembilan, memperteguh kebhinek aan dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah mewujudkan Nawacita

tersebut? Apakah dimulai secara sikuensi, ataukah cukup menentukan

prioritas utama yang dengan sendirinya mampu menjawab semua agenda

yang tersisa? Pilihan lain dilakukan secara simultan dengan membagi pada

semua sektor terkait untuk dituntaskan bersama.

Menurut hemat penulis, alternatif kedua lebih tepat kita lakukan, namun

perlu, ditetapkan satu sumbu utama untuk melahirkan output Nawacita

dalam jangka panjang bukan sekedar menanti kinerja day tn day sebagaimana

tampak sementara ini. Buah dari revolusi mental pada dasarnyahanya dapat

dinikmati dalamjangkapanjang, sepuluh hingga duapuluh tahun ke depan

dengan menyiapkan landasan kokoh hari ini. Sebagaimana negara-negara

di Asia lainnya, sepertiJepang, Korea, India, Malaysia dan Singapura yang

hanya berselisih hari, bulan dan tahun dari pijakan kemerdekaan awal, kini

telah memasuki suatu masa yang diperhitungkan dalam percaturan dunia

international. Untuk menggapai harapan itu, maka tidaklah berlebihanjika

kita bermaksud menjadikan IPDN sebagai wadah pelopor bagi terciptanya

revolusi mental di masa akan datang.

B. IPDN sebagaawadah Strategis Pelopor Revolusi Mental

Sejak kelahiran Institut Ilmu Pemerintahan pada tahun 1964, Soekarno

menyatakan dengan jelas dalam pidato pengantar di depan segenap civitas

akademika APDN Malang bahwa pembentukan pendidikan pamongpraja

dimalsudkan sebagai sosok perekat bangsa selain ujung tombak pemerintah

pusat dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan



kemasyarakatan di daerah.2raJika dua peran strategis itu menjadi dasar kita
bertolak, maka IPDN setidaknya memiliki misi penting sebagai pelopor revolusi
mental dalam menciptakan kader yang memiliki kemampuan kenegarawanan
(statemansltip) dan kemampuan memberikan pelayanan bagi kepentingan
masyarakat. Dua kemampuan tersebut hanya mungkin dibentuk melalui
pendidikan dan pengalaman yang panjang. Pendidikan dibutuhkan untuk
mengubah diri dan lingkungannya menuju suatu tujuan yang dikehendaki.
Perubahan diri dimaksud adalah perubahan karakter individu. perubahan
karal<ter individu dapat memicu perubahan luas pada masyarakat, baik pada
tingkat mikro hingga yang paling kompleks; negara. Karakter (Jmrassern)sendiri
adalah lukisan jiwa, cetakan dasar kepribadian seseorang/sekelompok orang
yang terkait dengan kualitas moral, integritas, ketegaran serta kekhasan potensi
dan kapasitasnya, sebagai hasil dari suatu proses pembudayaan dan pelaziman
(habitus). Menurut Yudi Latil dalam pengantar bukunya, cara mencetak nilai
menjadi karakter tidak cukup diajarkan lewat hafblan.zrs Mengutip peribahasa
Inggris, moral is not taught but caught. Nilai-nilai keteladanan dan kepahlawanan
tidaklah cukup diajarkan (Whq secara kognitif lewat hafalan dan pilihan ganda,
melainkan ditangkap (caught) lewat penghayatan cmltf. pendidikan karakter
sering kali diintrodusir ke dalam kelas melalui contoh-contoh keteladanan
dan kepahlawanan. Pengaruh kesusasteraan terhadap kehidupan tak bisa
diremehkan begitu saja. Tokoh-tokoh fiksi dalam deskripsi kualitatif sering
kali mempengaruhi hidup, standar moral masyarakat, mengobarkan revolusi,
bahkan mengubah dunia. Bukankah kisah Roszz thz Rinetermenjadi pengungkit
bags Womm's hberation Mouenmt. Kisah S*d"4 kesatria-patrlawan legendaris
dari nasionali sme Tzutnnik mendorong pecahnya perang saudaraJerman. Kisah
Barbie, boneka molek menjadi rok model bagi jutaan gadis-gadis cantik cilik
dengan standar gaya dan kecantikan. Bandingkan pula bagaimana sinetron
Korea akhir-akhir ini yang mampu melahirkan role model bagi ibu-ibu dan
remaja di Indonesia.Jika rekayasa fiksi semacam itu dapat berpengaruh kuat
bagi moralitas bangsa kita, apatah lagi jika mereka benar-benar pernah ada
dalam kehidupan kita sehari-hari.

Dalam kaitan itu, IPDN mengemban tugas melakukan perubahan
karakter praja untuk mengemban dua misi besar sebasaimana disebutkan

'zla Dokumentasi Sasana Karya 1956-1966. Menjongsong Peningkatannja Mendjadi Institut llmu pemerintahan, ApDN
Malang
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di atas. Lewat pendidikan khas yang mengintegrasikan aspek pengajaran,

pelatihan dan pengasuhan diharapkan mampu membentuk karakter

yang dapat merevolusi diri dan lingkungannya dalam kerangka tujuan

bermasyarakat, berpemerintahan dan berneg ara. Padatitik ini, pertanyaan

dasarnya adalah apakah nilai inti dari proses pengajaran, pengasuhan dan

pelatihan di IPDN? Apabila nilai penting dari ketiga aspek tersebut dapat

kitajawab, makapilihan berikutnyaadalahkenderaan (uehicln) seperti apakah

yang akan kita siapkan secara konkret agar semua nilai tadi dapat mewujud

ke dalam pribadi pembelajarnya (praja), bahkan kalau boleh civitasnya'

Namun, satu hal yang tak dapat dibantah bahwa konsepsi revolusi

mental berupa kemandirian pada tiga aspek penting, yaitu politik, ekonomi

dan sosial budaya sangat konsentrik dengan paradigma ilmu pemerintahan

baru (klbernologfi sebagaimana digagas oleh Taliziduhu Ndraha sejak

tahun 2003. Menurut pendapat kami, dalam hubungan inilah IPDN patut

memperoleh tempat paling strategis dibanding perguruan titggt lain karena

memiliki pondasi akademik paling siap secara ontologik, epistemologik dan

aksiologik.

Nilai penting dari aspek pengajaran adalah mendorong area kognitif

praja agar mampu memecahkan problem pemerintahan yang dihadapi di

lapangan. Pengajaran teoretik diperlukan untuk memperkuat peran salah

satu asas penting dalam pemerintahan, yaitu asas berpikir paryiang.2t6 Dalam

praktik, asas ini membutuhkan cara pandang terhadap suatu hal secara

menyeluruh. Sebagai contoh, berdasarkan program penegakan hukum,

rumah liar di bantaran Kali Ciliwung dibongkar paksa dengan berbagai

alasan pemerintah kota. Pertanyaanny1 apakah pemerintah kota peduli

dengan nasib penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan mungkin

saja lapangan kerjanya sebagai dampak dari penggusuran tersebut? Harus

diingat bahwa asas 'perintah adalah puintah' tidakberlaku dalam masyarakat

ciuil.Inilah salah satu hal fundamental yang membedakan IPDN dengan

perguruan tinggi kedinasan lain, termasuk Akpol dan Akmil. Standar

rekrutmen bolehjadi sama) namun fokus yang menjadi lahan garapan jauh

berbeda. Dalam masyarakat ciuil, settap warga negara berhak mengetahui

mengapa dan apa akibat dari tindakan pemerintah. Kesadaran akan

hubungan sebab-akibat dan sebaliknya akibat-sebab dapat diperoleh lewat

216 Taliziduhu Ndraha,2003. Kybemology, Jilid 2, hal. 686, Rineka Cipta, Jakarta'



pengalaman. Namun upaya untuk memperoleh pengalaman tersebut
dibatasi oleh waktu hidup manusia yang singkat guna menyadari hubungan
kausalitas, maka teorilah yang memungkinkan orang mengetahui hubungan
kausal sebanyak mungkin tanpa harus mengalaminya satu persatu. Oleh
karena itu, setiap praja sebagai bakal aktor pemerintah mutlak memerlukan
bekal pengetahuan teoretik umum (filsafat, metodologi, logika dan
sebagainya), serta pengetahuan teoretik khusus di bidangnya masing-masing.
Maka amatnuflahjika sejumlah orang mengatakan bahwa perguman tinggi
kedinasan yang bertugas membentuk calon kader/aktor pemerintahan
tidak perlu mengajarkan pengetahuan teoretik, cukup pengetahuan teknik-
administratif-operasional belaka.

Dalam kaitan dengan nilai pengasuhan, penting mengingatkan bahwa
pola transaksional dalam menyelesaikan masalah pemerintahan kini
menjadi trendyangjika tak dihentikan, dapat menjadi subur dan beban bagi
pemerintahan selanjutnya. Dengan kelihaian semacam itu, bukan mustahil
kita secara tak langsung telah berkontribusi bagi terbentuknya birokrat yang
ulet memeras rakyat untuk menyelesaikan setiap masalah. Inilah seni, yang
menurut kritik Adam Smith tak ada seni yang paling cepat dipelajari suatu
pemerintahan, kecuali seni menguras uang dari saku rakyatnya. Lewat aspek
pengasuhan kita berharap terbentuk kesadaran indiuidu sekaligus kesadaran
kokktif yang bertumpu pada moralitas dan etika, apakah etika pendidikan
yang kita sepakati sebagai modal bermasyarakat dan berpemerintahan,
maupun moralitas agamayane menjadi pondasi paling kuno di muka bumi.
Lewat kesadaran semacam itulah maka pengasuhan IpDN diharapkan
mampu memberikan kontribusi signifikan bagi terbangunnya kesadaran
seorangpraja untuk mengubah dirinya, sekaligus secara kolektif mendorong
dinamika masyarakat lewat prinsip good gouernance.Jikabagian ini tercapai,
maka pendidikan dalam bentuk apa pun sebagaimana dikatakan oleh
pakar pendidikanJhon Dewey (1999) telah mencapai tujuan sebenarnya,
yaitu mengubah diri dan lingkungannya menjadi lebih baik, dan bukan
sebaliknya. Namun, perlu diingat bahwa sebelum kesadaran itu muncul ia
membutuhkan intervensi pengetahuan dan contoh teladan yang memadai.
Kesadaran tak akan muncul hanyadengan mengucapkan mantra abrakndabra
dan alakazam. Di sini menginspirasikan bahwa semua civitas harus menjadi
contoh, bukan menjadi momokyang menakutkan sehingga kesadaran lahir
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karena dorongan luhur sebagai manusia biasa, bukan karena rasa takut

sehin gga membentuk prib adi robot (formalis tik) .

Pada level selanjutnya, keseluruhan pengetahuan dan karakter yang

dibentuk lewat pengajaran dan pengasuhan membutuhkan percontohan

untuk diujicobakan. Dalam konteks inilah kita menyertakan nilai

pelatihan, dimana kampus sekaligus menjadi laboratorium alamiah

yang dapat dipraktikkan secara kasat mata. Ketika kita menguraikan

pelajaran tentang pemerintahan yang baik, maka pada saat yang sama

semua prinsip yang mengkonstruksi makna pemerintahan yang baik

harus mampu teraplikasikan dengan cara dilatih terus-menerus. Sebagai

contoh, prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan yang

baik membutuhkan pelatihan lewat pemberian tanggung jawab yang

memungkinkan setiap praj a dapat mempertanggungiawabkan tugasnya

secara baik, tepat waktu dan terang-benderang. Alokasi pelatihan yang

banyak dalam bentuk PPL, PKL, BKR KKN, Latsitarda, magang hingga

laboratorium unit kerja di desa merupakan strategi yang diharapkan

dapat menyerap sejumlah keterampilan lapangan secara langsung (direct)

untuk menjadi modal bagi penyelesaian problem pemerintahan yang

sesungguhnya di kelak hari.

Jika dari ketiga aspek di aras yang menjadi wadah bagi penanaman

nilai-nilai yang diharapkan di IPDN, maka apakah cukup kita sepakati

saja ataukah perlu direvitalisasi, reposisi' reaktualisasi maupun direformasi

kembali dalam kerangka revolusi mental? Bagi kita semua mungkin

akan sependapat bawah sistem di atas relatif cukup ideal, terbukti

mampu dipraktikkan lebih dari 15 tahun dengan hasil yang tak begitu

mengecewakan di lapangan tugas sebagai pamongpraja. Persoalan

pentingnya adalah uehicle seperti apakah yang akan kita gunakan untuk

mengkonkretkan dan memaksimumkan semua nilai penting yang

diharapkan kedepan agar sejalan dengan konsepsi revolusi mental? Tentu

saja pembahsan ini dapat menjadi bagian untuk merangkum semua

unek-unek pembaca yang akan diramu dalam bentuk uehicle perencanaan

jangka pendek, menengah dan panjang bagi upaya mewujudkan IPDN

sebagai pelopor revolusi mental. Pada tahap implementasi, ini menjadi

bagian birokrat tulen sekelas kepala biro ke bawah yang menekuni dan

'menyukai'program dan kegiatan semacam itu.



l. Menanamkan l',as otnnipresence, Menjawab Nauacita I
omnipresence bermakna bahwa pemerintah semestinya d,apat hadir

dimana-mana. Namun, dengan keterbatasan pemerintah secara kuantitas
sekaligus manusia biasa, maka kehadiran pemerintah hanya dapat
dimunculkan lewat spirit ilahiah pada setiap aktor pemerintahan. Artinya,
konsepsi pemerintahan dapat ditanamkan pada dua aspek penting, yaitu
sebagai pengatur yang dipercaya dan sebagai ruh @eist, spirit dan jiwa).
Sebagai pengatur, pemerintah dapat hadir dimana saja secara fisrk(ptgtical
power). Namun, pada saat yang sama, dengan menyadari kelemahan itu,
maka pemerintah dapat hadir secara spirit dimana saja tanpa hadir secara
fisik. Untuk mewujudkan peran kedua itu, pemerintah harus mampu
membangun kepercayaan (trust) sebagai modal utama, sehingga tanpa
kehadiran pemerintah secara fisik 5skalipun, masyarakat akan merasa bahwa
pemerintah hadir memberi perlindungan. Sebagai contoh, polisi dapat saja
tak berada di lokasi lampu merah pada tengah malam ketika seorang warga
negara berkenderaan lewat, namun atas spirit tadi, setiap warga negara
dengan sendirinya b erhenti, sebagai bentuk ke sadaran adany apemerintah,
sekalipun nyata-nyatanya tak tampak secara fisual.

Menanamkan kesadaran sedemikian rupa mulai dari tingkat muda
praja hingga wasana praja dapat menjadi investasi yang mahal dan langka,
dimana setiap kader pemerintahan menyadari diri sebagai pengatur
sekaligus spirit di tengah-tengah masyarakat. Dengan kesadaran itu,
setiap kader pemerintahan harus mampu menjaga diri agar kepercayaan
masyarakat dapat dipertahankan.Jika konsep ilahiah ini dapat ditanamkan
iewat aspek pengasuhan, maka setiap kader pemerintahan yang akan
datang dapat menjadi simbol penggerak, dan sumber inspirasi hadirnya
pemerintahan dimanapun masyarakat berada. Inilah makna hakiki dari
asas omnip re s enc e guna menj awab problem naw acita pertama, yaitu hilangnya
ruh pemerintahan yang mengakibatkan masyarakat merasa hilangnya peran
pemerintah dalam berbagai persoalan yang dihadapi dewasa ini.

2. Mernbangu' Pernerintahan yang Baik, Menjawab Nauacita 2

Pada dasarnya, masyarakat berhak mendapatkan pemerintahan yang
baik. Pemerintah sendiri adalah produk dari dinamika politik masyarakat.



Pemerintah yang baik hanya mungkin tumbuh dan berkembang dari

masyarakat yang baik pula. Masyarakat sendiri terdiri atas kelompok-

kelompok tertentu yang terorganisasikan sedemikian rupa. Kelompok

tersebut dapat berupa organisasi masyarakat (ormas), politik maupun

institusi pendidikan yang di desain untuk mencapai tujuan bersama. Semua

organisasi pada pokoknya bertujuan baik, sekalipun memiliki nilai, budaya

dan tujuan yang berbeda-beda. Tekanan penting diletakkan pada komponen

masyarakat, sebab di antara tiga komponen penting dalam konsepsi good

gnaernance (pemerintah, wiraswasta dan masyarakat), inilah komponen yang

paling lemah dalam relasi itu. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan

masyarakat tak memiliki akses yang kuat dalam menentukan masa depan

dirinya sendiri. Atas kesadaran itu maka penting bagi kita untuk membangun

kembali pemerintahan yang baik dengan memberi akses yang lebih luas

pada masyarakat dalam menentukan masa depannya masing-masing.

Dengan maksud itu, maka salah-satu fungsi pemerintahan menurut Rasyid

(1999), yaitu pemberdayaan (empowermenl) mesti dilakukan dalam jangka

panjang sehingga masyarakat sebagai pemetik manfaat dapat memiliki

posisi tawar yang lebih menguntungkan di antara komponen pemerintah

dan wiraswasta. Sayang sekali semua kegiatan yang berkaitan dengan vpaya

pemberdayaan masyarakat dan tersebar pada hampir semua departemen

dan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah belum menunjukkan hasil

yang maksimal, kecuali masyarakat itu sendiri yang kerap dijadikan objek

proposal dimana-mana. Menyadari hal itu maka penting bagi lembaga

pendidikan kedinasan IPDN untuk membekali kader Pamongpraja teknik

perencanaan, strategi implementasi, penerapan program hingga bentuk-

bentuk kegiatan nyata yang dapat memampukan (memberdayakan)

masyarakat hingga lepas dari sif;at dan kondisi powerlzss.

Pemerintahan yang baik mengandung sejumlah prinsip penting, seperti

akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas dan

memiliki visi yangjauh ke depan. Prinsip-prinsip tersebut lahir sebagai koreksi

atas munculnya gejala bad goaernance da\am tubuh birokrasi pemerintahan'

Nilai-nilai buruk dalam birokrasi pemerintahan kini menggejala pada

negara-negara berkembang, seperti lamban, arogan' korup, birokratisme,

boros, naluriah, enggan berubah dan tak berorientasi pada kepentingan

publik. Untuk memperbaiki semua gejala itu, maka tugas pemerintah



tidak saja melakukan perubahan struktur, tetapi jauh lebih penting adalah
perubahan kultur birokrasi. oleh karena itu, menjadi penting meletakkan
kaderpamongpraja IPDN sebagai objekperubahan kultur untuk memasuki
ruang struktur yang kini sedang mengalami perubahan evolutif melalui
reformasi birokrasi. Dengan demikian, kita percaya bahwa kultur dapat
mengubah struktur secara rasional, sekalipun dalam realitasnya struktur
terkadang melenyapkan semua idealisme pemerintah, termasuk idealisme
kader pemerintahan di lingkungan masy ar akat tempat bertugas.

3. Mernperhuat Otonorni Desao Menjawab NauacitaS

Sebagaimana kita ketahui bahwa desa adalah akar-akarpemerintahan
yang secara sosiologis menjadi basis perkembangan pemerintahan hingga
mengubah diri menjadi kompleks dalam bentuk negara. Maknanya,
memperkuat desa berarti memperkuat negara yang merefleksikan sel-
sel penyangga di lapis terbawah pemerintahan. problem desa sebagai
penyangga utama negara sangat menyolokjika dibandingkan dengan pusat
pemerintahan. Kemiskinan dan kebodohan sebagai masalah utama 60vo
bertengger di wilayah pesisir desa. Masalah ini mendorong pemerintah
mendirikan Kementerian Desa sebagai instrumen untuk merespons
ketertinggalan desa selama ini. Menyadari masalah itu, sebenarnya sejak
awal 1994, srPDN menyiapkan kader pemerintahan yang ditempatkan
di pelosok desa terpencil sebagai Kasubag Pemerintahan Desa. Sampai
hari ini, sebagian besar alumni IPDN memulai karier sebagai pamong
desa, baik sebagai sekretaris desa maupun staf kelurahan untuk menjawab
persoalan yang dihadapi masyarakat pada unit pemerintahan terendah.
Pertanyaannya, bagaimanakah memperkuat peran tersebut dalam sistem
pemerintahan desa yang bersifat otonom penuh sebagaimana gambaran UU
Nomor 6/201+ dan PP +3/2014? Jika IPDN dapat mengambil peran dalam
konteks ini maka sebaiknya mereka dipersiapkan menjadi pendamping
dalam penyusunan RPJM desa, APB desa, administrasi desa, peraturan desa,
hingga Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LppD). peran ini
penting dilakukan dimana desa saat ini sedang mempersiapkan diri untuk
mengelola dana desa guna mewujudkan desa yang b erdaya,mandiri, kreatil
inovatif dalam kerangka otonom desa.



4, Mernperkuat Fungsi Negara, Mencegah Negara Gagal,
Menjawab Nautacita4

Oleh karena pemerintah adalah personifikasi paling konkret negara,

maka fungsi pemerintahan, menurut Rasyid (l 999), meliputi pelayanan (pubk

seruice),pengaturan (regulation),pembangunan(dnelopmmt),danpemberdayaan

(empowerm ent).217 Pelayanan merupakan akar utama dari fungsi pemerintahan

itu sendiri. Semua fungsi berikutnya pada dasarnya bermakna pelayanan, atau

dengan kata lain pelayanan dalam arti luas mencakup keseluruhan fungsi

pemerintahan. Pelayanan bermakna memastikan tersedianya pengaturan

dan pengurusan bagi kepentingan masyarak at agar dapat hidup wajat, aman

dan nyaman dalam kerangka bernegara.

Lewat pengaturan, dimungkinkan setiap warga negara memperoleh

akses bagi terpenuhinya hak dan kewajibannya. Dengan pengaturan pula,

setiap orang dibolehkan, dibatasi bahkan dilarang sejauh bermaksud

untuk melindungi kepentingan setiap warga dan negara pada umumnya.

Pelayanan pada ujungnya bermuara pada upaya penyediaan kebutuhan

masyarakat secara umum (public goods) sekaligus memenuhi kepentingan

individu pada skala tertentu (piuat goods). Dalam banyak defenisi, fungsi

pengaturan pemerintah sering kali disandingkan dengan fungsi pengurusan.

Jika pengaturan berbentuk regulasi untuk memastikan terciptanya landasan

yang kokoh bagi negara dalam memberikan perlindungan, maka pengurusan

berkenaan dengan pelayanan pemerintah secara langsung guna menjamin

terpenuhinya kepentingan masyarakat secara luas. Fungsi pembangunan

bermakna pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana

dan prasarana bagi kepentingan setiap warga negaranya. Kemampuan

pemerintah dalam memastikan fungsi kedua berj alan meliputi pembangunan

jasmani dan rohani. Pembangunan jasmani bermakna negara mampu

mewujudkan kebutuhan warga negara agar tumbuh dan berkembang wajar

untuk mencapai tujuan hidupnya sekaligus tujuan bernegara. Pembangunan

rohani berarti negara hendaknya mampu mewujudkan kebutuhan warga

agar bebas berekspresi guna memperoleh modal spiritual sebagai produk

meditasi vertikal dengan penciptanya. Fungsi pemberdayaan berkaitan

dengan upaya memberikan penguatan terhadap keterbatasan sebagian

masyarakat agar tercipta kemandirian.
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Dalam relasi itu, pemerintahan membutuhkan kepemimpinan
pemerintahan yang mampu menyatukan sumber daya menjadi satu
kekuatan. Kepemimpinan pemerintahan yang memiliki kecakapan
abstraktif, kemampuan teknikal, teruji serta memiliki aksebilitas yang
luas inilah yang kita sebut negawaran (statemanship). Dalam pikiran ideal
Plato, negarawan tidak saja memiliki suatu keahlian, tetapi mampu
mengendalikan keahlian lain menjadi irarnakonser yang padu lagi dinamis.
Menilik dari filosofis pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya
dan masyarakat Indonesia seluruhnya, kualifikasi setiap negawaran
sebagaimana dikonstruksikan oleh Ndraha (1985) meliputi dimensi
performance, scientffic, moralistic-flosofis, otoritatf dan generatf.21' Dimensi-
dimensi tersebut merupakan tanggung jawab yang seharusnya dipikul
IPDN sebagai kontribusi penting dalam menjawab permasalahan yang
muncul dari waktu ke waktu. Dengan demikian, dimensi tersebut harus
terpikul di pundak setiap pamongpraja guna melaksanakan fungsi-fungsi
pemerintahan sekaligus menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Dimensi
performance merujuk pada terpenuhinya persyaratan kesehatan jasmani dan
rohani sebagai modal bagi tercapainyafungsi pemerintahan (terkait sistem
seleksi IPDI\). Scimtific bermakna pemimpin memiliki pengetahuan yang luas
(generalis) sekaligus mampu menerapkannya secara khusus/slecialist (terkait
sistem pengajaran IPDN). Persyaratan tersebut diperlukan agar negara
dan pemerintahan berjalan menurut visi dan misi yang telah ditetapkan,
bukan bersandar pada rencana kompromistik-pragrnatis semata. Moralis-
filosofis berarti setiap pamongpraja dipersyaratkan memiliki kandungan
moralitas yang memungkinkan pemerintahan memiliki kepercayaa n (trust)

bagi jalannya roda pemerintahan (terkait sistem praktik kepemimpinan
pemerintahan IPDIti). Thnpa itu, pemerintahan tak lebih dari segerombolan
bandit yang sewaktu-waktu dapat menipu rakyatnya sendiri. Pamongpraja
dalam konteks ini menjadi examplar2 center, yaitu pusat percontohan
dari rnoralitas dan kebersihan diri. Otoritatif bermakna bahwa setiap
pamongpraja selayaknya memiliki kemampuan mengelola kewenangan
yang diberikan sesuai aturan yang berlaku sehingga tak menjadi ancaman
bagi masyarakat luas lewatperilaku diktatorial. Generatif bermakna bahwa
setiap pamongpraja semestinya memiliki visi bernegara sebagai suatu bentuk

'z'8 LihatmakalahTaliziduhuNdrahadalamLabolodkk,200s,edrsi2.BeberapaPandanganDasarTentangllmupemerintahan,
Bayu Media, Yogyakarta.



peradaban yang membutuhkan keberlanjutan. Dengan kesadaran inilah

diperlukan regenerasi IPDN untuk melanjutkan tanggung jawab dalam

bermasyarakat, berbangsa, berpemerintahan dan bernegara.

5. Pernberdayaan Masyarakat, Menj aw ab N aut acita 5

Fungsi pemberday aan pada dasarnya diorientasikan pada aspek politik,

ekonomi dan sosial (kerangka revoluasi mental). Aspek politik berhubungan

dengan kemampuan pemerintah memampukan masyarakat guna

memahami negara dan tujuan dibentuknya pemerintahan sehingga setiap

warga negara memiliki tanggungjawab atas masa depan negaranya. Aspek

ekonomi berkaitan dengan upaya pemerintah memampukan setiap warga

negara agar memiliki semangat kemandirian, kreativitas dan inovasi dalam

mengembangkan diri dan masyarakat menuju terciptanya kesejahteraan

individu dan kolektif, Aspek sosial berhubungan dengan upaya pemerintah

guna memampukan warga negara dalam memahami masalah-masalah

sosial sebagai tanggung jawab bersama guna mencapai persatuan dan

kesatuan berbangsa, bernegara serta berpemerintahan. Output dari fungsi

pemberdayaan sosial memungkinkan tercapainya integrasi dan toleransi

antarakelompok mayoritas dan minoritas. Pemahaman yang selaras tentang

masalah-masalah sosial sebagai tanggung jawab bersama pada akhirnya

mampu mengurangi tekanan demografis, pelanggaran hak asasi manusia

serta diskriminasi sosial dalam kerangka mayoritas-minoritas. Kesadaran

masyarakat tentang pentingnya keseimbangan lahan sebagai ruang hidup

sekaligus tempat tinggal setidaknya mampu mengendalikan tekanan

demografis yang memb ahayakanmasa depan bangsa dan negara. Kesadaran

tentang pentingnya menghargai hak asasi orang lain setidaknya mampu

mendorong terciptanya tertib sosial (socinl ordu) sebagai harapan dan tujuan

bernegara (ketertiban umum). Sedangkan kesadaran terhadap persamaan

atas mahluk ciptaan Tuhan serta pengh argaanterhadap kelompok-kelompok

tertentu yang memperjuangkan kepentingan patut dihargai sebagai wujud

kebebasan dalam negara demokrasi. Terhadap keseluruhan fungsi pemerintah

tersebut negara patut hadir untuk melindungi serta memastikan tercapainya

tujuan bersama sebagaimana termaktub dalam konstitusi.

Bagi IPDN, peran penting yang dapat dikonstruksikan adalah

bagaimana menggali lebih banyak problem masyarakat di level terbawah



(lewat blusukan kualitatif) agar dapat diformulasikan secara konkret lewat
Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) sehingga upaya pemberdayaan
di bidang politik, ekonomi dan sosial dapat diwujudkan. Sejauh ini, peran
LPM IPDN baru sebatas menyelenggarakan program dan kegiatan, belum
menyentuh akar persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat di level
terendah.

6. Meningkatkan Kualitas Bangsao Menjawab NauacitaG

Kualitas bangsa ditentukan oleh kualitas individu. Bangsa pada dasarnya
merupakan puncak perkembangan suatu masyarakat. Kualitas individu
tercermin dari nilai-nilai yang ditanamkan. Nilai-nilai tersebut membutuhkan
aehicle sehingga dapat dirasakan oleh orang lain (Ndraha: 1999).Jika IPDN
menyangga dua nilai utama sebagai pemersatu dan pelayan masyarakat,
maka kualitas pamongpraja hendaknya memiliki dua hal utama, yntu: patamq
kekuatan pengikat berbagai masyarakat, sosok pengintegrasi bangsa, serta
mediator atas berbagai perbedaan dalam masyarakat. Kekuatan pemersatu
juga harus diimbangi dengan kesadaran akan perbedaan sebagai rahmat
yang dapat dirajut menjadi modal bagi kekuatan bangsa, bukan sumber
perpecahan dan disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, perbedaan tidaklah mesti
semata-mata diikat oleh nilai persatuan, demikian pula nilai perbedaan agar
membentuk semacamjaring fiala)yang terikat di atas (center) dan terjalinjuga
di bawah (copenferal). Selama ini, yang terikat hanya di atas, namun tercerai
di bawah seperti sapu lidi. Kedua, nllar input dalam proses budaya (nation

building) seharusnya adalah nilai-nilai faktual kebhinekaan masyarakat yang
dapat dikelola menjadi nilai ideal, yaitu tungalikn (p:ersatuan). Ironisnya, yang
dijadikan nlla:input selama ini bukan realitas kebhinekaan dimaksud, namun
m2thos. Akibatnya, yang terjadi bukan proses budaya, namun pros es m2thicifing.

Pada keyakinan sebagian elite di IPDN, siklus kekerasan dan pelanggaran
kehidupan praja masih dianggap sebagai 'siklus lima tahunan'. Ini contoh
kegagalan melihat perbedaan IPDN sebagai miniatur kebhinekaan) guna
membangun kecerdasan untuk mencari solusi sebagai proses budaya dalam
dunia akademik, namun yang muncul adalah kepasrahan pada mitos.
Simpelnya, IPDN harus mampu melakukan revolusi mental pada aspek
budaya akademik, bukan strategi politikpraktis yang dapat menjebak dirinya
tak lebih dari sekedar kantor pendidikan dan pelatihan.



7. Meningkatkan Kualitas Ekonorni, Menjawab NautacitaT

Peningkatan kualitas ekonomi dapat dilakukan dengan menyadari

pengembangan nilai sumber dayayangtersedia dalam masyarakat dilapis

bawah. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat mengalami masalah

dalam hal keberdayaan dirinya (powerless) dan ketiadaan akses terhadap

sumber dayayangtersedia.Jika kedua hal tersebut dapat diatasi pemerintah,

maka kesejahteraan ekonomi dalam wujud dimana masyarakat dapat

membeli semurah mungkin, menjual seuntung mungkin dan membuat

sehemat mungkin dapat menjadi kenyataan. Hilangnya smse pemeintah
terhadap problem di bidang ekonomi dapat mendorong terciptanya seleksi

alam, struggle for ffi, suruiual of the fttest, konflik dan ketidakadilan. Dalam

konteks itulah diperlukan aturan pemerintah, dan untuk menegakkan aturan

diperlukan kekuasaan. Kekuasaan dalam bentuk formal adaiah kewenangan

(authoiE). Kewenangan tak dapat disangkal adalah modal utama pemerintah

dalam menjalankan fungsinya guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi.

Peran IPDN berkenaan dengan hal di atas adalah bagaimana
menanamkan nilai kekuasaan ftewenangan) dalam hal ini (pamongpraja) agar

dapat digunakan untuk memberikan akses seluas mungkin pada masyarakat

sehingga aktivitasnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada

lingkup mikro guna membebaskan dirinya dari lingkaran setan kemiskinan.

Dalam banyak realitas menggambarkan bahwa kekuasaan sering dan

menjadi jamak digunakan untuk memberi akses pada aktor pemerintahan

dan kelompoknya untuk memperkaya diri, bukan membebaskan masyarakat

dari problem ekonomi.2re Nilai ini penting ditanamkan agar kekuasaan

tak digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, sebagaimana orientasi

umum masyarakat ketika menjadi PNS yang ingin menj adi kaya, bukan

melayani rakyat.

8. Meningkatkan Kualitas Budaya, Menjawab NautacitaS

Kualitas sosial budaya yang ingin diwujudkan adalah lahirnya
kepedulian, kesadaran dan kebera nian (huoisme) individu sebanyak mungkin

dalam masyarakat. Indikasi paling mudah ditemukan adalah semakin sulit

menemukan individu berani dalam kasus pemberantasan korupsi. Selain itu,

2re Sesuai data Direktorat Otda Kem€ndagri, smpai 2015, lebih dili 300 Kepala Daerah bertalim dengan ktrus korupsi



terkait realitas dewasa ini tantangan terberat adalah bagaimana mengurangi
budaya konsumeristik. Jika kesadaran individu lahir sebaguir.rurra
dikemukakan, maka pada ujungnya lahir pula kesadaran kolektif (collectiue
action). Bangsa-bangsa besar dan maju hari-hari ini memiliki kesadaran
kolektif yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsanya di
mata dunia international. Kesadaran kolektif semacam itu hanya mungkin
jika terbentuk kesadaran individu. Kesadaran individu terbentuk mulai
dari lingkungan keluarga, pendidikan dan sistem bernegara (contoh
kepemimpinan)yang akan membentuk kualitas budaya suatu bangsa (van
Poeltje, 1953: 2B). Dalam relasi itu, peran IPDN sebagai institusi pendidikan
harus mampu membentuk kesadaran individu pada semua civitas dan
alumni tentang kepedulian, kesadaran diri, keberanian dan kemampuan
mengurangi hidup konsumeristik. Kesadaran kolektif IPDN akan menjadi
simbol bagi perubahan sebagian agenda bangsa. Nilai-nilai kepemimpinan
pamongpraja yang selama ini ditanamkan melalui asthabhrata setidaknya
menjadi modal untuk menggerakkan secara kolektif dalam interaksi di
lapangan tugas.

9. Mengukuhkan Kebhinekaan, Menjawab Nazsacita g

Sebagaimana dikatakan pada Nawacita 6, realitas kebhinekaan adalah
kodrat yang tak dapat hindari. Kesadaran akan kemajemukan adalah
modal dalam mewujudkan nilai ideal ke-ikaan (persatuan). Indonesia
adalah cermin atas kebhinekaan dimaksud. Dalam kebhinekaan itulah
kita membangun kesadaran untuk mencapai tujuan bersama. Demokrasi
menjadi wadah untuk mencapai kehendak bersama berdasarkan konstitusi.
Perbedaan adalahnilai bagi upaya memperkuat dan menjalin kebersamaan
dalam bentukjejanng(web) sehingga kelemahan yang satu dapat diperkuat
oleh kelebihan yang lain. Peran IPDN dalam hal ini adalah memastikan
agar nilai kebhinekaan dan keikaan dapat terawat dengan baik dalam
interaksi kehidupan kampus sehari-hari. perbedaan latar belakang, agama,
keyakinan, ras, suku, golongan, kedaerahan serta jenis kelamin bukanlah
halangan dalam membentuk kesadaran bersama tentang tujuan berbangsa
dan bernegara.

Seluruh fasilitas yang dihadirkan untuk praja dalam praktiknya harus
mampu menjamin hilangnya diskriminasi sehingga tak muncul perbedaan



menyolok antarayang kaya dan miskin, mulai bangun pagi hingga tidur

kembali. Penanaman nilai ini penting mulai dari pembatasan kumpul

kontingen (kedaerahan) guna menghindari dominasi kesukuan, pemberian

*urrg bugi ekspresi kehidupan beragama (perayaan agama), serta pemberian

k.r.-puiun bagi upaya mengembangkan kemampuan yang sekalipun

berbeda menjadi modal bagi upaya pencapain tujuan bersama.

Inilah sejumlah penting nilai dan mungkin saja beberapa bentuk uehicle

yang muncrrl se.a.a luk sengaja sehingga membutuhkan diskusi yang lebih

intensif guna memperoleh formulasi yang sistematik dan bentuk yang lebih

konkret bags roadmap IPDN sebagai Pelopor Revolusi Mental.



Pasca-Indonesia merdeka tanggal l7 Agustus 1945, tugas berat
pemerintah yang dinakhodai oleh Presiden dan Wakil presiden pertama Ir.
Soekarno dan Moh. Hattasemakin terlihat di depan mata.Tirgas berat itu
tak seringan apayangtertulis dalam selembar teks proklamasi kemerdekaan,
yaitu "ltal-ltal2ang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dalam temp o lt ang s uingkat - singkatrry a". S eb agaimana dipahami, bahwa fungsi
dan tugas pertama serta utama negara yang dalam hal ini direpresentasikan
secara konkret oleh pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia. Tanggung jawab fundamental tersebut
tertuang jelas dalam alinea ke-4 konstitusi Republik Indonesia yang
disahkan sehari setelah kemerdekaan. Dengan demikian, hal pertam ayang
terpikir oleh pemerintah Indonesia adalah bagaimana membangun suatu
pemerintahan yang kuat, memiliki pertahanan dan keamanan yang mampu
menjalankan amanah konstitusi. Untuk mewujudkan hal itu maka secara
teknis dimulailah pembangunan sejumlah pendidikan berkelas akademi
seperti akademi militeq akademi kepolisian dan akademi pemerintahan.
Dua akademi pertama menjadi tanggungjawab kementerian pertahanan
dan keamanan, sedangkan akademi pemerintahan menjadi tanggungjawab
kementerian dalam negeri. Semua kementerian di atas pada dasarnya
bertanggung jawab dalam menghasilkan dan menciptakan kader yang
dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang dihadapi pemerintah
Indonesia pascakemerdekaan. Membentuk kader pemerintahan merupakan
tanggung jawab kementerian dalam negeri agar tercipta aparatur yang
berbudi luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Sebab itu, Kementerian Dalam Negeri perlu mengusahakan suatu cara



dan jalan agar terbentuk suatu lembaga pemerintahan yang memiliki

,,rr.rru1 organisasi pemerintahan ideal, aparatur yang baik, administrasi

yang sempurna, serta pendidikan dan pelatihan yang memadai dari segi

keterampilan pegawainya. Kekhususan awal yang ditekankan adalah

lulusan akademi pemerintahan dapat menjadi calon pemimpin rakyat,

bergaul bersama rakyat, serta secara langsung berada di tengah-tengah

rakyat (Rachmat, 1966). Sungguhpun demikian, pendidikan dasar

kepamongp r ajaan sebenarnya telah diperkenalkan p ascakemerdekaan

Republik Indonesia Serikat (RIS) lewat Middelbare Bestuurshool MBS, 1948),

Sekolah Menengah Tinggi (sMT)pangreh praja, sMA-pamongpraja hingga

pembentukan Sekolah Menengah Pegawai Pemerintah/Administrasi Bagian

Atas (SMPAA diJakarta dan Makassar). Setelah pemulihan kedaulatan, di

lingkungan kementerian dalam negeri dibentuk KPPA, KPPB dan KDC

(Malang 1952, Medan, 1954 dan kota-kota lain)'

Alasan ideal di atas didukung oleh realitas pemerintahan Indonesia

yang baru seumur jagung dimana roda pemerintahan berjalan di atas

kompromi dari seluruh elemen perjuangan. Kondisi ini menjadikan

pelayanan pemerintahan tak memperlihatkan hasil yang memuaskan.

Faktanya, keputusan-keputusan yang baik sering kali berakhir dengan

kenyataan-kenyataan yang buruk disebabkan oleh sejumlah masalah

aparatur pemerintahan dalam menerjemahkan berbagai kebijakan di level

p.rrr.uk. Problem yang dihadapi tidak saja soal terbatasnyajumlah pegawai,

,ru*rrn sebagian besar tak qualifed, kurang memiliki pengetahuan dasar, serta

tak berpengalaman sehingga realitas pemerintahan kala itu membutuhkan

upaya agar segera diselesaikan. Untuk menjawab masalah tersebut maka

dua hal yang mesti ditempuh dalam waktu bersamaan, yaitu mempercepat

pengembangan kualitas aparatur pemerintah melalui pendidikan pada

berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia serta meningkatkan

kualitas pendidikan aparatur pemerintah melalui pembangunan lembaga

pendidikan pemerintahan setaraf akademi. Di tengah situasi politikyang tak

memberi kepastian, Kementerian Dalam Negeri mengambil prakarsa lewat

pengiriman mahasiswa tugas belajar ke berbagai perguruan tinggi, seperti

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan membuka secara mandiri Akademi

Pemerintahan Dalam Negeri di Malang pada tanggal 17 Maret 1956.

Tugas perguruan tinggi seperti UGM tidak saja membantu mempercepat



peningkatan kualitas aparatur pemerintahanjuga mempersiapkan kurikulum
ideal bagi pembentukan akademi pemerintahan dalam negeri. Harus diakui,
bahwa pendidikan kep amongp r ajaan sej auh ini memiliki hubungan historis
dengan universitas pembimbing seperti UGM.

Menurut soemarman (1966), akademi pemerintahan sebagai lembaga
pendidikan pada dasarnya menyiapkan kader pemerintahan dengan
maksud; pertamq menyiapkan kader pemerintahan yang memiliki watak,
mental dan pendirian yang kuat, sehat secara jasmaniah, menjadi teladan
dalam masyarakat, serta mencerminkan disiplin yang kokoh dalam
mempertahankan dan menegakkan keadilan dan kebenaran. untuk maksud
tersebut diperlukan seperangkat mata kuliah seperti pancasila, filsafat
dan keagamaan. Pembimbingan dilakukan secara intensif oleh dosen
pembimbing yang kelak nanti menjadi clasar-dasar bidang pengasuhan.
Kedua, menyiapkan kader pemerintahan yang memiliki kemampuan teknis
ilmiah/akademis sehingga dapat dipergunakan dalam praktik pemerintahan
sebagai pamong rakyat maupun pamong negara. Kemampuan teknis
ilmiah tersebut hendaknya dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran pada bidang
yang dipelajari (kejuruan) serta memiliki kestabilan jiwa, kesetiaan dan
kewibawaan yang keseluruhan karakteristik itu mewakili kemuliaan bangsa
dan negara. Kemampuan teknis ilmiah menjadi dasar bagi pengembangan
bidang pelatihan bagi setiap kader pemerintahan. futigq menyiapkan kader
pemerintahan yang memiliki kemampuan berpikir universal sehingga
mampu menganalisa, meneliti, serta menyusun pendapat dan kesimpulan
secara ilmiah dan objektil Kemampuan ini diasah melalui pengembangan
bidang pengajaran sehingga terbentuk kemampuan berpikir umum terhadap
berbagai hal yang bersifat spesifik (generalis-spuinli^r, spesialis-generalis).

Kader pemerintahan yang ingin diwujudkan pada dasarnya adalah
kader pemerintahan yang memiliki karakter kenegarawanan, dimana setiap
pamongpraja dapat berdiri di atas kepentingan semua golongan, bukan
kader suatu golongan tertentu. Kepribadian yang unggul sebagai kader
pemerintahan diharapkan dapat menjadi "cultural setting", mampu berdiri
di tengah pluralitas (adit), dapat memberikan pengayoman (perlindungan),
mampu memberi jaminan bagi terciptanya ketenteraman dan ketertiban
(social order), serta dapat menegakkan hukum pada tingkat pertama sebagai
wujud hadirnya pemerintahan. Kemampuan setiap kader pemerintahan



perlu dikembangkan sehingga mampu menghasilkan berbagai inovasr,

kemandirian dan kreativitas bagi upaya membantu memecahkan berbagai

masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam kapasitas sebagai kader

pemerintahan, mereka diharapkan mampu mempraktikkan the art of

gou ernment. IJpaya membantu masyarakat dalam memecahkan berbagai

p.rroulun yang dihadapi kelak melahirkan fungsi pemberdayaan dalam

pemerinta han (emp ow erment). Sementara, kemampuan memainkan seni

dula- pemerintahan adalah jawaban atas berbagai persoalan yang secara

teoretik dan normatif tak memberi banyak pilihan sehingga dibutuhkan

suatu upaya kens ({tihatldalam memecahkan berbagai persoalan. Persoalan

yang memiliki ciri khas darurat (emergenc1), urgenst' serta menyangkut

kepentingan masyarakat luas membutuhkan intervensi pemerintah dalam

bentuk tindakan positif, sekalipun mesti meniadakan sejumlah rintangan'

Dalam konteks itu, diperlukan kebebasan bertindak (untj beshur) sebagaimana

dikenal pula dalam istilah hukumy'ass erme)sen. Dalam sistem administrasi

peme.intuhan kini berkembang hak diskresi sebagai ruang bagi pejabat

publik untuk pengambilan keputusan yang memiliki sifat urgensi dan

menimbulkan damPak luas.

Untuk mewujudkan kualitas kader pemerintahan di atas maka tugas

pendidikan tinggi kepamongp rajaan adalah mempersiapkan sebanyak

mungkin mata pelajaran yang relevan pada batas waktu yang tak

terlalu lama. Dengan tuntutan semacam itu, maka pendidikan tinggi

kepamongprajaan harus mampu menyiapkan suatu sistem pembelajaran

yang teratuq pemondokan internal (boarding school) serta pengawasan yang

intensif sehingga dihasilkan kaderpemerintahan yang sesuai hatapan, efisien

dan efektif. Harapan tersebut tentu saja membutuhkan kemampuan dan

dedikasi para pendidik, pengasuh dan pelatih yang memiliVi smseyangtittggt'

Selain itu, pendidikan tinggi kepamongp r ajaan berkewaj iban memberikan

sebanyak mungkin pengetahuan dasar di bidang politik, hukum, sosial,

ekonomi, termasuk administrasi pubtik. Alokasi yang cukup banyak dari sisi

pengajaran (mata kuliah), bukanlah bermaksud untuk menyaingi perguruan

inggi lui", kecuali untuk menciptakan sintesa antarapengetahuan dasar dan

teknis pengeloaan pemerintahan serta pengetahuan teoretik dari berbagai

perguruan tirgs umum. Integrasi pengetahua n antat a teknis pemerintahan

dan teori yang diperoleh diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan



di lapangan pemerintahan. Kemampuan tersebut diharapkan pura pada
awalnyadapat menjadi bekal bag upaya penyusunan struktur pemerintahan,
termasuk mengidentifikasi kewenangan masing-masing badan sehingga tak
mudah terj adi duplikasi, penyelewengan kewenangan, serta perbu atan y ang
bersifat a buse of power (dztournunent de pouuoir).

Sejak awal pendiriannya, pendidikan tinggi kepamongp rajaanmemberi
kesempatan pada putra-putri dari Sabang sampai Merauke untuk dididik
menjadi kader pemerintahanyang berpandangan wide nation. Mengingat
bangsa Indonesia merupakan representasi dari kemajemukan suku, agama,
ras dan golongan, makapembentukan pendidikan tings kepamongp rajaan
diharapkan menjadi instrumen pembinaan kesatuan bangsa serta pusat nation
and clmracter building. Pembentukan kader pemerintahan yang bersifat khusus
semacam ini dimaksudkan agar terbentuk rasa kesatuan berbangsa dalam
kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang membedakan sistem rekrutmen
aparatur sipil biasa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ASN.
Aparatur sipil biasa direkrut menurut kebutuhan pemerintah daerah semata,
memiliki wawasan yang bersifat lokalitas, serta bekerja dan tinggal di
daerah masing-masing. Jumlahnya relatif banyak sesuai kebutuhan daerah
masing-masing. Kader pemerinrahan yang dididik lewat pendidikan tinggi
kepamongp rajaanlebih ditekankan pada aspek kebangsaan (nasionalisme)
yang lebih luas serta menjadi sumber pengembangan nation and cltaracter
building (revolusi mental).Jumlahnya biasanya terbatas dari setiap daerah,
bergantung kebutuhan pemerintah yang dilakukan melalui sistem seleksi
yang ketat. Yang mungkin sama adalah fungsi aparatur sipil negara sebagai
sosok pengintegrasi dan pelayan masyarakat. Hal ini jelas menjadi dua hal
pokok yang tak berbeda, sekalipun dalam kenyataannya kader pemerintahan
lulusan pendidikan kepamongprajaan, seperti KDC, APDN, IIB srpDN
dan IPDN-lah yang paling siap ditempatkan dimanapun. penerimaan
aparatur sipil lain yang bersifat spesifik, seperti guru, dokter, dan penyuluh
pertanian tidak dapat disamakan dengan penerimaan aparatur sipil yang
dididik khusus dalam menjalankan urusan pemerintahan umum (atgemme
bestuur). Demikian pula di bidang pertahanan dan keamanan, lulusan
Akmil dan Akpol tak dapat disamakan dengan sistem rekrutmen militer
melaluijalur biasa (catam, Bintara, wamil, dan lainJain). Menurut wijono
(1966), jika perguruan tinggi lain umumnya memiliki kemampuan pada



sektor tertentu, maka pendidikan kader pemerintahan justru mendidik

kemampuan universalyang dapat mengkoordinir semua sektor spesifik tadi

dalam kerangka tugas pemerintahan umum. oleh sebab itu, pendidikan

kader pemerintahan harus dapat membentuk suatu calon administrator

yang berpandangan luas, broad-minded, ahli pada bidang tertentu dengan

latar belakang pengetahuan umum yang luas. Selain itu, seorang aparatur

pemerintahan umum yang baik memiliki moral yang kuat, moril yang titggt,

serta kemampuan mengkoordinir semua potensi dan perbedaan dalam

masyaraka t (iamenbundeling). Inrlahstandar khusus bagi kader pemerintahan

yang disiapkan dalam mengelola urusan pemerintahan umum dari pusat

hingga level terendah dilapangan.

Amanat Presiden Soekarno

TekananpokokyangdisampaikanolehSoekarnodalamperesmian
APDN di Malang tanggal 17 Maret 1956 adalah akademi pemerintahan

hendaknya menjadi pusat inuestment of human skill dan human inaestment'

Selain itu, ditekankan pula manajerial skill dan ehsiensi administrasi

dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurut Dj adjadiatma ( I 966),

tekanan di atas mengarahkan agar pendidikan kepamongptajaan melalui

akademi pemerintahan dapat menghasilkan kader pemerintahan yang

tidak saja baik, namun efisien. Kader pemerintahan yang baik dihasilkan

dari proses mewujudkan pamongpraja sebagai inuestment of human skill

dan human inaestment. Proses mewujudkan kader pemerintahan tersebut

dilakukan melalui upaya penumbuhan' penanaman, pendewasaan dan

pengembangan. Dalam perkembangan dewasa ini, tekanan tersebut tampak

duripror., belajar selama 4 tahun di IPDN melalui tingkat pertama (muda

pru.lu;, tingkat dua (madyapraja), tingkat tiga (nindyapraja), serta tingkat

empat (wasana praja). Dalam masa itu, kader pemerintahan ditempa lewat

pembinaan pelatihan dan pengasuhan. Di sisi lain, kader pemerintahan yang

.firi.n dihasilkan dariproses manajerial skilldanefisiensi administrasi' Proses

ini dilakukan melalui bidang pengajaran dengan tekanan pada praktikum

dan penyelenggaraan administrasi. Administrasi yang buruk merupakan

gu-bu.u., atas kegagalan dari tujuan kebijakan di level puncak' Faktanya,

banyak keputusan yang baik berakhir dengan realitas yang mengecewakan.

OIeh karena disadari bahwa administrasi pemerintahan dikerjakan oleh



administrator, maka kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan sangat
bergantung pada kemampuan sumber d,aya aparatur. Administrasi
yang buruk dan tak efisien bukan saja merugikan kebijakan itu sendiri,
namun secara langsung menimbulkan dampak yang sering dirasakan oleh
masyarakat dalam bentuk pelayanan.Jika pada level puncak administrasi
yang buruk menimbulkan kegagalan kebiiakan, seperti tak tercapainya tujuan
yang diinginkan oleh pemerintah, maka pada derajat masyarakat kegagalan
administrasi seringkali melahirkan inefisiensi, mempersuburpraktikko-pri,
membuka peluang penyalahgunaan kewenangan, membuat boros kekayaan
negara, serta melemahkan semangat masyarakat untuk menyelesaikan
urusan yang sebetulnya dianggap mudah. pelemahan semangat masyarakat
ketika berhadapan dengan administrator pemerintah pada akhirnya
dapat menimbulkan akumulasi bagi terciptanya distrust. Menyusutnya
ketidakp e rc ay aan masyarakat dap at mengakib atkan hilangnya legitimasi
sebagai modal fundamental dalam penyelengg ar aanpemerintahan. Apabila
terus dibiarkan, maka kondisi semacam ini dapat memperleb ar (disiosiatiJ)
relasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, relasi yang terus
terintegrasi dengan baik (assosiatif) dapat melanggengkan pemerintahan.

Dewasa ini, tekanan pada manaj ei,ar skiil dtkembangkan melalui bidang
pengajaran dan pelatihan. Pengajaran merupakan upaya untuk meletakkan
dasar-dasar teoretik dan konseptuar ilmu pemerintahan yang memungkinkan
bagi kader pemerintahan mampu mengembangkan kepemimpinannya
secara intelektual. sedangkan pelatihan merupakan upaya mewujudkan
dasar-dasar teoretik dan konseptual ke dalam kenyataan empirik melalui
praktik nyata sehingga setiap kader pemerintahan benar-benar menguasai
hingga ke tingkar paling nyara di lapangan pemerintahan. Dualitas keilmuan
itu merupakan hal mutlak diperlukan dalam pembinaan kaderpemerintahan
karena diyakini bahwa kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada
akhirnya tertuju pada kemampuan sumber daya manusia. Hanya denga'
kader pemerintahan yang unggul yang dapat menghasilkan pemerintahan
yang unggul, sebagaimana hanya dengan manusia yang adil yang dapat
membentuk masyarakatyang adil pula. Dengan demikian, hanyakader
pemerintahan yang memiliki ilmu pengetahuan, moralitas dan tanggung
jawab tinggi, serta disiplin yang baik yang mampu mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur.



Memahami nilai strategis itu maka rekrutmen kaderpemerintahan sejak

awal lebih dititikberatkan pada aspek kualitas, bukan sekedar kuantitas'

Jika ukuran suaru perguruan tinggi lebih dilihat dari jumlah alumninya

Luku pendidikan kader pemerintahan lebih dilihat pada aspek kualitasnya'

Kualitas dimaksud berkenaan dengan dua variabel pokok, yaitu semakin

tingginya moralitas administrator sebagai penyelenggara pemerintahan

du, ,.*ukin tinggi pula efisiensi dan efektifivitas yang dapat dicapai dalam

pelayanan publik. Moralitas administrator (pelayan publik) yang diemban

ol.t kud.. pemerintahan dapat dilihat dari semakin tingginya kepedulian

pada masy ir akat,semakin re ndahnya penyalah gunaan wewenan g' korupsi

dan pelanggaran etika. Efisiensi dan efektivitas dapat dilihat pada upaya

p.luyunun publik yang semakin cepat, mudah, murah dan bertanggung

jawab sesui pinsip-PinstP good gouernance'
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